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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL 
STUDIES  (CSIS)  sejak  1 971  sebagal  jurnal  berkala  untuk  menyajikan 
tulisan-tulisan  tentang  berbagai  masalah  nasional  dan  internasional. 
ANALISIS  CSIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para  staf 
peneliti  CSIS  sendlri.  Tetapl  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan 
dipertlmbangkan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan- 
tulisan  yang  dimuat  dalam  ANALISIS  CSIS  sepenuhnya  menjadi 
tanggung  jawab  pribadi  penulis  masing-masing. 

Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo 
baru:  Nalar  Ajar  Terusan  Budi.  Logo  berbentuk 
sebuah  piringan  cekung  berukiran  bola  dunia 
yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa 
busana  duduk  memangku  buku  terbuka 
beralaskan  kain  lampin.  Tangan  kiri  menunjuk 
ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas 
menggambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan 
yang  ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah 
piringan  melambangkan  keterbukaan  budi  -tiadanya  sikap  a  priori 
-  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis  umumnya,  dalam 
kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang 
membutuhkannya.  Sedangkan  bola  dunia  melambangkan  alam 
jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup  CSIS  berada  dan 
berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yangtertera  pada  lingkaran 
piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi 
Jawa  untuk  menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran 
matahari  dan  sekaligus  mengemukakan  makna  yang  terkandung 
dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar  menurut  tradisi 
Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan 
Budi  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam 
urutan  terbalik:  1971,  tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi 
juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat  kegiatan  CSIS.  CSIS 
sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang 
bukan  hanya  menganalisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk 
menunaikan  kewajiban  sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi 
adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  menguraikan  pikiran 
adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan 
dalam  wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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PENGANTAR  REDAKSI 


Esensi  revitalisasi  dan  pembangunan  sistem  politik  adalah 
pendidikan  politik  bagi  masyarakat  luas.  Sesuai  dengan  cita- 
cita  founding  fathers,  pendidikan  politik  pada  masyarakat  ti- 
daklah  cukup  hanya  dengan  mengedepankan  slogan  politik,  misal- 
nya  "tegakkan  demokrasi  yang  jujur  dan  adil  dalam  Pemilu"  atau 
''birokrasi  anti  korupsi".  Dalam  artikel  berjudul  "Revitalisasi  Sistem 
Politik  imtuk  Kemajuan  Bangsa"  Tri  Pranadji  menulis  bahwa  slogan 
politik,  sebagai  penunjuk  jalan  bersama,  boleh  saja  dibuat  dan 
disebarluaskan  oleh  kalangan  elite,  namxm  membangun  kerangka 
kerja  yang  sistematik  agar  pencapaian  slogan  tersebut  lebih  terjamin 
dan  terukur  adalah  kehamsan.  Jika  masyarakat  tidak  dilibatkan  secara 
intensif  dalam  membangun  kerangka  kerja  tersebut,  maka  esensi 
penyelenggaraan  pendidikan  politik  belum  berjalan  dengan  baik. 

Artikel  Azikin  Solthan  berjudul  "Dinamika  Politik  Lokal  dalam 
Kebijakan  Pen5aisunan  APBD:  Studi  Kasus  Kabupaten  Bulukumba, 
Sulawesi  Selatan"  dalam  penelitiannya  antara  lain  menyimpulkan 
bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sebagai 
salah  satu  komponen  sistem  kebijakan  pemerintah  pasca  Pilkada  di 
Bulukumba,  belum  berhasil  mendorong  peningkatan  kemandirian 
daerah  sehingga  kebijakan  APBD  dalam  implementasinya,  belum 
mendukung  sepenuhnya  proses  demokratisasi  lokal.  APBD  sebagai 
fungsi  legislasi  DPRD  seharusnya  mampu  meningkatkan  kapabilitas 
ekstraktif,  kapabilitas  regulatif  dan  kapabilitas  alokatif  pemerintah 
daerah  yang  justru  merupakan  indikator  peningkatan  eksesibilitas 
dan  peningkatan  keunggulan  kompetitif  pemerintah  daerah  dalam 
"•— •'proses  demokratisasi. 

Kampanye  yang  dilakukan  menjelang  penyelenggaraan  Pilkada 
merupakan  salah  satu  kuadran  demokrasi  di  aras  lokal.  Kampanye 
juga  sangat  menentukan  kemenangan  pasangan  kandidat  yang 
berkontestasi  dalam  Pilkada.  Kampanye  sendiri  sering  didefenisikan 
sebagai  pertarungan  komunikatif  dengan  menggelar  sederetan  peris- 
tiwa  komunikasi  yang  dilaksanakan  berdasarkan  rencana  dan  yang 
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memiliki  tujuan  ganda.  Di  satu  sisi,  kampanye  bertujuan  untuk  me- 
yakinkan  pemilih  agar  memilih  kandidat  yang  mereka  kenal,  ber- 
kualitas  dan  dianggap  mampu  memperjuangkan  aspirasi  pemilih. 
Di  sisi  yang  lain,  kampanye  berusaha  mengalahkan  lawan  dengan 
menjejali  pemilih  sederetan  daftar  program  dan  isu  strategis  yang 
akan  diperjuangkan.  Dalam  hilisan  berjudul  "Kampanye  dan  Kinerja 
Mesin  Parpol  dalam  Pilkada  di  Nusa  Tenggara  Timur",  Gregorius 
Sahdan  secara  khusus  menguraikan  kampanye  dalam  Pilkada  NTT 
tahun  2008,  sekaligus  mencari  jawaban  apakah  mesin  partai  benar- 
benar  efektif  bekerja  dalam  kampanye  tersebut. 

"Peran  Negara  dalam  Pembangunan  Ekonomi  dan  Politik"  se- 
bagai  tulisan  terakhir  yang  dihilis  Budi  Rajah  menyebutkan,  bila 
mengamati  arah  pembentukan  format  politik  pada  rezim  reformasi 
sekarang  ini  nampak  lebih  memihak  pada  penguatan  lembaga-lem- 
baga  kenegaraan,  sedangkan  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  be- 
lum  banyak  mempunyai  kekuatan  untuk  mengontrol  lembaga-lem- 
baga kenegaraan  itu.  Dengan  kata  lain,  demokrasi  yang  sedang 
dibentuk  di  Indonesia  sekarang  ini  belum  menunjuk  pada  ciri  demo- 
krasi yang  partisipatif,  yang  memperlihatkan  adanya  kendali  yang 
kuat  atas  peran  lembaga-lembaga  kenegaraan  oleh  lembaga-lembaga 
kemasyarakatan.  Dalam  demokrasi  yang  partisipatif,  bukan  demokrasi 
yang  formal  seperti  kini  berlangsung,  ada  hubungan-hubungan 
relasional  yang  sejajar  yang  saling  mengendalikan  antara  lembaga- 
lembaga  kemasyarakatan  dan  lembaga-lembaga  kenegaraan. 

Selain  artikel,  pada  penerbitan  Analisis  kali  ini  juga  disertai  tin- 
jauan  perkembangan  politik,  ekonomi  dan  tinjauan  perkembangan 
regional  dan  global,  yang  ditulis  oleh  para  staf  peneliti  CSIS  mengenai 
berbagai  isu  mutakhir. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  POLITIK 

Perjuangan  Menegakkan  Keadilan 

versus  Legal  Formal 

M  Sudihjo 


PENGANTAR 

Dalam  tiga  bulan  terakhir  ini,  Indonesia  menghadapi  krisis  politik 
dan  hukum.  Seluruh  energi  bangsa  terkuras  untuk  menghadapi  proses 
politik.  Proses  politik  sepanjang  sepuluh  bulan  pertama  tahun  2009 
berjalan  relatif  baik.  Namun,  tiga  bulan  terakhir  terjadi  keguncangan 
dalam  politik.  "Perjuangan  Menegakkan  Keadilan  versus  Legal  For- 
mal" merupakan  judul  artikel  ini.  Setidaknya,  ada  tiga  kasus  yang 
dalam  tiga  bulan  terakhir  ini  marak  di  media  massa.  Pertama,  kasus 
yang  menimpa  Wakil  Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) 
Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra  M  Hamzah,  yang  dianggap  sebagai 
usaha  kriminalisasi  terhadap  kedua  pimpinan  KPK.  Kedua,  kasus 
pembunuhan  terhadap  Nasrudin  Zulkamaen,  Direktur  PT  Rajawali 
Putra  Banjaran,  yang  diduga  diotaki  oleh  Ketua  KPK  Antasari  Azhar. 
Ketiga,  kasus  Bank  Century. 

Dalam  persidangan  kasus-kasus  tersebut,  sebagian  masyarakat 
begitu  antusias  mengikuti  kasus-kasus  tersebut  dengan  antusias,  baik 
melalui  media  elektronik  maupun  media  cetak  lewat  penyajian  berita 
yang  sangat  terbuka.  Para  pendukung  atau  pengecam  dari  kasus- 
kasus  tersebut  pun  tidak  lepas  dari  pemberitaan.  Berita,  karangan, 
analisis,  tajuk  rencana,  editorial,  wawancara,  perdebatan,  dan  unjuk 
rasa,  termasuk  komentar  dari  para  elite  politik,  muncul  setiap  hari. 
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Pada  kasus  Bibit-Chandra  yang  diperdengarkan  melalui  kaset 
rekaman  di  sidang  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  pada  tanggal  3 
November  2009  antara  lain  berisi  percakapan  Anggodo  Widjojo  dan 
kawan-kawannya,  serta  beberapa  besar  hukum  yang  melibatkan  se- 
buah  konspirasi  para  penegak  hukum  dengan  masyarakat  sipil.  Dari 
skandal  hukum  itu,  kepercayaan  masyarakat  kepada  lembaga  dan 
aparat  penegak  hukum,  turun  ke  titik  nadir. 

Pembentukan  Tim  Independen  Verifikasi  Fakta  dan  Proses 
Hukum  Kasus  Bibit  dan  Chandra  yang  lebih  dikenal  sebagai  Tim  8, 
yang  dibenhik  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  untuk 
menangani  kasus  ini,  dianggap  sebagai  upaya  pemerintah  unhik 
mengembalikan  citra  penegakkan  hukum  yang  sedang  mengalami 
keterpumkan.  Kasus  Bibit  dan  Chandra,  pun  rekomendasi  dari  Tim 
8  yang  disampaikan  ke  Presiden.  Bibit  dan  Chandra,  akhimya  aktif 
kembaHdiKPK. 

Sementara  pada  kasus  Antasari  Azhar  dan  kasus  Bank  Century 
hingga  kini  masih  terns  berlangsimg.  Bahkan  kasus  Bank  Century 
kini  memasuki  proses  penggunaan  hak  angket  yang  diusulkan  oleh 
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Unjuk  rasa  menimtut  penuntasan 
kasus  Bank  Century  dan  tuntutan  pengunduran  diri  mantan  Gubemur 
Bank  Indonesia,  yang  kini  Wakil  Presiden  Boediono  dan  ^4enteri 
Keuangan  Sri  Mulyani,  marak  di  beberapa  daerah. 

Momentum  Hari  Anti  Kompsi  Dunia  pada  tanggal  9  Desember  2009 
lalu  pun  digunakan  oleh  para  demonstran  anti  korupsi  secara  serentak 
di  beberapa  daerah  untuk  melakukan  aksi  protes  terhadap  praktik 
korupsi  yang  akhir-akhir  ini  justru  makin  marak  terjadi  di  Indonesia. 
Situasi  ini  membuat  pemerintah  kewalahan  dalam  mengantisipasi 
kerusuhan  yang  mungkin  terjadi  dan  tidak  terkendalikan.  Betapa 
tidak,  beberapa  hari  sebelum  peringatan  itu,  sempat  beredar  isu 
bahwa  aksi  geraikan  anti  koTiipsi  ditunggangi  oleh  para  elite,  yang 
dianggap  tidak  puas  dengan  kebijakan  pemerintah.  Bahkan  beredar 
isu  akan  terjadi  kerusuhan  besar,  sehingga  dikhawatirkan  dapat 
menggulingkan  pemerintahan  SBY.  Namun  demikian,  aksi  gerakan 
anti  korupsi  akhirnya  berjalan  secara  damai  dan  isu  akan  terjadi  ke- 
rusuhan tidak  terbukti. 
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KRIMINALISASI  PIMPINAN  KPK 

Berita  yang  menyuguhkan  perseteruan  antara  lembaga  hukum 
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dengan  Kepolisian  dan  Kejak- 
saan  Agimg,  cukup  menyita  perhatian  masyarakat.  Bahkan  seolah 
Kepolisian  dan  Kejaksaan  Agung  dituduh  telah  melakukan  upaya 
kriminalisasi  terhadap  dua  Wakil  Ketua  KPK  menjadi  tersangka. 
Perseteruan  antar  lembaga-lembaga  penegak  hukum  ini  kemudian 
dikenal  dengan  istilah  cicak  (KPK)  melawan  buaya  (Polisi).  Istilah  ini 
dikemukakan  oleh  Kabareskrim  Polri  Susno  Duadji.  Bahkan  kemu- 
dian dengan  adanya  kerja  sama  antara  Polisi  dan  Kejaksaan  Agung 
imtuk  menangani  perkara  yang  menyudutkan  dua  pimpinan  KPK, 
dengan  menjadikan  status  Bibit  dan  Chandra  masuk  dalam  tahanan 
Kepolisian,  istilah  itu  berkembang  menjadi  godzilla  (Polisi  dan  Jaksa) 
melawan  cicak.^  Meski  upaya  pihak  Polisi  yang  dibantu  Kejaksaan 
Agung,  cukup  lemah,  namun  mereka  bempaya  mengajukan  dua 
Wakil  Ketua  KPK  nonaktif,  Bibit  dan  Chandra,  ke  pengadilan. 

Usaha  kriminalisasi  yang  terungkap  dalam  persidangan  di  Mah- 
kamah  Konstitusi  (MK)  dengan  membuka  rekaman  pembicaraan 
antara  Anggodo  Widjojo,  adik  Anggoro  Widjojo,  tersangka  kasus 
korupsi  proyek  Sistem  Komunikasi  Radio  Terpadu  (SKRT)  di 
Departemen  Kehutanan,  dengan  sejumlah  pejabat  di  Kejaksaan 
Agung  itu,  semakin  nampak  dengan  rekayasa  penetapan  Bibit  dan 
Chandra  sebagai  tersangka  dengan  tuduhan  menerima  suap.  Pa- 
dahal  penyuapan  ini  hanya  berasal  dari  testimoni  Antasari  Azhar, 
yang  kemudian  dibantahnya  sendiri  karena  itu  merupkan  testimoni 
Anggoro  Widjojo.  Tuduhan  tersebut  juga  janggal  karena  berubah- 
ubah,  dari  penyuapan,  penyalahgunaan  wewenang,  kemudian  sam- 
pai  pada  tuduhan  pemerasan.  Kasus  ini  menjadi  rumit,  karena  ma- 
kelar-makelar  kasus  maupun-mafia  peradilan  pun  tetap  bebas,  tidak 
tersentuh  hukum,  seperti  Anggodo  Widjojo  yang  hingga  kini  masih 


'  Baca  Koran  Tempo,  12  November  2009.  Di  tengah  panasnya  isu  "Cicak  vs  Buaya",  Jaksa  Agimg 
Hendarman  Supandji  menyebutkan  istilah  "godzilla"  untuk  menggambarkan  kerja  sama  polisi 
dan  jaksa  untuk  menangani  perkara  itu.  Menurut  Jaksa  Agung,  kalau  kepolisian  bertindak 
sendiri,  itu  kan  buaya,  tetapi  kalau  bersama-sama  dengan  jaksa  sudah  bukan  buaya  lagi,  me- 
lainkan  godzilla. 
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bebas.  Dalam  percakapan  rekaman  itu,  juga  disebut-sebut  nama  Pre- 
siden  SBY  dan  Kabareskrim  Susno  Duadji. 

Mengikuti  perkembangan  kasus  Bibit  dan  Chandra,  bahwa  ka- 
sus  itu  bukan  semata-mata  soal  hukum  belaka,  akan  tetapi  telah  me- 
rambah  ke  soal  politik.  Kasus  ini  merupakan  skandal  politik  tingkat 
tinggi.  Oleh  sebab  itu  dituntut  penyikapan  yang  benar  dan  tepat. 
Klarifikasi  Presiden  SBY  tentang  "pencatutan  nama"  dalam  rekaman 
itu,  belum  cukup.  Presiden  hams  bertindak  lebih  tegas  dan  transparan. 
Tidak  cukup  hanya  berteori,  tetapi  Presiden  perlu  membentuk  Tim 
Investigasi  yang  independen  untuk  mengusut  pihak-pihak  yang 
terlibat  dalam  lingkaran  skandal  perseteruan  KPK  -  Polri  -  Kejaksaan 
Agung. 

Presiden  hams  tumn  tangan,  dan  ini  bukan  berarti  mengintervensi 
proses  hukum,  melainkan  menjemihkan  proses  hukum  secara  tran- 
sparan.2  Apabila  hal  itu  tidak  dilakukan,  tidak  salah  bila  masyarakat 
menilai  bahwa  nama  Presiden.  SBY  tidak  "dicatut"  melainkan  karena 
Presiden  malah  terlibat.^  Tim  investigasi  perlu  melibatkan  elemen 
lintas  institusi,  termasuk  perwakilan  masyarakat  sipil,  dan  bukan 
dari  institusi  penegak  hukum,  seperti  Polri  dan  Kejaksaan  Agxmg 
yang  terlibat  dalam  perseteman  ini. 

Sementara  itu,  Bibit  dan  Chandra  mengajukan  usul  kepada  MK 
agar  melakukan  uji  materi  Undang  Undang  tentang  KPK.  Tetapi 
MK  rnenolak  menerbitkan  putusan  sela  terkait  dugaan  kasus  pidana 
yang  dihadapi  Bibit  dan  Chandra  itu.  Alasannya,  MK  tidak  bisa 
melakukan  intervensi  proses  hukum  pidana  itu.  MK  tidak  mengadili 
perkara  pidana,  melainkan  perkara  undang-imdang.  Meskipim  MK 
tidak  dapat  mengintervensi  proses  penyidikan  yang  dilakukan  Ke- 
jakaan  Agung  dan  Polri,  tetapi  MK  telah  memanggil  KPK  sebagai 
pihak  terkait  dalam  uji  materi  undang-undang  tersebut.  Kehadiran 
KPK  sangat  periting  dalam  persidangan  uji  materi,  karena  MK  tidak 
mungkin  memutus  perkara  yang  berhubungan  dengan  KPK  tanpa 
mendengarkan  keterangan  lembaga  yang  bersangkutan.  Bibit  dan 


^  Baca  penjelasan  Ketua  MK  Mahfud  MD,  dalam  koran  Jumal  Nasional,  29  Oklober  2009. 
3  Baca  penjelasan  Ketua  Setara  Institute,  Hendardi,  dan  Direktur  Pusat  Kajian  Anti  Koaipsi  (Pu- 
kat)  UGM,  Zaenal  Muchtar,  dalam  koran  Jumal  Nasional,  29  Oktober  2009. 
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Chandra  berada  dalam  keadaan  defensif,  meskipun  gerakan  membela 
Bibit  dan  Chandra  semakin  membesar.^ 

Ditahannya  Bibit  dan  Chandra  oleh  pihak  kepolisian,  29  Okto- 
ber  2009,  dengan  alasan  penyalahgunaan  wewenang,  makin  mem- 
perimcing  masalah.  Menurut  Wakil  Kepala  Badan  Reserse  Krimi- 
nal  Mabes  Polri  Irjen  (Pol)  Dikdik  Mulyana  Arif  Mansur  dalam 
penjelasannya  bahwa  mulai  tanggal  29  Oktober  2009  polisi  (pe- 
nyidik)  menggunakan  haknya  untuk  menahan  kedua  Wakil  Kehia 
KPK  nonaktif  ihi  karena  unsur  obyektif  (sanksi  kurungan  di  atas 
lima  tahun)  dan  unsur  subyektif  (tersangka  mempersulit  penyidikan 
melalui  pembentukan  opini  publik  dengan  serangkaian  jumpa  pers 
selama  penyidikan  berjalan)  telah  terpenuhi. 

Penjelasan  pihak  kepolisian  itu  tidak  menenangkan  masyarakat 
ataupun  menyurutkan  para  pendukung  Bibit-Chandra,  akan  te- 
tapi  justru  sebaliknya,  timbul  aksi  protes  dan  ketidakpuasan  dari 
masyarakat.  Selain  alasan  penahanan  itu  sangat  lemah  karena  polisi 
tidak  konsisten  memakai  pasal  yang  disangkakan,  Bibit  dan  Chandra 
juga  tidak  pemah  mempersulit  proses  penyidikan.  Sementara,  pena- 
hanan itu  justru  menimbulkan  serangan  balik,  khususnya  kepada 
kepolisian,  baik  dalam  bentuk  meluasnya  unjuk  rasa  maupun  pemya- 
taan-pernyataan,  serta  pembelaan  terhadap  Bibit  dan  Chandra. 

Bahkan  banyak  tokoh-tokoh  nasional,  termasuk  para  mantan 
petinggi-petinggi  negara  ini,  seperti  mantan  Presiden  Abdulrahman 
Wahid,  dan  mantan  Ketua  Umum  PP  Muhammadiyah  Syafii  Maarif, 
Ketua  Umum  PP  Muhammadiyah  Din  Syamsuddin,  Ketua  Umum 
PB  NU  Hasyim  Muzadi,  para  cendekiawan,  seluruh  anggota  Fraksi 
Hanura  di  DPR,  dan  banyak  politisi  lainnya,  memberikan  dukungan 
moral.  Mereka  juga  siap  menjadi  jaminan  atas  penahanan  dua 
pimpinan  KPK  nonaktif  itu.  Sementara  gerakan  facebooker,  melalui 
dunia  maya,  yang  mendukung  Bibit  dan  Chandra  telah  mencapai 
lebih  dari  dua  juta  orang  pendukung, 

Konflik  kepentingan  antara  lembaga  penegak  hukum  ini  telah 
menimbulkan  distrust  di  masyarakat  dan  dishingsi  tatanan  hukum 
nasional.  Penahanan  Bibit  dan  Chandra  itu  bisa  berkembang  seperti 


■*  Baca  penjelasan  Ketua  MK  Mahfud  MD,  dalam  Koran  Jumal  Nasional,  29  Oktober  2009. 
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penahanan  Aung  San  Suu  Kyi  di  Myanmar,  sebagai  simbol  perlawanan 
terhadap  pemerintah.^ 

Apabila  masalah  ini  tidak  cepat  diselesaikan  secara  bijak,  maka 
kepercayaan  masyarakat  pada  Presiden  dan  institusi  maupun  aparat 
penegak  hokum  makin  menurun  dan  sangat  mungkin  mengganggu 
pelaksanaan  program  100  hari  Kabinet  Indonesia  Bersatu  IL  Karena 
kasus  ini  sangat  berpotensi  menimbulkan  konflik  horizontal  maupun 
vertikal  yang  membahayakan  integrasi  bangsa,  maka  diperlukan 
penyelesaian  politik  yang  bijak  dan  berani  agar  tuntas,  dan  tidak 
direkayasa  dalam  proses  penegakkan  hukumnya.  Konflik  antara  pe- 
negak hukum  hanya  menguntungkan  para  koruptor,  karena  diduga 
para  koruptor  berada  dibalik  kekisruhan  ini. 

Konflik  dan  kekisruhan  antara  institusi  penegak  hukum  ini, 
akhimya  juga  sulit  untuk  tidak  merambah  ke  institusi  kepresidenan. 
Ini  bukan  hanya  karena  nama  Presiden  SBY  "dicatut",  melainkan 
juga  karena  ketiga  lembaga  itu  berada  di  bawah  Presiden.  Presiden 
memang  meminta  agar  persoalan  pencatutan  namanya  itu  diusut 
tuntas,  akan  tetapi  tidak  ada  tindak  lanjutnya.  Dalam  suasana  memanas 
oleh  meningkatnya  aspirasi  rakyat  yang  mendukung  keadilan  untuk 
pemberantasan  korupsi,  muncul  pertanyaan,  apakah  Presiden  SBY 
mendengarkan  aspirasi  rakyat  atau  justru  malah  memeruncing 
konflik  itu.  Terkait  hal  ini,  setidaknya  ada  tiga  dugaan. 

Pertama,  langkah  Presiden  yang  menonaktifkan  dua  pimpinan 
KPK,  dan  sebaliknya  justru  tidak  menindak  aparat  dalam  jajaran 
kepolisian,  khususnya  Kabareskrim  Komjen  Susno  Duadji,  dan  aparat 
Kejaksaan,  yaitu  Wakil  Jaksa  Agung  Abdul  Hakim  Ritonga,  justru 
mengesankan  bahwa  Presiden  berpihak  kepada  Polri  dan  Kejaksaan. 
Sementara  itu,  anggaran  yang  sangat  terbatas  yang  diperuntukkan 
bagi  Komisi-Komisi  di  DPR  selama  ini  juga  mengindikasikan  adanya 
usaha  unmk  mengkerdilkan  fungsi  KPK.  KPK  mulai  ditakuti  karena 
semakin  kuat  dan  beraru  melakukan  tindakan  tegas,  termasuk  ter- 
hadap anggota  DPR.  Berdasarkan  laporan,  50  persen  kasus  korupsi 


5  Hikmahanto  Juwana,  pakar  Hukum  Tata  Negara  UI,  dalam  wawancara  dengan  Metro  TV,  No- 
vember 2009. 
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yang  ditanganinya  berasal  dari  hasil  penyadapan.^  Pernyataan  Pre- 
siden  SBY  sendiri  tentang  makin  kuatanya  KPK  dapat  dijadikan 
indikasi  bahwa  Presiden  juga  merasa  gerah  dengan  langkah-langkah 
yang  dilakukan  KPK.  Presiden  mengatakan  antara  lain,  kedudukan 
KPK  sudah  seperti  "superhody".  Terkait  KPK,  saya  wanti-wanti  benar, 
-power  must  not  go  uncheked.  KPK  ini  telah  power  holder  yang  luar  biasa. 
Pertanggungjawabannya  hanya  kepada  Allah,  hati-hati7  Bahkan  pada 
tanggal  30  Oktober  2009,  Presiden  SBY  menegaskan,  pada  dasamya 
kasus  penahanan  Bibit  dan  Chandra  adalah  merupakan  kasus  pena- 
hanan  biasa. 

Kedua,  kasus  kriminalisasi  terhadap  pimpinan  KPK  itu  tergolong 
masalah  yang  dilematis,  sehingga  Presiden  tidak  berani  segera  me- 
laknkan  tindakan  karena  dikhawatirkan  akan  menyudutkan  salah 
sahi  institusi  penegak  hukum  yang  sedang  bersengketa  ihi,  yang  bisa 
berakibat  hilangnya  kepercayaan  rakyat  pada  instihisi  tersebut.  Sikap 
ini  didasari  pemikiran  bahwa  ketiga  institusi  penegak  hukum  itu 
berada  langsung  di  bawah  Presiden,  yang  sangat  diperlukan  untuk 
menjaga  wibawa  hukum,  dan  membasmi  penyakit  kanker  kompsi 
yang  telah  menggurita.  Oleh  karenanya  harus  dijaga  keharmonisan 
tata  kerja  dan  kekompakarmya.  Pengurangan  kekuatan  pada  salah  satu 
institusi  penegak  hukim\  itu  akan  memperberat  usaha  pemberantasan 


'  Baca  Nurulia  Juwita  Sari,  "MA  Harus  Peringati  Pemerintah",  Media  Indonesia,  7  Desember 
2009,  yang  menyebutkan  bahwa  setidaknya  ada  enam  pejabat  yang  tertangkap  basah  KPK, 
yaitu:  (1)  pada  26  September  2007,  KPK  menangkap  anggota  KY  Irawady  Yoenoes  dan  rekanan 
pengadaan  tanah  lokasi  gedung  KY.  KPK  menemukan  uang  tunai  Rp  600  juta  di  tas  Irawady 
dan  uang  sebesar  US$  30  dari  Fredy  Santoso,  rekanan  KY;  (2)  pada  2  Maret  2008,  KPK  menang- 
kap Urip  Tri  Gunawan,  jaksa  penyelidik  di  Kejaksaan  Agung  yang  menangani  kasus  BLBI.  Urip 
tertangkap  basah  menerima  suap  sebesar  US$  600  ribu  (Rp  600  miliar)  dari  Artalyta  Suryani; 
(3)  pada  9  April  2008  KPK  menangkap  basah  anggota  Komisi  IV  DPR  Al-Amin  Nur  Nasution, 
yang  menerima  suap  di  Hotel  Ritz-Carlton,  Jakarta.  Barang  bukti  uang  sebesar  Rp  71  juta.  Rp  4 
juta  ditemukan  di  ruang  kerja  Amin,  dan  uang  sebesar  Rp  67  juta  di  mobilnya;  (4)  pada  30  Juni 
2008  KPK  menangkap  Bulyan  Royan,  anggota  Fraksi  Bintang  Reformasi  DPR,  di  Plasa  Senayan 
karena  menerima  suap  dengan  barang  bukti  uang  tunai  sebesar  US$  60  ribu  setara  dengan 
Rp  552  juta  dan  10.000  euro  setara  dengan  uang  sebesar  Rp  145  juta;  (5)  pada  16  September 
2008  KPK  menangkap  anggota  KPPU,  Mohammad  Iqbal,  di  Hotel  Aryaduta,  Jakarta,  ketika 
menerima  uang  Rp  500  juta  dari  eksekutif  Group  Lippo,  Billy  Sindoro,  terkait  monopoli  siaran 
sepak  bola  Liga  Inggris;  dan  (6)  2  Maret  2009  KPK  menangkap  basah  Abdul  Had!  (anggota 
DPR),  dan  Darm'awati  (pegawai  Departemen  Perhubungan),  di  Jl  Sudirman,  Kawasan  Karet, 
Jakarta,  dengan  menyita  uang  sebesar  US$  90  ribu  dan  Rp  54  juta,  terkait  dengan  penyuapan 
pembangunan  pelabuhan  dan  bandara  di  kawasan  Indonesia  Timur. 

"  Baca  Koran  Tempo,  12  November  2009. 
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kompsi.  Bila  ini  terjadi,  sangat  dikhawatirkan  terjadinya  penumnan 
kepercayaan  rakyat  pada  pemerintah,  khususnya  pada  Presiden. 

Ketiga,  laporan  intelijen  yang  perlu  dicek  kebenaraanya  dan 
sikap  "diam"  dari  Presiden  SBY,  terkesan  sebagai  peragu,  khawatir, 
defensif,  reaktif,  dan  tidak  berani  mengambil  keputusan  dengan  ce- 
pat.  Menumt  Pengamat  Politik  LIPI,  Dcrar  Nusa  Bhakti,  Presiden  SBY 
adalah  Presiden  Indonesia  yang  paling  sering  mengeluh  dan  mengadu 
kepada  rakyat.^  Sikap  demikian  ini  (mengeluh)  bukan  pertama  kali 
dilakukan.  Setidaknya  ketika  menghadapi  masalah  terorisme,  dan 
membumknya  hubungan  dengan  Presiden  Megawati,  juga  pemah 
dilakukan.  Keadaan  seperti  ini  berpengaruh  terhadap  sikap  Presiden 
sehingga  takut  mengambil  sebuah  keputusan.  Padahal  masyarakat 
mengharapkan  pemimpin  yang  berani  dan  tegas. 

Dalam  sidang  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tanggal  3-4  November 
2009,  MK  membuka  rekaman  tentang  adanya  dugaan  rekayasa  krimi- 
nalisasi  terhadap  pimpinan  KPK.  Rekaman  yang  dibuka  secara  umum 
itu  menggambarkan  liku-liku  tentang  kerja  mafia  di  Kejakasaan 
Agung  dan  Kepolisian,  yang  melibatkan  makelar  kasus  (markus) 
dan  koruptor  untuk  mempengaruhi  sebuah  penegakkan  hukum.  Se- 
belumnya,  pada  tanggal  29  Oktober  2009,  dalam  putusan  sela,  MK 
menetapkan  bahwa  Presiden  tidak  bisa  memberhentikan  secara  tetap 
Bibit  dan  Chandra  sebagai  Wakil  Ketua  KPK,  dan  akhimya  putusan 
ini  ditindaklanjuti  dengan  penangguhan  penahanan  kedua  pimpinan 
KPK  nonaktif  ini,  sejak  3  November  2009. 

Penayangan  langsung  oleh  TV  dan  diperdengarkannya  rekaman 
hasil  penyadapan  BCPK  atas  perintah  Majelis  Hakim  Konstitusi  dalam 
rangka  uji  materi  UU  tentang  KPK  di  satu  sisi  merupakan  suatu 
terobosan  penting  dalam  membongkar  skandal  penegakan  hukum. 
Sementara  di  sisi  lain,  masyarakat  merasa  heran  bahwa  Anggodo 
Widjojo,  seorang  pengusaha  yang  dapat  mengatur  proses  penegakan 
hukum  bersama  dengan  oknum  aparat  Kepolisian,  hingga  kini  tidak 
dijadikan  sebagai  tersangka. 

Dalam  rekaman  percakapan  itu  menunjukkan  bahwa  praktik 
mafia  peradilan  yang  selama  puluhan  tahun  menjadi  isu  dan  selalu 


8  Ikrar  Nusa  Bhakti,  "Kudeta?  Tidaklah",  Kompas,  10  Desember  2009. 
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dibantah  oleh  para  penegak  hukum  bahwa  tidak  ada  mafia  peradilan, 
kini  benar-benar  ada.  Reformasi  birokrasi  yang  menjadi  agenda 
pemerintah,  yang  diharapkan  dapat  mengangkat  harkat  bangsa 
Indonesia  dari  kompsi,  temyata  tidak  membawa  perubahan  yang 
signifikan.  Kompsi  masih  tetap  eksis  dan  menghasilkan  oknum- 
oknum  birokrat  dan  aparat  penegak  hukum  yang  korup.^  Dampak 
serius  dari  diperdengarkannya  sadapan  itu,  kepercayaan  masyarakat 
pada  aparat  penegak  hukum  jatuh  ke  titik  nadir. 

Sementara  itu,  penjelasan  Kapolri  Bambang  Hendarso  Danuri 
dalam  rapat  kerja  dengan  DPR  (Komisi  III),  yang  membidangi  ma- 
salah  hokum  pada  5-6  November  2009,  mendapat  bantahan  dari 
beberapa  pihak.  Di  bawah  ini  secara  singkat  pernyataan  Kapolri  dan 
sanggahan  Bibit,  Chandra  dan  Ary  Muladi: 


No. 

Pernyataan  Kapolri 

Sanggahan  Bibit,  Chandra,  Ary  Muladi 

1. 

Penyerahan  dana  dari 
Anggodo  lewat  Ary  Mu- 
ladi ke  pimpinan  KPK. 

*  Chandra  M  Hamzah:  yang  saya  terima 
itu  hanya  uang  dari  negara.  Peng- 
hasilan  saya  dari  negaa,  *Bibit  Samad 
Rianto:  Saya  tidak  perriah  menerima 
uang,  baik  secara  langsung  maupun 
tidak  dari  Ary  Muladi  dan  Yulianto. 
^Ary  Muladi;  Saya  tidak  pemah  ber- 
hubungan  dengan  dan  menyerahkan 
uang  secara  langsung  kepada  Chan- 
dra M  Hamzah. 

2. 

Ary  Muladi  enam  kali 
datang  ke  KPK. 

*  Saya  ke  KPK  hanya  sekali  dan  sama 
sekali  tidak  bertemu  pimpinan  KPK. 
Saya  menyerahkan  surat  izin  tmtuk 
Anggoro. 

'  Tajuk  Rencana  Kompas,  4  November  2009. 
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3. 

Ada  bukti  hubungan 
telepon. 

*  Chandra  M  Hamzah:  Saya  tidak  ke- 
nal  yang  namanya  Ary  Muladi,  tidak 
pemah  bertemu  Ary  Muladi,  apalagi 
Yulianto,  Edi  Sumarsono,  juga  hubung- 
an telepon,  dan  hubungan  yang  lain. 

*  Bibit:  Saya  tidak  pemah  ketemu  lang- 
sung  maupun  tidak  langsung  dari  me- 
reka  semua.  Kenal  juga  tidak. 

4. 

Penyalahgunaan  we- 
wenang. 

*  Bibit:  Rasanya  saya  melakukan  peker- 
jaan  di  KPK  itu  sudah  sesuai  dengan 
UU  No.  30/2002.  Kalau  ada  pihak  yang 
dirugikan  oleh  proses  penyelidikan, 
penyidikan,  penuntasan  oleh  KPK, 
yang  dirugikan  silakan  menggugat  ke 
pengadilan.  (Kompas,  7-11-2009). 

5. 

Bukti  karcis  parkir  me- 
nunjukkan  keberadaan 
mobil  dinas  KPK  di 
lokasi  penyerahan  uang 
di  Bellagio  dan  Pasar 
Festival  Kuningan,  Ja- 
karta. 

*  Alexander  Lay  (kuasa  hukum  Bibit  & 
Chandra):  Ini  lompatan  logika  yang 
tidak  bertanggung  jawab.  Mobil  KPK, 
Pengawal  KPK,  juga  banyak.  Kalau 
ada  satu  atau  dua  orang  pengawal 
KPK  ke  Sana,  apa  bisa  disimpulkan 
bahwa  Chandra  dan  Bibit  menerima 
uang. 

6. 

Ada  aliran  dana:  Rp  17 
miliar  ke  mantan  Men- 
hut  MS  Kaban  dalam 
kasus  Anggoro  Widjojo. 
Tetapi  MS  Kaban  tidak 
diusut  karena  punya 
hubungan  dekat  dengan 
Chandra. 

*  Utomo  Dananjaya  (sahabat  Nurcholis 
Madjid  atau  Cak  Nur):  MS  Kaban  dan 
Chandra  adalah  generasi  yang  berbe- 
da.  Kaban  jauh  lebih  tua.  Mereka  tidak 
pemah  bertemu.  Apalagi  Kaban  alum- 
nus Jayabaya,  sedangkan  Chandra  dari 
UI.  Aliran  politiknya  juga  sangat  jauh. 
(Pelita,  9-11-2009). 
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Ada  andil  MS  Kaban 
(MK)  dalam  perjodohan 
Nadya  Madjid  (putri 
almarhum  Nurcholis 
Madjid)  dengan  Chan- 
dra M  Hamzah. 


*  Yudi  Latif  dari  Dewan  Pembina  Nur- 
cholish  Madjid  Society:  Itu  alasan  yang 
mengada-ada.  Ini  sebuah  character  as- 
sassination, ini  kriminalisasi  terhadap 
almarhum  Nurcholis  Madjid,  ini  jelas 
kebohcngan  publik.  (Media  Indonesia, 
9-11-09) 


Sementara  itu,  sikap  DPR,  dalam  rapat  kerja  itu,  seolah  malah 
merendahkan  posisinya  sebagai  lembaga  tinggi  negara.  Ini  bisa  men- 
jadi  pertanda,  sulit  mengharapkan  fungsi  DPR  secara  maksimal  dan 
berkualitas,  temtama  dalam  hal  cheks  and  balances.  Dalam  hal  ini, 
DPR  bukan  wakil  rakyat,  karena  tidak  membela  rakyat,  tapi  justru 
membela  Polri  dalam  kasus  Polri  vs  KPK.  Sikap  demikian,  jelas  me- 
nentang  ams,  tidak  kritis,  dan  tidak  mampu  menyerap  aspirasi  rak- 
yat. Keadaan  ini,  sulit  bagi  DPR  menjadi  kekuatan  penyeimbang 
eksekutif,  karena  justru  mayoritas  DPR  telah  dipakai  oleh  kekuasaan. 
Kesensitifan  angota  DPR  juga  hampir  tidak  ada,  dan  itu  terungkap 
dari  sikapnya  yang  tidak  menanyakan  kedudukan  dan  fungsi  Susno 
Duadji  yang  hadir  dalam  rapat  kerja  itu,  padahal  dia  telah  mengun- 
durkan  diri  dari  jabatannya.^° 

Dari  kasus  ini,  kemudian  suhu  politik  sen'akin  memanas  dan 
kepercayaan  rakyat  terhadap  Presiden  SBY  makin  turun.  Presiden  ke- 
mudian membentuk  Tim  8,  yang  ditujukan  untuk  mengembalikan  ke- 
percayaan rakyat  kepada  lembaga  penegak  hukum,  serta  mencairkan 
rivalitas  Polri  dan  KPK.  Tim  8  diketuai  oleh  Adnan  Buyung  Nasution, 
Wakil  Ketua:  Irjen  Pol  (Pum)  Koesparmono  Irsan,  Sekretaris:  Denny 
Indrayana,  dan  anggotanya  :  Hikmahanto  Juwana,  Todtmg  Mulya 
Lubis,  Amir  Syamsuddin,  Anies  Rasyid  Baswedan,  dan  Komaruddin 
Hidayat.  Tim  8  diberi  waktu  dua  minggu  untuk  menyelesaikan  tu- 
gasnya.  Adapun  tugasnya  adalah:  (1)  memverifikasi  semua  fakta 


Internal  DPR  juga  sedang  kacau  dengan  pembatalan  rapat  kerja  DPR  -  Menkes  oleh  Ketua 
DPR  Marzuki  Alie.  Padahal  dalam  Tata  Tertib  DPR,  Ketua  DPR  tidak  mempunyai  wewenang 
membatalkan  raker  DPR  dengan  mitra  kerjanya. 
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dan  proses  hukum  terkait  kasus  Bibit-Chandra;  (2)  menampung 
semua  masukan  masyarakat  terkait  kasus  ini;  dan  (3)  memberikan 
rekomendasi  kepada  Presiden  setelah  dua  minggu  bekerja. 

Selama  menjalankan  tugasnya  itu  Ketua  Tim  8  mengajukan  tiga 
opsi  untuk  menyelesaikan  kasus  itu:  (1)  kasus  ini  dihentikan  oleh  ke- 
polisian  lewat  surat  perintah  penghentian  penyidikan;  (2)  Kejaksaan 
Agung  juga  bisa  mengeluarkan  Surat  Keputusan  penghentian  penun- 
tutan;  dan  (3)  Presiden  bisa  menggunakan  senjata  pamungkas  dengan 
meminta  kasus  ini  dihentikan  demi  kepentingan  umum.  Opsi  dipilih 
karena  kalau  meneruskan  kasus  Bibit  -  Chandra  ke  pengadilan  lebih 
banyak  mudarat  daripada  manfaatnya. 

Setelah  melakukan  pembicaraan  dengan  19  pihak  yang  terkait 
kasus  Bibit  -  Chandra,  LSM,  dan  ahli  hukum,  diiringi  dengan  sementara 
kalangan  yang  meragukan  independensi  Tim  8.  Pada  17  November 
2009,  Tim  8  menyampaikan  hasil  kerjanya,  termasuk  menyampaikan 
6  rekomendasi  kepada  Presiden.  Adapun  rekomendasinya  adalah: 
(1)  menghentikan  proses  hukum  Bibit  dan  Chandra;  (2)  menjatuhkan 
sanksi  kepada  pejabat-pejabat  yang  bertanggung  jawab  dalam  proses 
hukum  yang  dipaksakan;  (3)  melanjutkan  reformasi  institusional  dan 
reposisi  personel  pada  tubuh  kepolisian,  kejaksaan,  KPK,  dan  LPSK; 
(4)  memprioritaskan  operasi  pemberantasan  makelar  kasus  di  semua 
lembaga  penegak  hukum,  termasuk  di  lembaga  peradilan  dan  profesi 
advokat;  (5)  menuntaskan  kasus  kompsi  PT  Masaro,  proses  hukum 
terhadap  Susno  Duadji  dan  Lucas  terkait  dana  Budi  Sampoema  di 
Bank  Century,  serta  kasus  pengadaan  SKRT  di  Departemen  Kehu- 
tanan;  dan  (6)  membentuk  Komisi  Negara  untuk  pembenahan  lem- 
baga-lembaga  hukum. 

Dalam  pada  itu,  pada  23  November  2009,  Presiden  SBY  menya- 
takan  sikapnya  atas  rekomendasi  Tim  8,  sebagai  berikut:  (1)  Kejaksaan 
Agung  dan  Polri  tidak  perlu  melanjutkan  kasus  Bibit  dan  Chandra  ke 
pengadilan;  (2)  memerintahkan  Jaksa  Agung,  Kapolri,  dan  pimpinan 
KPK  untuk  membenahi  institusinya  masing-masing;  (3)  membentuk 
Satuan  Tugas  di  bawah  Unit  Kerja  Presiden  untuk  memberantas 
mafia  hukum  selama  dua  tahun.  Sedangkan  mengenai  kasus  Bank 
Century  Presiden  memerintahkan:  (1)  Menteri  Keuangan  dan  Bank 
Indonesia,  segera  memberikan  penjelasan;  (2)  Jaksa  Agung  dan  Ka- 
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polri  agar  mempercepat  proses  hukum  pengelola  Bank  Century  dan 
pengembalian  dana  penyertaan  modal  Rp  6,7  triliun  kepada  negara. 

Meskipun  langkah  Presiden  terhadap  masalah  tersebut  menim- 
bulkan  pro  dan  kontra,  dalam  hal  ini  tindakan  Presiden  dianggap 
kurang  berani  dalam  mengambil  keputusan.  Namun  demikian,  un- 
tuk  sementara  waktu  tindakan  itu  sedikitnya  mampu  meredakan  per- 
seteman  diantara  institusi  penegak  hukum,  antara  Polri  -  Kejaksaan 
-  KPK.  Masyarakat  juga  sedikit  lebih  tenang  dengan  tindakan 
Presiden  itu.  Polri  kemudian  menindaklanjuti  perintah  Presiden  itu 
dengan  memberhentikan  Susno  Duadji  dari  jabatannya  sebagai  Kaba- 
reskrim. 

KASUS  ANTASARI  AZHAR 

Kasus  Antasari  Azhari  cukup  menyita  perhatian  masyarakat. 
Adanya  testimoni  Antasari  Azhar,  yang  mengakibatkan  Bibit  dan 
Chandra  tersangkut  dalam  pidana,  juga  karena  kasus  penarikan 
kesaksian  Williardi  Wizar,  dan  disusul  pengakuan  seorang  ahli  fo- 
rensik  bahwa  polisi  pemah  minta  data  forensik  untuk  Nasmdin 
Zulkamaen  dihilangkan.  Pada  persidangan  kasus  pembunuhan  be- 
rencana  dengan  terdakwa  Ketua  KPK  Antasari  Azhar,  10  November 
2009,  mantan  Kapolres  Jaksel,  Kombes  Pol  Williardi  Wizar  menyam- 
paikon  kesaksian  yang  sangat  mengejutkan,  yaitu  bahwa  telah  ter- 
jadi  rekayasa  untuk  menjerat  Antasari  yang  dilakukan  oleh  petinggi 
kepolisian.  Dikatakannya,  penahanan  Antasari  Azhar  telah  dikon- 
disikan  oleh  sejumlah  petinggi  kepolisian.  Dikutipkan  arahan  Iriawan, 
penyidik  yang  iriemeriksanya,  bahwa  "silahkan  buat  saja  bagaimana 
yang  terbaik  supaya  bisa  menjerat  Antasari"."  Untuk  membuktikan 
ucapannya  itu,  Williardi  Wizar  bersumpah  mati  dan  ia  menarik 
kesaksiannya  dalam  berita  acara  pemeriksaan  (BAP),  dan  menegaskan 
kesaksian  yang  betul  adalah  dalam  BAP  tanggal  29  April  2009. 
Dalam  eksepsinya,  8  Oktober  2009,  mantan  Kapolres  Jakarta  Selatan 
itu  menyebutkan  bahwa  Kapolri  mengetahui  rencana  pembunuhan 
Nasmdin  Zulkamaen.  Sementara  itu,  berdasarkan  kesaksian  Wiliardi 
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Wizar,  bahwa  Kapolri  memerintahkan  agar  Nasmdin  Zulkamaen  dan 
istri  sirinya  dibuntuti. 

Akan  tetapi  pemyataan  Williardi  Wizard  dibantah  oleh  Kapolri, 
dan  ditegaskan  bahwa  penyidik  Mabes  Polri  tidak  melakukan  pene- 
kanan  terhadap  Williardi  Wizar  untuk  mengkondisikan  penahanan 
Antasari  Azhar.  Tidak  mungkin  Kombes  diperiksa  AKP  dan  Kompol 
bisa  ditekan.  Ditegaskan  pula,  penyidik  mempunyai  rekaman  saat 
pemeriksaan  Williardi  Wizar.  Sementara  itu,  Kadiv  Humas  Polri 
Irjen  Pol  Nanan  Soekama  menegaskan  bahwa  untuk  menetapkan 
Antasari  Azshar  sebagai  tersangka,  penyidik  tidak  butuh  keterangan 
Williardi  Wizar  sebagai  saksi.  Untuk  meng-counter  opini  publik  pasca 
pengakuan  Wiliardi  Wizar  yang  menghebohkan  itu,  Kadiv  Humas 
Mabes  Polri  juga  menayangkan  potongan  rekaman  ucapan  Antasari 
Azhar  yang  akan  membubarkan  KPK,  dan  potongan  rekaman  pada 
waktu  Williardi  Wizar  diperiksa  dalam  keadaan  santai.  Tayangan 
ini  mempertegas  bahwa  pemeriksaan  Williardi  Wizar  tidak  disertai 
penekanan,  sebagaimana  dikatakan  Williardi  Wizar.  Penetapan  Wil- 
liardi Wizar  sebagai  tersangka  melalui  proses  penyelidikan  yang  pan- 
jang,  mulai  dari  TKP,  saksi,  dan  sebagainya,  yang  mengarah  Williardi 
Wizar  sebagai  tersangka.  Dia  tidak  ditangkap  secara  langsung. 

Untuk  memperkuat  sikapnya  itu,  pada  persidangan  di  Pengadilan 
Negeri  Jakarta  Selatan,  17  November  2009,  polisi  menghadirkan  lima 
perwira  polisi  sebagai  saksi  kasus  pembimuhan  itu.  Lima  perwira  polisi 
itu  membantah  keterangan  Williardi  Wizar,  dan  menyatakan  tidak 
ada  arahan,  apalagi  untuk  menjerat  Antasari.  Keterangan  kelimanya 
bersesuaian  satu  sama  lain.  Tetapi  dalam  suatu  pemeriksaan  lain, 
terdakwa  Sigit  Haryo  Wibisono  justru  menarik  kesaksiannya  dalam 
Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP),  dan  sebaliknya  menyatakan  bahwa 
pemeriksaan  Williardi  Wizar  memang  dikondisikan  imtuk  disamakan 
dengan  pengakuannya. 

Pencabutan  kesaksian  dalam  BAP  itu  sebenamya  bukan  sesuatu 
yang  bisa  berdampak  luas.  Williardi  bertindak  sedemikan  rupa, 
tentunya  karena  dia  memiliki  alasan  tersendiri.  Mungkin  ia  juga 
merasa  dijebak  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang  menyebabkan  harus 
berhadapan  dengan  hukum.  Ia  merasa  putus  asa,  karena  karimya  di 
kepolisian  dipastikan  berakhir  dan  kini  harus  meringkuk  di  tahanan. 
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Ini  yang  menyebabkan  tidak  takut,  apalagi  menurut  kesaksiannya 
tindakannya  itu  dilakukan  sebagai  melaksanakan  "tugas  negara.^^ 

Sementara  itu,  adanya  indikasi  operasi  khusus  untuk  meruntuh- 
kan  KPK  dengan  cara  menyeret  pimpinan  KPK  ke  penjara.  Antasari 
yang  ingin  lepas  dari  jerat  hukum,  diduga  termakan  iming-iming 
dan  masuk  menjadi  bagian  dari  konspirasi  itu.  Setelah  itu,  Bibit  dan 
Chandra  diseret  ke  tahanan  dengan  bukti-bukti  yang  lemah.  Dalam 
hal  ini,  DPR  juga  ikut  menekan  KPK  melalui  pemyataannya  agar 
Kejaksaan  melanjutkan  proses  pengadilan  Bibit  dan  Chandra. 

Kasus  ini  bisa  berbuntut  panjang,  karena  selain  dikaitkan  de- 
ngan pengkerdilan  KPK,  juga  dapat  dinilai  sebagai  peradilan  sesat, 
karena  diawali  saat  membuat  BAP  yang  merupakan  tahap  dasar  dari 
proses  peradilan.  Kriteria  pengadilan  sesat  adalah  tidak  berdasarkan 
fakta,  tidak  obyektif,  dan  ada  rekayasa.  Seandainya  pencabutan 
BAP  Williardi  Wizar  dan  Sigit  Haryo  Wibisono  benar,  dunia  per- 
adilan di  Indonesia  benar-benar  sudah  sedemikian  runyam,  dan  bi- 
sa menimbulkan  kekacauan  hukum.  Sebab  kejadian  pencabutan 
BAP  bukan  sesuatu  yang  baru  di  pengadilan,  dan  bukan  yang 
aneh  pula.  Setiap  ada  kejadian  demikian,  ada  hakim  yang  percaya 
dan  juga  sebaliknya.  Oleh  sebab  itu  hakim  hams  memanggil  dan 
mengkonfrontasikan  seluruh  pihak  yang  terlibat  dan  yang  hadir 
dalam  pembuatan  BAP.  Hakim  hams  memanggil  seluruh  saksi 
yang  disebutkan  hadir  dalam  pembuatan  V>AF.  Dalam  konfrontasi 
ini  hakim  hams  teliti  saat  mengumpulkan  informasi.  Hakim  hams 
meminta  keterangan  secara  detail  untuk  mengetahui  keterangan  yang 
benar  dan  cermat  agar  pengambilan  kesimpulan  atas  seluruh  proses 
pengumpulan  informasinya  tidak  keliru.  Dalam  pada  itu,  saat  ini 
juga  mempakan  momentum  yang  tepat  untuk  melakukan  reformasi 
institusi  penegakan  hukum. 

KASUS  BANK  CENTURY 

Kasus  Bank  Century  yang  diduga  merugikan  negara  sebesar  Rp 
6,7  triliun,  kini  semakin  kompleks.  Tidak  hanya  menyangkut  masalah 
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ekonomi,  dan  hukum,  akan  tetapi  telah  memasuki  ranah  politik 
dengan  disetujuinya  usul  penggimaan  hak  angket  oleh  503  anggota 
DPR  dari  9  fraksi.  Saling  tuduh  antara  elite  politik  dalam  kasus  ini 
tidak  bisa  dihindarkan,  termasuk  antara  mantan  Menteri  Koordinator 
Kesejahteraan  Rakyat  Aburizal  Bakrie  dan  Menteri  Keuangan  Sri 
Mulyani.  Sementara,  kesediaan  mantan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla 
untuk  memberi  keterangan  tentang  Bank  Century,  dan  penjelasannya 
bahwa  kasus  Bank  Century  merupakan  sebuah  perampokan  bisa 
menimbulkan  perseteruan  antara  Presiden  SBY  dan  mantan  Wapres 
itu. 

Pada  perkembangannya,  DPR  akhirnya  sepakat  untuk  menggu- 
nakan  hak  angket  dalam  membongkar  kasus  Bank  Century,  setelah 
laporan  hasil  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  tentang  Bank 
Century  yang  dinilai  mengandung  beberapa  kejanggalan,  khususnya 
tentang  aliran  dana  talangan  dari  pemerintah  untuk  Bank  Century. 
Terkait  dengan  hal  ini,  piada  2  Desember  2009,  Pelaksana  Tugas 
Ketua  KPK  Tumpak  Hatorangan  Panggabean  menyatakan  adanya 
penggunaan  wewenang  yang  merugikan  keuangan  negara  dalam 
penggelontoran  dana  sebesar  Rp  6,7  triliun  untuk  Bank  Century. 
Untuk  membongkar  kasus  tersebut,  KPK  bekerjasama  dengan  BPK 
dan  PPATK  (Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan). 

Dalam  audit  investigasi,  BPK  menemukan  pelanggaran  yang 
mengidentifikasikan  penyalahgunaan  wewenang  sebagai  berikut:  (1) 
pembinaan  oleh  Bank  Indonesia  atas  pelanggaran  Bank  Century  pada 
tahun  2005-2007;  (2)  BI  tidak  memberikan  informasi  yang  akurat  soal 
Bank  Century  kepada  Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan  (KKSK);  dan 
(3)  penetapan  dampak  sistemik  Bank  Century  berdasarkan  judgement 
yang  rentan  kesalahan  atau  manipulasi. 

Sebagaimana  kasus  Bibit  dan  Chandra  yang  menyinggung  na- 
ma  Presiden  SBY,  kasus  Bank  Century  juga  telah  mengaitkan  nama 
Presiden  SBY  dan  partai  politik  pendukung  SBY.  Seperti  yang  dila- 
porkan  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Bendera  (Benteng  De- 
mokrasi  Rakyat)  bahwa  ada  pejabat,  partai  politik,  pengusaha,  lem- 
baga terkait  pemilu,  dan  lembaga  survei,  yang  menerima  aliran  dana 
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dari  Bank  Century  sebesar  Rp  1,8  triliun.  Sementara,  dana  yang 
mengalir  ke  individu  sebesar  Rp  10  miliar  sampai  dengan  Rp  500 
miliar,  ke  lembaga  Rp  50  miliar  sampai  dengan  Rp  200  miliar,  dan  ke 
partai  politik  sebesar  Rp  700  miliar. 

Laporan  dari  Bendera  mi,  membuat  beberapa  orang  dan  institusi 
yang  disebut-sebut  ramai-ramai  membantah  terlibat,  termasuk  Pre- 
siden  sendiri,  yang  membantahnya,  bahkan  menyatakan  sumpah  atas 
nama  Allah  bahwa  ia  tidak  menerima  aliran  dana  itu.  Pemyataan 
Presiden  itu,  mengindikasikan  kalau  Presiden  tidak  mendukung 
pemberantasan  korupsi  sepenuhnya.  Bahkan  seringkali  pernyataannya 
mengandung  intimidasi.  Oleh  sebab  itu  presiden  hams  segera  me- 
minta  maaf  dengan  pernyataannya  itu." 

Disetujuinya  hak  angket  tentang  kasus  Bank  Century  dan  meluas- 
nya  isu  penggunaan  "Centurygate"  semakin  meyakinkan  masyarakat 
bahwa  ada  ketidakberesan  dalam  aliran  dana  Bank  Century.  Istilah 
"gate"  mengingatkan  peristiwa  pada  akhir  pemerintahan  Presiden 
AS,  Nixon,  akibat  "Watergate",  dan  jatuhnya  Presiden  Abdurrahman 
Wahid  akibat  "Buloggate".  Akankah  kasus  Bank  Century  mengerucut 
ke  pusat  kekuasaan,  kita  tunggu  saja.  Tetapi  berita-berita,  seperti 
yang  diekspose  oleh  Bendera  tentang  aliran  dana  Bank  Century 
sebesar  Rp  1,8  triliun  ke  pejabat,  lembaga  survei,  dan  partai  tertentu 
mengindikasikan  arah  itu  memang  ke  sana.  Dengan  gencamya  pa- 
ra pejabat  negara,  termasuk  Presiden  SBY  sendiri,  membantah  be- 
rita-berita itu,  justru  semakin  memicu  masyarakat  bahwa  adanya 
penyelewengan  aliran  dana  Bank  Century  untuk  kegiatan  politik. 

KOMITMEN  DAN  LANGKAH  BERANI 

Ditinjau  dari  segi  upaya  pemberantasan  korupsi,  bisa  disebutkan 
bahwa  ada  usaha  yang  begitu  berani  untuk  membuka  masalah  ko- 
rupsi itu,  meskipun  tidak  mudah.  Masyarakat  makin  prihatin  dengan 
merajalelanya  korupsi,  karena  "budaya"  korupsi  juga  seperti  gurita 
besar  yang  mencengkeram  lembaga-lembaga  negara.  Tidak  saja  ter- 
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jadi  di  jajaran  eksekutif  dan  legislatif,  akan  tetapi  juga  ke  jajaran 
yudikatif.  Betapa  dunia  penegakan  hukum  di  negara  Indonesia  kini 
hampir  hancur.  Perjuangan  penegakan  keadilan  yang  didasarkan 
pada  hati  nurani  untuk  melawan  legal  formal  yang  penuh  rekayasa, 
makin  berat  karena  fenomena  korupsi  juga  sudah  menggejala  hebat. 

Oleh  karena  itu,  skenario  rekayasa  yang  diungkapkan  Kapolri, 
Kejaksaan  Agung  maupun  pemyataan-pemyataan  Presiden  dapat 
melukai  hati  rakyat  karena  Presiden,  Polri  dan  Kejaksaan  Agung, 
seolah-olah  tidak  mempedulikan  masyarakat  dalam  melawan  ke- 
tidakadilan,  termasuk  kriminalisasi  terhadap  pimpinan  KPK.  Pada 
kasus  ini  pemerintah  malah  terlihat  panik  dan  tidak  profesional 
dalam  menyikapi  situasi.  Seharusnya  mereka  memahami  bahwa  kini 
masyarakat  semakin  cerdas,  dalam  arti  masyarakat  juga  dapat  me- 
lakukan  desakan  dengan  segala  cara,  jika  mengetahui  adanya  pe- 
nyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi.^^ 

Saat  inilah  merupakan  momentum  untuk  membenahi  dan  me- 
reformasi  di  seluruh  jajaran  penegak  hukum.  Komitmen  kuat  dan 
langkah  yang  sungguh-sungguh  berani  imtuk  menyingkirkan  se- 
gala rintangan,  sangat  dibutuhkan.  Reformasi  tidak  hanya  berarti 
menyangkut  restrukturisasi  organisasi,  akan  tetapi  juga  merubah 
mental  aparat  dan  diperlukannya  reformasi  undang-undang. 

Reformasi  di  jajaran  kepolisian  dan  kejaksaan  juga  menjadi  ke- 
butuhan  utama,  bersamaan  dengan  langkah  konkret  untuk  mem- 
berantas  mafia  peradilan.  Konsekuensinya  bahwa  di  jajaran  kepolisian 
dan  kejaksaan  hams  diisi  orang-orang  terbaik,  profesional  dan  idealis. 
Penggantian  para  aparat  penegak  hukum  ini  menjadi  kebutuhan 
penting  ketika  kini  masyarakat  telah  kehilangan  kepercayaan.  Pe- 
ngunduran  diri  bagi  aparat  penegak  hukum  dari  mereka  yang  ter- 
sangkut  kasus-kasus  tercela  hams  segera  dilakukan.  BGiusus  reformasi 
di  tubuh  kepolisian,  kini  telah  muncul  pemikiran  agar  institusi  ini 
tidak  berada  di  bawah  Presiden  langsung,  melainkan  berada  di  bawah 
suatu  departemen,  misalnya  Departemen  Dalam  Negeri.  Tujuannya 
agar  kepolisian  tidak  menjadi  alat  politik  kekuasaan.  Dikaitkan 


'5  Baca  penilaian  Presidium  Indonesian  Police  Wacth,  Neta  5.  Pane,  dan  penilaian  sosiolog  UI 
Paulus  Wirutomo,  dalam  Suara  Karya,  5  November  2009. 
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dengan  demokrasi,  maka  kepolisian  dan  kejaksaan  sebagai  institusi 
pemerintah,  tidak  boleh  menjadi  alat  kekuasaan  karena  akan  dapat 
menghambat  pengembangaii  demokrasi. 

Akhirnya,  DPR  hams  berani  menjadi  ujung  tombak  pendorong 
penuntasan  masalah  korupsi  yang  sangat  merugikan  bangsa  dan 
negara,  dan  sebaliknya  menghentikan  perilaku  yang  sangat  menge- 
cewakan  rakyat  pemilihnya,  sebagaimana  dipamerkan  selama  ini. 
Kritikan  bahkan  hujatan  rakyat  atas  moral  sementara  anggota  DPR 
yang  berakibat  jeleknya  kinerja  DPR  seharusnya  menjadi  cambuk 
untuk  memperbaiki  kinerjanya.  Bagaimanapim  DPR  hams  peka 
terhadap  aspirasi  rakyat  agar  perjuangan  melawan  ketidakadilan  se- 
makin  mendapat  hasil  konkret. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 

Proyeksi  Perekonomian  Indonesia  2010 

Pande  Radja  Silalahi 

PENGANTAR 

Menjelang  kuartal  terakhir  tahiin  2009  merebak  harapan  bahwa 
krisis  ekonomi  yang  melanda  banyak  negara,  dan  temtama  negara- 
negara  maju  akan  segera  berakhir.  Kemudian  pada  tahun  2010  eko- 
nomi dimia  diharapkan  akan  mengalami  pertumbiihan  yang  berarti. 
Kecenderungan  perkembangan  tersebut  sangat  melegakan  bukan 
hanya  bagi  negara-negara  yang  mengalami  pertumbuhan  ekonomi 
yang  negatif  pada  tahun  2008,  akan  tetapi  juga  bagi  Indonesia.  De- 
ngan  pertumbuhan  ekonomi  dunia  yang  positif,  Indonesia  akan 
lebih  mudah  mengelola  perekonomiannya  untuk  mencapai  sasaran 
yang  diharapkan. 

Keberhasilan  Indonesia  menyelenggarakan  Pemilu  di  tahun  2009 
dengan  aman  membuka  peluang  yang  lebih  besar  untuk  meningkatkan 
kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Dengan  rencana  yang  baik  serta 
yang  diimplementasikan  secara  konsisten,  Indonesia  akan  dapat 
memperbaiki  kualitas  pembangunan.  Yang  menjadi  persoalan  adalah 
dalam  beberapa  saat  setelah  terbentuknya  Kabinet  lindonesia  Bersatu 
II  (  KIB  II  ),  muncul  dan  berkembang  masalah  yang  menyangkut 
institusi  penegak  hukum  dan  perbankan. 

Di  luar  dugaan  masalah  yang  menyangkut  fungsionaris  Komisi 
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  bergulir  hingga  keluar  dari  ranah 
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hukum  dan  masuk  ke  wilayah  politik.  Sementara  itu,  persoalan  Bank 
Century  yang  sudah  berada  pada  wilayah  politik  juga  tampaknya 
tidak  akan  dapat  dituntaskan  dalam  waktu  singkat.  Sebagai  akibatnya, 
muncul  dan  berkembang  ketidakpastian  yang  dapat  mengganggu 
perputaran  roda  ekonomi  Indonesia.  Pertanyaan  sejauh  mana  dampak 
yang  akan  muncul,  masih  sulit  diperkirakan  dengan  akurat.  Mekipun 
demikian,  tulisan  ini  menguraikan  kecendemngan  yang  mewarnai 
dan  menentukan  perkembangan  ekonomi  Indonesia  di  tahtm  2010. 

LINGKUNGAN  GLOBAL 

Tidak  Seperti  yang  diperkirakan  pada  awal  dan  pertengahan 
tahun  2009,  temyata  gambaran  perekonomian  dunia  dan  terutama 
negara  maju  pada  proyeksi  kuartal  terakhir  tahun  2009  jauh  lebih 
baik.  Seperti  ditunjukkan  pada  Tabel  1,  beberapa  bulan  sebelum  ku- 
artal keempat  tahun  2009  ekonomi  dunia  diperkirakan  akan  meng- 
alami  pertumbuhan  yang  negatif,  namun  perkiraan  pada  bulan 
Oktober  ekonomi  dunia  diperkirakan  akan  tumbuh  sekitar  3,1  persen 
pada  tahun  2010.  Di  dalamnya  ekonomi  Amerika  Serikat,  Eropa, 
dan  Jepang  yang  pada  tahun  2008  mengalami  pertumbuhan  masing- 
masing  adalah  1,5  persen,  0,3  persen  dan  1,7  persen.  Pada  tahun  2009 
ekonomi  dimia  diperkirakan  akan  mencapai  pertumbuhan  minus 
l,lpersen  dan  pertumbuhan  ekonomi  negara  maju  adalah  minus  3,4 
persen. 

Tidak  seperti  yang  sering  dikemukakan  oleh  media  massa, 
pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  tahun  2009  termasuk  yang 
tertinggi  di  dunia  setelah  China  dan  India.  Ditengah  ekonomi  dimia 
mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang  negatif  ekonomi  Indonesia 
masih  mampu  tumbuh  relatif  tinggi  atau  mencapai  4  persen.  Melihat 
perkembangan  dalam  beberapa  bulan  terakhir  di  penghujung  tahun 
2009  sangat  besar  kemungkinan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Indo- 
nesia berada  diatas  4  persen. 
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Tabel  1 


World  Economic  Outlook  Projections 
(IMF,  Octobers,  2009) 


2008 

2009 

2010 

World  Output 

3.1 

-1.1 

3.1 

Advanced  Economies 

0.6 

-3.4 

1.3 

USA 

0.4 

-2.7 

1.5 

Gemriany 

1.2 

-5.3 

0.3 

Japan 

-0.7 

-5.4 

1.7 

Euro  Area 

0.7 

-4.2 

0.3 

Russia 

5.6 

-7.5 

1.5 

Developing  Asia 

7.6 

6.2 

7.3 

Ctiina 

9.0 

8.5 

9.0 

India 

7.3 

5.4 

6.4 

Indonesia 

6,1 

4.0 

4.8 

Asean-5 

4.8 

0.7 

4.0 

World  Trade  Volume 

3.0 

-11.9 

2.5 

-Import  Advanced  Economies 

0.5 

-13.7 

1-2 

Exports  of  Advanced  Economies 

1.9 

-13.6 

2.0 

Jika  dilihat  lebih  jauh.  International  Monetary  Fund  (IMF)  mem- 
proyeksikan  bahwa  volume  perdagangan  dunia  pada  tahun  2010 
akan  tumbuh  sekitar  2,5  persen,  setelah  mengalami  penciutan  sekitar 
11,9  persen  pada  tahun  2009.  Kecenderungan  perkembangan  ekonomi 
dunia  ini  sangat  melegakan,  bukan  hanya  pada  negara-negara  yang 
selama  tahun  2009  sangat  tertekan  tetapi  juga  bagi  Indonesia.  Dengan 
perkembangan  seperti  ini  berarti  Indonesia  akan  lebih  mudah  me- 
ngelola  perekonomiannya  dan  lebih  dimungkinkan  menciptakan  per- 
tumbuhan  ekonomi  yang  berarti. 

PERTUMBUHAN  EKONOMI  INDONESIA 

Pada  bulan  November  2009  yang  lalu  pemerintah  mengumumkan 
target  pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan  dapat  direalisasikan. 
Seperti  ditunjukkan  dalam  Tabel  2  dibawah  ini  pada  tahun  2010 
diperkirakan  bahwa  ekonomi  Indonesia  akan  meraih  pertumbuhan 
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5,5  persen-  5,6  persen.  Selanjutnya  setiap  tahun  akan  meningkat 
hingga  mencapai  7,0  persen  -  7,7persen  pada  tahun  2014.  Yang  sangat 
menarik  adalah  proyeksi  pemerintah  jauh  lebih  optimis  dari  proyeksi 
yang  dibuat  oleh  KADIN,  walaupun  kedua  proyeksi  tersebut  dapat 
dikatakan  adalah  optimis. 


Tabel  2 

Economic  Growth  Projection  2010-2014 


2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

1.  Agriculture,Livestock,Forestry  &  Fishery 

3.6 

3.8 

4.0 

4.1 

4.2 

2.  Mining  and  Quarrying 

1.6 

2.3 

2.7 

2.2 

2.0 

3.  Manufacturing  Industry 

3.9 

3.9 

4.8 

5.5 

6.3 

4.  Electricity,  Gas  and  Water  Supply 

11.2 

11.5 

11.7 

11.7 

11.4 

5.  Construction 

6.9 

7.5 

7.5 

7.3 

7.1 

6.  Trade,  Hotel,  and  Restaurant 

5.7 

6.6 

7.3 

7.6 

7.4 

7.  Transport  and  Communication 

16.6 

15.6 

17.7 

16.7 

16.3 

8.  Financal,  Ownerstiip  &  Business  Services 

6.9 

7.5 

7.6 

7.5 

6.9 

9.  Services 

6.5 

6.6 

6.6 

6.6 

6.3 

GDP 

5.4-5.9 

5.8-6,5 

6.3-7.2 

6.9-7.4 

7.1-7.4 

Investment  Needed  (Rp.  Tril) 

1,967-1,976 

2,405-2,432 

2,885-2,941 

3,240-3.320 

3,776-3,879 

GDP  (GoVemtnerif  Projection)  : 

S.5-5.6 

6.0-6.3 

6.4-6.9 

6.7-7,4 

7.0-7.7  ; 

Invesment  Needed  (Government  Projection) 

1,667-1,689 

1,865-1,936 

2,(102-2,237 

2,352-2.555 

2,688-2949 

Kalau  dikaji  lebih  jauh  dapat  dikatakan  bahwa  keinginan  pe- 
merintah mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif  tinggi  dalam 
lima  tahun  ke  depan  adalah  cukup  beralasan  dan  rasional.  Namim 
demikian,  yang  perlu  mendapat  perhatian  utama  adalah  bagaimana 
pemerintah  membiayai  usaha  pembangunan  tersebut.  Pengalaman 
dimasa  lalu  memberikan  indikasi  bahwa  untuk  dapat  merealisasikan 
tingkat  pertumbuhan  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  dibutuhkan 
investasi  yang  berkisar  antara  Rp  2.000  triliun  sampai  dengan  Rp 
2.400  triliun  setiap  tahunnya.  Dengan  kondisi  seperti  sekarang  di- 
perkirakan  pemierintah  mampu  menyediakan  hanya  15  persen  dari 
dana  yang  dibutuhkan.  Ini  berarti  dana  dari  luar  pemerintah  akan 
mencapai  sekitar  85  persen  dari  kebutuhan  investasi. 
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Memperkirakan  dana  yang  dapat  disediakan  oleh  perbankan  dan 
lembaga-lembaga  dalam  negeri  dapatlah  dikatakan  bahwa  meminjain 
adalah  tindakan  yang  tidak  terelakkan.  Dengan  masih  kuatnya  sikap 
''narrow  nasionalism''  dari  beberapa  elite  politik  dan  para  mereka 
yang  tergolong  "opini  maker"  dapatlah  diperkirakan  bahwa  akan 
terjadi  silang  pendapat  mengenai  utang  di  Indonesia.  Silang  pendapat 
ini  besar  kemungkinan  akan  dibawa  ke  jalan-jalan  dalam  bentuk 
demonstrasi  atau  unjuk  rasa. 

Kasus  lembaga  penegak  hukum  dan  Bank  Century  memberi  pe- 
lajaran  yang  sangat  berharga.  Sikap  'lunak"  yang  ditunjukkan  oleh 
Presiden  RI  Susilo  Bambang  Yudhoyono  telah  dimanfaatkan  oleh 
berbagai  pihak  untuk  memberi  tekanan  politik  pada  pemerintah  yang 
dalam  perputaraimya  justru  meningkatkan  ketidakpastian.  Kalau 
masalah-masalah  yang  muncul  tidak  ditangani  oleh  pemerintah 
secara  tegas  dapat  diperkirakan  perputaran  roda  ekonomi  Indonesia 
akan  terganggu, 

PENGANGGURAN  DAN  KEMISKINAN 

Walaupim  Indonesia  dapat  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi 
yang  relatif  tinggi  dalam  tahim  2010  atau  dalam  lima  tahun  ke  depan, 
tampaknya  masalah  mendasar,  yaitu  tingginya  tingkat  pengangguran 
dan  kemiskinan  tidak  akan  berkurang  secara  drastis  atau  secara 
berarti. 

Seperti  ditunjukkan  oleh  Tabel  3  di  atas  dalam  lima  tahun  ke 
depan  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  akan  mencapai  2,6  juta 
sampai  dengan  2,8  juta  setiap  tahun.  Berdasarkan  kajian  atas  data- 
data  terakhir  dapatlah  disimpulkan  bahwa  untuk  dapat  mengurangi 
pengangguran  secara  berarti,  Indonesia  membutuhkan  pertumbuhan 
ekonomi  sekitar  10  persen  setiap  tahim.  "Raihan  seperti  ini  hampir 
dapat  dipastikan  tidak  akan  mungkin  dicapai.  Dengan  perkembangan 
seperti  ini,  maka  sorotan  publik  terhadap  pengangguran  akan 
mengemuka  dan  tanpa  pengendalian  yang  baik,  besar  kemungkinan 
riak-riak  yang  muncul  di  masyarakat  dengan  mudah  dijadikan  sebagai 
alat  politik.  Pengalaman  dalam  lima  tahun  terakhir  menunjukkan 
bahwa  usaha  pemerataan  tidak  menunjukkan  keberhasilan. 
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Tabel  3 


Population  Proyection  by  Age  Classification 
2005-2014 


2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

0-4 

20,576.4 

20,724.5 

20,952.2 

21,167.5 

21,374.0 

21,571.5 

21,760.2 

21,943.9 

21,850.9 

21,755.4 

5-9 

20,440.5 

20,291.4 

20,060.2 

20,227.2 

20,381.5 

20,522.5 

20,653.2 

20,771.3 

20,985.1 

21,193.9 

10-14 

21,667.5 

21,414.7 

21,041.5 

20,833.8 

20,618.2 

20,396.1 

20,169.3 

19,936.8 

20,083.3 

20,229.1 

15-19 

21,198.7 

21,249.8 

21,373.6 

21,287.4 

21,195.7 

21,098.7 

20,998.5 

20,893.9 

20,675.1 

20,459.1 

20-24 

21,115.2 

21,069.6 

21,051.5 

21,090.6 

21,121.2 

21,146.3 

21,166.8 

21,181.1 

21,090.9 

21,000.6 

25-29 

19,976.4 

20,144.0 

20,385.3 

20,504.C 

20,627.1 

20,734.3 

20,807.5 

20,835.1 

20,874.5 

20,920.3 

30-34 

18,524.9 

18,898.3 

19,149.2 

19,465.1 

19,698.2 

19,878.2 

20,024.9 

20,155.4 

20,318.7 

20,431.2 

35-39 

16,735.4 

17,102.4 

17,431.6 

17,754.0 

18,066.6 

18,364.9 

18,643.3 

18,896.3 

19,143.1 

19,373.0 

40^ 

14,751.1 

15,132.9 

15,489.1 

15,840.3 

16,179.1 

16,507.7 

16,825.9 

17,137.3 

17,448.4 

17,757.0 

45-49 

12,342.2 

12,805.0 

13,234.7 

13,650.7 

14,041.9 

14,415.1 

14,774.2 

15,125.1 

15,462.9 

15,796.4 

50-54 

9,517.1 

9,999.2 

10,486.6 

10,964.3 

11,435.5 

11,897.3 

12,345.2 

12,776.7 

13,188.4 

13,572.2 

55-59 

7,050.3 

7,398.5 

7,819.8 

8,226.3 

8,645.1 

9,073.8 

9,508.4 

9,945.6 

10,401.9 

10,861.2 

60-64 

5,215.1 

5,363.-^ 

5,727.9 

5,867.9 

6,138.5 

6,480.2 

6,849.0 

7,213.2 

7,588.6 

7,981.6 

65-69 

4,238.9 

4,407.1 

4,457.7 

4,476.0 

4,501.1 

4,584.1 

4,760.8 

5,051.1 

5,269.2 

5,511.8 

70-74 

3,119.5 

3,270.5 

3,413.3 

3,471.5 

3,523.3 

3,566.2 

3,604.5 

3,649.6 

3,717.2 

3,798.2 

75+ 

3,382.8 

3,475.3 

3,567.8 

3,696.7 

3,822.5 

3,944.5 

4,062.4 

4,175.2 

4,278.7 

4,380.7 

Total 

219,852.0 

222,746.9 

225,642.0 

228,523.3 

231,369.5 

234,181.4 

236,954.1 

239,687.6 

242,376.9 

245,021.7 

.A 

2.894.9 

2.895.1 

2.881,3 

2.846,2 

2.811,9 

2.772.7 

2.733,5 

2.689.3 

2.644,8 

Tabel  4 


Indikator  Konsumsi  Terpilih,  Indonesia  1999,  2002-2008 


Indikator  Terpilih  ;^^|BiPf' 
Rata-rata  Pendapatan  per  KapHa  ?  "  '^  '; 

1999  • 

2002  , 

2003 

2004 

2005 

2006 

f  Persentase  pengeluaran  rumahfangga 

untukmakanan  . 

62.94 

58.47 

56.89 

54.59 

51.37 

53.01 

49.24''. 

'-  Persentase  p>engeluaran  rumahtangga 

uhtuk  bukan  makanan 

37.06 

41.53 

43.11 

45.42 

,48,63 

46.99 

50,76 

49.83 

I 

pistrlbusi  pendapatan 

-40  %  penduduk  dengan  pendapatan 

terendah 

21.66 

20.92 

20.57 

20.8 

18,81 

19.75 

19.1 

,19.56 

40  %  penduduk  dengan  pendapatan 

menengah 

37.77  . 

■  36.89 

37.1 

37.13 

36.4 

38.1 

36.11 

■  35.67^ 

'-  20  %  penduduk  dengan  pendapatan 

lertinggi 

40.57 

42.19 

42.33 

42.07 

44.78 

42.15 

44.79 

"44.77 

Grni  Indoks 

0.31 

0.33 

0,32 

0.32 

0.36 

0.33 

0.36 

0.35 

Rata-rala  konzumsl  kalori  per  kapita 
sehari 


-  Tanpa  makanan  jadi 

1  678,58  1  789,04 

1  777,58  1  766,97  1  774,57 

1  709,91 

1768.87 

1748.32 

-  Dengan  makanan  jadi 

1  849,36  1  987,13 

1  989,'89  1  986,06  2  007,65 

1  926.74 

2014.91 

2038.17 

Rata-rata  konsumsi  Protein  per  kapita 

(ehari 

;  Tanpa  makanan  jadi 

44.05  49.11 

49.53      48.65  60.15 

47.82 

50.33 

49.13 

-  Donoan  makanan  jadi 

48.67  54,45 

65.37      64.66  56.59 

53.65 

57,66 
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Seperti  ditunjukkan  pada  label  4  di  atas  kepincangan  pendapatan 
yang  ditunjukkan  oleh  "Gini  ratio"  dalam  lima  tahun  terakhir  ini  tidak 
bertambah  baik,  akan  tetapi  relatif  bertambah  buruk.  Jika  pada  tahun 
2004  yang  lalu  40  persen  penduduk  dengan  pendapatan  terendah 
menerima  sekitar  20,8  persen  dari  seluruh  pendapatan,  maka  pada 
tahun  2008  yang  lalu  jumlah  yang  mereka  terima  justm  mengalami 
penurunan  hingga  mencapai  19,56  persen.  Pada  tahun  2010  dan  dalam 
lima  tahun  yang  akan  datang  diperkirakan  bahwa  kegiatan  ekonomi 
yang  akan  tumbuh  dengan  cepat  adalah  kegiatan  ekonomi  yang  padat 
modal  dan  pengetahuan  dan  bukan  kegiatan  ekonomi  yang  padat 
tenaga  kerja.  Dengan  kecenderimgan  seperti  ini,  usaha  mengurangi 
kemiskinan  atau  usaha  menciptakan  pemerataan  pendapatan  akan 
semakin  sulit,  Dengan  demikian,  dapat  diperkirakan  bahwa  salah 
satu  masalah  utama  yang  akan  dihadapi  Indonesia  pada  tahun  2010 
dan  lima  tahun  ke  depan  adalah  "bagaimana  hidup  bersama  dengan 
orang  miskin  dan  pengangguran".  Menciptakan  ketenteraman  dan 
keamanan  dalam  keadaan  seperti  ini  adalah  pekerjaan  yang  be- 
rat,  terutama  bagi  aparat  keamanan.  Masalah  yang  ada  dengan 
mudah  dipolitisir  yang  dalam  perputarannya  akan  menimbuklan 
"instabiUty" 

PERKEMBANGAN  EKONOMI  INTERNASIONAL 

Raihan  di  bidang  ekonomi  dan  di  bidang  keamanan  serta  pe- 
nerapan  demokrasi  dalam  beberapa  tahim  belakangan  ini  telah 
menjadikan  Indonesia  memasuki  wilayah  "radar  intemasional". 
Perkembangan  belakangan  ini  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa 
Indonesia  diharapkan  memainkan  peranan  yang  lebih  besar  dalam 
forum  intemasional.  Harapan  iru  tampaknya  sulit  untuk  dihindari 
walaupun  untuk  itu  ada  harga  yang  harus  dibayar.  Untuk  memainkan 
peranan  yang  lebih  berarti  Indonesia  sulit  untuk  menghindari  tuntutan 
agar  ekonomi  Indonesia  lebih  terbuka  dengan  ekonomi  dunia  dan 
tuntutan  agar  perlakuan  non  diskriminasi  antara  pengusaha  nasional 
dan  asing  ditiadakan.  Dengan  kecenderungan  seperti  itu,  besar 
kemungkinan  bahwa  kepentingan  nasional  akan  menjadi  taruhannya. 
Salah  satu  contoh  konkret  dalam  bidang  ini  adalah  Perdagangan  Bebas 
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antara  Indonesia  dan  China  yang  akan  mulai  diterapkan  pada  bulan 
Januari  2010.  Sebagian  masyarakat  (termasuk  sebagian  pengusaha) 
beranggapan  bahwa  Indonesia  belum  siap  bila  perdagangan  bebas 
antara  Indonesia-China  diterapkan.  Masalahnya  sekarang  adalah 
apakah  Indonesia  dapat  dengan  mudah  merubah  komitmennya. 

Tabel  5 


160,000.0  -l^j^u^ji-yiniiiiiyjiiii— 

140,000.0  -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^H^^^^B 
120,000.0  -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1 

100,000.0  -^^^^^^^^^^^^^^I^^^^^^^^^^^^^I^H^^^^^H 

80,000.0  'fl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^H 
60,000.0  -^^^^^^^^^^^I^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^H 
40,000.0  -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M 

20,000.0  ^^^^^^^^^^^^K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^M 

—Total  Ekspor  —Total  Impor  — Ekspor  NM 

— ImporNM  ——Neraca  Perdagangan 


>  Total  Ekspor 
Indonesia  selalu 
lebih  besar  dari 
.impor  (Surplus 

*  Perdagangan); 

>"  Konsekwensi  dari 
perdagangan 
intemasional 
Indonesia  perlu 
menyesuaiakan  diri 
dengan  ketentuan 
yang  berlaku  secara 
intemasional 
(WTO); 

>  Perkembangan 
yang  ada 
menunjukkan 
persaingan  diantara 
negaradi  dunia 
semakin  keras. 
Artinya 
kemampuan 
berljompetisi  akan 
sangat 

menentukan. 

>  Periu  Kerjasama 
Regional  seperti 
ASEAN 


Dalam  menilai  perdagangan  antara  Indonesia  dengan  China  sikap 
emosional  atau  kurang  rasional  sangat  sulit  dihindari,  temtama  karena 
perkembangan  perdagangan  antara  kedua  negara  semakin  kurang 
menguntungkan  Indonesia.  Kita  tidak  dapat  menutup  mata  terhadap 
"serangan"  produk  buatan  China  ke  pasar  Indonesia.  Tanpa  analisis 
yang  akurat,  perdagangan  bebas  antara  China  dan  Indonesia  tidak 
akan  mudah  diterima  oleh  masyarakat.  Sementara  itu,  sejak  Indonesia 
dilanda  krisis  ekonomi  pada  tahun  1997  yang  lalu  para  pelaku  usa- 
ha  dan  para  politisi  tertentu  menjadi  sangat  'inward  looking".  Se- 
perti ditunjukkan  dalam  Tabel  5  di  atas,  sejak  tahun  1955  sampai 
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dengan  sekarang  neraca  perdagangan  internasional  Indonesia  selalu 
surplus  untuk  Indonesia.  Artinya  Indonesia  lebih  banyak  memasuki 
pasar  Internasional  dibandingkan  dengan  pasamya  dimasuki  oleh 
pengusaha  luar  negeri.  Tetapi  karena  hilangnya  "kepercayaan  diri" 
oleh  krisis  ekonomi  sebagian  masyarakat  menjadi  sensitif  dengan 
asing.  Perkembangan  hubungan  ekonomi  Indonesia  dengan  dunia 
intemasiona,  temtama  dengan  China  patut  mendapat  perhatian  ka- 
rena didalamnya  tersimpan  bibit  yang  dapat  menimbulkan  ketidak- 
amanan. 

PENUTUP 

Terbenhiknya  pemerintahan  yang  didukung  oleh  sebagian  terbesar 
masyarakat  Indonesia  diharapkan  akan  dapat  mengelola  ekonomi 
Indonesia  dengan  baik  sehingga  dapat  menciptakan  pertumbuhan 
ekonomi  yang  relatif  tinggi  dan  berkualitas.  Tetapi  karena  masalah 
yang  ada,  yaitu  pengangguran  dan  kemiskinan  sangat  besar  dan  ru- 
mit  dapatlah  dikatakan  bahwa  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang 
dapat  diciptakan  jumlah  pengangguran  dan  kemiskinan  tidak  akan 
dapat  dikurangi  secara  berarti.  Semakin  melebamya  kepincangan 
perolehan  pendapatan  dapat  menjadi  masalah  serius  yang  dengan 
mudah  diarahkan  ke  wilayah  politik.  Dengan  perkembangan  seperti 
itu,  maka  diperlukan  penanganan  masalah  keamanan  yang  tepat. 

Tuntutan  terciptanya  keterbukaan  dan  sikap  non-diskiminatif  ter- 
hadap  Indonesia  perlu  ditingkatkan,  seiring  dengan  peran  Indonesia 
di  forum  internasional,  dengan  mempertimbangkan  kemungkinan 
besar  silang  pendapat  dikalangan  masyarakat,  yang  akhir-akhir  ini 
dengan  mudah  dipolitisir. 

Pada  tahun  2010  ini,  diperkirakan  ekonomi  Indonesia  akan  ber- 
kembang  lebih  baik  dari  tahun  sebelumnya.  Namun  bila  masalah 
yang  menyangkut  Bank  Century  tidak  dapat  ditangani  dengan  baik 
dan  masalah  hubungan  ekonomi  internasional  tidak  diletakkan  pada 
proporsi  yang  benar  maka  roda  perputaran  ekonomi  Indonesia  akan 
terganggu  dan  implikasinya  terhadap  keamanan  dan  ketenteraman 
masyarakat  akan  meningkat. 
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Kondisi  Pertumbuhan  Ekonomi  dan 
Perdagangan  Indonesia  Terkini 

Fajar  B.  Hirawan  dan  Widdi  Mugijayani 


PENGANTAR 

Selama  tahun  2008  kondisi  perekonomian  Indonesia  menunjukkan 
ketidakpastian.  Ketidakpastian  ini  masih  terus  terjadi  pada  semester 
pertama  tahun  2009,  seiring  dengan  berlanjutnya  krisis  keuangan 
dunia,  yang  mempengamhi  kemerosotan  ekonomi  negara-negara  di 
selumh  dunia.  Setelah  krisis  finansial  yang  terjadi  di  Asia  Tenggara 
pada  tahun  1997-1998,  ekonomi  Indonesia  kembali  pada  kondisi 
stabil  dan  cenderung  kuat  dalam  menghadapi  guncangan,  baik 
secara  internal  maupun  eksternal.  Sasaran  pemerintah  tidak  lagi 
hanya  berfokus  pada  stabilitas  ekonomi,  akan  tetapi  juga  dalam  hal 
pencapaian  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Pertumbuhan 
ekonomi  terus  meningkat  sesuai  dengan  target  dan  mencapai  tingkat 
pertumbuhan  tertinggi  sampai  dengan  kuartal  kedua  tahun  2008 
sebesar  6,4  persen. 

Namun,  penurunan  ekonomi  terjadi  pada  semester  kedua  ta- 
hun 2008  atau  tepatnya  pada  bulan  Oktober  2008,  saat  terjadinya 
guncangan  di  pasar  modal  dunia  dengan  volatilitas  yang  tinggi. 
Akibatnya,  aktifitas  perekonomian  mengalami  perlambatan  karena 
pengaruh  perkembangan  harga  minyak  dan  komoditas  dunia  serta 
krisis  finansial  regional.  Setelah  pemilu  legislatif  dan  presiden  pada 
tahun  2009,  kondisi  ekonomi  Indonesia  mulai  membaik,  yang  ditandai 
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dengan  adanya  sentimen  pertumbuhan  positif,  baik  pertumbuhan 
ekonomi  maupun  pertumbuhan  perdagangan. 

Oleh  karena  jumlah  modal  yang  keluar  dari  Indonesia  semakin 
besar,  nilai  tukar  Rupiah  terdepresiasi  terhadap  Dolar  Amerika 
dengan  volatilitas  yang  tinggi  pada  akhir  tahun  2008  dan  baru  ke- 
mudian  memberikan  sinyal  positif  sejak  bulan  April  2009  atau  setelah 
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  legislatif.  Kondisi  ini  kemungkinan  akan 
menjadi  indikator  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung 
mempengaruhi  kinerja  perdagangan  dan  memberikan  tekanan  pada 
tingkat  inflasi.  Apresiasi  nilai  tukar  Rupiah  terhadap  Dolar  Amerika 
dapat  menjadi  negatif,  khususnya  dalam  konteks  mendorong  rulai 
ekspor.  Sepanjang  tahun  2008,  kinerja  pasar  keuangan  domestik 
terutama  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  atau  Indeks  Harga  Saham 
Gabungan  (IHSG)  mengalami  penurunan  sebesar  50  persen  pada 
akhir  tahun  2008.  Akan  tetapi,  IHSG  mulai  kembali  memperlihatkan 
tren  peningkatan  setelah  kiiartal  pertama  tahun  2009  (lihat  Gambar 
1).  Setelah  Pemilu  legislatif  dan  presiden,  IHSG  meningkat  secara 
tajam  dan  mencapai  tingkat  tertingginya  pada  level  2.400  pada  kuartal 
ketiga,  khususnya  pada  bulan  September  2009.  Hal  tersebut  terjadi 
karena  adanya  sentimen  pertumbuhan  yang  positif  atau  karena 
adanya  perbaikan  pasar  keuangan  global. 


Gambar  1.  Nilai  Tukar  dan  IHSG,  Januari-September  2009 


8,600 


LEBARAN, 
Sept  21-22 '09 


1/5/09      2/3/09      3/3/09      4/2/09      5/4/09      6/2/09     6/30/09    7/30/09  8/28/09 

 Rp/USD   IHSG 


Sumber:  CEIC  Asia  database 
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Tingkat  inflasi  juga  cenderung  stabil  karena  beberapa  faktor, 
seperti  penurunan  harga  BBM  dan  komoditas,  stabilnya  persediaan 
bahan  makanan  pokok,  tenitama  beras,  dan  imported  inflation  yang 
mengalami  penurunan  secara  signifikan.  Fenomena  tersebut  tidak 
terlalu  mempengaruhi  perekonomian  Indonesia.  Inflasi  yang  tinggi 
hanya  terjadi  ketika  adanya  perayaan  hari  besar  agama,  seperti  Idul 
Fitri.  Selama  bulan  Juli  2008  hingga  Agustus  2009,  tingkat  inflasi  (y-o-y) 
cenderung  menurun  dari  12  persen  pada  bulan  Juli  2008  menjadi 
sekitar  2-4  persen  pada  pertengahan  tahun  2009  (lihat  Gambar  2). 


Gambar  2.  Tingkat  Inflasi,  Juli  2008  -  Agustus  2009 

(dalam  persen) 


Sumber:  International  Monetary  Fund  (IMF) 


Kemudian,  berdasarkan  neraca  pembayaran  (BOP)  di  tahun  2008, 
indikator  yang  paling  sensitif  terkena  dampak  krisis  keuangan  global 
adalah  perdagangan  intemasional.  Meskipun  Indonesia  mengalami 
neraca  perdagangan  yang  surplus  berdasarkan  pertumbuhan  eks- 
por  (y-o-y),  namun  sejak  bulan  September  2008,  perdagangan  inter- 
nasional  Indonesia  mengalami  penurunan.  Untungnya,  kinerja  per- 
dagangan Indonesia  mulai  menunjukkan  tren  yang  positif  sejak  April 
2009  sebagai  titik  awal  momentum  pemulihan  krisis  yang  juga  terjadi 
hampir  di  seluruh  dunia. 
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PERTUMBUHAN  EKONOMI 

Dari  kuartal  pertama  tahun  2009,  Indonesia  tetap  memperlihatkan 
tingkat  penurunan  pada  pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto 
(PDB),  yang  dimulai  pada  kuartal  terakhir  tahun  2008,  yang  dise- 
babkan  karena  krisis  keuangan  global.  Pertumbuhan  PDB  atau  eko- 
nomi  mencapai  tingkat  terendah  pada  level  4  persen  pada  kuartal 
kedua  tahun  2009  (lihat  Gambar  3).  Sementara,  tren  peningkatan 
pertumbuhan  PDB  Indonesia  dimulai  pada  kuartal  ketiga  tahun  2009. 
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  kuartal  ketiga  tahun  2009  merupakan 
momentum  pemulihan  ekonomi  Indonesia  pasca  guncangan  krisis 
keuangan  global  yang  terjadi  sejak  kuartal  keempat  tahun  2008. 


Gambar  3.  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia, 
2005  -  Q3  2009  (y-o-y)  (dalam  persen) 


Sumber:  Bank  Indonesia 


Sisi  Pengeluaran 

Pada  tahun  2009,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dari  sisi 
pengeluaran  memperlihatkan  penurunan  yang  cukup  drastis.  Di- 
mulai dari  kuartal  pertama  hingga  kuartal  ketiga  tahun  2009 
(q-to-q),  Indonesia  mengalami  penurunan  jika  dibandingkan  dengan 
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pertumbuhan  di  periode  yang  sama  pada  tahun  sebelumnya.  Per- 
tumbuhan  PDB  Indonesia  menurun  dari  5,2  persen  pada  kuartal 
terakhir  tahun  2008  menjadi  hanya  4,4  persen  pada  kuartal  pertama 
tahun  2009.  Pertumbuhan  PDB  Indonesia  terus  mengalami  penurunan 
pada  kuartal  kedua  tahun  2009  sebesar  4  persen  dan  pada  akhimya 
meningkat  pada  kuartal  ketiga  tahun  2009  sebesar  4,2  persen.  Pe- 
nurunan ini  disebabkan  karena  adanya  penurunan  kemampuan  kon- 
sumen  secara  keseluruhan  dalam  membelanjakan  uangnya  yang  juga 
berpengaruh  pada  komponen  sektor  perdagangan  dalam  PDB,  yaitu 
ekspor  dan  impor.  Meskipun  begitu,  tren  pemulihan,  khususnya 
perdagangan,  telah  terjadi  pada  kuartal  kedua  tahim  2009  ketika 
sektor  tersebut  mulai  memiliki  kecenderungan  untuk  meningkat. 

Peningkatan  proporsi  pada  tingkat  konsumsi  pemerintah  di- 
tetapkan  sebagai  tindakan  untuk  merangsang  pertumbuhan  eko- 
nomi  dengan  cara  memberikan  stimulus  fiskal  guna  mengatasi  per- 
masalahan  atau  dampak  dari  krisis  keuangan.  Tabel  1  menunjukkan 
adanya  perbedaan  yang  cukup  signifikan  antara  persentase  konsumsi 
pemerintah  pada  kuartal  pertama  tahun  2008  sebesar  3,6  persen 
dengan  kuartal  pertama  tahun  2009  sebesar  19,3  persen.  Ketika 
konsumsi  rumah  tangga  cenderung  konstan,  namun  indikator  ini 
mengalami  penurunan  pada  kuartal  kedua  dan  ketiga  tahun  2009. 


Tabel  1.  Komponen  Pertumbuhan  Ekonomi: 
Sisi  Pengeluaran  (y-o-y)  (dalam  persen) 


2008 

2009 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3* 

Konsumsi  Rumah  Tanqqa 

5.7 

5.5 

5.3 

4.8 

5.8 

4.8 

4.9 

Konsumsi  Pemerintah 

3.6 

5.3 

14.1 

16.4 

19.3 

17.0 

11.4 

PMTDB 

13.7 

12 

12.2 

9.1 

3.5 

2.7 

3.2 

Ekspor  Baranq  dan  Jasa 

13.6 

12.4 

10.6 

1.8 

-19.1 

-15.7 

-12.4 

Impor  Baranq  dan  Jasa 

18 

16.1 

11 

-3.5 

-24.1 

-23.9 

-20.3 

PDB 

6.2 

6.4 

6.4 

5.2 

4.4 

4.0 

4.2 

Sumber:  Bank  Indonesia 


Sisi  Produksi 

Gambaran  dari  sisi  produksi  PDB  Indonesia  menunjukkan  adanya 
tren  penurunan  mulai  dari  kuartal  pertama  hingga  kuartal  kedua 
tahun  2009  (q-to-q)  dibandingkan  dengan  periode  yang  sama  di  tahun 
sebelumnya.  Faktanya,  krisis  keuangan  global  masih  memberikan 
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pengamh  yang  buruk  terhadap  beberapa  sektor,  seperti  perdagangan, 
hotel,  dan  restoran,  manufaktur,  dan  pertanian.  Sementara  itu,  sektor 
lainnya  terlihat  sukses  dalam  memperlihatkan  kinerja  pertumbuhan 
yang  stabil.  Bahkan,  pertumbuhan  yang  positif  terjadi  pada  sektor 
listrik,  gas,  dan  air  (lihat  Tabel  2). 

Sektor  tranportasi  dan  komunikasi,  berdasarkan  Tabel  2,  meru- 
pakan  sektor  yang  dapat  memperlihatkan  pola  yang  stabil  selama 
tahun  2008-2009  dan  sektor  ini  juga  menunjukkan  pertumbuhan 
tertinggi  sebesar  16,5  persen  pada  kuartal  ketiga  tahun  2009 
berdasarkan  perubahan  secara  tahiman.  Akan  tetapi,  secara  umum, 
pertumbuhan  ekonomi  atau  PDB  dari  sisi  produksi  di  Indonesia 
berhasil  menunjukkan  pertumbuhan  yang  cukup  stabil  dan  positif 
pada  kuartal  ketiga  tahim  2009. 


Tabel  2.  Komponen  Pertumbuhan  Ekonomi: 
Sisi  Produksi  (y-o-y)  (dalam  persen) 


2008 

2009 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3* 

Pertanian  ^^^^m- 

6.3 

4.8 

3.4 

4.7 

4.8 

2.4 

2.2 

Pertambangan  dan  Penggalian 

-1.7 

-0.5 

2.1 

2.1 

2.2 

2.4 

2.2 

IVIanufaktur 

4.3 

4.2 

4.3 

1.9 

1.6 

1.5 

1.7 

Listrik,  Gas,  dan  Air 

12.4 

11.8 

10.4 

9.3 

11.4 

15.4 

15.5 

Konstruksi 

8.0 

8.1 

7.6 

5.7 

6.3 

6.4 

6.5 

Perdaqanqan,  Hotel,  dan  Restoran 

6.9 

8.1 

8.4 

5.6 

0.6 

-0.1 

1.6 

Transportasi  dan  Komunikasi 

18.3 

17.3 

15.5 

15.8 

16.7 

17.5 

16.5 

Keuanqan,  BIsnis,  dan  Persewaan 

8.3 

8.7 

8.6 

7.4 

6.3 

5.3 

5.6 

Jasa 

5.9 

6.7 

7.2 

6.0 

6.8 

7.4 

6.6 

PDB 

6.2 

6.4 

6.4 

5.2 

4.4 

4.0 

4.2 

Sumber:  Bank  Indonesia 


KINERJA  PERDAGANGAN 

Kinerja  ekspor  terns  mengalami  penurunan  sejak  semester  kedua 
tahun  2008,  hal  ini  terjadi  karena  dua  alasan.  Pertama,  penurunan 
harga  komoditas  sejak  pertengahan  tahun,  dan  kedua  terjadinya 
pelemahan  permintaan  ekternal  sejak  bulan  September  2008,  setelah 
menyentuh  level  terendahnya  di  awal  tahun  2009,  nilai  ekspor  Indo- 
nesia kemudian  menunjukkan  suatu  tren  peningkatan,  hal  ini  terjadi 
seiring  dengan  perbaikan  kondisi  perekonomian  global.  Gambar 
4  menunjukkan  nilai  dan  volume  ekspor  yang  berfluktuasi  selama 
Januari  2008  sampai  dengan  Agustus  2009. 
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Gambar  4.  Ekspor  Indonesia,  Januari  2008  -  Agustus  2009 
(berdasarkan  nilai  dan  volume) 


Jan-08     Apr-08     Jul-08      Oct-08    Jan-09     Apr-09  Jul-09 


—  Nilai  ekspor  (milyar  USD) 

— Volume  ekspor  (milyar  Kg) 

Sumber:  CEIC  Asia  database 

Sektor  non-migas  selama  beberapa  tahun  belakangan  ini  hampir 
selalu  mendominasi  ekspor  Indonesia.  Pada  tahirn  2008  sampai  2009, 
proporsi  ekspor  non-migas  relatif  stagnan  sekitar  80  persen,  kecuali 
selama  semester  pertama  tahun  2008,  nilainya  kurang  dari  80  persen 
karena  harga  minyak  dunia  yang  relatif  tinggi.  Gambar  5  menimjukkan 
proporsi  ekspor,  baik  migas  maupun  non-migas  terhadap  ekspor  total 
Indonesia. 

Gambar  5.  Proporsi  dan  Ekspor  Total  Sektor  Migas  dan 
Non-Migas  (dalam  persen) 


100.0  X 


Sumber:  BPS,  Maret  2007-Maret  2009 
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Pertumbuhan  ekspor  bulan  Januari  2009  (y-o-y)  mengalami  pe- 
numnan  yang  cukup  signifikan  sebesar  36,08  persen.  Disamping  itu, 
penumnan  yang  cukup  signifikan  juga  terjadi  pada  ekspor  migas 
sebesar  13,24  persen.  Sementara  ekspor  sektor  non-migas  yang  selama 
ini  mendominasi  ekspor  Indonesia  (pada  bulan  Januari  2009  share-nya 
sebesar  86,79persen),  turun  sebesar  30,64  persen  (y-o-y). 

Untuk  ekspor  sepuluh  komoditi  teratas  pada  bulan  September 
2009,  penumnan  yang  cukup  tajam  (m-o-m)  terjadi  terhadap  minyak 
dan  lemak  tumbuhan  atau  binatang  (HS  15)  sebesar  29,2  persen,  pasar 
utama  produk  ini  antara  lain:  Asia  Timur,  ASEAN,  Eropa  dan  Timur 
tengah.  Minyak  mentah  serta  produk  minyak  mineral  (HS  27)  juga 
mengalami  hal  serupa,  turun  sekitar  8,3  persen.  Sementara,  kenaikan 
tertinggi  untuk  bulan  September  2009  dicapai  oleh  bijih  besi  (HS  26), 
yang  sebagian  besar  diekspor  ke  negara-negara  Asia  Timur,  yaitu 
Jepang,  Korea  Selatan  dan  China  serta  negara-negara  ASEAN. 


Tabel  3.  Ekspor  Non-Migas  selama  bulan  Januari  -  September  2009 


Golongan  Barang 
(HS) 

Nilai  FOB  (Juta  USD) 

Perubahan 

Persentase 

peran 
terhadap 
total  non 

migas  Jan- 
Sep  2009 

Agt- 
2009 

1  ^^P" 
09 

Jan- 
Sep 
2008 

Jan-Sep 
2009 

September 
2009  ter- 
hadap 
Agustus 
2009  (Jutaan 
USD) 

1.  Bahan  bakar 
mineral  (27) 

1459,2 

1337,9 

7560,2 

9596,9 

-121,3 

14,09 

2.  Lemak  dan  mi- 
nyak hewan/ 
nabati  (15) 

1429,9 

1012,2 

12268,5 

8055,7 

-417,7 

11,83 

3.  Mesin/peralatan 
listrik  (85) 

787,4 

737,9 

5939,4 

5717,9 

-49,5 

8,39 

4.  Bijili,  kerak,  dan 
abu  logam  (26) 

442,7 

650,2 

3336,2 

4049,1 

207,5 

5,95 

5.  Mesin-mesin/pe- 
sawat  mekanik 
(84) 

418,5 

420,9 

3762,5 

3430,7 

2,4 

5,04 

6.  Karet  dan  barang 
dari  karet  (40) 

423,4 

383,6 

6215,3 

3336,9 

-39,8 

4,9 
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7.  Kertas/karton  (80) 

286,6 

269,9 

2930,9 

2406,7 

-16,7 

35,3 

8.  Tembaga  (80) 

212,6 

238,3 

1810,3 

1474,2 

25,7 

2,16 

nik(29) 

100,4 

185,1 

1508,6 

1046,6 

1,54 

10.  Kapal  laut  (89) 

35,5 

87,8 

649,8 

948,7 

52,3 

1,39 

Total  10  golongan 
barang 

5596,2 

5323,8 

45981,7 

40063,4 

-272,4 

58,82 

Lainnya 

3294.0 

2803,8 

37298,4 

28048,6 

-490,2 

41,18 

Total  ekspor 
nonmigas 

8890,2 

8127,6 

83280,1 

68112.0 

-762,6 

100.0 

Keterangan:  *  fob  =  free  on  board 
Sumber:  BPS,  November  2009 


Ekspor  produk  elektronik  (HS  85)  yang  mempakan  salah  satu 
produk  ekspor  unggulan  Indonesia,  terjadi  karena  Indonesia  mempa- 
kan bagian  dari  jaringan  produksi  {production  network)  ASEAN  bah- 
kan  global.  Selama  tahun  2008-2009,  ekspor  elektronik  ke  seluruh 
negara  tujuan  ekspor  menunjukkan  tren  yang  cukup  berfluktuasi  baik 
volume  maupun  nilainya.  Sampai  dengan  September  2008  trennya 
positif,  kemudian  mengalami  penunman  yang  disebabkan  melemah- 
nya  permintaan  ekstemal.  Pada  bulan  Januaii  2009,  terjadi  penunman 
yang  sangat  signifikan  bahkan  mencapai  titik  terendah,  yaitu  sebe- 
sar  US$  219  juta  atau  23  juta  Kg,  kemudian  tiennya  rerus  mengalami 
peningkatan  sampai  dengan  kuartal  ketiga  tahun  2009.  Tujuan  utama 
ekspor  produk  elektronik  ini  sebagian  besar  adalah  negara  ASEAN, 
seperti  Singapura  dan  Malaysia  (kurang  lebih  40  persen  dari  total  ek- 
spor elektronik).  Tujuan  utama  ekspor  lainnya  adalah  Jepang  sekitar 
11  persen. 


516 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  38,  No.  4, 2009: 507-522 


Volume  ekspor     —  ~  Nilar  ekspor 


Sumber:  CEIC  Asia  database 


Penurunan  permintaan,  temtama  dari  negara-negara  tujuan  eks- 
por utama  sangat  mempenganihi  kinerja  ekspor  Indonesia.  ASEAN 
mempakan  partner  terbesar  perdagangan  Indonesia  (24  persen  dari 
total  ekspor  non-migas),  kemudian  diikuti  oleh  negara-negara  Eropa 
(13,6  persen).  Sementara  berdasarkan  negara  tujuan,  Jepang  dan 
Amerika  Serikat  mempunyai  share  terbesar  sebagai  negara  tujuan 
ekspor,  masing-masing  sebesar  13,4  dan  10,5  persen  dari  total  ekspor 
non-migas  pada  bulan  September  2009.  Sekarang  ini  China  juga 
mempakan  partner  dagang  yang  sangat  penting  sekitar  8,7  persen 
(lihat  Tabel  4). 
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Tabel  4.  Ekspor  Non-migas  berdasarkan  Negara  Tujuan 
Selama  periode  Januari-September  2009 


Nilai  FOB  (Juta  USD) 

Perubahan 

Persentase 

IN  cHdXa  1 U]  Uall 

Agt- 
2009 

Sep-09 

T  

Jan- 
Sep 
2008 

Jan- 
Sep 
2009 

September 
2009  terha- 
dap  Agus- 
tus  2009 
(Jutaan 
USD) 

peran 
terhadap 
total  non 
nugas  Jan- 
Sep  2009 

ASEAN 

1791,6 

1738,3 

18328,4 

14440,6 

-53,3 

21,2 

1.  Singapura 

662,1 

685,4 

7846,6 

5901,9 

23,3 

8,66 

2.  Malaysia 

536,8 

500,3 

4661,3 

3789,4 

-36,5 

5,56 

3.  Thailand 

251,1 

233,6 

2555,5 

1763,5 

-17,5 

2,59 

Negara  ASEAN 
lainnya 

341,6 

319,0 

3265.0 

2985,8 

-22,6 

4,39 

Eropa 

1355,6 

1106,9 

11514,1 

9671,5 

-248,7 

14  2 

215,8 

194,3 

1891,8 

1670,0 

-71  5 

7  45 

\j.  ±  L  al  iK^lo 

62,0 

61,5 

707,8 

602,8 

-0  5 

^    Tn  crCTTn  c 

130,1 

100,4 

1168,7 

1055,6 

-99  7 

1  55 

iNciiciict  LjUJlja  idllLllycl 

947,7 

750,7 

7745,8 

6343,1 

-197  0 

9  31 

iNegara  utaxna  xaiivnya 

3619,2 

3449,3 

33911,6 

28212,3 

/.  L-ina 

797,7 

704,3 

6477,4 

5956,0 

0.  jepang 

1031,8 

1087,7 

10418,1 

8091,7 

55  9 

11  88 

X  x,oo 

941,1 

850,4 

9754,2 

7544,7 

-90,7 

11,08 

10.  Australia 

131,1 

140,6 

1592,2 

1203,4 

9,5 

1,77 

11.  Korea  Selatan 

436,3 

424,7 

3736,5 

3378,8 

-11,6 

4,96 

12.  Taiwan 

281,2 

241,6 

2133,2 

2037,7 

-39,6 

2,99 

Total  12  negara  tujuan 

5477,1 

5224,8 

52743,3 

42995,5 

-252,3 

63,12 

Lainnya 

3413,1 

2902,8 

30536,8 

25116,5 

-510,3 

36,88 

Total  ekspor 
nonmigas 

8890,2 

8127,6 

83280,1 

68112,0 

-762,6 

100.00 

Sutnber:  BPS,  November  2009 
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Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pertumbuhan  10  pro- 
duk  utama  Indonesia  menunjukan  tren  yang  menurun  di  awal  ta- 
hun  2009.  Hal  ini  terjadi  seiring  dengan  penurunan  persentase  per- 
tumbuhan ekspor  terhadap  negara-negara  tujuan  ekspor  utama, 
contohnya:  ekspor  Indonesia  terhadap  negara-negara  ASEAN  yang 
mengalami  penurunan  sebesar  41,1  persen,  ke  Eropa  tumn  sebesar  16 
persen,  ke  Jepang  juga  mengalami  penurunan  33  persen,  ke  Amerika 
Serikat  dan  China  menurun  masing-masing  sebesar  24  persen  dan 
34  persen.  Produk  yang  diperdagangkan  ke  negara-negara  tersebut 
terutama  karet  (AS),  minyak  sawit  (Eropa)  dan  batu  bara  dan  tembaga 
(Jepang). 

Gambar  7.  Ekspor  berdasarkan  Negara  Tujuan 
April  2008  -  Juni  2009 


3.000  n 


0.500  - 


0.000   1  1  1  1  1  1  1  1  

Jan-08    Mar-08    May-08    Jul-08     Sep-08    NovOS    Jan-09    Mar-09  May-09 


-  -  -  -ASEAN 
 AS 

—  -  -  Eropa 

—  -  -Cina 

  Jepang 

Sumber:  BPS,  April  2008-Maret  2009 

Untuk  total  ekspor  non-migas,  penurunan  permintaan  diantara 
partner  perdagangan  terjadi  mulai  bulan  Juli  2008,  seperti  ekspor  ke 
negara-negara  ASEAN  (Singapura  merupakan  rekan  utama)  meng- 
alami tren  yang  terus  menurun,  ekspor  ke  Jepang  juga  mengalami 
tren  penurunan  yang  sama  sejak  bulan  Oktober  2008,  sementara  tren 
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penumnan  ekspor  ke  negara-negara  lainnya,  terlihat  mengalami  hal 
yang  serupa  di  akhir  tahun  2009. 

Sebagaimana  terjadi  perburukan  kinerja  ekspor,  jumlah  impor 
pun  mulai  mengalami  tanda-tanda  penumnan;  setelah  sebelumnya, 
pada  kuartal  ketiga  tahun  2008  mengalami  kenaikan  yang  cukup 
signifikan,  kemudian  impor  mulai  jatuh.  Selumh  kategori  barang- 
barang  impor  mengalami  penurunan  selama  Januari  -  September 
2009.  Penurunan  terbesar  terjadi  pada  impor  barang  baku  dan  barang 
mewah,  yang  turun  sebesar  39  persen.  Penurunan  4  persen  terjadi 
pada  impor  barang-barang  modal  yang  mencerminkan  kondisi  yang 
lebih  buruk,  terutama  untuk  aktivitas  di  industri  manufaktur  atau 
sektor  riil.  Tabel  5  juga  menunjukkan  bahwa  konsumsi  barang  impor 
mengalami  penumnan  sebesar  28,2  persen  bila  dibandingkan  dengan 
periode  sebelumnya  (Januari  -  September  2008). 


Tabel  5.  Impor  Berdasarkan  Kategori  Ekonpmi  Periode  2008-2009 


Penggunaan 
Golongan 
Barang 

Nilai  (juta 
US$) 

Perubah- 
an  Sept 

09  *)  thd 
Agt09 

Nilai  (juta  US$) 

Perubahan 
Jan-Sep 

2009* 
terhadap 
Jan-Sep 
2008  (%) 

Peranan 
terhadap 

impor 
Jan-Sep 

2009* 
(%) 

Agt- 
09 

Sep- 
09* 

Jan-Sep 
2008 

Jan- 
Sep 
2009* 

Total  impor 

9707,3 

8563,0 

-11,79 

101687,9 

68330,9 

-32,8 

100,00 

Barang 
konsumsi 

638,5 

553,7 

-13,28 

6706,4 

4817,1 

-28,17 

7,05 

Bahan  baku/ 
penolong 

6431,8 

6552,8 

1,88 

79626,4 

48784,9 

-38,73 

71,39 

Barang 
modal 

2637,0 

1456,5 

-44,77 

15355,1 

14728,9 

-4,08 

21,56 

Keterangan:  *)  angka  sementara 


Sumber:  BPS,  November  2009 

Berdasarkan  pada  informasi  tersebut,  baik  ekspor  maupun  impor 
Indonesia  berdasarkan  kategori  ekonomi  terpengaruh  secara  signi- 
fikan oleh  krisis  keuangan  global.  Sebagaimana  dapat  dilihat  pada 
gambar  8,  ekspor  dan  impor  Indonesia  mengalami  penurunan  yang 
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signifikan  di  akhir  2008  sampai  dengan  awal  tahun  2009.  Bahkan  me- 
nyentuh  level  terendahanya  pada  bulan  Febmari  2009.  Meskipun  de- 
mikian,  baik  ekspor  maupun  impor  kemudian  bergerak  naik  secara 
perlahan  di  kuartal  kedua  dan  ketiga  tahun  2009. 


Gambar  8.  Kinerja  Perdagangan  Indonesia, 
Januari  2008  -  September  2009  (dalam  jutaan  USD) 


Jan,  Mar,  May,  Jul,  Sep,  Nov,  Jan,  Mar,  May,  Jul, 
2008    2008     2008    2008     2008    2008    2009    2009     2009  2009 


^^■■IM  Neraca  perdagangan:  di  luar  Ben  Zone  (OB)  Q'utaan  USD) 
liPi-wystwa  Neraca  perdagangan:  OB:  Nonmigas  Outran  USD) 

 -  -  Ekpor  (Fob.  Y-o-Y) 

 ■  Impor  (cif.  Y-o-Y) 


Sumber:  BPS,  November  2009 
PENUTUP 


Untuk  merespon  kondisi  yang  tidak  menguntungkan  pada  eko- 
nomi  global,  pemerintah  Indonesia  hams  melakukan  pengukuran 
secara  reaktif  dan  proaktif.  Pemerintah  dan  Bank  Indonesia  hams 
melakukan  usaha  bersama  dalam  menjaga  stabiUtas  pasar  keuangan 
dan  menerapkan  stimulus  fiskal  untuk  menjaga  pertumbuhan 
permintaan  domestik.  Sejauh  ini,  Indonesia  mempakan  negara 
di  kawasan  Asia  yang  diprediksi  akan  mengalami  pertumbuhan 
yang  positif  pada  tahun  ini  (2009).  Ekonomi  Asia  membaik  pada 
kuartal  kedua  tahun  2009  sejalan  dengan  kebijakan  moneter  dan 
stimulus  fiskal  yang  menjaga  permintaan  domestik  dan  melakukan 
penyesuaian  terhadap  penurunan  produksi.  Arus  modal  yang  masuk 
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telah  membuat  pasar  aset  dan  ekspor  bersih  berkontribusi  pada  per- 
tumbuhan  PDB,  dimana  impor  mengalami  kontraksi  lebih  cepat 
dibandingkan  ekspor.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Indonesia  akan 
mengalami  pertumbuhan  yang  lambat  di  tahun  2009. 

Perkembangan  krisis  keuaiigan  global  telah  menghantui  kinerja 
ekonomi  Indonesia  ke  depan.  Perpaduan  antara  penurunan  harga 
komoditas,  pertumbuhan  global  yang  lambat,  dan  ketatnya  likuiditas 
di  pasar  keuangan  telah  melemahkan  ekspor  dan  investasi.  Kedua- 
duanya  mempakan  kunci  dari  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia. 
Sementara  itu,  dampak  dari  krisis  global  telah  merusak  sektor  yang 
memiliki  orientasi  ke  luar,  seperti  industri  manufaktur,  yang  ditandai 
dengan  jumlah  pemecatan  yang  cukup  tinggi  sejak  periode  Oktober- 
November  2008.  Sedangkan  depresiasi  Rupiah  dan  volatilitas  arus 
modal  keluar  telah  menambah  tekanan  pada  ekonomi  domestik. 
Meskipun  begitu,  sinyal  positif  telah  mulai  terjadi  setelah  Pemilu 
dimana  Rupiah  mengalami  apresiasi  dan  IHSG  menunjukkan  tren 
peningkatan. 

Belajar  dari  krisis  sebelumnya  (1997-1998),  pemerintah  Indonesia 
tentunya  diharapkan  lebih  sigap  dalam  merespon  krisis  dengan 
memadukan  antara  kebijakan  moneter  dan  fiskal  guna  meminimalkan 
dampak  krisis  global  yang  lebih  dahsyat  pasca  Pemilu  2009.  Respon 
yang  cepat  dan  tidak  panik  dalam  mengatasi  depresiasi  yang  cepat 
dari  nilai  tukar  Rupiah  terhadap  Dolar  Amerika,  sejak  Agustus  2008 
dapat  membantu  ekonomi  Indonesia  terhindar  dari  krisis  domestik 
yang  lebih  parah,  seperti  yang  terjadi  pada  1998. 

Sementara  itu,  krisis  hanya  akan  memperburuk  ekonomi  nega- 
ra  berkembang,  khususnya  dari  sisi  ekspor  dan  investasi  yang  cen- 
derung  stagnan.  Disamping  itu,  pertumbuhan  ekonomi  juga  akan 
melambat.  Namun  demikian,  usaha  untuk  mengurangi  tingkat  pe- 
ngangguran  dan  kemiskinan  perlu  terus  ditingkatkan,  yang  tentu 
didasarkan  pada  tingkat  pertumbuhan  ekonomi.  Saat  ini,  Indonesia 
sangat  bergantung  pada  pembelanjaan  atau  konsumsi  sebagai  mesin 
penggerak  pertumbuhan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah  telah 
menyiapkan  paket  stimulus  yang  terdiri  dari  dua  bagian.  Pertama, 
program  pajak  dan  tabungan.  Program  ini  akan  secara  langsung 
berkaitan  dengan  rumah  tangga  dan  bisnis.  Kedua,  penambahan 
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pembelanjaan  pada  proyek  infrastruktur  yang  diperkirakan  akan 
menciptakan  efek  multiplier  pada  rumah  tangga  dan  konsumsi  sektor 
swasta. 

Di  samping  itu,  ada  beberapa  faktor  yang  tetap  menjaga  ting- 
kat  konsumsi  nimah  tangga  dan  membuat  paket  stimulus  fiskal 
cenderung  berhasil,  antara  lain:  rendahnya  harga  komoditas  di  pasar 
internasional,  musim  yang  baik,  dan  fakta  bahwa  dengan  adanya 
Pemilu  membuat  partai  politik  atau  para  kandidat  (calon  legislatif/ 
calon  presiden/wakil  presiden)  membelanjakan  uangnya  untuk  ke- 
perluan  kampanye.  Akhirnya,  negara  yang  memiliki  ekonomi  do- 
mestik  yang  baik,  pasar  aset  yang  menarik,  keleluasaan  penerapan 
kebijakan,  dan  perbaikan  yang  cepat  akan  membuat  negara  pulih 
secara  cepat  dari  hantaman  krisis  keuangan  global. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  REGIONAL  DAN  GLOBAL 

Analisis  Perkembangan  Lingkungan  Strategis: 
Tren  dan  Tantangan  ke  Depan 

Evan  A  Laksmana 
PENGANTAR 

Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  perkembangan  lingkungan  ge- 
ostrategis  Indonesia  mengikuti  tren  perkembangan  kawasan  Asia 
Pasifik.  Dalam  hal  ini,  ada  tiga  tren  utama  yang  terlihat,  yaitu  ma- 
kin  meningkatnya  belanja  pertahanan,  makin  tingginya  tingkat 
kecanggihan  kekuatan  laut  dan  udara,  dan  makin  meningkatnya  usaha 
negara-negara  kawasan  imtuk  mencapai  kemandirian  pertahanan. 
Tiga  tren  utama  ini  tampaknya  akan  terus  berlanjut  dalam  satu  dua 
dekade  ke  depan.  Hal  ini  terutama  karena  banyaknya  negara  kawasan 
yang  mengeluarkan  kebijakan  pertahanan  komprehensif  dengan 
kerangka  10-20  tahun  ke  depan.  Indonesia  tentu  membutuhkan  per- 
hatian  dari  berbagai  perkembangan  ini  guna  mempertahankan  rele- 
vansi  strategisnya. 

MENINGKATNYA  BELANJA  PERTAHANAN  KAWASAN 

Setelah  badai  krisis  ekonomi  berlalu,  negara-negara  di  kawasan 
Asia  Pasifik  kembali  meningkatkan  anggaran  dan  belanja  pertahanan 
mereka.  Hingga  tahun  2004,  SIPRI  mencatat  pembelanjaan  militer 
kawasan  Asia  Timur  merupakan  yang  paling  tinggi  di  dunia.  Rata- 
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rata  belanja  pertahanan  kawasan  ini  terns  meningkat  lebih  dari  19 
persen  per  tahim  pasca  serangan  11  September  2001.^  Sebagiar\  besar 
negara-negara  tersebut  juga  bahkan  telah  melampaui  anggaran 
pra-krisis  mereka. 

Anggaran  pertahanan  China  telah  meningkat  dua  kali  lipat  sejak 
1997.  Antara  2001  dan  2005,  anggaran  mereka  bahkan  meningkat 
sebesar  57  persen.  Di  tahim  2009,  angka  kenaikan  anggaran  sedikit 
menumn  dari  16.5  persen  di  tahun  2008  menjadi  14.9  persen.^  Se- 
mentara  itu,  maldn  tidak  terduganya  perilaku  Korea  Utara  dan 
makin  meningkatnya  kekuatan  militer  China,  menyebabkan  Jepang 
melakukan  kajian  serins  atas  kekuatan  pertahanan  mereka.  Kendati 
anggaran  pertahanan  mereka  mungkin  menunm  sebesar  3  persen 
dalam  lima  tahun  ke  depan,  Jepang  bemiat  imtuk  mengkompensasinya 
dengan  melakukan  berbagai  modemisasi  militer.  Iru  termasuk  men- 
dirikan  pasukan  pemukul  reaksi  cepat  yang  baru,  perisai  perhndung- 
an  rudal,  serta  peningkatan  kinerja  satelit  komunikasi  dan  pengum- 
pulan  intelijen.^ 

Sementara  itu,  di  hidia,  serangan  teroris  Mumbai  tahun  2008  telah 
menaikkan  pembelanjaan  anggaran  pertahanan  sebesar  34  persen  di 
tahun  2009.  Pada  pertengahan  tahuji  ini,  anggaran  yang  diumumkan 
masih  menggunakan  patokan  ini  dan  pagu  anggaran  ditetapkan 
sebesar  US$  37,75  miliar.^  Jumlah  ini  masih  diharapkan  meningkat 
dalam  waktu  dekat,  terutama  karena  persoalan  dengan  Pakistan  dan 
China  serta  masih  tingginya  ancaman  terrorisme. 

Rencana  Amerika  Serikat  untuk  menata  kembali  dan  menarik 
sebagian  besar  pasukan  mereka  dari  Korea  Selatan  makin  mendorong 
negara  ini  ntuk  mencapai  'pertahanan  mandiri'  sejak  2004.  Anggaran 
pertahanan  mereka,  misalnya  meningkat  sebesar  4,5  persen  per  tahun 
antara  2002  dan  2005.  Kemampuan  tempur  mereka  juga  akan  makin 
ditingkatkan  seiring  dengan  'Reformasi  Pertahanan  2020'  yang  akan 
menghabiskan  sekitar  US$  178  miliar,  termasuk  untuk  267  proyek 


'  Robert  Hartfiel  dan  Brian  L.  Job,  "Raising  the  Risks  of  War:  Defence  Spending  Trends  and 

Competitive  Arms  Processes  in  East  Asia,"  The  Pacific  Rcvieiv,  Vol.  20,  No.  1  (2007):  p.  2. 
^  Lihat  "Recovery  position:  defence  budgets,"  Jane's  Defence  Weekly,  17  Agustus  2009. 
3  Hartfiel  dan  Job,  "Raising  the  Risks  of  War,"  p.  5. 
*  "Recovery  position:  defence  budgets." 
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pembangiman  kekuatan  pengintaian  dan  precision  strike  capability.^ 
Pemerintah  Australia  juga  meningkatkan  anggaran  pertahanan  se- 
besar  6,4  persen  untuk  taliun  2008-2009.  Hal  ini  juga  ditambah  de- 
ngan  komitmen  pemerintah  untuk  terns  meningkatkan  belanja  militer 
sebesar  3  persen  per  tahun  hingga  2017. 

Sedangkan  di  Asia  Tenggara,  menurut  Jane's  Defence  Weekly, 
belanja  resmi  pertahanan  meningkat  hingga  rata-rata  13,5  persen 
per  tahim  antara  2005  dan  2008.^  Sementara  tahun  2009  ini,  angka 
pertumbuhan  anggaran  pertahanan  naik  sebesar  6  persen  hingga 
mencapai  US$  26  miliar  dan  diperkirakan  akan  tumbuh  lagi  sebesar  8 
hingga  9  persen  sampai  2012. 

Belanja  pertahanan  Malaysia  meningkat  sebesar  19  persen  antara 
2001  dan  2005,  dan  hampir  dua  kali  lipat  sejak  1998.  Sementara  itu, 
Singapura,  kendati  relatif  stabil  di  tahim  2008  dan  2009  dalam  belanja 
pertahanan  mereka,  sekitar  US$  7  miliar,  sebenamya  mengikuti  gejala 
naiknya  anggaran  pertahanan  sebesar  5  persen  di  tahun  2005.^"  Bahkan 
Kamboja  juga  belakangan  mengusulkan  peningkatan  anggaran 
pertahanan  untuk  tahun  2010  sebesar  US$  274  juta,  yang  merupakan 
kenaikan  sebesar  23  persen  dari  tahun  2009.  Bahkan  menurut  Jane's 
Defence  Weekly,  jumlah  ini  mencapai  14  persen  dari  total  anggaran 
nasional  Kamboja  tahun  2010.^ 

Sementara  itu.  The  Military  Balance  melaporkan  bahwa  ang- 
garan pertahanan  Filipina  tahun  2008  meningkat  sebesar  20  persen 
(hingga  PhiUppine  Peso  (PHP)  56,5  miliar),  dengan  kenaikan  hampir 
10  persen  lagi  di  tahun  2009.^  Anggaran  pertahanan  Thailand  juga 
terns  meningkat  setelah  pemerintahan  Thaksin  Shinawatra  selama 
ini  (2001-2006)  terus  menekan  jumlah  alokasi  pertahanan.  Pasca  ku- 
deta  militer  2006,  anggaran  pertahan  tahun  2007  meningkat  sebe- 
sar 20  persen,  dan  kemudian  meningkat  lagi  sebesar  20  persen  di 
tahun  2008  hingga  mencapai  US$  4,2  miliar.  Anggaran  tahun  2009 


^  Suresh  Abraham,  "The  Republic  of  Korea  Air  Force:  Gearing  Up  for  the  Future,"  Asian  Defence 

Journal,  October  2009,  p.  8. 
*  "Southeast  Asia  shrugs  off  global  downturn,"  Jane's  Defence  Weekly,  29  July  2009. 
^  Lihat  Hartfiel  dan  Job,  "Raising  the  Risks  of  War,"  p.  6-7;  International  Institute  for  Strategic 

Shidies,  The  Military  Balance  2009  (London:  Oxford  University  Press  for  IISS,  2009),  p.  47. 
"  "Cambodia  to  raise  FYIO  defence  budget  by  23%,"  Jane's  Defence  Weekly,  3  November  2009. 
'  International  Institute  for  Strategic  Studies,  The  Military  Balance  2009,  p.  374. 
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kemudian  ditingkatkan  lagi  sebesar  19  persen.  Belakangan,  menurut 
Asian  Defence  Journal,  kabinet  Thailand  telah  menyetujui  anggaran 
pembelian  peralatan  militer  hingga  2012  sebesar  Thailand  Baht  (THB) 
10  miliar  (US$  320  juta)  yang  akan  digimakan  untuk  meningkatkan 
kemampuan  perang  bawah  laut,  kapal  patroli  laut,  dan  peralatan 
militer  lainnya.^° 

MENINGKATNYA  KEKUATAN  LAUT  DAN  UDARA 

Seiring  dengan  makin  meningkatnya  belanja  pertahanan  regional, 
revolusi  teknologi  informasi  dan  'Revolusi  Persoalan  Militer'  {Re- 
volution in  Military  Affairs)  telah  membuka  celah  untuk  makin  me- 
ningkatnya kecanggihan  kekuatan  udara  dan  angkatan  laut  negara- 
negara  kawasan.  Bahkan  agaknya,  peningkatan  anggaran  tersebut  di 
atas  makin  digunakan  untuk  membeli  berbagai  sistem  persenjataan 
yang  berorientasi  untuk  menghadapi  ancaman  ekstemal,  termasuk 
pesawat  tempur,  kapal  laut  tempur,  kapal  selam,  serta  berbagai  rudal 
darat,  laut,  dan  udara. 

Berkaitan  dengan  kekuatan  udara,  para  pengamat  mencatat  bah- 
wa  antara  1997  dan  2004,  sekitar  900  pesawat  tempur  supersonik  di- 
beli  berbagai  negara  di  Asia,  beserta  skitar  9.500  rudal  darat-ke-udara 
(surface-to-air),  rudal  darat-ke-darat  (surface-to-surface),  dan  rudal  anti- 
kapal  (anti-ship)}^ 

Di  Australia,  Defence  Materiel  Organization,  BAE  Systems  Aus- 
tralia, dan  Australian  Aerospace  baru-baru  ini  menandatangani  kon- 
trak  di  akhir  Juli  2009  untuk  menyediakan  serangkaian  peningkatan 
kemampuan  untuk  armada  AP-3C  Orion  Aircraft  berikut  sistem  pen- 
dukung  darat  mereka,  menurut  Asian  Military  Review}^  Selain  itu, 
pesawat  tempur  multi-peran  F/A-18F  Super  Hornet  pertama  mereka 


«>  "Thailand's  Defense  &  Security  2009:  Bigger  than  Ever,"  Asian  Defence  Journal,  October  2009,  p. 
34. 

"  Richard  Grimmett,  Conventional  Arms  Transfers  to  Developins  NaHons,  1997-2004  (Washington, 

DC:  Congressional  Research  Service,  2005),  p.  67. 
"  "RAAF  AP-3C  Orion  fleet  enhancement,"  Asian  Military  Reviexo,  Vol.  17,  Issue  4, 17  August 

2009,  p.  42. 
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(dari  24)  telah  diperlilhatkan  di  depan  publik  akhir  Juli  2009  dan 
diharapkan  bisa  sampai  di  Australia  awal  tahun  2010. 

Sementara  itu,  Asian  Defence  Journal  melaporkan  bahwa  Korea 
Selatan  berencana  membeli  tambahan  21  pesawat  tempur  Boeing 
F-15K  sebagai  bagian  dari  program  F-X  atau  next-generation  fighter 
program}^  Untuk  mendukung  pesawat-pesawat  ini,  mereka  juga 
bemiat  membeli:  150  KF-16,  yang  dapat  membawa  mdal  Adanced 
Precision  Guided  Joint  Direct  Munitions  (JDAM),  sistem  pertahanan 
Airborne  Warning  and  Control  Platform  di  tahun  2011,  serta  lebih 
dari  20  T-50  Golden  Eagle  pesawat  latih  supersonik,  yang  sebagian 
besar  dikembangakan  dalam  negeri. 

The  Military  Balance  juga  melaporkan  bahwa  Singapura  mungkin 
akan  melihat  kelompok  pertama  (dari  total  24)  pesawat  tempur  F-15 
SG  di  akhir  tahun  2009.  Mungkin  juga  bersamaan  dengan  hadimya 
Gulfstream  G550  Conformal  Airborne  Early  Warning  Aircraft.  Thailand 
juga  telah  menegosiasikan  pembelian  pesawat  tempur  multi-guna 
Gripen,  pesawat  radar  udara  {airborne  early-warning  aircraft)  Saab  100 
Erieye,  serta  sistem  pertahanan  udara  bam.  Sementara  itu,  Filipina 
juga  tengah  berusaha  meningkatkan  kemampuan  angkatan  udara 
mereka  sebagai  bagian  dari  Capability  Upgrade  Program  (CUP),  dan 
Malaysia  juga  berencana  untuk  meningkatkan  jumlah  pesawat  tempur 
multi-guna  mereka  (kemungkinan  penambahan  Sukhoi  Su-30  MKK) 
berikut  airborne  early-warning  aircraft. 

Selain  itu,  nampaknya  juga  mulai  ada  tren  ketertarikan  dan 
pembelian  Unmanned  Aerial  Vehicles  (UAVs).  Di  Korea  Selatan,  Asian 
Defence  Journal  melaporkan  bahwa  Badan  Pengembangan  Pertahanan 
{Agency  for  Defence  Development)  milik  pemerintah  berencana  imtuk 
memproduksi  bom  canggih  dalam  negeri  untuk  memperlengkapi 
UAV  mereka. Singapura  juga  dikabarkan  tertarik  imtuk  membeli 
RQ-4  Global  Hawk  UAV  untuk  pengintaian  maritim,  meski  belum  ada 
keputusan,  sebagaimana  dilansir  The  Military  Balance}^ 


"  Suresh  Abraham,  "The  Republic  of  Korea  Air  Force:  Gearirvg  Up  for  the  Future,"  p.  9. 
Ibid.,  p.  10. 

"  International  Institute  for  Strategic  Studies,  The  Military  Balance  2009,  p.  368 
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Dalam  segi  kekuatan  angkatan  laut,.belanja  global  iintuk  pem- 
bangunan  platform  angkatan  laut  bam  dapat  mencapai  US$  640  miliar 
dalam  20  tahun  ke  depan,  menurut  AMI  International}^  Kawasan 
Asia  Pasifik  akan  mendapat  bagian  besar  dari  pasar  ini.  China, 
Jepang,  dan  Korea  Selatan  diperkirakan  akan  membelanjakan 
sekitar  US$  60  miliar  dalam  lima  tahun  ke  depan  imtuk  mem- 
perkuat  armada  mereka.  Angka  ini  diperkirakan  akan  mencapai 
US$  108  miliar  dalam  satu  dekade  ke  depan,  dan  hingga  US$ 
173  miliar  di  tahun  2030. 

Di  awal  Agustus  ini,  Asian  Military  Review  melaporkan  bah- 
wa  Australia  berencana  imtuk  meningkatkan  kualitas  armada 
frigat  Anzac  mereka  (dengan  ongkos  sekitar  US$  158  juta) 
sebagai  bagian  program  pertahanan  rudal  anti-kapal  {anti-ship 
missile  defense  or  ASMD)  yang  dilimcurkan  dalam  Buku  Putih 
Pertahanan  terbaru  mereka. Bahkan  menurut  Jane's  Defence 
Weekly,  armada  kapal  selam  Australia  akan  bertambah  dua  kali 
Hpat  dari  enam  hingga  12  kapal,  serta  diikuti  dua  puluh  kapal 
tempur  multi-guna  jenis  bam  imtuk  berbagai  tugas  patroli, 
hidrografi,  dan  anti-ranjau.^^  Enam  heavy  landing  craft  dan  se- 
buah  kapal  logistik  dan  perbaikan  juga  akan  dibeli  beserta  satu 
armada  24  helikopoter  tempur  laut  yang  akan  bergabung  dengan 
enam  helikopter  serba  guna  MRH  90  yang  sudah  dipesan. 

Sementara  itu,  menurut  India  Defence,  India  berencana  imtuk  me- 
nambah  kapal  tempur  laut  baru,  termasuk  enam  kapal  pemsak  stealth 
Kolkata-class  buatan  dalam  negeri,  enam  frigat  Talwar-dass  buatan 
Russia,  dan  dua  belas  frigat  stealth  Shivalik-class  buatan  sendiri.  Me- 
nurut laporan  The  Military  Balance,  Malaysia  juga  merencanakan 
hal  serupa.^^  Mereka  dikabarkan  telah  menandatangani  surat  per- 
janjian  (letter  of  intent)  unhik  membeli  dua  frigat  Jebat-dass  bikinan 
Ingris,  yang  diharapkan  siap  beroperasi  tahun  2015.  Dalam  jangka 


Dikutip  dari  Robert  Kamiol,  "Boom  time  ahead  for  Asia-Pacific  navies,"  TIte  Straits  Times,  9 
November  2009. 

"RAN  to  upgrade  Anzac  frigates,"  Asian  Military  Revicio,  Vol.  17,  Issue  4, 17  August  2009,  p.  42 
'8  Julian  Kerr,  "Interview:  Vice  Admiral  Russ  Crane,  Australia's  Chief  of  Navy,"  ]anc's  Defence 

Weekly,  1  October  2009. 
"  International  Instihite  for  Strategic  Studies,  The  Military  Balance  2009,  p.  368-369. 
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panjang,  angkatan  laut  Malaysia  berencana  mempunyai  tiga  kapal 
serba-guna  dengan  landasan  helikopter  (LPD-style  multi-role  support 
ships),  berikut  dengan  kapal-kapal  hidrografi,  dan  modernisasi  Sistem 
Pendukung  Peperangan  Elektronik  Angkatan  Laut  {Naval  Electronic 
Warfare  Support  Systems). 

Sebagai  tambahan,  kita  juga  dapat  melihat  makin  meningkatnya 
pertumbuhan  kemampuan  peperangan  bawah  laut  di  kawasan  Asia 
Pasifik.  Delapan  angkatan  laut  kawasan  telah  memiliki  kapal  selam 
sejak  tahun  1980an,  dan  kini,  terdapat  minimal  12  negara  yang 
mempunyai  kapal  selam.  Jane's  Defence  Weekly  bahkan  memperkirakan 
bahwa  pasar  peperangan  bawah  laut  di  Asia  akan  bemilai  sekitar 
US$  7,4  miliar  di  tahun  2015.2°  Beberapa  laporan  juga  menyebutkan 
bahwa  sekitar  80  hingga  seratus  kapal  selam  baru  akan  segera  di- 
miliki  angkatan  laut  India,  Pakistan,  China,  Taiwan,  Jepang,  Korea 
Selatan,  Vietnam,  Malaysia,  Singapura,  dan  Indonesia  pada  tahim 
2018.2^  Kebanyakan  dari  kapal  selam  ini  akan  berupa  kapal  selam 
konvensional  canggih  dengan  teknologi  tinggi. 

Perluasan  angkatan  laut  China  juga  diperkirakan  akan  mencakup 
rencana  pengoperasian  sekitar  50  kapal  selam  generasi  terkini  pada 
tahun  2010-2012,  termasuk  tiga  hingga  enam  kapal  selam  nukUr 
generasi  kedua.  Selain  itu,  mungkin  sebanyak  tiga  pangkalan  ka- 
pal selam  baru  sedang  atau  akan  dibangun  dalcim  waktu  dekat.  Se- 
bagai respon,  Jepang  juga  telah  mengumumkan  rencananya  untuk 
memperoleh  kemampuan  peperangan  bawah  laut.  Beberapa  laporan 
bahkan  memperkirakan  Jepang  akan  mampu  memperoleh  satu 
kapal  perusak  dan  satu  kapal  selam  per  tahim,  jika  kondisi  ekonomi 
memungkinkan.^ 

Demikian  halnya  dengan  India  yang  baru  saja  pada  bulan  Juli 
2009  meluncurkan  kapal  selam  nuklir  buatan  dalam  negeri  perta- 
manya,  INS  Arihant.  Selain  itu,  India  juga  diijinkan  membangun 


^  John  Grevaat,  "Opportunity  beckons  in  Asia-Padfic  ASW  arena,"  ]ane's  Defence  Weekly,  17  Au- 
gust 2009. 

LIhat  Kelvin  Wong,  "Submarine  Accidents  in  Asia:  Preparing  for  the  Worst,"  RSIS  Commentary, 
13  November  2009. 

^  John  Grevaat,  "Opportunity  beckons  in  Asia-Padfic  ASW  arena,"  Jane's  Defence  Weekly,  17  Au- 
gust 2009. 
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enam  kapal  selam  Scorpene  dan  tengah  berencana  untuk  membangun 
tiga  hingga  lima  kapal  selam  dengan  rudal  balistik  pada  tahun  2015- 
17.  Rencana-rencana  ini  merupakan  bagian  dari  impian  India  untuk 
mempunyai  kemampuan  blue-water  navy  di  tahun  2022,  termasuk 
rencana  jangka  panjang  untuk  membangun  sendiri  sekitar  24  kapal 
selam  dalam  kurun  waktu  lima  belas  hingga  dua  puluh  tahun  ke 
depan.  Sementara  itu,  Singapura  juga  telah  menerima  empat  kapal 
selam  diesel  Sjoormen-class  buatan  Swedia— dengan  rencana  ke  depan 
untuk  menambah  jumlahnya,  {Jane's  Information  Group).  Sedangkan 
Malaysia  baru  saj a  menerima  kapal  selam  Scorpene-class  KD  Tunku 
Abdul  Rahman  dari  Perancis  bulan  September  2009. 

Sebagai  tambahan,  berbagai  militer  negara  kawasan  juga  nam- 
paknya  mulai  makin  tertarik  pada  modemisasi  dan  peningkatan 
sistem  Komando,  Kontrol,  Komimikasi,  Komputer  (C4)  dan  Intelijen, 
Pengintaian,  dan  Pengawawasan  (ISR).  Bahkan  menurut  Jane's  De- 
fence Weekly,  Singapura  belakangan  bam  mendirikan  sebuah  badan 
khusus  untuk  menangani  ancaman  cyber  dan  keamanan  informasi 
teknologi  yang  disebut  Singapore  Infocomm  Technology  Security 
Authority  (SITSA),  dan  mulai  beroperasi  1  Oktober.^  Sementara  itu, 
Malaysia,  sebagai  bagian  dari  konsep  "Fourth  Dimension  Malaysian 
Armed  Forces''  (4D-MAF)  yang  fokus  pada  kekuatan  gabungan  dan 
superioritas  informasi,  berencana  membeli  sebuah  Airborne  Early 
Warning  and  Control.  Rencana  ini  bam  saja  disetujui  di  bawah  9* 
Malaysia  Plan,  kendati  nampaknya  kini  agak  tertunda.  Meskipun 
demikian,  rencana  ini  menunjuka  perubahan  paradigm  MAF  dari 
sistem  pembelian  senjata  yang  platform-centric  menuju  ke  teknologi 
informasi  dan  network-based  systems. 

MENUJU  KEMANDIRIAN  PERTAHANAN  KAWASAN 

Mengingat  makin  kompleksnya  dan  makin  cepatnya  pembahan 
perimbangan  kekuatan  kawasan,  berbagai  militer  negara  kawasan 
sedang  atau  akan  menuju  kemandirian  industri  pertahanan  domestik 
dan  postur  mandiri.  Menurut  analis  militer  Richard  Bitzinger  dan 


^  "Singapore  steps  up  cyber  security,"  Jane's  Defence  Weekly,  5  October  2009 
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Kenneth  Boutin  bahwa  bagaimana  sektor  industri  pertahanan  Cina, 
misalnya,  telah  hampir  sukses  ditransformasi  oleh  berbagai  kebijakan 
penting,  semakin  terdesentralisasi,  dan  makin  meningkatnya  peran 
BUMN  lokal  serta  sektor  swasta  dalam  litbang  pertahanan.^''  Pada 
saat  yang  bersamaan,  Beijing  juga  terns  mendorong  berbagi  industri 
pertahanan  untuk  merungkatkan  produksi  barang-barang  sipil  sebagai 
langkah  untuk  mendorong  dual-use  technologies,  termasuk  mikro- 
elektroruk,  sistem  luar  angkasa,  sistem  teknologi  informasi,  dan  lain 
lain.^  Sebagai  contoh,  sektor  angkasa  dan  penerbangan  belakangan 
sedang  didorong  untuk  mengembangkan  pesawat  jet  skala-besar  (de- 
ngan  ukuran  Boeing  747  or  the  Airbus  A380)  secara  mandiri  hingga 
tahun  2020.  Selain  itu,  berbagai  kebijakan  alih  teknologi  atau  offsets 
juga  menjadi  kunci  transformasi  industri  pertahanan  China, 

Sedangkan  Australia  juga  tengah  merevisi  dan  mengembangkan 
kebijakan  industri  pertahanan  mereka,  yang  kabamya  akan  segera 
diluncurkan  akhir  tahun  2009  ini.  Menurut  Jane's  Defence  Weekly,  arah 
kebijakan  bam  ini  akan  terfokus  pada  tiga  tema  utama,  yaitu  pen- 
dekatan  sektoral  dalam  pengembangan  industri  domestik,  fokus  pada 
mata  rantai  industri  pertahanan  global,  dan  berbagai  "pendekatan 
bam"  dalam  pembelian  senjata.^^  Selain  itu,  kebijakan  bam  ini  akan 
didasari  oleh  diperkuatnya  Lembaga  Logistik  Pertahanan  {Defence 
Materiel  Organisation).  Malaysia  juga  tengah  mengembangkan  indus- 
tri pertahanan  mereka  dengan  memfokuskan  pada  kemandirian  da- 
lam suku  cadang  dan  dukungan  logistik,  modifikasi,  peningkatan 
kemampuan  {upgrades,  retrofits,  repowering)  dan  perawatan  serta 
overhaul.  Bahkan  belakangan,  Malaysia  mengusulkan  dibentuknya 
ASEAN  Security  and  Defence  Industry  Council  (ASDIC). Usulan  ini 
kabamya  telah  disetujui  pada  pertemuan  menteri-menteri  pertahanan 


Lihat  Richard  A.  Bitzinger  and  J.  D.  Kenneth  Boutin,  "China's  defence  industries:  change  and 
continuity,"  in  Rising  China:  Power  and  Reassurance,  ed.  Ron  Huisken  (Canberra:  ANU  E-Press, 
2009),  pp.  125-143. 

"  International  Institute  for  Strategic  Studies,  The  Military  Balance  2009,  p.  456. 

"^Jon  Grevaat,  "Australian  policy  revision  to  highlight  'new  approach'  to  procurement",  Jane's 

Defence  Weekly,  3  October  2009. 
^]on  Grevaat,  "Thailand  increases  indigenous  defence  manufacturing",  Jane's  Defence  Weekly,  6 

November  2009. 
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se-ASEAN  November  2009  dan  akan  disahkan  pada  pertemuan 
menteri-menteri  pertahanan  pada  Mei  2010. 

Sementara  itu,  menurut  Jane's  Defence  Weekly,  Thailand  juga 
telah  memutuskan  di  awal  November  2009  urituk  meningkatkan 
pemberdayaan  industri  pertahanan  lokal  mereka  sebagai  respon 
atas  makin  mahalnya  pembelian  senjata.  Mereka  bahkan  ber- 
usaha  untuk  membalik  rasic  produksi  senjata  dalam  negeri  oleh 
BUMN  mereka  yang  hanya  mencukupi  10  persen  dari  kebutuhan 
pertahanan  nasional.  Kebijakan  alih  teknologi  atau  offsets  juga  menjadi 
bagian  dari  strategi  ini.  Misalnya,  dalam  rencana  pembelian  pesawat 
tempur  multi-gima  JAS-39  Grvpen,  Thailand  berhasil  membujuk 
Gripen  untuk  memindahkan  pengetahuan  teknologi  pesawat  tersebut, 
melatih  hampir  100  perwira  angkatan  udara  mereka,  dan  bahkan 
memindahkan  kode  software  ke  industri  pertahanan  domestik  mereka. 
Akhimya,  Thailand  juga  memberikan  subsidi  bagi  pengembangan 
dan  produksi  industri  pertahanan  serta  mendirikan  Defence  Technology 
Institute  di  awal  tahun  2009. 

TANTANGAN  INDONESIA  KE  DEPAN 

Berbagai  perkembangan  kawasan  di  atas  jelas  menimjukkan 
betapa  tertinggalnya  Indonesia  dalam  perkembangan  pertahanan. 
Nampaknya,  investasi  tinggi  dalam  litbang  dan  berbagai  strategi 
penguatan  industri  domestik  demi  kemandirian  dan  sistem  pembelian 
senjata  yang  inovatif,  menjadi  kunci  makin  meningkatnya  kemampuan 
militer  negara-negara  kawasan.  Bahkan  dua  tetangga  terdekat  Indo- 
nesia, Malaysia  dan  Singapura,  juga  makin  meningkatkan  kekuatan 
angkatan  laut  dan  udara  mereka  secara  signifikan  ~  yang  tentu  makin 
merungkatkan  jarak  kemampuan  strategis  antara  ketiga  negara. 
Lebih  jauh  lagi,  making  canggihnya  network-centric  systems  di  negara- 
negara  kawasan,  ditambah  dengan  makin  meningkatnya  kemampuan 
pengawasan,  akan  mempersulit  Indonesia  untuk  menjaga  dan  mem- 
pertahankan  wilayahnya,  baik  dari  segi  waktu  maupun  ruang  dan 
jarak.  Sementara  itu,  perkembangan  di  kawasan  Asia  Timur  juga 


28  Ibid. 
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makin  mengindikasikan  naikiiya  persaingan  antar  angkatan  laut  yang 
tentu  dapat  menciptaan  destabilisasi  kawasan  dan  mengancam  zona 
pertahanan  dan  jalur  laut  (ALKI)  Indonesia. 

Oleh  karena  itu,  jika  Indonesia  masih  ingin  mempertahankan 
relevansi  strategisnya,  pemerintah  pusat  hams  mempertimbangkan 
beberapa  hal  berikut,  Pertama,  Indonesia  hams  mempunyai  sebuah 
Badan  Kebijakan  Pertahanan  yang  terdiri  dari  para  pembuat  kebijakan 
dan  kalangan  ahli  sipil  dan  militer  non-pemerintah.  Badan  ini  dapat 
memikirkan  dan  merencakan  proses  pengembangan  pertahanan  kita 
secara  lebih  temkur,  independen,  dan  dalam  jangka  panjang,  termasuk 
persoalan  kemandirian  pertahanan,  kebijakan  ketenagakerjaan  dan 
pendidikan  militer,  maupun  analisa  realistis  atas  perkembangan  stra- 
tegis  kawsan. 

Kedua,  mengingat  makin  canggihnya  angkatan  udara  dan  laut 
negara-negara  kawasan,  rencana  Indonesia  untuk  malah  memperluas 
jaringan  komando  teritorial  angkatan  darat  mungkin  bukan  mem- 
pakan  langkah  terbaik.  Ketiga,  Indonesia  perlu  melakukan  redefinisi 
atas  konsep  Kekuatan  Esensial  Minimum  (KEP)  untuk  menjauhi 
pengembangan  pertahanan  yangp/flt/orm-cenfncmenuju  perkembangan 
network-centric  dengan  menekankan  high-tech  hardware,  highly-educated 
hrainware,  dan  well-developed  software.  Hal  ini  juga  dapat  menimjang 
tujuan  Departemen  Pertahanan  untuk  makin  meningkatkan  potensi 
pertahanan  dan  mempererat  kesatuan  tri-matra  yang  didengungkan 
selama  ini.  Akhimya,  Presiden  perlu  dengan  segera  mendirikan 
Dewan  Keamanan  Nasional,  yang  diamanatkan  undang-undang  un- 
tuk mengawasi  selumh  proses  tersebut  di  atas. 
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Revitalisasi  Sistem  Politik 
untuk  Kemajuan  Bangsa 

Tri  Pranadji 

Tingkat  pengetahuan  dan  pendidikan  politik  masyarakat  Indonesia  tentang 
sistem  politik,  relatif  masih  rendah  sehingga  keterlibatan  masyarakat  dalam  Pemilu 
Legislatif  dan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  pun  cenderung  menjadi  obyek 
"permainan"  kalangan  elite  politik.  Karena  sistem  politik  adalah  "alat"  (means) 
untuk  mencapai  kemajuan  bangsa  (ends),  maka  degan  memperkenalkan  politik 
melalui  pendekatan  sistem  (politik),  masyarakat  akan  dapat  lebih  mudah  mema- 
hami  bahwa  kemajuan  masyarakat  Indonesia  tidak  hanya  ditentukan  satu  atau 
dua  variabel,  yaitu  misalnya  terpilihnya  Presiden  atau  anggota  Partai  Politik  di 
lembaga  perinakilan  rakyat.  Keberhasilan  suatu  misi  politik  negara  ditentukan 
oleh  beberapa  oanabel  sekaligus,  yaitu  terbangunnya  kesadaran  politik  masyarakat 
tentang  pentingnya  mewujudkan  sistem  kepartaian  yang  sederhana  dan  efektif, 
terbentuknya  budaya  politik  yang  santun,  sistem  (figur)  kepemimpinan  politik  yang 
progresif,  struktur  sosial-budaya  yang  demokratis,  dan  proses  pembentukan,  serta 
pelaksanaan  kebijakan  publik  yang  partisipatif  dan  inklusif. 

PENDAHULUAN 

Hasil  pendidikan  politik  yang  baik,  seharusnya  dapat  dilacak 
dari  terbentuknya  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  tinggi  untuk 
terlibat  secara  intensif  dalam  membangun  sistem  politik  yang  sehat. 
Ketika  masyarakat  lebih  banyak  menjadi  "obyek  permainan"  kalangan 
elite  politik,  hal  itu  menunjukkan  bahwa  sistem  pendidikan  politik 
yang  baik  belum  terbentuk.  Jika  masyarakat  belum  memahami  secara 
menyeluruh  mengenai  sistem  politik,  jangan  diharapkan  partisipasi 
masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  akan  me- 
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ningkat  secara  signifikan.  Indikator  tingginya  kualitas  pendidikan 
politik  seharusnya  tercermin  dalam  tingkat  kesejahteraan  masyarakat 
yang  tinggi.  Dengan  melihat  bahwa  masih  banyaknya  masyarakat 
yang  lemah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  di  satu  sisi  dan 
relatif  masih  melimpahnya  sumberdaya  alam  (darat,  air,  dan  udara) 
di  sisi  lain,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  sistem 
pendidikan  politik  di  Indonesia  belum  berjalan  sesuai  dengan  amanah 
konstitusi. 

Perhatian  dan  antusiasme  masyarakat  luas  terhadap  dinamika 
politik  pasca  Orde  Baru,  khususnya  menjelang  dilakasanakannya 
pemilihan  (pasangan)  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  lumayan  tinggi. 
Jargon  "ekonomi  kerakyatan"  untuk  pasangan  Mega-Prabowo,  "lan- 
jutkan"  imtuk  pasangan  SBY-Budiono,  dan  "lebih  cepat  lebih  baik" 
untuk  pasangan  JK-Wiranto,  dikenal  oleh  hampir  semua  lapisan 
masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  saat  ini  secara  umum  ma- 
syarakat sudah  lebih  "melek  politik"  dibandingkan,  misalnya,  10 
tahun  lalu.  Selain  itu,  masyarakat  pun  semakin  menyadari  bahwa 
dirinya  merupakan  bagian  penting  dari  sistem  politik.  Hanya  saja, 
pengetahuan  masyarakat  mengenai  sistem  politik  itu  sendiri  hingga 
kini  masih  jauh  dari  memadai.  Dengan  tingkat  pendidikan  politik 
yang  rendah  maka  dapat  dikatakan  dalam  penyelengaraan  Pemilu, 
masyarakat  akan  lebih  banyak  dijadikan  "obyek  permainan  politik" 
kalangan  elite  politik  dibandingkan  sebagai  subyek  politik,  yang 
mempunyai  peran  strategis  untuk  ikut  serta  dalam  membentuk  sistem 
politik  yang  sehat. 

Pemahaman  yang  relatif  terbatas  tentang  sistem  politik  merupakan 
indikator  tingkat  pengetahuan  atau  pendidikan  politik  masyarakat 
yang  masih  relatif  rendah.  Sayangnya,  pemahaman  elite  tentang  hal 
ini  pun  sepertinya  masih  terbatas,  sehingga  kesadaran  elite  politik 
tentang  pentingnya  memberikan  pencerahan  materi  sistem  politik 
pada  masyarakat  juga  rendah.  Bagaimana  mungkin  kalangan  elite 
politik  akan  dapat  melakukan  pendidikan  politik  yang  baik  jika 
penguasaan  elite  politik  mengenai  sistem  politik  belum  memadai. 
Kesadaran  tentang  pentingnya  pendidikan  politik  dapat  diawali  de- 
ngan pemahaman  yang  baik  di  kalangan  elite  politik  mengenai  materi 
sistem  politik.  Penguasaan  tentang  materi  sistem  politik  yang  baik 
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akan  dapat  menjadi  kekuatan  ("power'')  yang  mendorong  kesadaran 
elite  politik  untuk  melakukan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat 
luas  secara  benar  dan  terarah. 

Jika  pengetahuan  masyarakat  tentang  sistem  politik  masih  belum 
memadai,  maka  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan 
sistem  politik  akan  menjadi  sangat  terbatas.  Mencontreng  dalam  Pileg 
dan  Pilpres  memang  merupakan  bagian  dari  hak  politik  masyaralat 
yang  tidak  boleh  secara  semena-mena  dihilangkan.  Jika  saja  sebelum 
menentukan  pilihannya  masyarakat  telah  memiliki  pengetahuan 
tentang  sistem  politik  yang  memadai,  maka  kegiatan  mencontreng 
tidak  dianggap  sebagai  hasil  jBnal  dari  suatu  penyelenggaraan 
sistem  politik.  Hasil  final  penyelenggaraan  sistem  politik  adalah 
diwujudkarmya  peningkatan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  bagi 
seluruh  masyarakat  Indonesia.  Jika  sistem  politik  yang  terbangun 
belum  memadai,  maka  kegiatan  mencontreng  dalam  Pileg  dan  Pilpres 
akan  kehilangan  esensinya.  , 

Sistem  politik  sangat  menentukan  kemajuan  suatu  masyarakat 
bangsa  (Apter,  1965;  Sorokin,  1964,  dan  Pranadji,  2008).  Menjadi 
penting  untuk  menanggapi  pertanyaan  kritis  di  kalangan  pemerhati 
yang  peduli  terhadap  kemajuan  (politik)  bangsa.  Pertanyannya, 
apakah  penyelenggaraan  pendidikan  untuk  membangun  sistem 
(pendidikan)  politik  Indonesia  sudah  berada  pada  jalur  yang  benar 
{on  the  right  track)  ataukah  belum?  Sebagian  besar  poUtisi  di  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  (DPR)  mungkin  saja  sangat  yakin  bahwa  dengan 
menyandang  gelar  "anggota  dewan  yang  terhormat"  merasa  dirinya 
sudah  berada  pada  "jalan  yang  lums  dan  benar".  Bahwa  secara  formal, 
dalam  tatanan  kenegaraan  harus  ada  partai  politik  dan  di  dalamnya 
juga  ada  politisi  yang  duduk  dalam  lembaga  legislatif  (DPR,  Dewan 
Perwakilan  Daerah/DPD,  dan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat/ 
MPR),  kehadiran  politisi  di  lembaga  legislatif  telah  diterima  sebagai" 
keharusan  konstitusional.  Namun,  tetap  perlu  diajukan  pertanyaan 
kritis  "apakah  dengan  gambaran  itu  telah  mendapat  alasan  yang 
mencukupi  untuk  mengatakan  bahwa  sistem  politik  di  Indonesia 
akan  dengan  sendirinya  berfungsi  dengan  baik?" 

Memang  tidak  salah  jika  dikatakan  bahwa  harus  ada  politisi  yang 
duduk  dalam  lembaga  legislatif;  DPR,  DPD  dan  MPR.  Bagaimanapun, 
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perlu  disadari  bahwa  hal  itu  bukan  satu-satunya  penentu  kualitas 
kinerja  sistem  politik  di  Indonesia.  Bagaimana  dengan  kualitas  politisi 
tersebut,  hal  ihi  hams  juga  diperhatikan  dalam  rangka  membangun 
kemajuan  bangsa  melalui  penguatan  kelembagaan  politik  di  Senayan 
(gedung  MPRA^PR).  Dapat  dikemukakan  bahwa  kualitas  politisi  da- 
lam menjalankan  tugas  politiknya  sangat  ditentukan  oleh  seberapa 
jauh  tingkat  pengetahuan  politisi  tersebut  tentang  pentingya 
membangun  sistem  politik  yang  baik. 

Revitalisasi  sistem  politik  Indonesia  dapat  dipandang  sebagai 
kunci  pembuka  bagi  kemajuan  masyarakat  Indonesia  di  masa  datang. 
Revitalisasi  sistem  politik  perlu  ditempuh  melalui  pembangunan 
sistem  politik  dengan  materi  yang  terarah  dan  terukur.  Rasanya 
mustahil  jika  revitalisasi  politik  saat  ini  hanya  disandarkan  pada  proses 
pendidikan  politik  yang  bersifat  alamiah,  apalagi  dilandaskan  pada 
mimculnya  kesadaran  elite  partai  partai  politik  untuk  mereformasi 
dirinya  sendiri.  Ada  beberapa  elemen  sistem  politik  yang  perlu 
dijadikan  materi  penting  dalam  pendidikan  politik.  Selain  elemen 
pentingnya  membangun  sistem  kepartaian-politik  yang  sederhana 
dan  efektif,  ada  sejumlah  elemen  lain  dalam  sistem  politik  Indonesia 
yang  perlu  dilakukan  penguatan,  yaitu  budaya  politik,  sistem  kepe- 
mimpinan  nasional,  struktur  sosial-budaya,  serta  kebijakan  publik 
dan  perundang-undangan. 

Menunggu  hadimy?  "Sang  Pembaharu"  atau  "Ratu  Adil"  (Kar- 
todirdjo,  1984)  untuk  melakukan  pendidikan  politik  dalam  rang- 
ka revitalisasi  sistem  politik  akan  membuang  waktu  yang  sangat 
berharga.  Mengharapkan  peran  intelektual  visioner  dalam  men- 
dorong  dan  mengakselerasi  revitalisasi  sistem  politik  Indonesia  me- 
lalui pembangunan  sistem  pendidikan  politik  merupakan  tuntutan 
yang  wajar  dan  masuk  akal.  Peningkatan  kesadaran  masyarakat 
dalam  pendidikan  politik  perlu  diarahkan  untuk  mewujudkan  dan 
melakukan  revitalisasi  sistem  politik  yang  baik  dalam  rangka  me- 
wujudkan kemajuan  bangsa  Indonesia  di  masa  datang. 

Dalam  tulisan  ini  diuraikan  tentang  pendidikan  politik  yang 
perlu  dipahami  masyarakat  luas  dan  menjelaskan  bahwa  kemajuan 
masyarakat  bangsa  Indonesia  tidak  semata-mata  ditentukan  oleh  satu 
variabel,  misalnya  "mencontreng"  saat  Pileg  atau  Pilpres.  Akan  tetapi 
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mengikutsertakan  masyarakat  secara  intensif  dalam  keselumhan 
proses  membangun  sistem  politik  yang  merupakan  bagian  esensial 
dari  pendidikan  politik  dalam  menuju  revitalisasi  sistem  (pendidikan) 
politik  di  Indonesia. 

KES ADARAN  POLITIK  MASYARAKAT 

Kritik  musisi  Slank  (Pranadji,  2009b)  terhadap  buruknya  kuali- 
tas  anggota  DPR  merupakan  bagian  dari  proses  pendidikan  politik 
yang  dilakukan  secara  "sukarela"  oleh  elemen  masyarakat.  Kualitas 
gotong  royong  (Pranadji,  2009a)  yang  masih  tinggi  di  masyarakat  da- 
lam pengambilan  keputusan  (dan  secara  konsisten  menjalankan  ke- 
putusan)  di  tingkat  komunitas  merupakan  embrio  "kekuatan  politik" 
di  tingkat  grass  root  yang  tinggi,  Kasus  "face  book"  yang  mengkritisi 
kasus  "cicak-buaya''  juga  merupakan  kesadaran  "politik  jalanan" 
yang  belum  terakomodasi  •  dengan  baik  di  Senayan.  Hanya  sayang- 
nya  "kekuatan  politik"  ini  secara  kelembagaan  tidak  dapat  tersalur 
secara  efektif  di  Senayan.  Hingga  kini  masih  terdapat  gap  yang  besar 
("missing  link")  antara  yang  terjadi  di  masyarakat  bawah  dengan  yang 
diributkan  anggota  legislatif  di  meja  DPR. 

Pada  tanggal  9  April  2009  dan  8  Juli  2009,  untuk  ketiga  kalinya  di 
masa  reformasi,  bangsa  Indonesia  menyelenggarkan  Pemilu  legisla- 
tif dan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Secara  umum  dapat  di- 
katakan  bahwa  kesadaran  dan  perhatian  publik  terhadap  Pemilu  ini 
sangat  menggembirakan.  Khususnya  menjelang  pelaksanaan  Pilpres 
tanggal  8  Juli  2009,  perhatian  masyarakat  terhadap  politik  semakin 
meningkat.  Peliputan  terhadap  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
di  berbagai  media  masa  (elektronik  dan  cetak)  berkembang  semakin 
intensif  dan  menjadi  "hiburan  segar"  bagi  masyarakat  banyak.  Ham- 
pir  semua  media  televisi  berlomba-lomba  menayangkan  seluk  beluk 
pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  "kampanye"  serta  ber- 
bagai karut  marut  yang  terkait  dengan  ketidak-siapan  Komisi  Pemi- 
lihan  Umum  (KPU)  dalam  menyiapkan  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT) 
dan  logistik.  Tidak  dapat  disalahkan  jika  terdapat  harapan  kuat  se- 
mua warga  masyarakat  akan  mencontreng  untuk  mengekspresikan 
pilihannya  di  kotak  suara  yang  telah  disiapkan  oleh  jaringan  KPU. 
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Namun  bahwa  dalam  kenyataannya,  harapan  ini  tidak  seluruhnya 
berjalan  memuaskan  hal  itu  juga  hams  diterima  sebagai  kenyataan 
pahit. 

Kesadaran  mengenai  dapat  diselenggarakannya  Pemilu  secara  ju- 
jur  dan  adil  hingga  kini  pun  masih  sebatas  impian.  Sebagai  gambaran 
bahwa,  sebelum  Pipres  dilaksanakan,  telah  terjadi  "pembusukan"  ten- 
tang  citra  KPU  sebagai  lembaga  independen  penyelenggara  Pemilu. 
Dengan  penyelenggaraan  Pemilu  legislatif  yang  masih  banyak  diwar- 
nai  ketidak-cermatan,  indikasi  adanya  "pembusukan",  inkompetensi 
dalam  tubuh  KPU,  dan  kebingungan  masyarakat  pemilih  untuk  me- 
nentukan  (calon  legislatif)  pilihannya,  menandakan  indikator  bahwa 
masih  lemahnya  sistem  pendidikan  politik  di  Indonesia,  khususnya 
dalam  penyelenggaraan  Pemilu.  Lebih-lebih  dengan  banyaknya  war- 
ga  yang  tidak  terdaftar  dalam  DPT,  menunjukkan  bahwa  KPU  lalai 
dalam  melayani  hak  setiap  warga  negara  Indonesia  untuk  ikut  Pemi- 
lu. Tidak  mudah  dipastikan,  apakah  seseorang  menggunakan  haknya 
dalam  mencontreng  benar-benar  didasarkan  atas  pengetahuan  yang 
kuat  tentang  kualitas  calon  anggota  lembaga  legislatif  dan  kepemim- 
pinan  Presiden  dan  Wakil  Presiden. 

Sementara  itu,  kesadaran  dan  kualitas  pendidikan  politik  tidak 
dapat  dikatakan  sebagai  sesuatu  yang  sama,  masing-masing  dapat 
tidak  berjalan  seiring.  Ibarat  nafsu  besar  tapi  tenaga  kurang;  nafsu 
besar  tidak  dapat  diartikan  tenaga  besar.  Demikian  juga  dapat  dika- 
takan bahwa  kesadaran  politik  masyarakat  boleh  saja  telah  menguat, 
namun  kemampuan  (tingkat  pendidikan)  politik  masyarakat  masih 
lemah.  Selain  disebabkan  masih  sangat  kurangnya  keteladanan  dari 
kalangan  elite  politisi  yang  duduk  di  lembaga  legislatif,  tingkat  pen- 
didikan masyarakat  yang  masih  relatif  rendah  menjadi  faktor  pen- 
jelas  tentang  betapa  masih  lemahnya  kekuatan  politik  masyarakat 
kebanyakan.  Komunikasi  politik  yang  relatif  masih  rendah,  tingkat 
kemajuan  ekonomi  masyarakat,  serta  rendahnya  kepercayaan  masy- 
arakat terhadap  kinerja  partai  politik  juga  masih  menjadi  penghalang 
bagi  keinginan  masyarakat  terdidik  untuk  terlibat  penuh  dalam  ke- 
giatan  politik. 

Namun  demikian,  akhir-akhir  ini  hampir  setiap  perbincangan  di 
masyarakat  dibumbui  dengan  topik  politik.  Jika  seseorang  tidak  bisa 
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diajak  bicara  politik,  seakan-akan  ia  sudah  ketinggalan  jaman.  Karena 
itu  pula  hampir  setiap  orang,  baik  di  desa  maupun  kota,  kapan  saja 
dan  secara  instan  dapat  mendaulat  dirinya  sebagai  "ahli  politik"  dan 
siap  berdiskusi  di  mang  publik.  Hal  ini  bukan  saja  dapat  dipandang 
sebagai  suatu  ''hasil  kemajuan"  dari  "proses  pendidikan  politik"  yang 
tidak  disengaja  {unintended  goal  of  political  education  by  natural  process); 
melainkan  dapat  dipandang  juga  sebagai  meluasnya  kebangkitan 
akan  kesadaran  politik  di  luar  jaringan  kepentingan  elite  politik.  Jika 
saja  kebangkitan  kesadaran  politik  masyarakat  ini  dapat  diarahkan 
pada  penemuan  kembali  ruh  politik  yang  luhur  bangsa  Indonesia  {the 
rediscovery  of  the  Indonesian  political  soul),  maka  hal  ini  dapat  dijadikan 
enerji  ekstra  untuk  memacu  perkembangan  bangsa  Indonesia  menjadi 
bangsa  besar  dan  terhormat  dalam  pergaulan  dunia. 

Politik  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat,  sebagaimana 
ikan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  air,  atau  seorang  anak  tidak  dapat 
dilahirkan  kecuali  melalui  rahim  ibiinya.  Dapat  dikatakan  bahwa 
sistem  politik  dibangun  karena  kebutuhan  masyarakat  untuk  mema- 
jukan  kehidupan  ke  tingkat  yang  lebih  baik;  politik  adalah  bagian 
dari  masyarakat.  Secara  analogi  masyarakat  dapat  diibaratkan  se- 
bagai "seorang  ibu"  dan  politik  adalah  anaknya.  Jika  sistem  politik 
dapat  dibangun  dengan  baik,  maka  akan  terbuka  kemungkinan  ter- 
bangunnya  masyarakat  yang  lebih  baik.  Salah  satu  fungsi  masyarakat 
yang  baik  adalah  mampu  melahirkan  suatu  sistem  atau  tatanan 
masyarakat  bam  yang  lebih  baik. 

Tidak  salah  jika  politik  dan  masyarakat  ibarat  dua  muka  dari 
sekeping  uang  logam.  Politik,  yang  terkait  dengan  sistem  kekuasaan 
dan  pengelolaannya,  merupakan  bagian  dari  kehidupan  masyarakat. 
Dinamika  kehidupan  suatu  masyarakat  akan  sangat  ditentukan  oleh 
sistem  politik  yang  berkembang  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu, 
kemajuan  bangsa  ("masyarakat")  Indonesia  ke  depan  ditentukan 
oleh  sistem  politik  yang  melatar-belakanginya.  Jika  sistem  politik 
yang  dikembangkan  tetap  saja  bersifat  tidak  progresif,  maka  sulit 
dibayangkan  bahwa  dalam  beberapa  dekade  mendatang  bangsa 
Indonesia  akan  dapat  maju  dan  menjadi  bangsa  "besar"  sesuai  dengan 
cita-cita  konstitusi  yang  dicanangkan  oleh  para  founding  fathers  kita. 
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Salah  satu  indikator  lemahnya  sistem  politik  di  Indonesia  adalah 
masih  kuatnya  tindak  kompsi  di  lembaga  perwakilan  rakyat.  Selain 
media  massa  telah  memberitakan  tentang  betapa  korupnya  lembaga 
DPR,  namim  budaya  penyalahgunaan  "kehormatan"  anggota  DPR 
dalam  bentuk  tindak  kompsi  juga  tidak  menunjukkan  gejala  surut. 
Lipset  dan  Lenz  (2000)  memberikan  gambaran  bahwa  budaya 
kompsi  sangat  besar  dan  mengganggu  kinerja  ekonomi  politik  suatu 
masyarakatbangsa.  Kesadaran  politik  masyarakat  untuk  memberantas 
kompsi  sangatlah  tinggi,  namun  justm  di  kalangan  elite  politik  belum 
menimjukkan  keseriusan  untuk  memberantas  kompsi.  Revitalisasi 
sistem  politik  di  Indonesia  bukan  saja  masih  sangat  diperlukan, 
melainkan  juga  sangat  mendesak.  Sebab  salah  satu  dampak  strategis 
diadakannya  revitalisasi  adalah  pengurangan  inefisiensi  kinerja  ke- 
lembagaan  legislatif  dan  defisiensi  integritas  politisi  yang  duduk  di 
lembaga  legislatif. 

REVITALISASI  SISTEM  POLITIK 

Memasuki  usia  yang  ke  65  tahim,  kemajuan  bangsa  Indonesia 
masih  relatif  terbelakang  jika  dibandingkan  dengan  bangsa-bangsa 
lain.  Pasca  orde  reformasi,  pertengahan  tahtm  1998,  berbagai  slogan 
dan  pemikiran  superfisial  berkaitan  dengan  upaya  memajukan 
kehidupan  bangsa  tems  dilontarkan,  bahkan  hampir  tidak  pemah 
berhenti.  Namun  demikian,  hingga  saat  ini  kinerja  sistem  politik 
Indonesia  dapat  dikatakan  masih  sangat  rapuh.  Dengan  indikator 
MDGs  {Millenium  Development  Goals)  yang  berkaitan  dengan  kualitas 
manusia/penduduk  negara  lainnya,  bangsa  Indonesia  masih  relatif 
tertinggal  jika  dibandingkan  dengan  bangsa  lain,  seperti  misalnya 
Vietnam. 

Untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai  bangsa  besar  dan  dihor- 
mati  bangsa-bangsa  lain,  bukan  saja  perlu  dilakukan  reformasi  atau 
revitalisasi  di  bidang  ekonomi,  sosial  budaya,  dan  peradaban  agraris; 
melainkan  juga  revitalisasi  sistem  politik.  Belajar  dari  banyak  negara 
di  berbagai  belahan  dunia,  bahwa  secara  historis  kemajuan  suatu 
bangsa  sangat  ditentukan  oleh  sistem  politik  yang  berkembang  atau 
dikembangkan  oleh  masyarakat  atau  para  faunding  fathers  negara 
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tersebut.  Walaupun  demikian,  sistem  politik  tidak  dapat  dipandang 
sebagai  satu-satunya  faktor  penentu  kemajuan  bangsa.  Ada  beberapa 
faktor,  seperti  struktur  ekonomi,  struktur  sosial,  dan  tata-nilai 
masyarakat;  yang  perannya  juga  sangat  besar  dalam  menentukan 
kemajuan  bangsa.  Perlu  dikemukakan  bahwa  sistem  politik  itu  sendiri 
tidak  bisa  dipandang  sebagai  suatu  bungkusan  tanpa  isi.  Isi  atau 
elemen  yang  membentuk  sistem  politik  sangat  menentukan  kinerja 
dari  sistem  politik. 

Paling  tidak  ada  5  elemen  yang  membentuk  atau  mempengaruhi 
kinerja  suatu  sistem  politik,  yaitu:  struktur  kepartaian,  budaya  politik, 
sistem  kepemimpinan,  struktur  sosial-budaya,  dan  kebijakan  publik, 
serta  perundang-undangan.  Apabila  salah  satu  elemen  pembentuk 
sistem  politik  melemah  maka  pengaruhnya  terhadap  kinerja  sistem 
politik  akan  terasa  signifikan.  Jika  sistem  politik  dipandang  sebagai 
"faktor  hulu"  penentu  kemajuan  bangsa,  maka  faktor  hilimya  dapat 
ditelisik  dari  kemajuan  masyarakat  di  bidang  pemenuhan  kebutuhan 
dasar,  pemerataan  ekonomi,  dan  rasa  aman  bagi  selumh  elemen  ma- 
syarakat Indonesia.  Sementara  itu,  rekrutmen  calon  legislatif  dapat 
dipandang  sebagai  "faktor  tengah"  dalam  hubungan  "hulu-hilir" 
sistem  politik  di  Indonesia 

Dari  setiap  elemen  pembentuk  sistem  politik  dapat  dijelaskan 
ke  arah  mana  indikasi  atau  kecenderungan  dinamika  politik  yang 
sedang  atau  akan  berkembang.  Secara  sederhana  dapac  dikemukakan 
bahwa  kinerja  sistem  dan  dinamika  politik  dijelaskan  berdasarkan 
arah  dan  elemen  pembentuknya  (Tabel  1).  Sebagai  gambaran,  dalam 
masyarakat  transisional  (dari  feodal  ke  arah  demokrasi;  Moore, 
1972),  peran  kepemimpinan  sangat  penting  (Poensioen,  1969)  dalam 
menentukan  dinamika  sistem  politik  di  masyarakat  tersebut. 

Dalam  rangka  melakukan  analisis  terhadap  dinamika  politik  suahi 
masyarakat,  apakah  akan  berkembang  ke  arah  progresif  ("maju") 
ataukah  ke  arah  regresif  ("mundur"),  hal  ini  dapat  dijelaskan  melalui 
kandungan  pada  masing-masing  elemen  yang  membentuk  sistem 
politik.  Kandungan  pada  setiap  elemen  dapat  dijadikan  instrumen 
pembobot  untuk  menentukan  sejauh  mana  sistem  politik  tersebut 
dinilai  berkembang  ke  arah  yang  progresif  atau  regresif  (Tabel  1). 
Kemajuan  yang  bersifat  parsial,  misalnya  hanya  menekankan  pada 
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kuantitas  ketersediaan  calon  anggota  legislatif,  maka  bisa  saja  hal  itu 
akan  melahirkan  modernisasi  politik  yang  jauh  dari  pembangunan 
{Modernisation  without  Development,  Sajogyo,  1974). 

Secara  ringkas,  dalam  bentuk  notasi  variabel,  elemen  dari  sistem 
politik  di  Indonesia  dapat  disimbolkan  sebagai  berikut: 

Y  =  f  (XI,  X2,  X3,  X4,  dan  X5) 

Y  =  Sistem  politik 

XI  =  Stmktur  kepartaian  (politik) 

X2  =  Budaya  politik 

X3  =  Sistem  kepemimpinan 

X4  =  Stmktur  sosial-budaya  masyarakat 

X5  =  Kebijakan  publik  dan  perimdang-imdangan 

Dipandang  dari  kerangka  atau  sistem  politik,  kedudukan  politisi 
dalam  lembaga  legislatif  berada  dalam  elemen  sniktur  kepartaian 
politik.  Dalam  sistem  banyak  partai,  dan  yang  pembentukannya 
dilakukan  dengan  "tergesa-gesa",  kinerja  sistem  politik  sulit  diharap- 
kan  akan  dapat  didorong  dengan  kuat  melalui  kualitas  politisi  yang 
duduk  dalam  lembaga  legislatif.  Secara  kelembagaan,  elite  politik  saat 
ini  umumnya  tidak  memptmyai  ruang  bebas  yang  memadai  imtuk 
mengekpresikan  enerji  kreativitas  dan  idealisme  untuk  diarahkan 
pada  kemajuan  masyarakat  secara  total.  Dalam  banyak  kasus  ke- 
pentingan  partai  politik  oleh  para  politisi  masih  lebih  ditonjolkan 
dibanding  kepentingan  masyarakat  banyak. 

Melalui  paling  tidak  5  elemfen  sistem  politik  seperti  diuraikan 
dalam  Tabel  1  dapat  ditarik  gambaran  mengenai  ke  arah  mana  kecen- 
derungan  perkembangan  politik  suatu  bangsa.  Mengingat  besamya 
peran  kelembagaan  politik,  suatu  bangsa  dapat  dikatakan  akan  sulit 
berkembang  maju  apabila  sistem  politiknya  tidak  kuat.  Prediksi 
kemajuan  suatu  bangsa  dapat  dilakukan  dengan  cara  memperhatikan 
ke  arah  mana  kecenderungan  dinamika  politik;  ke  arah  regresif 
("mundur")  atau  progresif  ("maju")?-  Sebagai  gambaran,  dinamika 
politik  suatu  masyarakat  akan  cenderung  mengalami  kemunduran 
ketika  sebagian  besar  atau  seluruh  elemen  sistem  politik  menyebar 
pada  kolom  regresif. 
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Sebagaimana  perubahan  sosial,  perubahan  sistem  politik  tidak 
dapat  hanya  dipandang  sebagai  romantisme  peradaban  yang  ber- 
sifat  alamiah.  Pandangan  romantis  umunmya  lebih  cenderung  me- 
nilai  bahwa  masa  lalu  lebih  baik  dan  dianggap  telah  mencapai 
tatanan  ideal.  Berkaitan  dengan  hal  itu  mengubah  tatanan  masa  lalu 
dapat  diartikan  sebagai  menegasi  kebaikan  dan  kemuliaan  masa 
lalu.  Sementara  itu,  dalam  kajian  historis  lintas  peradaban,  dapat 
ditunjukkan  bahwa  campur  tangan  ''manusia"  sangat  terbuka  untuk 
menentukan  dinamika  politik.  Secara  futuristik,  tidak  ada  perubahan 
ke  arah  kemiajuan  tanpa  diawali  melalui  perekayasaan  tangan-tangan 
kreatif  dan  inovatif.  Dapat  dikatakan  perekayasaan  politik  {"political 
engineering")  adalah  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  yang  terns 
berubah  {changing  society).  Dalam  pandangan  progresif,  sudah 
menjadi  kelaziman  jika  suatu  masyarakat  atau  bangsa  ingin  maju 
dituntut  imtuk  selalu  berubah,  dalam  arti  memperbaiki  diri. 


Tabel  1.  Sistem  dan  Dinamika  Politik  Menurut  Arah 
dan  Beberapa  Elemen  Pembentuknya 


Ke  Arah  Regresif 
(mundur/terbelakang) 

Elemen 
Sistem  Politik 

Ke  Arah  Progresif 
(maju) 

Banyak  partai  dan  tidak 
efektif 

Struktur  kepartaian 

Multi  partai  sederhana 
dan  efektif 

Askriptif-primordial 
yang  terbelakang 

Budaya  politik 

Orientasi  prestasi-ra- 
sional  yang  progresif 

Patemalistik-feodalistik- 
romantik 

Pola  kepemimpinan 

Demokratik-kharisma- 
tik-rasional 

Timp  ang/ polaristik- 
sentralistik 

Struktur  sosial- 
budaya 

Egaliter  /stratifikatif- 
desentralistik 

Ekslusif  {elit  centris)  dan 
bad  accountability 

Pembentukan  kebi- 
jakan  publik  dan  pe- 
nmdang-undangan 

Inklusif  (people  orient- 
ed) dan  good  account- 
ability 

Karena  tuntutan  "semuanya''  harus  berubah,  maka  fenomena 
dinamika  yang  ditunjukkan  masing-masing  masyarakat  dapat  bersifat 
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khas.  Tidak  tertutup  kemungkinan,  kemajuan  mayarakat  yang  satu 
diikuti  dengan  kemunduran  masyarakat  yang  lain;  karena  untuk 
dapat  maju  masyarakat  yang  satu  "hams"  melakukan  intervensi  atau 
mencampuri  masyarakat  yang  lain.  Oleh  sebab  itu  bisa  dimengerti 
jika  ditemukan  bahwa  rejim  politik  suatu  negara  (besar)  melakukan 
intervensi  secara  intensif  terhadap  bangsa  lain,  terutama  dalam  rang- 
ka  memperluas  hegemoni  atau  pengaruh  kekuasaannya  di  bidang 
politik  (sebagai  instrumen  penjajahan  ekonomi  antar  bangsa  atau 
negara).  Berkaitan  dengan  itu,  membangun  sistem  politik  (ke  arah 
progresif)  dapat  dikatakan  bukan  saja  sebagai  upaya  melakukan 
percepatan  transformasi  dari  dinamika  regresif  ke  arah  dinamika 
progresif  ("maju"),  melainkan  juga  untuk  memperkuat  identitas  dan 
kemandirian  kedaulatan  bangsa. 

Saat  ini  dinamika  politik  Indonesia  masih  berada  di  tengah- 
tengah  badai  krisis  multidimensi  dan  ekonomi,  baik  pada  tingkat 
global  maupun  domestik.  Oleh  sebab  itu,  selain  harus  sensitif  ter- 
hadap dinamika  tuntutan  masyarakat,  pengelolaan  sistem  politik 
di  Indonesia  juga  harus  mencermati  dinamika  politik  di  tingkat 
pertarungan  global.  Jika  perpolitikan  Indonesia  di  masa  datang  masih 
diarahkan  untuk  kemajuan  bangsa,  sesuai  amanat  konsitusi  (UUD  RI 
Tahun  1945),  maka  penguatan  atau  revitalisasi  terhadap  lima  (lima) 
elemen  pembentuk  sistem  politik  tersebut  harus  dilakukan.  Agar 
dinamika  politik  dapat  dideterminasi  dengan  baik,  maka  arah  dan 
proses  perubahan  politik  hamslah  merupakan  bagian  dari  rancangan 
perubahan  sosial  {social  planned  change;  Poensioen,  1969)  yang  bersifat 
komprehensif  dan  altruistik  untuk  kemajuan  bangsa  dan  negara 
Republik  Indonesia. 

Keinginan  dan  kenyataan  empirik  tidak  selamanya  berjalan 
seiring,  Sudah  sewajamya  jika  keinginan  untuk  melakukan  perubahan 
atau  perekayasaan  politik  diarahkan  pada  terbentuknya  tatanan 
politik  lebih  maju  dan  lebih  baik  dibandingkan  masa  sebelumnya. 
Secara  teoritis,  dalam  tataran  empirik  perubahan  tidak  selamanya 
berlangsung  linier  (ke  arah  yang  progresif),  atau  searah  dengan 
keinginan.  Dibandingkan  Pemilu  1999  dan  2005,  banyak  pakar  menilai 
bahwa  penyelenggaraan  Pemilu  legislatif  saat  ini  bersifat  regresif. 
Dengan  kata  lain,  Pemilu  kali  ini  (2009)  lebih  buruk  dibandingkan 
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dengan  penyelengaraan  dua  Pemilu  sebelumnya  (1999  dan  2005). 
Maka,  wajar  jika  timbul  pertanyaan;  ada  apa  di  balik  semua  ini?  Tam- 
paknya  indikasi  proses  tersebut  belum  menunjukkan  ke  arah  yang 
progresif. 

Modemisasi  sistem  politik  secara  kuantitatif  dapat  dikatakan 
sudah  berlangsimg,  namun  pembangiman  sistem  politik  secara  kua- 
litatif,  masih  jauh  dari  memuaskan.  Membangun  sistem  politik  ke 
depan  adalah  identik  dengan  menciptakan  proses  transformasi  politik 
yang  progresif  dan  terukur,  suatu  proses  yang  secara  sengaja  dan 
sistematik  ke  arah  yang  lebih  baik.  Sejalan  dengan  upaya  mewujudkan 
kemajuan  bangsa  Indonesia  ke  depan,  perlu  dibangun  kesadaran  atau 
semangat  bersama  {collective  spirit)  tentang  pentingnya  memahami 
sistem  politik.  Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik,  akan  dapat 
dilakukan  pendidikan  politik  yang  lebih  terarah  dan  terorganisir 
untuk  membangun  sistem  politik  Indonesia  di  masa  datang  yang 
lebih  baik. 

Esensi  revitalisasi  dan  pembangunan  sistem  politik  adalah  pen- 
didikan politik  bagi  masyarakat  luas.  Sesuai  dengan  cita-cita  found- 
ing fathers,  pendidikan  politik  pada  masyarakat  tidaklah  cukup  ha- 
nya  dengan  mengedepankan  slogan  politik,  misalnya  "tegakkan 
demokrasi  yang  jujur  dan  adil  dalam  Pemilu"  atau  "birokrasi  anti 
korupsi".  Slogan  politik,  sebagai  penunjuk  jalan  bersama  {collective 
political  guidance),  boleh  saja  dibuat  dan  disebar-luaskan  oleh  ka- 
langan  elite,  namun  membangun  kerangka  kerja  yang  sistematik 
agar  pencapaian  slogan  tersebut  lebih  terjamin  dan  terukur  adalah 
keharusan.  Jika  masyarakat  tidak  dilibatkan  secara  intensif  dalam 
membangun  kerangka  kerja  tersebut,  maka  esensi  penyelenggaraan 
pendidikan  politik  belum  berjalan  dengan  baik. 

PENUTUP 

Keikutsertaan  masyarakat  dalam  Pemilu  hanyalah  salah  sahi 
bagian  dari  indikator  keberhasilan  penyelengaraan  Pemilu,  dan  be- 
lum sepenuhnya  menjadi  indikator  tingkat  pendidikan  politik.  Kua- 
litas  pendidikan  politik  bukan  saja  ditentukan  oleh  sejauh  mana 
masyarakat  mengetahui  secara  komprehensif  hak  dan  kewajibannya 
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sebagai  warga  negara,  melainkan  juga  oleh  kualitas  pengetahuan 
masyarakat  tentang  sistem  politik  yang  sedang  berjalan.  Tingkat 
pendidikan  masyarakat  masih  menjadi  bagian  penghambat  dari 
peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  pendidikan 
politik. 

Salah  satu  indikator  strategis  ("komposit")  dari  tingkat  dan 
kualitas  pendidikan  politik  masyarakat  adalah  tingkat  kesadaran 
masyarakat  bahwa  seluruh  penyelenggaraan  pemerintahan  dan 
ketatanegaraan  adalah  bagian  dari  amanah  konstitusi.  Jika  gambaran 
pencapaian  amanah  konstitusi  masih  rendah,  hal  itu  berarti  bahwa 
tingkat  pendidikan  politik  keseluruhan  masyarakat  masih  rendah. 
Dengan  ditempatkan  hanya  lebih  banyak  tahu  tentang  kewajiban 
politiknya  akan  sulit  bagi  masyarakat  diharapkan  dapat  terlibat 
dalam  keseluruhan  proses  membangun  sistem  politik, 

Dari  kualitas  keiikutsertaan  masyarakat  dalam  Pemilu  legislatif, 
masih  belum  dapat  dijadikan  dasar  imtuk  mengatakan  bahwa  tingkat 
kesadaran  politik  masyarakat  Indonesia  sudah  tinggi.  Namun,  jika 
berbagai  pendapat  yang  berkembang  di  masyarakat  dapat  dijadikan 
bahan  untuk  mendalami  tingkat  pemahaman  pendidikan  politik 
masyarakat,  maka  gambarannya  cukup  menggembirakan.  Sebagai 
contoh,  kritik  politik  yang  diekspresikan  musisi  Slank  dalam  lirik  lagu 
"Gosip  Jalanan"  secara  substansial  seharusnya  dipandang  sebagai 
bagian  dari  tingginya  kepedulian  politik   dari  kalangan  masyarakat. 

Tingginya  pendidikan  politik  masyarakat  dapat  diukur  dari 
seberapa  jauh  keterlibatan  masyarakat  dalam  keseluruhan  proses 
membentuk  sistem  politiknya.  Selama  sistem  politik  belum  di- 
bangun  dengan  benar,  selama  itu  akan  sulit  masyarakat  mendapat 
pencerdasan  politik  dengan  baik.  Dalam  kondisi  seperti  itu  akan 
sulit  pula  bagi  masyarakat  untuk  dapat  merasakan  dan  menikmati 
hasil  pendidikan  politik  yang  sehat.  Oleh  sebab  itu,  revitalisasi  sistem 
politik  merupakan  bagian  awal  dalam  membangun  sistem  pendidikan 
politik  yang  sehat. 

Sementara  itu,  rendahnya  tingkat  pendidikan  politik  justru 
ditampakkan  oleh  sikap  dan  tindakan  elite  politik  di  Senayan  (ang- 
gota  MPRA3PR).  Perlu  disadari  bahwa  seseorang  yang  ingin  menjadi 
politisi  atau  calon  anggota  legislatif  atau  calon  Presiden  dan  Wakil 
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Presiden  adalah  bagian  dari  sistem  politik.  Jika  tingkat  pendidikan 
politik  di  kalangan  elite  politik  sudah  memadai  maka  tidak  perlu 
diajukan  pertanyaan:  ''apakah  ia  telah  siap  dan  memenuhi  syarat 
untuk  menjadi  motor  penggerak  kemajuan  bangsa  Indonesia?"  Jika 
masih  saja  dijumpai  politisi  lebih  menyukai  menempatkan  diri  se- 
bagai  penuntut  hak  sebagai  "warga  negara  yang  serba  terhormat" 
dan  kemudian  justru  menjadi  "terasing"  dari  kehidupan  masyarakat, 
atau  malah  menjadi  obyek  "sumpah  serapah"  masyarakat  (perhatikan 
kasus  grup  musisi  Slank),  maka  sepantasnya  ia  tidak  menyebut  dirinya 
sebagai  bagian  dari  sistem  politik  masyarakat  bangsa  Indonesia  yang 
telah  matang. 

Tiada  hasil  memuaskan  tanpa  diawali  dengan  upaya  sungguh- 
sungguh  (jer  basuki  mawa  bea-  istilah  Jawa).  Membangun  sistem  pen- 
didikan politik  yang  sehat  adalah  bagian  dari  upaya  membangun 
kemajuan  bangsa,  sesuai  amanat  konstitusi  (UUD  1945).  Singkatnya, 
dalam  rangka  membentuk  dan  memperkuat  kinerja  atau  merevitalisasi 
sistem  politik  di  Indonesia  ke  depan  perlu  dilandaskan  pada  bangunan 
sistem  pendidikan  politik  yang  sehat.  Materi  pendidikan  politik  yang 
perlu  diberikan  pada  masyarakat  adalah  bagaimana  mewujudkan 
struktur  kepartaian  politik  yang  sederhana  tetapi  efektif,  membangun 
tata  nilai  baik,  menciptakan  sistem  kepemimpinan  politik  yang  pro- 
gresif,  mewujudkan  struktur  sosio-budaya  masyarakat  yang  demo- 
kratis,  serta  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  menyusun 
kebijakan  publik  dan  pemndang-undangan  secara  komprehensif  dan 
melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijaksanaan  publik 
tersebut. 

Membangun  sistem  rekrutmen  calon  anggota  legislatif  mengikuti 
azas  "good  governance"  merupakan  bagian  dari  membangun  sis- 
tem politik  yang  kuat  dan  terarah  untuk  kemajuan  bangsa.  Tanpa 
dilandaskan  pada  sistem  pendidikan  politik  yang  kuat  dan  menye- 
luruh,  akan  sulit  dibangun  kesadaran  bersama  tentang  pentingnya 
penerapan  asas  good  governance  dalam  penyelenggaraan  sistem  peme- 
rintahan  dan  ketatanegaraan  yang  efektif  dan  efisien  untuk  me- 
wujudkan amanah  konstitusi. 

Pendidikan  politik  juga  harus  tercermin  dalam  membangun  sistem 
rekrutmen  dan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Calon 
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Presiden  dan  Wakil  Presiden  adalah  usulan  dari  partai  politik  yang 
memperoleh  sejumlah  kursi  tertentu  di  DPR.  Selama  belum  terwujud 
sistem  kepartaian  politik  yang  kredibel,  akuntabel,  profesional  dan 
transparan  selama  itu  pula  acuan  yang  dijadikan  dasar  pengusulan 
calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  belum  meyakinkan,  karena  dapat 
terjebak  dalam  "koalisi"  perebutan  kursi  jabatan  (Menteri)  yang 
justru  jauh  dari  misi  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan 
sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Jika  ini  yang  terjadi  maka  akan 
menjadi  alasan  bahwa  esensi  penyelenggaraan  sistem  pendidikan 
politik  di  Indonesia  belum  berhasil  dijalankan  dengan  baik. 
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Dinamika  Politik  Lokal  dalam 
Kebijokan  Penyusunan  APBD: 
Studi  Kasus  Kabupaten  Bulukumba, 

Sulawesi  Selatan^ 

Azikin  Solthan 


Implikasi  kebijakan  penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  2007-2008  terhadap 
kinerja  pemerintahan  di  Kabupaten  Bulukumba  pasca  Pilkada  berdampak  pada 
kurang  optimalnya  pencapaian  sasaran  yang  sudah  ditetapkan  berdasarkan  visi  dan 
misi.  Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  dan  kategorisasi,  konstruksi  data,  serta 
informasi  hasil  wawancara,  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  masukan  kebijakan 
dan  agenda  politik,  tuntutan  dan  dukungan  politik  warga,  belum  optimal.  Hal  itu, 
karena  konsep  transparansi  dan  konsitensi  dari  para  pelakukomponen  juga  kurang 
mendapat  perhatian.  Transparansi  belum  menjadi  perilaku  aktual  dalam  komunikasi 
antar  pelaku.  Di  samping  itu,  konsistensi  terhadap  pelaksanaan  visi-misi  dan  tu- 
juan  pemerintah  daerah,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  rencana  strategis 
(Renstra)  masih  rendah.  Demikian  halnya  dengan  tuntutan  dan  dukungan  dalam 
mengoptimalkan  kapabilitas  ekstratif  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  ekonomi 
dan  sumber  daya  sosial  budaya  pun  tidak  konsisten  dengan  Renstra  Kabupaten. 

PENDAHULUAN 

Gelombang  demokratisasi  dan  dinamika  pemerintahan  daerah 
pasca  reformasi  berimplikasi  terhadap  perubahan  struktur  dan  peta 
politik  di  Indonesia.  Bentangan  peraturan  perundang-undangan  me- 


'  studi  kasus  kabupaten  Bulukumba,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  berdasarkan  kebijakan  penyu- 
sunan APBD  tahun  anggaran  2007-2008  pasca  Pilkada. 


DINAMIKA  POLITIK  LOKAL  (Solthan) 


553 


nemukan  momentum  strategis  dengan  lahimya  UU  No.  22  Tahun 
1999  yang  kemudian  direvisi  dengan  kemimculan  UU  No.  32  Tahim 
2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pijakan  normatif  tersebut  tidak 
hanya  mengakhiri  era  etatisme  menuju  desentralisasi,  akan  tetapi 
yang  paling  kmsial  adalah  bembahnya  sistem  pemilihan  kepala 
daerah  dari  sistem  perwakilan  menjadi  pemilihan  kepala  daerah 
secara  langsung  (Pemilihan  Langsung  Kepala  Daerah-  Pilkada).  Selain 
itu,  UU  ini  mengatur  hubungan  antara  Kepala  Daerah  dan  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Adapun  hubungan  tersebut  me- 
liputi:  (1)  hubungan  dalam  konteks  legislasi;  (2)  hubungan  dalam 
konteks  anggaran;  dan  (3)  hubungan  dalam  konteks  pengawasan. 

Konsekuensi  dari  esensi  pelaksanaan  Pilkada,  pemerintah  menin- 
daklanjuti  dengan  mengeluarkan  PP  No  6  tahun  2005  tentang  Tata 
Cara  Pemilihan,  Pengesahan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian 
Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah,  yang  merupakan  dasar  bagi 
pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Kebijakan  Pilkada, 
pada  satu  sisi  merupakan  koreksi  terhadap  sistem  politik  Orde  Ba- 
ru,  di  mana  kepala  daerah  merupakan  representasi  kepentingan 
pusat,  ketimbang  penyambung  aspirasi  daerah.  Dengan  dipilih 
secara  langsung,  diharapkan  kepala  daerah  memiliki  legitimasi, 
akseptabilitas  dan  akuntabilitas  terhadap  rakyat  yang  memilihnya. 

Kabupaten  Bulukumba  sebagai  salah  satu  daerah  di  Provinsi 
Sulawesi  Selatan  telah  melaksanakan  Pilkada  dan  membawa  pengaiuh 
bagi  kelangsungan  penyelenggaraan  Pemda  (Pemerintahan  Daerah), 
khususnya  dalam  pengesahan  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan 
Belanja  Daerah).  Pada  Pilkada  tahun  2005,  terpilih  sebagai  Bupati 
AM  Sukri  A  Sappewali  dan  Wakilnya  H  Padasi,  yang  diusung  oleh 
PDI-P,  PBB,  dan  PKB  dengan  jumlah  suara  56,135  suara  atau  27,92 
persen.2  Ketiga  partai  pendukung  ini  hanya  memiliki  6  kursi  (17,14 
persen)  di  DPRD  dari  35  kursi  yang  ada.  Dengan  demikian,  berarti 
ada  29  kursi  (82,16  persen)  di  DPRD,  yang  tidak  mendukung  bupati 
terpilih.  Kecilnya  kemenangan  kandidat  yang  hanya  kurang  dari  30 
persen,  membuat  kebijakan  yang  diambil  tidak  selalu  simetris  antara 
kepala  daerah '  dengan  DPRD.  Fenomena  ini  menurut  Lembaga 


^  Data  KPUD  (Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah)  Kabupaten  Bulukumba,  2005. 
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Survei  Indonesia  (LSI)  2007,  disebut  sebagai  "pemerintahan  yang 
terbelah''  {divided  government).  Divided  government  menyebabkan  pe- 
merintahan  di  daerah  pasca  Pilkada  tidak  efektif.  Oleh  karena  itu, 
jika  eksekutif  tidak  didukung  kekuatan  mayoritas  di  legislatif,  ma- 
ka  sebuah  pemerintahan  tidak  dapat  berjalan  secara  efektif  dan 
terjadi  kemacetan  dalam  penyusunan  kebijakan.  Kondisi  inilah  yang 
mendominasi  suasana  politik  di  banyak  daerah. 

Pemerintahan  yang  terbelah  {divided  government)  pun  terjadi  di 
Kabupaten  Bulukumba,  pada  periode  2007-2008.  Konflik  ini  terjadi 
terutama  antara  Kepala  Daerah  dengan  DPRD,  dalam  hal  pembuatan 
anggaran  dan  pembuatan  Peraturan  Daerah  (Perda)  hingga  masalah 
pengawasan.  Kalangan  DPRD  bisa  secara  terns  menerus  mem- 
persoalkan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Kepala  Daerah,  dan  DPRD  juga 
bisa  tidak  menyetujui  anggaran  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 
Daerah-  APBD)  yartg  diajukan  oleh  Kepala  Daerah  sehingga  berbagai 
kebijakan  yang  telah  dirancang  oleh  Kepala  Daerah  bisa  terbengkalai. 
Oleh  karena  itu,  apabila  Kepala  Daerah  tidak  bisa  menyelesaikan 
masalah  dengan  DPRD  maka  pemerintahan  akan  terus  menerus 
diwarnai  oleh  konflik  berkepanjangan. 

Jika  dianaUsis  dari  segi  produktivitas,  efektivitas  penyusunan 
dan  penetapan  APBD,  hubungan  antara  Pemda  dengan  DPRD  di  Ka- 
bupaten Bulukumba  selama  dua  tahun,  yaitu  2007-2008  mengalami 
dinamika  yang  kurang  positif.  Dampak  hubungan  kedua  lembaga 
pemerintahan  di  daerah  ini  menyebabkan  keterlambatan  dalam  pe- 
nyusunan dan  pengesahan  APBD,  serta  fenomena  ini  berimplikasi 
kepada  rendahnya  kinerja  pemerintahan  selama  ini.  Pertanyaannya 
adalah  mengapa  kondisi  tersebut  bisa  terjadi?  Bagaimana  masukan, 
formulasi,  dan  implikasi  kebijakan  penyusunan  APBD  Tahun  Ang- 
garan 2007-2008  di  Kabupaten  Bulukumba,  Sulawesi  Selatan  pasca 
Pilkada? 

KEBIJAKAN  PENYUSUNAN  ANGGARAN 

Kebijakan  publik  yang  dianalisis  dalam  tulisan  adalah  kebijakan 
APBD  dalam  perspektif  kebijakan  publik  yang  memiliki  implikasi 
terhadap  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  yang  tidak  akan 
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dilakukan.  Menurut  Rubin  Irene  S,  anggaran  bagi  publik  menjelaskan 
apa  yang  pemerintah  lakukan  dengan  menyusim  tentang  bagaimana 
pemerintah  membelanjakan  uang  publik.  Suatu  anggaran  terkait 
dengan  apa  yang  akan  dilakukan  dengan  sejumlah  sumberdaya  yang 
dibutuhkan  untuk  mencapai  tugas-tugas  pemerintah,  memastikan 
bahwa  uang  yang  tersedia  digunakan,  misalnya  untuk  menyediakan 
perumahan,  memelihara  jalan  raya  dan  sebagainya.  Pendapatan  yang 
diterima  pemerintah  membatasi  anggaran  yang  akan  dikeluarkan 
sehingga  anggaran  yang  ditetapkan  berfungsi  memastikan  adanya 
keseimbangan  pembelajaan  dan  mencegah  pengeluaran  yang  terlalu 
banyak. 

Anggaran  pada  dasarnya  merefleksikan  prioritas  program  yang 
akan  dilaksanakan.  Misalnya,  prioritas  pilihan  antara  kesehatan  atau 
pendidikan,  infrastruktur  jalan  dengan  pertanian,  antara  daerah  ba- 
gian  utara  atau  selatan,  antara  efisiensi,  efektivitas  dan  tujuan  publik 
lainnya.  Proses  penganggaran  juga  memediasi  antara  kelompok  in- 
dividual yang  berbeda  keinginan  kepada  pemerintah  dan  menentu- 
kan  apa  yang  mereka  inginkan.  Keputusan  ini  dapat  mempengaruhi, 
apakah  memberikan  pendidikan  gratis  bagi  orang  miskin  atau  hanya 
member!  pelatihan  bagi  kepolisian  saja,  keduanya  merupakan  respon 
terhadap  persoalan  publik. 

Esensi  penganggaran,  yaitu  pengalokasian  sumberdaya  yang 
langka  atau  terbatas,  karena  itu  penganggaran  merupakan  pemyataan 
pilihan  diantara  potensi  obyek-obyek  pengeluaran.  Penganggaran 
menyatakan  keseimbangan,  dan  memerlukan  berbagai  macam  proses 
pembuatan  keputusan.  Selumh  penganggaran,  apakah  publik  atau 
swasta,  individu  atau  organisasi,  mencakup  pilihan  diantara  berbagai 
kemungkinan  pengeluaran.  Karena  itu,  tidak  memiliki  pembatasan 
sumberdaya  sehingga  masyarakat  menganggarkan  kebutuharmya 
terns  menerus.  Normalnya,  penganggaran  tidak  melakukan  perban- 
dingan  karena  dua  alasan  yang  sama  tersebut. 

Dengan  demikian,  penganggaran  publik  dapat  disimpulkan  me- 
miliki lima  karakteristik  khusus  yang  membedakan  dari  jenis  peng- 
anggaran lainnya.  Pertama,  penganggaran  publik  dicirikan  oleh  ke- 
ragaman  aktor  anggaran  yang  memiliki  prioritas  yang  berbeda  dan 
berbeda  tingkat  kekuasaan  terhadap  outcome  anggaran.  Aktor  ini  ha- 
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rus  diatur  oleh  proses  anggaran.  Sementara  itu,  diantara  peran  ak- 
tor  yang  dominan  adalah:  (1)  Pimpinan/pejabat  birokrasi,  (2)  Pejabat 
bagian  keuangan,  (3)  Pimpinan  utama  lembaga,  (4)  Legislator,  (5) 
Kelompok  kepentingan,  (6)  Individu,  (7)  Pengadilan,  dan  (8)  Perbe- 
daan  kekuasan.  Kedua,  di  dalam  pemerintahan  ada  perbedaan  antara 
3''ang  membayar  pajak  dan  mereka  yang  memutuskan  berapa  banyak 
anggaran  yang  akan  dibelanjakan  warga  negara  dan  politisi.  Ketiga, 
dokumen  anggaran  sangat  penting  sebagai  alat  akuntabilitas  publik. 
Keempat,  anggaran  publik  mudah  mendapatkan  kritikan  dari  ling- 
kungannya.  Kelima,  ketidakleluasan  anggaran  publik  sangat  besar. 


Mekanisme  Evaluasi  Ranperda  APBD  Kabupaten/Kota 


Rancangan  Perda  APBD  dan 
Peraturan  Bupati  dan  Walikota 
tentang  Penjabaran  RAPBD 


Tiga  hari  disetujui 


GUBERNUR 


BUPATI/WALIKOTA 


15  hari  sejak  diterima 


Bertentangan  dengan 
kepentingan  umum  dan 
oeraturan  UU  vana  beriaku 


Sesuai  dengan  kepentigan 
umum  atau  peraturan/  UU 
yang  beriaku 


Penyempumaan  seiambat- 
iambatnya  7  hari 


Tidak  ditindaklanjuti 
bupati/walikota,  gubemur 
membatalkan  dan  menetapkan 
pagu  APBD  tahun  sebeiumya 


Penetapan  oleh  Bupati  / 
Walikota 


Selambat-lambatnya  7  hari 

DPRD  dan  kepala  Daerah  mencabut 

<  

Panperda  APBD 

{Sumber:  UU  No  32  tahun  2004,  PP  No  58  tahun  2005). 
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Pada  bagan  di  atas,  memperlihatkan  pengelolaan  keuangan 
daerah  dalam  era  otonomi  masih  dalam  bayang-bayang  kontrol  pu- 
sat,  di  mana  pusat  melalui  pemerintah  provinsi  melalui  otoritas  yang 
dimilikinya  berhak  untuk  membatalkan  atau  menyetujui  usulan 
Ranperda  APBD  kabupaten/kota.  Gubernur  bisa  membatalkan  Ran- 
perda  APBD,  jika  dianggap  usulan  Ranperda  APBD  bertentangan 
dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan  UU  yang  berlaku. 

Model  Pengawasan  dalam  Pengambilan  Kebijakan  Publik 


Kemantapan 
Ketertiban 
Peneawasan 


Kepuasan  Publik  ^ 

Permerintahan 

Leg 

itimasi 

Keadilan 
Kebebasan 
Persamaan 


{Diadaptasi  dari  Model  Politik  Detnokratis  David  E.  Apter,  1988). 


Hubungan  eksekutif  dan  legislatif  dalam  penganggaran  telah 
memiliki  fungsi  yang  jelas  dan  tegas.  Undang-undang  No.  33  tahun 
2004  mengenai  Keuangan  Daerah,  telah  memberikan  ruang  diskresi 
yang  luas  bagi  pemerintah  daerah  dalam  perencanaan  dan  pengelolaan 
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Pemberian  dis- 
kresi yang  luas  dalam  perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan 
daerah  sebagai  konsekuensi  dari  implementasi  desentralisasi  dan 
otonomi  pemerintahan  daerah.  Secara  lebih  eksplisit  jfungsi  peme- 
rintahan  daerah  (eksekutif)  dijelaskan  dalam  Keputusan  Menteri 
Dalam  Negeri  No.  29  tahun  2002  Bab  I  Pasal  1  ayat  b  dan  c,  bahwa 
pengelola  keuangan  daerah  adalah  pejabat  dan  atau  pegawai  daerah 
yang  berdasarkan  peraturan  undang-undangan  yang  berlaku  diberi 
kewenangan  tertentu  dalam  kerangka  pengelolaan  keuangan  daerah. 
Sementara,  kepala  daerah  adalah  pihak  yang  memiliki  kekuasaan 
umum  atas  keuangan  daerah  yang  menyelenggarakan  keseluruhan 
pengelolaan  keuangan  daerah. 
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Dalam  sistem  demokrasi,  asas  pengawasan  terhadap  eksekutif 
adalah  hal  yang  mendasar.  Model  pengawasan  terhadap  eksekutif 
dilakukan  melalui  dua  metode.  Pertama,  melalui  sistem  pengawasan 
dan  keseimbangan,  atau  pemisahan  kekuasaan  diantara  badan- 
badan  pemerintah.  Kedua,  melalui  pengawasan  parlemen  (Apter, 
1988).  Sementara,  pengawasan  terhadap  eksekutif  dibutuhkan  agar 
pemerintahan  berjalan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  rak- 
yat.  Karena  dalam  sistem  politik  demokratis,  rakyat  merupakan 
sumber  legitimasi,  maka  keberadaan  pemerintahan  merupakan 
mediator  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memenuhi  kepuasan 
publik.  Dengan  kata  lain,  apabila  masyarakat  puas  terhadap  kinerja 
pemerintahan,  maka  semakin  kuat  legitimasi  politik  yang  dimiliki 
oleh  suatu  pemerintahan.  Pengawasan  terhadap  eksekutif  adalah 
salah  satu  instrumen  untuk  menciptakan  kepuasan  publik  terhadap 
kinerja  pemerintahan.  ' 

Sementara  itu,  pola  relasi  DPRD  dan  Kepala  Daerah  dalam  UU 
No  32  tahim  2004  berbeda  dengan  pemerintah  daerah,  sebagaimana 
hasil  UU  No  22  tahun  1999.  Dalam  UU  No  22  tahun  1999  disebutkan 
bahwa  pemerintah  daerah  adalah  kepala  daerah  dan  DPRD.  Kepala 
daerah  sebagai  eksekutif,  sedangkan  DPRD  sebagai  lembaga  legislatif . 
Fungsinya  untuk  melakukan  mekanisme  chek  and  balances  dalam 
pemerintahan  daerah.  Sedangkan  menurut  UU  No  32  tahun  2004, 
pemerintah  daerah  adalah  gubernur,  bupati,  walikota  dan  perangkat 
daerah  lainnya  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintah  daerah 
(pasal  1  ayat  3).  Selain  itu  juga,  ada  DPRD  sebagai  lembaga  perwakilan 
rakyat  juga  disebut  sebagai  lembaga  pemerintah  daerah. 
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Sistem  Kebijakan  Penyusunan  APBD 
Kabupaten  Bulukumba 
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Kerangka  pikir  di  atas  membangun  tiga  komponen  utama  sistem 
kebijakan  penyusunan  APBD  Kabupaten  Bulukumba.  Pertama,  in- 
put kebijakan  dan  agenda  dukungan  {agenda  setting).  Kedua,  pro- 
ses formulasi  kebijakan  penyusunan  APBD.  Ketiga,  APBD  dan  im- 
plikasinya.  Setiap  komponen  teijadi  atau  terpengaruh  dari  berbagai 
dimensi  yang  berinteraksi  dan  menggerakkan  dinamika  komponen 
sistemnya.  Komponen  sistem  masukan  atau  input  kebijakan  dan 
agenda  diwamai  oleh  arus  tuntutan  {demands)  untuk  arus  dukungan 
{suvvorts)  dalam  interaksi  dimensi  sumber  daya  manusia  (SDM) 
dimensi  potensi  ekonomi  lokal,  dan  dimensi  potensi  sosial-budaya 
Arus  tuntutan  dan  dukungan  kemudian  bertemu  {converge)  dalam 
suatu  agenda  politik  {dedsion  agenda)  yang  bergerak  masuk  dalam 
the  black  box"  atau  proses  konversi  formulasi  kebijakan  APBD. 

Komponen  formulasi  kebijakan  penyusunan  APBD  berlangsung 
dalam  suatu  interaksi  faktor  internal  dan  ekstemal.  Faktor  atau 
variabel  intemalnya  adalah  deliberasi  legislatif  yang  berupa  inten- 
sitas  mteraksi  dan  perdebatan  antara  anggota  DPRD  dan  interaksi 
politik  eksekutif  dan  legislatif.  Paralel  dengan  interaksi  variabel 
mternal,  proses  konversi  kebijakan  penyusunan  APBD  juga  terjadi 
interaksi  antara  variabel  ekstemal,  yaitu  komunikasi  politik  aktor 
internal  dengan  diversitas  kelompok  masyarakat,  komunikasi  po- 
Htik  aktor  internal  dengan  konstalasi  poltik  lokal.  Output  dari  for- 
mulasi kebijakan  penyusunan  APBD  adalah  APBD  itu  sendiri  dan 
implikasinya.  APBD  adalah  produk  dari  fungsi  penganggaran  DPRD 
yang  dapat  berimplikasi  pada  kinerja  pemeritahan  daerah,  keman- 
dirian  pemerintah,  dan  demokratisasi  politik  lokal. 


RANGKUMAN  HASIL  PENELITIAN 


Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan 
salah  satu  produk  kebijakan  di  tingkat  daerah  yang  penyusunan  dan 
penetapannya  dilakukan  setiap  tahun.  Secara  normatif,  Rancangan 
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD)  setelah  menda- 
patkan  persetujuan  DPRD  selanjutnya  ditetapkan  melalui  peraturan 
daerah  (Perda)  sehingga  berubah  menjadi  APBD.  APBD  yang  telah 
disehijui  oleh  DPRD  tersebut  kemudian  dijadikan  acuan  bagi  peme- 
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rintah  daerah  (eksekutif)  dalam  mengalokasikan  seluruh  anggaran 
selama  tahun  anggaran  berjalan. 

Kebijakan  penyusunan  APBD  dalam  perspektif  sistem  kebijakan 
publik  merupakan  salah  satu  produk  kebijakan  yang  senantiasa  me- 
narik  untuk  dikaji,  karena  terkait  dengan  komponen  masukan  yang 
berupa  isu  kebijakan  dan  agenda  setting.  Proses  konversi  formulasi 
kebijakan  dihasilkan  oleh  interaksi  faktor  internal  dan  ekstemal, 
baik  dalam  eksekutif  dan  legislatif  serta  komponen  kebijakan  APBD 
dan  implikasinya  terhadap  kinerja  pemerintahan  daerah  dalam 
pembangunan.  Pembahasan  hasil  penelitian  dalam  perspektif  sistem 
tersebut,  dilatarbelakangi  dengan  referensi  administrasi  publik  dan 
kebijakan  publik.  Referensi  dimaksud  berupa  hasil  studi  pustaka 
dan  diterangkan  dalam  suatu  diagram  kerangka  pikir  penelitian. 
Kerangka  pikir  tersebut  kemudian  menjadi  kerangka  dasar  instrumen 
penelitian  dan  pedoman  wawancara. 

Dalam  kaitan  dengan  penyusunan  kebijakan  APBD  di  Kabupaten 
Bulukumba  untuk  tahun  anggaran  2007-2008  analisisnya  lebih 
difokuskan  pada  kerangka  pikir  yang  dimulai  pada  tahap  masukan 
dengan  identifikasi  isu/masalah  dan  agenda  setting,  serta  proses 
formulasi  kebijakan.  Tahapan  formulasi  kebijakan  ini  kemudian 
dibingkai  dengan  analisis  interaksi  faktor  internal  dan  ekstemal  yang 
mewamai  penyusunan  APBD,  yang  bermuara  pada  output  proses 
dan  implikasinya  terhadap  kinerja  pemerintahan  daerah  Kabupaten 
Bulukumba. 

Mekanisme  penyusunan  perencanaan  anggaran  daerah  Kabupaten 
Bulukumba  senantiasa  mengacu  pada  Rencana  Pembangunan  Jang- 
ka  Menengah  (RPJM)  Kabupaten  Bulukumba,  yang  selanjutnya  dija- 
barkan  setiap  tahun  melalui  Peraturan  Daerah.  RPJM  Kabupaten  Bulu- 
kumba juga  digunakan  sebagai  rujukan  dalam  pen5aisunan  Rencana 
Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD),  RAPBD,  penyusunan  LKPj  Bupati 
Bulukumba  dan  tolok  ukur  kinerja  Bupati  Bulukumba. 
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Alur  Penyusunan  APBD  Kabupaten  Bulukumba 


Renatra 
KL 


RPJP 
Naslonal 


Pedoman 
pedoman 


Ranja  - 
KL 


RPJM 
Naslonal 


Oljabar 
It""  » 


RAPBN 


^Dlseraslkan  melalul  Musrenbang 


RPJP  Pedoman^ 
Daera  h 


RPJM       :>  I  la  bar. 


RKP 
Daarah 


Ranstra  "^doma. 


SKPD 
■  ■  ■  ■  a  ►  ^ 


^Pe  loman 


Renia, 
•  ^PD 


Renja,*'  P^c^man 


RAPBD 


RKA  - 
SKPD 


UUSPPN 


RInclan 
APBN 


Rinclan 
APBD 


UU  KN 

(Sumber:  Dokumen  RPJM  Kabupaten  Bulukumba  2005-2010). 


RPJMD  (Rencana  Pembangiman  Jangka  Menengah  Daerah)  Ka- 
bupaten Bulukumba  tersebut  selanjutnya  diterjemahkan  dalam  ren- 
cana kerja  masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) 
berdasarkan  tahun  anggaran.  Alokasi  dan  prioritas  program  terkait 
dengan  estimasi  belanja  daerah.  Dalam  mengalokasikan  belanja 
daerah  2007  Kabupaten  Bulukumba,  pemerintah  daerah  Kabupaten 
Bulukumba  melakukan  identifikasi  bahwa  permasalahan  yaiig  me- 
ngemuka  dalam  belanja  pembangunan  daerah  kabupaten  Bulu- 
kumba adalah:  1)  ketersediaan  prasarana  dan  sarana  pelayanan 
publik  yang  kurang  memadai,  2)  fasilitas  prasarana  dan  sarana 
bidang  perhubungan,  3)  masalah  kemiskinan  dan  kesempatan  kerja, 
4)  masalah  pengelolaan  sumberdaya  pertanian  dan  pasca  panen 
yang  masih  rendah,  5)  masalah  keterbatasan  sumber  pembiayaan 
pembangiman,  6)  aksessibilitas  terhadap  kebutuhan  pelayanan  dasar 
(kesehatan,  pendidikan,  dan  perhubungan),  dan  7)  kesenjangan  antar- 
daerah. 

Secara  umum  mekanisme  penyusunan  APBD  di  Kabupaten 
Bulukumba  berlangsung  dalam  beberapa  tahapan.  Tahap  pertama, 
pembahasan  antara  panitia  anggaran  (panggar)  DPRD  Kabupaten 
Bulukumba  dengan  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD) 
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tentang  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA).  Dalam  pembahasan  ter- 
sebut  dibicarakan  prinsip-prinsip  rencana  pembangunan  strategis 
yang  berkorelasi  terhadap  besaran  anggaran  daerah.  Kesepakatan- 
kesepakatan  yang  terjadi  dalam  pembahasan  KUA  selanjutnya  dikem- 
balikan  kepada  eksekutif  untuk  disosilisasikan  kepada  SKPD  masing- 
masing  melalui  surat  edaran  Bupati  Bulukumba.  Tindak  lanjut  dari 
hal  tersebut,  masing-masing  SKPD  selanjutnya  membuat  platform 
anggaran  yang  akan  menjadi  draf  Rencana  Anggaran  Pembangunan 
dan  Belanja  Daerah  (RAPED).  Tahap  berikutnya  yaihi  panggar  kem- 
bali  melakukan  perhihingan  ulang  terhadap  besaran  yang  dibuat 
masing-masing  SKPD  untuk  dilakukan  sinkronisasi  alokasi  anggaran 
sehingga  sesuai  dengan  visi-misi  daerah  untuk  selanjutnya  dijadikan 
sebagai  rencana  kerja  lima  tahunan.  Alur  penyusunan  anggaran  Ka- 
bupaten  Bulukumba  dapat  dianalisis  melalui  gambar  dibawah  ini  : 

Alur  Penyusunan  Anggaran  Daerah  Kabupaten  Bulukumba 


(Sumher:  Permendagri  32/2008  -  diolah). 

HASIL  WAWANCARA 

Persoalan  landasan  hukum  dan  kebijakan  yang  melandasi 
penyusunan  draf  APBD  merupakan  isu-isu  yang  menjadi  instrumen 
bagi  kedua  lembaga  tersebut  (eksekutif  dan  legislatif)  dalam 
melakukan  posisi  tawar  dalam  penyusunan  keuangan  daerah 
Kabupaten  Bulukumba  yang  berdampak  kepada  pembahasan  RAPBD 
menjadi  APBD  berjalan  alot.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  informan 
yang  menyatakan  bahwa: 

''Langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah  penetapan  KUA, 
PPAS,  kemudian  masuk  pada  RAPBD  secara  sistematis  telah  dila- 
kukan. Kendala  yang  dihadapi  saat  pembahasan  APBD  misalnya. 


KUA 


APBD 


564 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  38,  No.  4,  2009: 552-588 


tidak  terjadi  kesepakatan  antara  Panggar  dengan  TAPD  terkait 
dengan  landasan  hukum,  kebijakan  awal  atau  kesepakatan- 
kesepakatan  sebelumnya  yang  berakibat  terjadinya  kemandekan 
pembahasan"^. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Badan  Perencanaan 
Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Kabupaten  Bulukumba,  diperoleh 
informasi  bahwa  penentuan  isu  atau  masalah  yang  selanjutnya  akan 
diagendakan  menjadi  program  kegiatan  pada  APBD  dilakukan 
melalui  dua  sumber.  Sumber  pertama,  yaitu  sebelum  pelaksanaan 
Musrembang  tingkat  desa,  kecamatan  dan  tingkat  kabupaten,  terlebih 
dahulu  dilakukan  sosialisasi  tentang  rancangan  rencana  kerja  SKPD. 

Proses  pengindetifikasian  isu  atau  masalah,  yang  kemudian  ma- 
salah yang  ada  tersebut  siap  diagendakan  ke  dalam  pembahasan 
RAPBD  di  Kabupaten  Bulukumba,  pada  dasamya  simiber  isu  atau 
masalahnya  merupakan  kombinasi  dari  dua  tingkat  dengan  tiga 
sumber.  Tingkat  pertama  disebut  dengan  tingkat  bottom-up  (dari 
bawah  ke  atas)  dan  dari  atas  ke  bawah  (top-down).  Tingkat  dari  bawah 
ke  atas  dilakukan  melalui  kegiatan  Musrembang,  di  mana  pelaksana 
utamanya  dari  pihak  eksekutif,  sedangkan  pihak  lainnya  yaitu 
legislatif  melalui  kegiatan  jaring  asmara  baik  secara  kelembagaan 
maupun  individu.  Adapun  sumber  isu  atau  masalah  berasal  dari 
masyarakat,  eksekutif  dan  legislatif.  Untuk  menjamin  transparansi, 
akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  APBD 
Kabupaten  Bulukumba,  maka  dibentuk  Komisi  Tranparansi  dan 
Partisipasi  (KTP)  sebagai  lembaga  formal  yang  berfungsi  mengawasi 
pembahasan  APBD. 

Dalam  prakteknya,  secara  formal  kegiatan  mengidentifikasi  isu 
atau  masalah  yang  berlangsimg  pada  kegiatan  Musrembang  (Mu- 
syawarah  Rencana  Pembangunan)  dilakukan,  namun  dalam  pelak- 
sanaannya,  kegiatan  Musrenbang  (Musyawarah  Perencanaan  Pem- 
bangunan) temyata  berjalan  tidak  optimal  dan  hanya  sebatas  untuk 
memenuhi  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pembangunan  tanpa 


'  Hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Saleh,  anggota  DPRD  Bulukumba,  Fraksi  PKS,  tanggal  12 
Februari  2009. 
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diperhatikan  aspek  kualitas  keikutsertaan  mereka.  "Formalitas  Mus- 
renbang  yang  dilakukan  karena  faktor  utamanya  adalah  kualitas 
sumber  daya  manusia  (SDM)  masyarakat  yang  belum  siap  tentang 
adanya  sistem  partisipasi  masyarakat  sehingga  pemerintahan  daer- 
ah  harus  mengmtervensinya  melalui  kebijakan  dan  pendampingan 
oleh  fasilitator  ke  masyarakat  agar  substansi  dari  Musrembang  dapat 
tercapai'"*. 

Dari  hasil  Musrenbang  di  10  kecamatan,  temyata  75%  usulan  yang 
diterima  bukan  melalui  kegiatan  Musrembang  diantaranya  mengenai 
pembangunan  infrastruktur  (jalan,  jembatan,  pasar,  jaringan  listrik), 
dengan  nilai  total  anggaran  sebesar  Rp  55.906.177.676,- . 


Tabel  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan  Pembangunan 


SumbfT 

Irigasi- 
DAK 

Infrastfuklur- 
Jalnnan 

Tngasi 
Rutin 

Air 
Bersih 

Total 

:  (%)  : 

Bukan  Usulan 
Musrenbang 

36 

43 

8 

21 

19 

63,2 

Usulan 
Murenbang 

1 

63 

3 

7 

36,8 

Total  Proyek 

37 

106 

11 

21 

26 

100 

Sumber:  Pemda  Kabupaten  Bulukumba 


Dari  tabel  di  atas,  terbukti  hanya  usulan  infrastruktur  jalanan 
dalam  Musrenbang  yang  diakomodir  dalam  APBD  2007.  Sisanya 
sebagaian  besar  program  infrastruktur  bukan  usulan  Musrenbang 
seperti  irigasi  dari  rutin  DAK.  Untuk  irigasi  berkala  Dana  Alokasi 
Khusus  (DAK),  dari  satu  usulan  Musrenbang,  dalam  realisasinya 
terdapat  36  proyek  yang  bukan  usulan  Musrenbang.  Hal  yang  sa- 
ma  juga  terjadi  pada  proyek  air  bersih  infrastruktur  jalanan  yang 
sebagian  besar  bukan  berasal  dari  usulan  Musrenbang.  Bila  di- 


Hasil  wawancara  dengan  Syamsu  Alam  Fatwa,  Ketua  Komisi  Transparansi  Partisipasi,  tanggal 
30  Maret  2009. 
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analisis,  pemerintahan  daerah  dalam  merencanakan  belanja  lang- 
sung  di  Kabupaten  Bulukumba  alokasiarmya  diprioritaskan  ke 
dalam  empat  kategori  pembangunan,  yaitu  pembangunan  irigasi 
berkala,  infrastmktur  jalan,  jembatan,  pembangunan  irigasi  rutin, 
pengadaan  air  bersih.  Namun,  dari  sisi  jumlah  alokasi  anggaran 
yang  diprioritaskan  berdasarkan  usulan  masyarakat  temyata  tidak 
optimal  sehingga  dapat  dianggap  bahwa  tingkat  usulan  program 
sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  yang  diakomodir  melalui 
mekanisme  Musrenbang  hanya  sedikit.  Dari  total  proyek  yang  masuk 
dalam  anggaran  belanja  langsung,  sebanyak  63,2  persen  proyek 
pembangunan  merupakan  bukan  usulan  musrenbang,  dan  36,8 
persen  merupakan  usulan  Musrenbang. 

Aspek  yang  sangat  penting  untuk  dianalisis  dalam  konteks  pe- 
nentuan  isu  atau  masalah,  yaitu  siapa  saja  aktor  yang  menentukan 
sebuah  isu  menjadi  masalah.  Dalam  konteks  Kabupaten  Bulukumba 
temyata  banyak  aktor  yang  berperan.  Aktor  tersebut  dapat  diiden- 
tifikasi  melalui  penelusuran  sejak  tahap  penynsunan  rencana  kerja 
pemerintah  daerah  di  masing-masing  SKPD.  Setelah  rencana  kerja 
masing-masing  SKPD  disusun  selanjutnya  dilakukan  penyesuaian 
dengan  usulan  para  stakeholders  yang  diperoleh  melalui  kegiatan 
Musrembang  dalam  berbagai  tingkatan  atau  melalui  lobi-lobi  yang 
dilakukan  oleh  anggota  legislatif.  Dari  proses  tersebut  teridentifikasi 
bahwa  aktor  yang  berperan  dalam  penentuan  isu  menjadi  masalah 
kemudian  diagendakan  dalam  bentuk  program  berasal  dari  aktor  ek- 
sekutif  dan  legislatif  (state),  masyarakat  dan  pelaku  bisnis  serta  dita- 
mbah  dari  organisasi  sosial  politik  yang  ada  di  Kabupaten  Buluku- 
mba, baik  secara  personal  maupun  secara  kelembagaan. 

Keterlibatan  aktor-aktor  tersebut  lebih  disebabkan  oleh  kenyataan 
bahwa  pembangunan  daerah  harus  dilaksanakan  melalui  penguatan 
otonomi  daerah  dan  penguatan  sumber  daya  yang  mengarah  pada 
terwujudnya  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Pem- 
bangunan hanya  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  keseimbangan 
peran  dari  tiga  pilar,  yaitu  pemerintah,  dunia  usaha/swasta,  dan 
masyarakat.  Alasan  ini  dipertegas  oleh  Kepala  Dinas  Bina  Marga 
Kabupaten  Bulukumba  yang  menyatakan  bahwa:  "Jangan  jalankan 
pembangunan  kalau  tidak  ada  unsur-unsur  yang  terkait  yaitu  state, 
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society  dan  business.  Kalau  tidak  melibatkan  ketiga  pihak  ini,  maka 
memungkinkan  peluang  munculnya  aspirasi  ilegal."^ 

Dalam  penyusunan  isu  atau  masalah  yang  kemudian  berwu- 
jud  usulan  program  untuk  dituntaskan  permasalahannya  lebih  detail 
dapat  diidentifikasi  aktomya  ar\tara  lain  mereka  yang  berasal  dari 
kalangan  eksekutif,  seperti  aktor  yang  berperan  di  masing-masing 
SKPD  yang  memang  ditugaskan  melakukan  identifikasi  permasala- 
han  berdasarkan  daftar  prioritas  permasalahan  untuk  selanjutnya 
disinkronisasi  dengan  usulan  dari  masyarakat.  Selain  itu,  aktor  ek- 
sekutif  dapat  juga  berasal  dari  Bappeda  yang  ditugaskan  untuk 
mengsinkronisasi  daftar  prioritas  permasalahan  yang  akan  diberikan 
solusinya  melalui  sejumJah  program.  Aktor  lain  berasal  dari  bagian 
keuangan  di  sekretariat  daerah  yang  berperan  sebagai  panitia  anggar- 
an  (panggar).  Adapim  dari  pihak  aktor-aktor  legislatif  yang  berperan 
mengusulkan  dan  memperjuangkan  agar  program  diagendakan, 
diantaranya  mereka  yang  tergabung  dalam  komisi  masing-masing 
dan  yang  bertindak  sebagai  panitia  anggaran  di  DPRD.  Aktor  yang 
juga  terlihat  peranannya  tidak  terlalu  dominan,  yaitu  dari  pihak 
masyarakat,  namim  peranannya  tidak  terlalu  signifikan  karena  pada 
akhimya  yang  menentukan  adalah  dari  pihak  eksekutif  dan  legislatif. 
Kondisi  ini  tentu  tidak  sejalan  dengan  prinsip  good  governance  yang 
mengedepankan  kesetaraan  antara  pemerintah,  pelaku  bisnis  dan  civil 
society  (masyarakat).  Aktor  lain  yang  tak  terlihat  peranarmya,  namun 
turut  mempengaruhi  daftar  usulan  program  yang  akan  diajukan  un- 
tuk disetujui,  yaitu  dari  kalangan  aktor  pelaku  bisnis,  di  mana  tidak 
jarang  usulan  mereka  merupakan  bentuk  kolusi  antara  aktor-aktor 
yang  berperan  dalam  proses  pemmusan  kebijakan  anggaran. 

Dalam  tahap  identifikasi  isu  atau  masalah  terungkap  pula  bah- 
wa  pengelompokan  dan  sinkronisasi  antar  isu  atau  masalah  tidak 
terjadi  dengan  baik.  Karena  itu,  berdasarkan  hasil  telaah  dari  pani- 
tia anggaran  DPRD  tahun  2007  ditemukan  bahwa  terdapat  ketidak- 
sinkronan  antara  pemmusan  program/kegiatan  SKPD  dengan 
RPJMD.  Ketidakjelasan  sasaran,  signifikansi  kegiatan,  dan  kegiatan 


'  Hasil  wawancara  dengan  H.M.  Syafrullah  Arief,  Kepala  Dinas  Bina  Marga  Kabupaten  Buluku- 
mba. 
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yang  lebih  berorientasi  pada  penyerapan  anggaran  akibatnya  keadaan 
ini  merupakan  persoalan  yang  senantiasa  menjadi  sorotan  kalangan 
legislatif  terhadap  program/kegiatan  SBCPD  pemerintahan  Kabupaten 
Bulukumba. 

Aspek  penting  dalam  kaitan  dengan  pengidentifikasian  isu  yaitu 
kapan  isu  atau  masalah  diagendakan  untuk  selanjutnya  diajukan  ke 
dalam  tahap  formulasi.  Kapan  isu  atau  masalah  diagendakan  terjadi 
ketika  pihak  eksekutif  dan  legislatif  bersepakat  menindaklanjuti  draf 
APBD  untuk  diagendakan  dalam  pertemuan  antara  legislatif  dengan 
eksekutif.  Dalam  tahap  inilah  pembahasan  mengenai  program  prio- 
ritas  dibahas  dalam  draf  APBD  di  Kabupaten  Bulukumba  tahun  ang- 
garan 2007  dan  2008.  Pembahasan  ini  seringkali  menjadi  momen 
yang  sangat  krusial  karena  proses  yang  paUng  banyak  menghabiskan 
waktu  sehingga  seringkali  terjadi  deadlock.  Sementara  itu,  isu-isu  yang 
seringkali  menjadi  perdebatan  alot  adalah  pembahasan  mengenai 
komponen  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  daerah.  Jadi,  tidak 
menyentuh  pada  persoalan  apakah  daftar  program  yang  diusulkan 
telah  menenuhi  unsur  prioritas  dan  keadilan  bagi  masyarakat. 

Dalam  proses  pembahasan  APBD  Kabupaten  Bulukumba,  secara 
prosedural  sudah  melalui  tahapan  yang  demokratis  karena  semua 
tahapan  yang  dilaluinya  sudah  melibatkan  partisipasi  masyarakat 
melalui  forum  Musrenbang  yang  dimulai  dari  tingkat  desa,  kecamatan 
hingga  kabupaten.  Akan  tetapi  secara  subtansial,  proses  pembahasan 
APBD  Bulukumba,  belum  bisa  dikatakan  sangat  demokratis.  Terbukti 
dalam  APBD  yang  sudah  disahkan  pada  tahun  2007-2008,  berdasarkan 
usulan  masyarakat  dalam  Musrenbang,  tidak  terakomodir  dalam 
APBD  yang  sudah  disahkan.  Seperti  disebutkan  di  atas,  bahwa  se- 
bagian  besar  usulan  masyarakat  dalam  Musrenbang  untuk  APBD 
Bulukumba,  lebih  banyak  berkaitan  dengan  proyek  infrastruktur. 
Dalam  APBD  yang  disahkan,  beberapa  usulan  proyek  infrastruktur 
baik  yang  rutin  maupun  berkala,  yang  dibiayai  dari  DAK  dan  DAU 
tidak  dicantumkan.  Sebaliknya,  ada  beberapa  usulan  proyek  siluman 
(tanpa  melalui  forum  Musrenbang)  yang  dimasukkan  dalam  APBD 
2007-2008.  Padahal  untuk  akses  informasi  publik  selama  pembahasan 
APBD,  hampir  semua  masyarakat  di  Kabupaten  Bukikumba  mengakui 
bahwa  pembahasan  APBD  sudah  sangat  transparan,  karena  setiap 
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harinya  bisa  diikuti  melalui  siaran  langsung  di  Radio  Panritalopi, 
sebuah  radio  milik  pemerintahan  daerah  Bulukumba. 

"Pembahasan  anggaran  dan  renstra  dilaksanakan  secara  terbuka, 
publik  boleh  mengaksesnya  melalui  stasiun  radio  milik  pemerintah 
sehingga  semua  informasi  dapat  diketahui  masyarakat  pada  pengang- 
garan  program  dai\  jenis  program  yarig  ditetapkan.  Bukan  hanya  pada 
pembahasan  saja,  masyarakat  juga  diberi  mang  dalam  penyusunan 
anggaran  dalam  musrembang  di  tingkat  desa  yang  melibatkan  tokoh 
masyarakat,  tokoh  pemuda,  dan  tokoh  agama  setempat."^ 

Macetnya  pembahasan  penyusunan  APBD  Kabupaten  Bulukum- 
ba ditengarai  akibat  lemahnya  dukungan  anggota  legislatif  terhadap 
Pemerintahan  Daerah  Bulukumba.  Sementara  itu,  dalam  sistem 
demokrasi  dukungan  politik  sangat  penting  dalam  rangka  pelak- 
sanaan  pemerintahan  yang  efektif.  Hal  ini  ditambah  dengan  kapa- 
sitas  pemerintahan  daerah  yang  rendah  dalam  mengkomimikasikan 
rencana  pembangunan  yang  akan  diakomodasi  dalam  draf  APBD. 
Menumt  seorang  ahli  Administrasi  Negara,  Sadly  Abdul  Jabbar:  "Ke- 
terlambatan  penetapan  APBD  Kabupaten  Bulukumba  terjadi  akibat 
ruang  komunikasi  yang  tidak  efektif  antara  eksekutif  dan  legislatif. 
Dengan  demikian  faktor  komunikasi,  khususnya  komunikasi  infor- 
mal menjadi  salah  satu  penyebab  terlambatnya  penetapan  APBD  Ka- 
bupaten Bulukumba,  padahal  apabila  eksekutif  dan  legislatif  meru- 
pakan  mitra  maka  keterlambatan  tidak  perlu  terjadi.  Faktor  lainnya 
adalah  pendukung  dari  partai  politik  (Parpol)  yang  minoritas  yaitu 
hanya  sebanyak  6  dari  35  jumlah  anggota  parlemen  atau  sebanyak 
27%  suara  yang  berasal  dari  PDIP,  PKB,  dan  PBR.  Dengan  jumlah 
dukungan  Parpol  yang  minoritas,  maka  pemerintahan  akan  menjadi 
"pincang"  sehingga  jalannya  pemerintahan  menjadi  tidak  efektif"^. 

Komunikasi  politik  yang  dimaksud  dalam  konteks  ini  adalah: 

1)  kemampuan  kepala  daerah  dalan  menyamakan  platform  masing- 
masing  perwakilan  DPRD  dengan  platform  Bupati  sehingga  dapat 
mendorong  akselerasi  pembangunan  di  Kabupaten  Bulukumba, 

2)  kemampuan  menangkap  isu-isu  lokal  yang  berkembang,  dan  3) 


'  Hasil  wawancara  dengan  M.  Asdar,  Dosen  STKIP  Muhammadiyah  Bulukumba. 
'  Hasil  wawancara  dengan  Sadli  Abdul  Jabbar,  tanggal  3  April  2009. 
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pengetahuan  yang  tergambar  ketika  menjelaskan  programnya  dalam 
bentuk  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)l 
Dampak  buruk  dari  kemampuan  komunikasi  politik  yang  kurang 
baik  dari  Bupati  sehingga  mempengaruhi  implementasi  kebijakan 
di  tingkat  bawah.  Partai-partai  politik  yang  kalah  dalam  Pilkada 
melakukan  blocking  terhadap  program  pemerintahan  daerah  dengan 
melakukan  koalisi  untuk  membentuk  oposisi. 

Oleh  karena  itu,  komunikasi  yang  dilakukan  eksekutif  tidak  ber- 
jalan  dengan  efektif  terutama  dalam  menerima  masukan-masukan 
dalam  penyiisunan  APBD  sehingga  menghambat  penetapan  APBD. 
Situasi  ini  sudah  menjadi  hal  yang  rutin  di  Kabupaten  Bulukumba 
pasca  kepemimpinan  kepala  daerah  hasil  Pilkada.  Itulah  sebabnya 
sehingga  diperlukan  komunikasi,  informasi,  simplifikasi  dan  sinkro- 
nisasi  (KISS)  yang  baik  antara  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  penyn- 
sunan  APBD  di  Kabupaten  Bulukumba,  khusunya  unsur  pimpinan 
baik  di  eksekutif  maupim  di  DPRD  sebab  KISS  mempakan  prinsip- 
prinsip  manajemen  (Siagian).  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  pendapat 
Siagian  bahwa  inti  dari  administrasi  adalah  manajemen,  inti  dari 
manajemen  adalah  kepemimpinan,  inti  dari  kepemimpinan  adalah 
human  relation  dan  inti  dari  human  relation  adalah  pengambilan  kepu- 
tusan. 

Model  identifikasi  isu  atau  masalah  dalam  bentuk  usulan  pro- 
gram kegiatan  {agenda  setting)  yang  berlangsung  di  Kabupaten  Bulu- 
kumba dapat  dikategorikan  sebagai  agenda  yang  bersifat  sistematis 
seperti  disinggung  oleh  Cobb  dan  Edger.^  Menurut  Cobb  dan  Ed- 
ger  agenda  yang  bersifat  sistematis  jika  seluruh  isu  diakui  dan  men- 
dapat  perhatian  publik  termasuk  persoalan  yang  masuk  di  dalam 
yurisdiksi  pemerintah.  Pada  kasus  penyusunan  agenda  di  Kabupaten 
Bulukumba  tahap  ini  terjadi  di  dalam  kegiatan  Musrembang  karena 
baik  masyarakat  maupun  pemerintah  sama-sama  mengakui  pen- 
tingnya  setiap  isu  atau  masalah  diagendakan  dalam  bentuk  rencana- 
rencana  program.  Akan  tetapi,  dalam  proses  selanjuhiya  mengalami 


*  Hasil  wawancara  denngan  Murlir  Jeddawi,  tanggal  8  April  2009. 

»  Roger  W.  Cobb  and  Charles  D.  Edger,  1983,  "  Participation  in  American  Politics:  Tlie  Dina 
of  Agenda  Building",  Baltimore/London;  John  Hopkins  University  Press. 
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distorsi  sehingga  pada  saat  penetapan  rencana  kegiatan  yang  resmi 
mendapatkan  pembiayaan  dalam  APBD  terkuras  oleh  kepentingan 
lainnya. 

FORMULASI  KEBIJAKAN  PENYUSUNAN  APBD 

Proses  formulasi  kebijakan  mempakan  proses  pertukaran  kepent- 
ingan yang  terjadi  diantara  aktor  penentu  kebijakan  baik  menyangkut 
pertukaran  nilai-nilai,  kepentingan  atau  alokasi  sumberdaya.  Proses 
pertukaran  kepentingan  seringkali  disebut  juga  proses  politik  yang 
terjadi  diantara  para  aktor.  Draf  rencana  kebijakan  anggaran  berupa 
usulan  program  yang  akan  disahkan  ke  dalam  Peraturan  Daerah  dari 
pihak  eksekutif,  yang  terlihat  kurang  valid  di  mata  anggota  legislatif 
kemudian  diupayakan  untuk  mendapatkan  dukungan  legislatif.  Ba- 
gaimana  upaya  membangun  dukungan  sehingga  sebuah  masalah  di- 
adopsi  atau  dibuatkan  kebijakan  yang  dilakukan,  ditempuh  dengan 
berbagai  cara.  Padahal  kondisi  obyektif  dukungan  politik  dari  pihak 
legislatif  relatif  kecil,  sebagai  dampak  dari  terpilihnya  bupati  yang 
hanya  didukung  oleh  partai  kecil. 

Sementara  itu,  macetnya  pembahasan  penyusunan  APBD  Kabu- 
paten  Bulukumba  disebabkan  tidak  jelasnya  tujuan  dan  sasaran  dari 
setiap  agenda  kebijakan  yang  akan  diambil  dalam  bentuk  program 
sehingga  berimpUkasi  pada  lemahnya  dukungan  legislatif  terhadap 
pemerintahan  daerah  Bulukumba.  Dalam  sistem  pemerintahan  yang 
demokratis,  dukungan  politik  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  men- 
jalankan  pemerintahan  yang  efektif.  Kondisi  yang  terjadi  di  Kabupa- 
ten  Bulukumba  menunjukkan  bahwa  kapasitas  pemerintahan  daerah 
yang  rendah  dalam  mengkomunikasikan  rencana  pembangunan  yang 
akan  diakomodasi  dalam  draf  APBD.  Ada  dua  f aktor  yang  mempeng- 
aruhi  tidak  efektifnya  formulasi  kebijakan  yang  berlangsung  di  Kabu- 
paten  Bulukumba,  yaitu:  (1)  dukungan  politik  dari  parlemen  dan  (2) 
dukungan  birokrasi  yang  profesional. 

Di  samping  itu,  mengapa  seringkali  terjadi  deadlock  dalam  pem- 
bahasan rancangan  APBD,  apakah  karena  aktor  atau  pihak  yang 
terlibat  dalam  perumusan  kebijakan  kurang  memenuhi  kualifikasi? 
Aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  perumusan  kebijakan  secara  prinsip 
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telah  memenuhi  aspek  pendidikan  dan  pelatihan  yang  pemah  diikuti, 
kesesuaian  antara  diklat  dan  jabatan  yang  diduduki,  termasuk  peng- 
alaman  kerja  dan  jabatan.  Namun  demikian,  hanya  karena  ketidak- 
profesionalan  eksekutif  dalam  menyusun  program  dan  anggaran, 
dalam  arti  bahwa  tidak  adanya  ketidakkompakan  diantara  SKPD 
dalam  menyusun  RAPED,  maka  terjadi  deadlock.  Pendapat  ini  disam- 
paikan  oleh  Koordinator  Pernantau  Legislatif  (KOPEL)  Kabupaten 
Bulukumba  bahwa  "pada  proses  penetapan  APBD  terlihat  adanya 
ketidakprofesionalan  pihak  eksekutif  dalam  menyusun  program  dan 
anggaran,  padahal  hal  ini  dilakukan  setiap  tahun  dan  mempunyai 
sumber  daya  manusia  yang  memadai.  Ketidakkompakan  dari  SKPD 
dalam  menyiapkan  data-data  yang  dibutuhkan,  karena  program- 
program  yang  dilaksanakan  belum  terealisasi,  juga  menjadi  faktor 
penghambat.  Disamping  itu,  pihak  legislatif  tidak  membahas  APBD 
pada  tingkat  komisi,  yang  semestinya  dilakukan  terlebih  dahulu 
sehingga  pada  rapat-rapat  pembahasan  APBD  sudah  lebih  efektif. 
Faktor  lain  adalah  tim  anggaran  yang  hadir  dalam  rapat  pembahasan 
hanya  beberapa  orang  saja."^° 

INTERAKSI  DALAM  PENYUSUNAN  APBD 

Pada  proses  penyusunan  kebijakan  APBD  di  Kabupaten  Bulu- 
kumba faktor  anggaran  berpengaruh  dalam  proses  penyusunan  for- 
mulasi  kebijakan  yang  terbatas.  Sementara  itu,  kebutuhan  masyarakat 
tidak  terbatas.  Ketidakjelasan  jumlah  alokasi  anggaran  yang  pasti 
seringkali  menyebabkan  tertundanya  pembahasan  di  tingkat  DPRD. 
Demikian  pula  alokasi  anggaran  masing-masing  program  yang  di- 
usulkan,  kadangkala  tidak  relevan  sehingga  dianggap  mengada- 
ada  dan  tidak  efisien.  Kondisi  tersebut  di  atas,  juga  diperburuk  oleh 
kenyataan  bahwa  sebagian  anggota  legislatif  kurang  memiliki  penge- 
tahuan  yang  memadai  terkait  dengan  aspek  keuangan  sehingga  hasil 
pembahasan  draf  Perda  APBD  tidak  maksimal. 

'» Hasil  wawancara  dengan  A  Ayatullah,  Koordinator  Komisi  Pernantau  Legislatif  Kabupaten 
Bulukumba. 
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Implementasi  prinsip-prinsip  good  governance  dalam  penyusunan 
anggaran  daerah  menuntut  adanya  keterlibatan  dari  masyarakat. 
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  tahun  2006  menjelaskan 
bahwa  terdapat  6  prinsip  penyusunan,  yaitu:  (1)  partisipasi  masya- 
rakat, (2)  transparansi  dan  akuntabilitas,  (3)  disiplin  anggaran,  (4) 
keadilan  anggaran,  (5)  efisiensi  dan  efektifitas  dan  (6)  taat  azas. 
Dengan  demikian  mekanisme  penyusunan  anggaran  dengan  meli- 
batkan  partisipasi  masyarakat  memang  dibenarkan  menurut  Permen- 
dagri  Nomor  26/2006  sebagai  bentuk  mekanisme  bottom  up.  Konse- 
kuensi  logis  dari  model  kebijakan  yang  dirumuskan  melalui  meka- 
nisme bottom  up  menimtut  adanya  partispasi  publik  mulai  dari  tingkat 
perumusan,  penyusiman,  penetapan  dan  pengawasan.  Namun,  dalam 
konteks  perumusan  kebijakan  di  bidang  anggaran  di  Kabupaten 
Bulukumba,  pengaruh  partisipasi  masyarakat  tidak  dominan. 

Faktor  lain  yang  dianggap  oleh  Hayer,  Baumgartner  dan  Leech 
dapat  mempengaruhi  proses  formulasi  kebijakan,  yaitu  kelompok 
kepentingan.  Apakah  di  Kabupaten  Bulukumba  terdapat  kelompok 
kepentingan  yang  berkoalisi  untuk  mempengaruhi  proses  formulasi 
kebijakan?  Kelompok  kepentingan  yang  dimaksud  berpengaruh  da- 
lam formulasi  kebijakan  adalah  para  pelaku  usaha/bisnis.  Jenis  dan 
besaran  alokasi  anggaran  yang  menjadi  penting  bagi  pelaku  usaha 
karena  berpengaruh  terhadap  aktivitas  usahanya.  Di  Kabupaten 
Bulukumba  pengaruh  kelompok  bisnis  memang  sangat  susah  dibuk- 
tikan,  namun  indikator  lain  yang  dapat  dianalisis  untuk  mengukur 
keterlibatan  pelaku  bisnis  dalam  mempengaruhi  aktor  kebijakan  dapat 
ditelusuri  melalui  banyaknya  program-prorgram  yang  diusulkan, 
pada  dasamya  tidak  berasal  dari  usulan  masyarakat  tetapi  bersumber 
dari  kedua  aktor  kebijakan  yang  dominan  tersebut,  yaitu  eksekutif 
dan  legislatif. 

IMPLIKASI  KEBIJAKAN  PENYUSUNAN  APBD 

Keterlambatan  dalam  penyerahan  data  seperti  yang  dilakukan 
oleh  SKPD,  juga  merupakan  faktor  penyumbang  lambatnya  proses 
pembahasan  APBD  oleh  eksekutif  dan  legislatif.  Kondisi  ini  membuat 
APBD  seringkali  mengalami  keterlambatan  pengesahan  dari  jadwal 
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yang  sudah  ditentukan.  Ada  kesenjangan  dinamika  di  internal  legis- 
latif  dengan  eksekutif.  Legislatif  selaku  pihak  yang  cenderung  pasif, 
bersifat  menunggu  usulan  dari  eksekutif,  sedangkan  eksekutif  yang 
seharusnya  lebih  berinisiatif,  memiliki  kinerja  yang  buruk  dengan 
kurangnya  koordinasi  diintemal  eksekutif  (antar  SKPD).  Menumt 
Ketua  Partai  Bulan  Bintang  (PBB)  ''RAPBD  selama  ini  disahkan  belum 
sesuai  jadwal.  Ini  memang  sesuatu  yang  perlu  disikapi  bersama. 
Pihak  eksekutif  terlambat  menyerahkan  ke  legislatif.  Sebenamya  jika 
eksekutif  lebih  cepat  menyerahkan  ke  legislatif,  maka  pengesahannya 
pun  akan  cepat.  Kendalanya  antara  lain  ketika  legislatif  meminta 
data  ke  eksekutif,  mereka  lama  menyediakan  data".  Lebih  jauh  Ketua 
DPRD  Bulukumba  mengatakan  bahwa  "eksekutif  kurang  merespons 
laju  perkembangan  di  legislatif,  terutama  imtuk  penyusunan  anggaran 
sehingga  legislatif  hanya  mengendalikan  sendiri  dan  mensinkronkan 
kebijakan  dan  program  yang  diusulkan  oleh  eksekutif.  Jika  hal  ini 
tidak  dilakukan  oleh  legislatif,  maka  pembangiman  di  Kabupaten 
Bulukumba  tidak  akan  tercapai  "". 

Selain  faktor  kesenjangan,  dinamika  internal  antara  eksekutif  dan 
legislatif,  keterlambatan  pengesahan  APBD  juga  disebabkan  adanya 
tarik  menarik  kepentingan  {vested  interest)  secara  politik  ekonomi  oleh 
elite  politik,  baik  legislatif  maupun  eksekutif.  Hal  ini  terjadi  dalam 
proses  pengesahan  APBD  Tahun  Anggaran  2008.  Seharusnya  APBD 
Tahun  Anggaran  2008  sudah  bisa  disahkan  pada  Oktober  atau  paling 
lambat  31  Desember  2007  sehingga  awal  Januari  2008,  beberapa 
proyek  pembangunan  sudah  bisa  disahkan.  Akan  tetapi,  kenyataanya 
hingga  Februari  2008,  pembahasan  APBD  Tahun  Anggaran  2008 
masih  belum  tuntas. 

Akibat  keterlambatan  tersebut,  ketersediaan  anggaran  yang  ber- 
asal  dari  pemerintah  provinsi  dan  pusat  tidak  menjadi  perhatian 
yang  serius,  baik  oleh  anggota  dewan  maupun  eksekutif.  Terbukti 
persoalan-persoalan  vested  interest  politik  yang  dibungkus  dengan 
argumen  teknis  menjadi  penyebab  berlarut-larutnya  pembaliasan 
RAPBD  yang  berakibat  pada  keterlambatan  pengesahannya  menjadi 
APBD.  Dengan  demikian,  DAU  (Dana  Alokasi  Umum)  dan  DAK 


"  Wawancara  dengan  ketua  Partai  Bulan  Bintang  (PBB) ,  12  Desember  2009. 
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(Dana  Alokasi  Khusus),  yang  akan  dikucurkan  pemerintah  pusat 
kepada  pemerintahan  daerah  kabupaten  Bulukumba  mendapat  po- 
tongan  Departemen  Keuangan  sehingga  menyebabkan  tidak  hanya 
menambah  berkurangnya  alokasi  anggaran,  tetapi  juga  berimplikasi 
pada  semakin  tertundanya  program-program  pembangunan  yang 
sudah  mendesak  untuk  segera  dilaksanakan  dalam  rangka  membangun 
dan  mensejahterakan  masyarakat  Kabupaten  Bulukumba.  Lebih  jauh 
berimplikasi  pada  terjadinya  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi 
Kabupaten  Bulukumba. 

Implikasi  penetapan  APBD  tahun  anggaran  2007-2008  terhadap 
kinerja  pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  dapat  dilihat  melalui 
Peraturan  Daerah  No  7/Y/2007  dan  No  5/111/  2008  yang  menimjukkan 
bahwa  pada  tahun  2007  realisasi  dari  seluruh  program  yang  diang- 
garkan  temyata  hanya  sebesar  Rp  175.724.350.343,-  atau  82,14  persen 
yang  dapat  direalisasikan  dari  anggaran  Rp  213.925.545.483,-  atau 
terdapat  17,86  persen  yang  belum  tercapai  khusus  imtuk  urusan 
wajib.  Secara  rata-rata  urusan  wajib  terdiri  23  bidang  kewenangan 
pemerintahan  Kabupaten  Bulukumba,  bidang  Pekerjaan  Umum 
yang  mempakan  instansi  yang  terintegrasi  dengan  instansi  lainnya, 
mendapatkan  proporsi  terbesar  dari  pengeluaran  APBD,  yaitu 
sebesar  Rp  85.365.983.282,-  dan  terealisasi  Rp  58.840.647.729,-  atau 
68,93  persen. 

KESIMPULAN 

Masukan  kebijakan  penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  2007- 
2008  di  Kabupaten  Bulukumba  pasca  Pilkada  melalui  proses  pe- 
nyusunan yang  dimulai  dengan  tahapan  identifikasi  isu  atau  ma- 
salah  yang  dilakukan  melalui  dua  cara.  Pertama,  pihak  eksekutif 
melakukan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  (Musrenbang) 
yang  berlangsimg  dari  tingkat  desa,  kecamatan  dan  kabupaten. 
Penyelenggaraan  Musrenbang  kecamatan bertujuan  menginventarisasi 
prioritas  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun  berikutnya 
dan  merupakan  hasil  pengintegrasian  usulan  atau  identifikasi  pro- 
gram antara  SKPD  dan  masyarakat.  Hasil  pengintegrasian  program 
prioritas  selanjutnya  dibicarakan  di  tingkat  forum  SKPD.  Pada 
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forum  SKPD  dilakukan  verifikasi,  pengolahan  dan  penyajian  infor- 
masi,  terkait  prioritas  program  atau  kegiatan  serta  kemampuan 
pembiayaan  untuk  alokasi  pendanaan  yang  bersumber  dari  APBD 
kabupaten,  provinsi  dan  APBN.  Musrenbang  di  tingkat  kabupaten 
merupakan  kegiatan  yang  bersifat  koordinasi  dan  sinkronisasi 
usulan  perencanaan  pembangunan  serta  penentuan  skala  prioritas 
pembangunan  (penentuan  isu/masalah). 

Karena  itu,  Musrenbang  kabupaten  berkedudukan  sebagai  tahap 
imtuk  menemukan  kesepakatan  dan  komitmen  terhadap  setiap  usulan 
program.  Namun,  sebelum  kegiatan  Musrenbang  dilakukan,  pihak 
eksekutif  melalui  SKPD  yang  ada  melakukan  proses  pengidentifikasian 
isu/masalah  dalam  bentuk  rencana  program  yang  bersumber  dari 
pengejawentahan  RPJMD  Kabupaten  Bulukumba  periode  2005-2010. 
Kedua,  tahap  masukan  berikutnya  dilakukan  oleh  pihak  legislatif 
melalui  kegiatan  yang  disebut  menjaring  aspirasi  masyarakat  (Jaring 
Asmara).  Identifikasi  dalam  bentuk  usulan  program  yang  diperoleh 
anggota  legislatif  dari  para  konstituennya  dikoordinasi  dengan  pihak 
eksekutif  pada  saat  pembahasan  RAPED  (formulasi  kebijakan). 

Isu-isu  atau  masalah  berupa  daftar  usulan  program  yang  telah 
diidentifikasi  tersebut,  dilanjutkan  dengan  tahap  penyusunan  agen- 
da yang  dimaksudkan  sebagai  tahap  sinkronisasi  dan  sekaligus  pene- 
tapan  daftar  usulan  program  yang  dilakukan  secara  lintas  Satuan 
Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Hasil  sinkronisasi  program  yang 
merupakan  prioritas  alokasi  belanja  daerah  tersebut,  selanjutnya 
dibawa  ke  dalam  rapat  pembahasan  RAPED  dengan  pihak  legislatif 
(tahap  formulasi).  Pada  saat  tahap  formulasi  kebijakan,  Pemerintahan 
Kabupaten  Bulukumba  melakukan  sinkronisasi  program  dan  kegiatan 
dengan  pihak  legislatif  untuk  diformulasikan  menjadi  APBD,  kemu- 
dian  selanjutnya  ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah.  Dapat  di- 
simpulkan  bahwa  tahap  identifikasi  isu  atau  masalah  kemudian 
pengagendaan  masalah  yang  terjadi  dalam  kebijakan  pen)aisunan 
penganggaran  (APBD)  di  Kabupaten  Bulukumba  yang  terjadi  selama 
periode  2007-2008  merupakan  bentuk  pengidentifikasian  isu  atau 
masalah  yang  berasal  dari  tiga  sumber  dan  dua  arah.  Sumber  pertama 
berasal  dari  pihak  eksekutif  yang  berperan  menyusun  daftar  prioritas 
rencana  program  untuk  selanjutnya  disinkronisasikan  dengan  sum- 
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ber  kedua,  yaitu  masyarakat.  Sumber  ketiga  berasal  dari  legislatif 
di  mana  identifikasi  isu  atau  masalah  dilakukan  melalui  kegiatan 
menjaring  aspirasi  masyarakat  (Jaring  Asmara)  untuk  selanjutnya 
disinkronisasikan  derigan  draf  RAPED  yang  akan  dibahas  pada  tahap 
formulas!  kebijakan.  Dengan  demikian,  arah  pengidentifikasian  isu/ 
masalah  berasal  dari  dua  arah,  yaitu  dari  atas  ke  bawah  (top-down) 
dan  dari  bawah  ke  atas  (bottom-up). 

Sementara  itu,  proses  formulasi  kebijakan  penyusunan  APBD 
tahun  anggaran  2007-2008  pasca  Pilkada  berlangsung  dalam  dua 
tahap.  Pertama,  terjadi  pada  saat  pembahasan  antara  panitia  ang- 
garan (panggar)  DPRD  Kabupaten  Bulukumba  dengan  Tim  Ang- 
garan Pemerintah  Daerah  (TAPD)  ,  terkait  dengan  kebijakan  umum 
anggaran  (KUA).  Dalam  pembahasan  tersebut  dibicarakan  prinsip- 
prinsip  rencana  pembangunan  strategis  yang  berkorelasi  terhadap 
besaran  anggaran  daerah.  Kesepakatan-kesepakatan  yang  terjadi  da- 
lam pembahasan  KUA  untuk  periode  satu  tahun  kemudian  dikem- 
balikan  kepada  eksekutif  untuk  disosilisasikan  kepada  SKPD  masing- 
masing  melalui  surat  edaran  Bupati  Bulukumba.  Tindak  lanjut  dari 
hal  tersebut,  masing-masing  SKPD  membuat  platform  anggaran  yang 
akan  menjadi  draf  RAPBD. 

Kedua,  Panitia  Anggaran  kembali  melakukan  perhitungan  ulang 
terhadap  besaran  yang  dibuat  masing-masing  SKPD  untuk  dilakukan 
sinkronisasi  alokasi  anggaran.  Penyusunan  agenda  sampai  tahap 
formulasi  kebijakan  teridentifikasi  bahwa  aktor  yang  sangat  berperan 
dibalik  lahimya  kebijakan  penganggaran  (APBD)  ternyata  didominasi 
pihak  eksekutif  dan  legislatif.  Akibatnya,  rencana  program  yang 
tertuang  dalam  APBD  didominasi  oleh  program  yang  tidak  bersumber 
dari  aspirasi  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  prinsip  koordinasi,  integrasi, 
simplifikasi,  dan  sinkronisasi  (KISS)  baik  di  kalangan  SKPD,  maupun 
antara  pihak  eksekutif  dengan  unsur  DPRD  selama  proses  pembahasan 
APBD  tidak  berjalan  secara  efektif .  Termasuk  prinsip  konsistensi  yang 
menjadi  salah  satu  syarat  kebijakan  yang  baik  tidak  terpenuhi. 

Implikasi  kebijakan  penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  2007- 
2008  terhadap  kinerja  pemerintahan  di  Kabupaten  Bulukumba  pasca 
Pilkada  berdampak  pada  kurang  optimalnya  pencapaian  sasaran  yang 
sudah  ditetapkan  berdasarkan  visi-misi.  Berdasarkan  uraian  di  atas 
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dan  sesuai  dengan  kategorisasi,  serta  konstruksi  data  dan  informasi 
hasil  wawancara,  menunjukkan  bahwa  pada  tahapan  masukan  ke- 
bijakan  dan  agenda  politik  pertemuan,  tuntutan  dan  dukungan  politik 
warga  belum  optimal.  Hal  tersebut  karena  konsep  transparansi  dan 
konsistensi  dari  para  pelaku  komponen,  masukan  kurang  mendapat 
perhatian.  Transparansi  belum  menjadi  perilaku  aktual  dalam  komu- 
nikasi  antar  pelaku.  Demikian  pula  perilaku  konsistensi  terhadap 
pelaksanaan  Visi-Misi  dan  Tujuan  pemerintah  daerah  yang  tertuang 
dalam  Renstra  (Rencana  Strategis)  masih  rendah.  Tuntutan  dan  du- 
kungan dalam  mengoptimalkan  kapabilitas  ekstraktif  sumber  daya 
manusia,  sumber  daya  ekonomi  dan  sumber  daya  sosial  budaya  pun 
masih  kurang  konsisten  dengan  Renstra  pemerintah  kabupaten. 

Selanjutnya,  pada  proses  formulasi  kebijakan  penyusunan  APBD 
terdapat  fenomena  aktual  sebagai  berikut:  (1)  perilaku  aktor  internal 
dalam  deliberasi  rancangan  APBD  lebih  banyak  diwamai  oleh  ke- 
pentingan  pribadi  dan  partainya;  (2)  komunikasi  internal  dalam 
interaksi  eksekutif  dan  legislatif  secara  melembaga  kurang  efektif;  (3) 
intensitas  komunikasi  antara  aktor  dalam  dengan  konstituen  belum 
efektif;  (4)  konsistensi  prilaku  dan  komitmen  aktor  internal  terhadap 
Renstra  belum  juga  optimal;  (5)  akimtabilitas  politik  dan  akuntabilitas 
hukum  belum  sepenuhnya  dihayati  oleh  mereka  yang  menjadi  pelaku 
utama  dalam  proses  formulasi  kebijakan  APBD.  Dari  fenomena 
aktual  tersebut  temyata  bahwa  prinsip  konsistensi,  akuntabilitas  dan 
kepastian  hukum  belum  mewarnai  perilaku  aparatiir  pemerintah 
daerah  pasca  Pilkada  di  Kabupaten  Bulukumba. 

Akhimya,  kebijakan  APBD  sebagai  salah  satu  komponen  sis- 
tem  kebijakan  pemerintah  daerah  pasca  Pilkada,  belum  berhasil 
mendorong  peningkatan  kemandirian  daerah.  Kebijakan  APBD  da- 
lam implementasinya  juga  belum  mendukung  sepenuhnya  proses 
demokratisasi  lokal  di  Kabupaten  Bulukumba.  APBD  sebagai  fungsi 
legislasi  DPRD  seharusnya  mampu  meningkatkan  kapabilitas  eks- 
traktif, kapabilitas  regulatif  dan  kapabilitas  alokatif  pemerintah  dae- 
rah yang  justru  merupakan  indikator  peningkatan  eksesibilitas  dan 
peningkatan  keunggulan  kompetitif  pemerintah  daerah  dalam  proses 
demokratisasi. 
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Last  but  not  least,  konstruksi  hasil  penelitian  menyimpulkan  secara 
hipotetis  bahwa:  (1)  aktualisasi  perilaku  transparansi,  konsistensi, 
akuntabilitas  dan  kepastian  hukum  secara  terpadu  dalam  proses 
formulasi  kebijakan  per\yusiman  APBD  berimplikasi  pada  APBD  yang 
belum  mampu  mendorong  kemandirian  dan  demokratisasi  lokal  pada 
pemerintahan  kabupaten;  (2)  APBD  berimplikasi  kemandirian  dan 
demokratisasi  tergantung  pada  formulasi  kebijakan  yang  diwamai 
oleh  suasana  transparansi  dalam  interaksi  eksekutif  dan  legislatif, 
suasana  konsistensi  para  aktor  internal  dalam  proses  deliberasi 
agenda  kebijakan,  komitmen  akuntabilitas  aktor  internal  terhadap 
aturan  hukum  yang  sedang  berlaku  dan  efektifitas  komunikasi  aktor 
internal  dan  aktor  ekstemal  selama  berlangsungnya  proses  formulasi 
kebijakan  penyusunan  APBD  kabupaten. 

REKOMENDASI  KEBIJAKAN 

Di  bawah  ini  rekomendasi  kebijakan  dalam  proses  penyusunan 
dan  pembahasan  APBD: 

•  Kegiatan  Musrembang  hendaknya  tidak  hanya  sekedar  for- 
malitas  saja  tetapi  menjadi  tolok  ukur  program-program 
yang  akan  diagendakan  dan  bahkan  diputuskan  untuk  dilak- 
sanakan.  Karena  jika  kondisi  ini  terns  menerus  berlangsung, 
maka  akan  melemahkan  citra  pemerintah  sebagai  pengayom 
masyarakat,  dan  bahkan  lebih  jauh  akan  melemahkan  motiva- 
si  masyarakat  untuk  terus  menerus  terlibat  dalam  proses  pe- 
nyusunan program  padahal  sangat  dibutuhkan  oleh  mereka. 

•  Pemerintah  daerah  perlu  berupaya  keras  untuk  meningkat- 
kan  kualitas  sumber  daya  manusia,  sehingga  arus  tuntutan 
dan  dukungan  politik  senantiasa  "converge"  dalam  mengaktu- 
alkan  potensi  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  budaya  seba- 
gai masukan  berarti  dalam  formulasi  kebijakan  penyusunan 
APBD  kabupaten  Bulukumba.  Potensi  sumber  daya  manusia, 
sumber  daya  ekonomi  dan  sumber  daya  sosial-budaya  per- 
lu secara  terpadu  dan  terwujud  dalam  Renstra  dan  RPJMD 
yang  menjadi  kerangka  dasar  pencapaian  Visi,  Misi,  Strategi 
dan  tujuan  pemerintah  daerah. 
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•  Semua  pemangku  kepentingan  (stakeholders),  khususnya  pihak 
eksekutif  dan  DPRD  hendaknya  melaksanakan  dan  mening- 
katkan  koordinasi,  integrasi,  simplifikasi,  dan  sinkronisasi 
(KISS)  secara  efektif,  sehingga  kesalahpahaman  yang  sering- 
kali  terjadi  antara  aktor  yang  terlibat  dalam  proses  perumusan 
APBD  dapat  diminimalisir.  Di  samping  itu,  kebijakan  dan  pro- 
gram yang  akan  menjadi  pedoman  dasar  dalam  pelaksanaan 
pemerintahan,  pembangunan,  dan  pembinaan  kemasyarakat- 
an  tidak  terlambat  lagi. 

•  Pihak  elite  politik  (DPRD  dan  eksekutif)  tidak  terlalu  men- 
campuradukkan  antara  kepentingan  pribadi  {vested  interest) 
dengan  kepentingan  publik  dalam  pembahasan  APBD  karena 
hal  ini  justm  mengganggu  kelancaran  pembahasan  APBD. 

•  Perluasan  kerja  sama  pemerintah  daerah  dengan  calon  mi- 
tra  kerja  pada  tingkat  lokal,  nasional,  dan  intemasional  akan 
tergantung  pada  tingkat  kredibilitas  pemerintah  daerah,  baik 
secara  kolektif  maupim  secara  individual  dari  berbagai  unit 
atau  satuan  pemerintah  kabupaten.  Kredibilitas  pemerintah 
kabupaten  beserta  berbagai  satuan  perangkat  daerahnya  da- 
pat  ditingkatkan  melalui  langkah-langkah  strategis  sebagai 
berikut:  (1)  melaksanakan  pembangunan  politik  lokal  sesuai 
dengan  dinamika  perkembangan  sosial-ekonomi  daerah;  (2) 
peningkatan  kemampuan  akomodatif  pemerintali  kabupaten 
terhadap  tuntutan  pemangku  kepentingan  (stakeholders); 
(3)  peningkatan  keterampilan,  profesionalitas  dan  pelayanan 
aparatur  pemerintah  daerah  sehingga  dapat  meningkatkan 
efisiensi  dan  efektifitas  pengelolaan  sumber-sumber  daya 
potensial  daerah  kabupaten;  (4)  peningkatan  intensitas  pen- 
anganan  konflik  internal  dalam  rangka  menciptakan  saling 
menghargai  dan  kerja  sama  optimal  diantara  berbagai  kom- 
ponen  pelaku  kebijakan  pembangunan  daerah. 

•  Pemerintah  daerah  perlu  meningkatkan  intensitas  interaksinya 
dengan  pelaku  kebijakan  pada  level  pemerintahan  provinsi 
dan  pemerintahan  pusat  guna  meningkatkan  kemampuan  re- 
gulatifnya  dalam  formulasi  kebijakan  pada  tingkat  kabupa- 
ten. Akliialisasi  mekanisme  checks  and  balances  dalam  interaksi 
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eksekutif  dan  DPRD  dapat  diupayakan  melalui  tiga  langkah 
strategis,  yaitu:  (1)  aktualisasi  prinsip  transparansi,  konsis- 
tensi,  akuntabilitas,  dan  kepastian  hukum  dalam  manajemen 
pemerintahan  daerah;  (2)  strategi  peningkatan  kinerja  aksi  {ac- 
tion performance)  dan  kinerja  hasil  {results  performance),  dimana 
kinerja  aksi  ditandai  dengan  kuantitas  aktivitas  dan  kinerja 
hasil  ditandai  dengan  kualitas  produktivitas;  dan  (3)  strategi 
yang  berorientasi  pada  peningkatan  kredibilitas  pemerintah 
daerah,  kemandirian  pemerintah  daerah,  kemitraan  pada  ting- 
kat  nasional  dan  intemasional,  dan  peningkatan  kemampuan 
kompetitif  pemerintah  daerah. 
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Kampanye  dan  Kinerja  Mesin  Parpol 
dalam  Pilkada  di  Nusa  Tenggara  Timur 

Gregorius  Sahdan 


Kampanye  adalah  upaya  untuk  memperkenalkan  suatu  produk  kepada  konsumen 
(pemilih)  agar  mereka  mau  mcmbeli  produk  tersebut  berdasarkan  informasi-informasi 
yang  mereka  terima.  Kampanye  juga  dilihat  sebagai  usaha  untuk  mengepung  lawan 
dengan  taktik  dan  strategi  yang  tepat,  sistematis  dan  terencana.  Kampanye  adalah 
pertempuran  demokrasi.  Dalam  pilkada  diNusa  Tenggara  Timur  (NTT),  sebagaimana 
juga  dengan  pilkada  yang  terjadi  di  daerah  lainnya  di  Indonesia,  sepanjang  tahun 
2005  sampai  tahun  2008,  kampanye  memainkan  peran  yang  sangat  esensial. 
Kampanye  yang  digelar  dengan  serangkaian  strategi  mampu  membuat  pasangan 
Trans  Leburaya  dengan  Easthon  Feonay  keluar  sebagai  pemenang.  Tulisan  ini 
menyorti  sejauhmana  kampanye  yang  dilakukan  pasangan  ini,  mampu  membawa 
mereka  menjadi  pemenang  Pilkada  di  NTT  dan  apa  yang  membedakan  kampanye 
mereka  dengan  pasangan  Caspar  Parang  Ehok  dengan  Julius  Bobo,  dan  Ibrahim  A. 
Medah  dengan  Paulus  Moa. 


PENDAHULUAN 


Kampanye  yang  dilakukan  menjelang  penyelenggaraan  Pemi- 
lihan  Langsung  Kepala  Daerah  (Pilkada),  merupakan  salah  satu 
kuadran  demokrasi  di  aras  lokal  {local  democracy).  Kampanye  juga 
sangat  menentukan  kemenangan  pasangan  kandidat  yang  berkon- 
testasi  dalam  Pilkada.  Kampanye  sendiri  sering  didefenisikan  se- 
bagai pertarungan  komunikatif  dengan  menggelar  sederetan  pe- 
ristiwa  komunikasi  yang  dilaksanakan  berdasarkan  rencana  dan 
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yang  memiliki  tujuan  ganda.  Di  satu  sisi,  kampanye  bertujuan  untuk 
meyakinkan  pemilih  agar  memilih  kandidat  yang  mereka  kenal,  ber- 
kualitas  dan  dianggap  mampu  memperjuangkan  aspirasi  pemilih. 
Tetapi  di  sisi  yang  lain,  kampanye  berusaha  mengalahkan  lawan 
dengan  menjejali  pemilih  sederetan  daftar  program  dan  isu  strategis 
yang  akan  diperjuangkan. 

Kampanye  ibarat  tentara  yang  berperang  menggunakan  dua 
pedang  sekaligus  melindungi  bawahan  di  belakang  dan  menghadapi 
musuh  dari  depan.  Di  Jerman  sebagai  salah  satu  negara  demokrasi 
di  dunia  dan  juga  di  negara-negara  demokratis  lairmya  (Amerika 
Serikat,  Inggris,  Kanada,  Australia,  Perancis,  dan  sebagainya),  kam- 
panye digelar  dengan  serangkaian  model  yang  secara  efektif  dapat 
mempengaruhi  pilihan  pemilih  di  dalam  Pilkada  antara  lain:^ 

Pertama,  Benchmark  Poll  Campaign:  yaitu  jajak  pendapat  yang  leng- 
kap  dan  mendasar  tentang  citra,  tema  dan  komposisi  para  pemilih 
sebelum  mulainya  kampanye.  Benchmark  Poll  Campaign  merupakan 
ukuran  mendasar  untuk  serangkaian  kegiatan  kampanye  yang  akan 
sangat  menentukan  basis  pemilih  dan  peta  kecenderungan  pilihan 
pemilih  dalam  Pilkada.  Benchmark  Poll  akan  menjadi  pegangan 
kandidat  untuk  mengetahui  apakah  dia  berkampanye  di  daerah 
lawan  atau  di  daerah  basisnya.  Cara-cara  kampanye  di  daerah  la- 
wan,  sangat  berbeda  dengan  model  kampanye  di  daerah  basis. 
Di  daerah  lawan  para  kandidat  hams  mengeluarkan  energi  lebih 
banyak.  Ini  terjadi  karena  di  daerah  lawan  para  kontestan  dituntut 
untuk  menarik  simpati  pemilih,  tetapi  di  daerah  basis,  para  kontestan 
hanya  berusaha  mempertahankan  loyalitas  pemilih,  mengantisipasi 
adanya  flying  voters  atau  memelihara  dukungan  pemilih  dengan  tetap 
menjaga  hubungan  emosional  dengan  pemilih  supaya  tetap  loyal. 


'  lihat:  http://www.politik-digital.de/e-democratie/hintergrund/toobox.shtinD.  Ada  banyak  jenis 
model  kampanye  yang  kita  bisa  pelajari  di  sini.  Tetapi  beberapa  model  yang  dikutip  di  sini, 
hanyalah  beberapa  varian  yang  bisa  dijadikan  rujukan  unliik  konteks  pilkada/pemilu  di  In- 
donesia, terutama  untuk  Pilkada  NTT.  Lihat  juga:  Brian  J.  Brox  dan  Daron  R.  Show:  Political 
Parties,  American  Campaigns  and  Effects  on  Outcomes,  David  M.  Farrell:  Political  Campaigns  in  a 
Changing  Campaign  Environment  dalam  Handbook  of  Political  Parties,  Sage  Publications,  Lon- 
don, 2006,  hal.,  146  dan  122. 
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Kedua,  Canvassing  Campaign:  suatu  model  strategi  kampanye  tra- 
disional  yang  dilaksanakan  di  jalan-jalan  umum.  Di  daerah  pemilihan 
tertentu,  para  pelaksana  canvassing  berjalan  dari  rumah  ke  rumah 
dan  menyanyakan  kepada  pemilih  tentang  kecenderungan  pilihan 
mereka.  Para  pelaksana  canvassing  akan  membujuk  para  pemilih  yang 
masih  belum  yakin  dengan  pilihan  mereka  dan  pemilih  yang  sudah 
menetapkan  piliharmya  dimobilisasi  sebelum  hari  Pilkada.  Model  ini 
lebih  efektif  untuk  membangun  ikatan  emosional  yang  kuat  antara 
kandidat  yang  bertarung  dalam  Pilkada/Pemilu  dengan  konstituen 
atau  pemilih. 

Ketiga,  Chaining  Campaign:  kampanye  komunikasi  estafet  yang 
dilakukan  dalam  bentuk  menelpon  pemilih  agar  mempertahankan 
pilihan  mereka.  Strategi  ini  juga  dilakukan  dengan  cara  menelpon 
media  massa  bahwa  kandidat  yang  mereka  dukung,  akan  mendapat 
apresiasi  dari  mayoritas  pemilih.  Chaining  campaign  dilakukan  secara 
sistematis,  rutin  dan  fokus  dalam  upaya  mempengaruhi  pemilih  agar 
pemilih  memiliki  kesadaran  bahwa  piliharmya  tidak  akan  jatuh  ke 
kandidat  lain  yang  ia  tidak  kenal.  Model  ini  memang  membutuhkan 
energi  dan  biaya  yang  lebih  besar,  tetapi  sangat  efektif  dalam  mem- 
bangun keyakinan  pemilih  pada  kandidat  yang  disukainya. 

Keempat,  Cruise  Control  Strategy  Campaign:  sebuah  strategi  untuk 
mengorganisir  aksi-aksi  pers,  iklan  dan  poster  selama  jangka  waktu 
tertentu  yang  panjang.  Cruise  control  strategy  campaign  mengatur  agar 
aksi-aksi  tersebut  akan  tetap  tampil  seragam,  baik  dalam  bentuk 
maupun  intensitasnya.  Strategi  ini  penting  untuk  menyeragamkan 
penampilan  kandidat  di  muka  umum  dan  penting  juga  bagi  kandidat 
agar  mempertahankan  reputasinya. 

Kelima,  Debate  Campaign:  sangat  baik  dilakukan  melalui  media 
elektronik  seperti  TV,  Radio  dan  sebagainya.  Masing-masing  kandidat 
mencoba  mempromosikan  visi,  misi,  program  dan  strategi  mereka 
unhik  memperoleh  dukungan  pemilih  yang  lebih  luas. 

Keenam,  Direct  Mail  Campaign:  surat  langsung  yang  dikirimkan 
kepada  calon  pemilih  melalui  email,  surat  langsung  ke  alamat  pemilih 
atau  melalui  pos  dengan  menggunakan  kartu  pos.  Direct  mail  campaign 
sangat  penting  untuk  membangun  komunikasi  dan  hubungan  kede- 
katan  antara  kandidat  dengan  pemilih.  Penulisan  surat  ditujukan 
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kepada  pemilih  tertentu  saja  atau  secara  umum  kepada  setiap  pemilih. 
Surat  langsung  dapat  menjadi  kampanye  yang  paling  efektif  dalam 
mempengaruhi  emosi  pemilih.  Komimikasi  melalui  surat  langsung 
dapat  dilakukan  untuk  pengumpulan  dana  (fundraising)  atau  untuk 
promosi  program  yang  akan  dijadikan  kebijakan  jika  terpilih. 

Ketujuh,  Get  out  the  Vote  (GOTV)  Campaign:  kampanye  mobilisasi 
di  hari  Pilkada  dengan  menggunakan  berbagai  media,  aksi  telpon  dan 
komunikasi  langsung  agar  para  pemilih  tidak  lupa  untuk  memilih. 
Strategi  ini  sangat  penting,  terutama  apabila  partisipasi  pemilih 
rendah,  terdapat  banyak  pemilih  pemula  dan  adanya  peluang  pemilih 
terbang  atau  flying  voters  yang  dalam  waktu  singkat  bisa  berpindah 
ke  kandidat  yang  lain. 

Kedelapan,  Grassroots  Campaign:  kampanye  langsung  ke  akar  rumput 
dengan  cara  masuk  ke  daerah  basis  pemilih,  menggelar  pertemuan 
dengan  masyarakat,  berkunjung  door  to  door  atau  dari  rumah  ke 
rumah,  mengadakan  diskusi  dengan  masyarakat  dan  sebagainya. 
Kunjungan  ke  akar  rumput  akan  memunculkan  pandangan  bahwa 
sang  kandidat  "lebih  dekat"  dengan  rakyat. 

Kesembilan,  Grasstops  Campaign:  model  kampanye  dengan  cara 
mengidentifikasi,  mengajak  dan  memobilisasi  para  opinion  leader 
(pemimpin  nonformal  yang  mempengaruhi  opini  publik)  dan  fung- 
sionaris  partai  di  kelompok  sasaran.  Grasstops  dianggap  dapat  men- 
jadi multiplikator  yang  bisa  menyebarluaskan  visi,  misi  dan  program 
kandidat  yang  bersangkutan  agar  dipilih  oleh  pemilih  dalam  pil- 
kada. 

Kesepuluh,  Negative  Campaign:  model  kampanye  yang  menyerang 
lawan  dengan  menyebarkan  informasi  negatif  tentang  perilaku, 
latar  belakang  dan  posisinya.  Informasi  ini  disampaikan  berulang- 
ulang.  Kampanye  disertai  dengan  riset  dan  dokumentasi  tentang 
lawan  politik.  Kampanye  negatif  kadang-kadang  berbahaya  dan  bisa 
dianggap  sebagai  kampanye  yang  paling  kotor,  karena  melanggar 
hak-hak  konstitusional  lawan  politik. 

Kesebelas,  Sprint  Strategy  Campaign:  strategi  promosi  yang  dimulai 
dengan  membuka  kampanye  dengan  kegiatan  yang  semarak  dan 
mengakhirinya  juga  dengan  kegiatan  yang  semarak  pula.  Strategi  ini 
cocok  untuk  calon  yang  belum  begitu  terkenal.  Kampanye  ini  disertai 
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dengan  mempublikasikan  kandidat  melalui  poster,  stiker,  iklan, 
kalender  dan  sebagainya,  agar  kandidat  yang  bersangkutan  mudah 
diingat  dan  dikenal  pemilih. 

Keduabelas,  Tracking  Poll  Campaign:  model  jajak  pendapat  yang 
dilaksanakan  pada  akhir  kampanye  dengan  tujuan  untuk  mengetahui 
kecenderungan  pilihan  pemilih.  Biasanya  digunakan  sebagai  strategi 
untuk  mempengaruhi  pemilih  bahwa  pilihan  mereka  terhadap 
kandidat  tersebut  tidak  salah,  karena  mayoritas  pemilih  lain  juga 
memilih  kandidat  yang  bersangkutan. 

Ketigabelas,  War  Room  Campaign:  ruang  pusat  kampanye  yang 
bertujuan  imtuk  menyerang  lawan  politik  dengan  memberikan  pan- 
dangan  altematif  atau  mengkritik  pendapat  lawan  politik  melalui 
internet,  telpon  dan  media  massa.  Dari  ruang  ini  juga,  seluruh  jaringan 
kerja  kampanye  kandidat  dikendalikan  dan  dipantau  dengan  sangat 
ketat. 

David  Horowitz  yang  pada  tahun  1970-an  menjadi  idola  kalangan 
kiri  radikal  di  Amerika,  yang  menilai  kampanye  politik  sebagai  art 
of  political  war.  ^  Horowitz  memmuskan  dalam  enam  prinsip  art  of 
political  war,  yaitu:  (1)  politik  adalah  perang  dengan  peralatan  lain; 
(2)  politik  adalah  perang  memperebutkan  posisi  {war  of  position);  (3) 
dalam  politik  yang  menang  biasanya  adalah  sang  agresor;  (4)  posisi 
didefenisikan  dengan  ketakutan  dan  harapan;  (5)  senjata  politik 
adalah  simbol-simbol  ketakutan  dan  harapan;  (6)  kemenangan  selalu 
berada  di  pihak  rakyat. 

Tulisan  ini  secara  khusus  menguraikan  kampanye  dalam  Pilkada 
di  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  2008,  sekaligus  mencari  jawaban 
apakah  mesin  partai  benar-benar  efektif  bekerja  dalam  kampanye 
tersebut,  mengingat  bahwa  dari  sejumlah  Pilkada  di  lebih  dari  400- 
an  daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  sepanjang  2005  sampai  2008, 
menunjukkan  tidak  adanya  kinerja  mesin  partai  yang  efektif  dalam 
kampanye  Pilkada. 


^  Lihat  Friedrich  Naumann  Stiftung:  Strategi  Politik  dan  Penerapannya— Conloh  Kampanye 
Pemilu  Jerman  2002,  Bagian  1  dari  3  bagian,  "Persiapan  Pemilu— Sebuah  Pengantar",  Jakarta, 
2008. 


594 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  38,  No.  4,  2009:  589-614 


KAMPANYE  KANDIDAT  DALAM  PILKADA  DI  NTT 

Hasil  Pilkada  NTT  2008  menunjukkan  bahwa  pasangan  Frans 
Lebu  Raya  -  Esthon  L  Foenay  (Fren)  keluar  sebagai  pemenang;  men- 
jadi  Gubemur  dan  Wakil  Gubemur  NTT  terpilih  periode  2008-2013.3 
Kemenangan  pasangan  ini,  dapat  dibaca  sebagai  bukti  bahwa  mereka 
berkampanye  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  pasangan  yang 
lainnya.'^  Janh  sebelum  pemungutan  suara  Pilkada  digelar,  pasangan 
Fren-Esthon  telah  menggelar  serangkaian  model  kampanye.  Di  an- 
taranya  adalah  Benchmark  Poll  Campaign  yang  dilakukan  dengan 
menggunakan  jasa  lembaga  penelitian.  Hasil  awal  Benchmark  Poll 
yang  dilakukan  oleh  Lingkar  Survey  Indonesia  (LSI)  menunjukkan 
bahwa  pasangan  Fren-Esthon  akan  mengungguli  dua  pasangan  yang 
lainnya:  Medah-Moa  (Tulus)  dan  Ehok-Bobo  (Gaul)  dengan  prosentase 
42%  untuk  Fren,  38%  untuk  Gaul  dan  32%  untuk  Tulus.  Hasil  polling 
LSI  mi  digunakan  sebagai  bahan  kampanye  oleh  Fren  dan  disebarkan 
melalui  berbagai  media,  terutama  melalui  SMS.  Hal  ini  cukup  efektif, 
karena  temyata  hasil  Pilkada  NTT  menunjukkan  bahwa  pasangan 
Fren,  lebih  unggul  dibandingkan  pasangan  yang  lainnya.^ 

Frans-Esthon  juga  melakukan  canvassing  campaign  terutama  ter- 
hadap  kelompok-kelompok  strategis  di  NTT  seperti  para  pemangku 
kepentingan  di  lingkungan  gereja,  birokrasi,  partai  politik,  LSM  dan 


^  Setelah  mengesahkan  tata  tertib  pleno,  KPU  NTT  menerbitkan  tiga  keputusan,  pertama,  berita 
acara  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara  sah  masing-masing  calon.  Dalam  berita  acara  den- 
gai\  nomor  71/BA/KPUA'l/2008  ini,  Fren  meraih  772.030  suara  (bukan  772.032,  red),  disusul 
Tulus  dengan  711.116  suara  dan  Gaul  memproleh  584.082  suara.  Kedua,  berita  acara  No.  72/ 
BA/KPUA^/2008  tentang  penetapan  Paket  Fren  sebagai  pemenang.  Setelah  itu,  KPU  NTT  men- 
geluarkan  Keputusan  Nomor  32  Tahun  2008  tentang  penetapan  Drs.  Frans  Lebu  Raya  -  Ir.  Est- 
hon L  Foenay  sebagai  Gubemur  dan  Wakil  Gubemur  NTT  terpilih  periode  2008-2013.  Baca  Pos 
Kupang,  Jimi  2008. 

Dalam  konteks  tertentu  efektivitas  ini  masih  perlu  diuji  dan  diperiksa  juga  dalam  relasinya 
dengan  kinerja  mesin  partai.  Sekedar  menjadi  catatan  bahwa  PDI-P  Provinsi  di  NTT  diken- 
dalikan  sendiri  oleh  Frans  Lebu  Raya,  sehingga  bangunan  loyalitas  dari  basis  pendukung  di 
bawahnya  akan  sangat  tergantung  pada  Lebu  Raya,  terutama  dalam  hal  reward  and  puttsihment 
dimana  Lebu  Raya  memiliki  otoritas  untuk  itu. 
^  Tentang  Benchmark  Poll  Campaign  yang  dilakukan  oleh  Lingkar  Survey  Indonesia  ini,  sempat 
memunculkan  keinginan  gugatan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  Gaul.  Yulius  Bobo  yang  ber- 
pasangan  dengan  Caspar  P.Ehok  pada  waktu  itu  mengatakan  bahwa  beliau  sangat  tidak  puas 
dengan  kerja-kerja  dari  lembaga  survei  yang  ada  di  NTT,  temtama  LSI  yang  telah  menjadikan 
hasil  survei  tersel?ut  sebagai  bahan  kampanye  Fren  (Wawancara  dengan  Yulis  Bobo  via  telpon 
tanggal  14  Juni  2008). 
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sebagainya  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  meyakinkan  ke- 
lompok-kelompok  strategis  tersebut  bahwa  Fren-Esthon  layak  men- 
jadi  Gubemur  NTT.  Sementara  Tim  Suksesnya  yang  dikendalikan 
langsung  di  bawah  PDI-P,  terus  menerus  melakukan  chaining  campaign 
dengan  menggelar  komunikasi  yang  efektif,  tidak  hanya  kepada 
pemilih  yarig  sebelumnya  menjadi  basis  dukungan  bagi  Medah-Moa 
dan  Ehok-Bobo,  tetapi  juga  terhadap  para  intelektual  dan  tim  sukses 
dari  kedua  pasangan  tersebut. 

Hasilnya,  terjadi  fragmentasi  di  dalam  tim  sukses  Tulus  dan  Gaul 
yang  ditunjukkan  oleh  tidak  adanya  soliditas,  integrasi  dan  efektivitas 
dalam  mengarahkan  kampanye  mereka  untuk  memenangkan  pertem- 
puran.  Dampak  chaining  campaign  yang  dilakukan  oleh  Fren-Esthon 
terhadap  Medah-Moa  dan  Ehok-Bobo,  gejalanya  sudah  mulai  muncul 
jauh  sebelum  tahapan-tahapan  Pilkada  digelar  KPUD.  Fren-Esthon 
melakukan  komimikasi  estafet  dengan  basis-basis  pemilih  Medah- 
Moa  dan  Ehok-Bobo  dengan  menyebarkan  isu  bahwa  pasangan 
Medah-Moa  tidak  "bersih  diri"  atau  terkait  dengan  kasus  korupsi 
yang  belum  tuntas  diadili,  sementara  kepada  basis  Ehok-Bobo,  mereka 
menyebarkan  isu  bahwa  Gaspar  Ehok  "terlalu  tua"  untuk  diandalkan 
sebagai  pemirnpin  NTT. 

Strategi  chaining  campaign  dilengkapi  dengan  strategi  cruise  control 
strategy  dengan  mengontrol  dan  mengendalikan  pers,  terutama  Pos 
Kupang^  yarig  dengan  gencar  menjadi  corong  pasangan  Fren-Esthon. 
Cruise  control  strategy  yang  paling  keras  dilakukan  terhadap  pasangan 
Medah-Moa,  dimana  pasangan  ini  diisukan  sebagai  pelaku  korupsi. 
Terdapat  sedikitnya  10.000  stiker  berukuran  20x20  cm  dan  disebarkan 
di  20  Kabupaten/Kota  di  NTT  dengan  tulisan  yang  berisi  ajakan  kepada 
warga  untuk  tidak  mencoblos  tanda  gambar  pasangan  tersebut  pada 
pemungutan  suara  14  Juni  2008.  Alasannya  pasangan  yang  diusung 
Partai  Golkar  itu  mendukung  kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak 
(BBM)  yang  diumumkan  pemerintah  akhir  Mei  2008  dan  terlibat  dalam 


*  Pos  Kupang  adalah  satu-satunya  media  cetak  terbesar  di  NTT  dengan  basis  pembaca  yang 
umumnya  kelas  menengah  perkotaan.  Media  cetak  ini  merupakan  pusat  informasi  bagi  kelas 
menengah  dan  terutama  kaum  intelektual  di  NTT.  Di  samping  itu  ada  juga  media  cetak  lain- 
nya  seperti  Timor  Expres,  tetapi  media-media  cetak  yang  lain  ini  belum  bisa  menandingi  Pos 
Kupang,  khususnya  di  kalangan  intelektual  NTT. 


596 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  38,  No.  4, 2009: 589-614 


kasus  korupsi.  Isu  korupsi  yang  menghantam  Tulus  mempengaruhi 
deskripsi  pemilih  terhadap  pasangan  ini.  Disamping  isu  korupsi 
yang  menghantam  Medah-Moa,  pasangan  ini  juga  terkena  isu  yang 
beredar  lewat  sms  akan  membangun  Pondok  Pesantren  terbesar  di 
Asia  Tenggara  yang  terletak  di  Kecamatan  Kupang  Barat,  Kabupaten 
Kupang.^  Terhadap  isu-isu  tersebut,  gerakan  pressure  tandingan  yang 
dilakukan  Medah-Moa,  tidak  cukup  efektif  mematahkan  eskalasi 
penyebaran  isu  Fren  yang  kemudian  menurunkan  reputasinya  di 
kalangan  pemilih  loyalis. 

Cruise  control  strategy  yang  dilakukan  terhadap  pasangan  Ehok- 
Bobo  dengan  cara  menyebarkan  isu  "terlalu  tua"  untuk  menjadi 
Gubemur  NTT.  Strategi  ini  gencar  dilakukan  melalui  media  massa 
cetak,  terutama  Pos  Kupang  dan  Timor  Expres.  Terhadap  strategi 
ini,  Gaul  hanya  melakukan  counter  attack  dengan  cara  menimpali  apa 
yang  dilontarkan  pasangan  Fren-Esthon.  Melalui  Ketua  Koalisi  Abdi 
Flobamora,  John  R.  Dekresano  dan  Elias  Ludji  Pau,  cap  tua  dijawab 
dengan  cara  yang  sangat  santun:  "Kalau  ada  calon  yang  muda,  itu 
hanya  umumya  saja".^  Disamping  itu,  cruise  control  strategy  yang  dila- 
kukan oleh  Fren-Esthon,  di-counter  attack  oleh  pasangan  Gaul  dengan 
memberikan  wacana  tandingan.  Gaul  dideskripsikan  sebagai  kandidat 
yang  paling  bersih,  berkualitas,  berprestasi  dan  tegas,  sebagaimana 
digambarkan  oleh  tim  suksesnya:  Daniel  Hurek  dan  Ludji  Pau;  "Saya 
tak  pemah  dengar  Pak  Gaspar  berumsan  dengan  polisi  karena  mencuri 
uang  rakyat.  Saya  tak  pernah  mendengar  Pak  Gaspar  membawa  uang 
rakyat  dari  kantor  ke  rumah  untuk  kepentingan  pribadinya".^ 

Di  sisi  yang  lain,  kekalahan  Tulus  dan  Gaul  juga  dipicu  oleh  ku- 
rangnya  ruang  debate  campaign  yang  dilakukan  oleh  masing-masing 
pasangan  tersebut  berhadapan  langsimg  dengan  pasangan  lainnya. 
Satu-satunya  debat  yang  pemah  mereka  lakukan  melalui  TVRI  NTT, 
dimana  nampak  sekali  bahwa  wacana  yang  dikembangkan  oleh  Fren 


^  Isu  pembangunan  Pesantren  terbesar  di  Asia  Tenggara  yang  dilemparkan  kepada  pasangan 
Medah-Moa,  berdasarkan  hasil  diskusi  penulis  dengan  beberapa  teman  di  dalam  birokrasi 
Pemda  NTT  tanggal  11  Juni  2008,  temyata  sengaja  ditiupkan  oleh  orang-orang  birokrasi  yang 
memasang  badan  untuk  Frans-Esthon,  karena  adanya  iming-iming  jabatan  yang  bisa  diperoleh 
dengan  mudah  setelah  Frans  Lebu  Raya-Esthon  Feonay  menjadi  Gubemur-Wakil  Gubemur. 

'  Baca  lengkapnya  dalam  Pos  Kupang,  2  Juni  2008. 

'  Baca  lengkapnya  dalam  Pos  Kupang,  2  Juni  2008. 
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kalah  jauh  dibandingkan  dengan  wacana  yang  dikembangkan  oleh 
Gaul  dan  Tulus.  Gaul  bahkan  memiliki  wacana-wacana  yang  cerdas, 
berlian  dan  rasional.  Beberapa  wacana  yang  dikembangkan  oleh  Gaul 
adalah  NTT  MAS  (Makmur,  Adil  dan  Sejahtera)  adalah  pemberantasan 
korupsi,  dan  refromasi  birokasi.  Sementara  Tulus  mewacanakan 
pendidikan  gratis  dan  kesehatan  gratis.  Fren  sendiri  mewacanakan 
program  yang  disebutiiya  "anggur  merah"  atau  anggaran  untiik  rakyat 
menuju  sejahtera  meliputi  kegiatan  pengentasan  kemiskinan,  pendi- 
dikan dan  kesehatan  gratis,  serta  perluasan  lapangan  kerja,  sebagai 
copy  paste  dari  rumusan  program  pemerintah  secara  nasional. 

Terhadap  program  ini  Fren  menjanjikan  akan  merekrut  sedikitnya 
15.000  tenaga  kerja  bam  tiap  tahun,  sesuatu  yang  tak  masuk  akal  untuk 
kategori  NTT.  Berdasarkan  fakta  yang  ada  di  NTT  dan  sebagaimana 
hasil  penelitian  lembaga  Transparansi  Intemasional  Indonesia  (2009), 
NTT  dikategorikan  sebagai  daerah  nomor  satu  terkorup  di  Indonesia 
dari  50  daerah/kota  yang  dijadikan  sampel  dengan  indeks  korupsi 
paling  rentan  yaitu  2,97.  Felaku  korupsi  yang  paHng  besar  adalah 
birokrasi.^°  Berdasarkan  realitas  tersebut,  maka  program  yang  paling 
layak  dan  rasional  untuk  NTT  adalah  pemberantasan  korupsi  dan 
reform  a  si  birokrasi." 

Model  Direct  Mail  Campaign  digunakan  oleh  masing-masing 
kandidat  Fren,  Tulus  dan  Gaul  dalam  wujud  yang  formal,  misalnya 
menyurati  pemimpin-pemimpin  partai  di  bawahnya  (DPC  dan  Ran- 
ting) untuk  tidak  memilih  kandidat  lain  dalam  pilkada.  Surat-surat 
ini  hanya  nampak  sebagai  instruksi,  sementara  surat  yang  mencoba 
membangun  hubungan  emosional  yang  kuat  antara  kandidat  de- 
ngan basis  pemilih  mereka,  hampir  pasti  tidak  dilakukan.  Fren  diun- 
tungkan  oleh  posisinya  sebagai  incumbent  Wakil  Gubemur  yang  me- 
miliki kesempatan  lebih  banyak  dan  tentu  saja  dengan  dukungan 
fasilitas  dan  dana  pemerintah  yang  memadai  dalam  membangun 
hubungan  emosional  dengan  konstituen.  Gaul  dengan  begitu  masif 
menerima  sms  yang  berisi  pesan  dan  informasi  yang  diperoleh,  tidak 


'»  Kompas,  22  Januari  2009. 

"  Lihat  Kompas,  12  Mei  2008.  Di  sini  Gaul  melakukan  "bunuh  diri  politik"  karena  mengkampa- 
nyekan  reformasi  birokrasi  sama  dengan  mengajak  perang  dengan  birokrasi  yang  korup. 
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hanya  yang  berasal  dari  luar  lingkaran  tim  suksesnya,  tetapi  juga 
langsung  dari  basis  pemilih.  Tetapi  informasi  dan  pesan-pesan  yang 
masuk,  jarang  direspons  dengan  cepat,  karena  lingkaran  dalam  tim 
sukses  Gaul  kurang  cekatan  dan  tidak  responsif  menerima  informasi 
dan  pesan-pesan  penting  yang  berhubungan  dengan  reputasi  dan 
kredibilitas  mereka  berhadapan  dengan  kontestan  yang  lain. 

Ini  memang  salah  satu  kelemahan  tim  sukses  Gaul  yang  tidak 
diantisipasi  dengan  baik,  karena  sejak  awal  tim  sukses  Gaul  di- 
paksa  untuk  menghabiskan  energi  yang  sangat  banyak  untuk  lolos 
verifikasi  KPUD,  karena  adanya  "politik  pengganjalan"  yang  dila- 
kukan  oleh  pasangan  Beimy  K.  Harman-Alfred  Kasse  (Harkat)  dan 
Alfons  Leomau-Frans  Salesman  (Amsal).^^  Politik  pengganjalan  yang 
dilakukan  oleh  pasangan  ini  terhadap  Gaul,  disamping  dilatari- 
belakangi  oleh  problem  politik  masa  lalu/^  juga  diduga  disebabkan 
oleh  ekspansi  strategi  Fren  untuk  menghancurkan  kredibilitas  Gaul 
di  hadapan  pemilih  setianya.  Bagaimanapun,  Gaul  dipandang  sebagai 
ancaman  yang  sangat  besar  bagi  kemenangan  Fren,  disamping  ka- 
rena latar  belakang  politiknya  yang  memiliki  track  record  yang  baik, 
juga  pasangan  ini  memiliki  kharisma  tersendiri  di  hadapan  pemilih. 
Kharisma  ini  dibentuk  tidak  oleh  hal-hal  yang  bersifat  tradisional, 
seperti  pengamh  hubungan  kekerabatan  dan  kekeluargaan  yang 
mayoritas  masih  sangat  kuat  melekat  pada  masyarakat  NTT,  tetapi 
oleh  hal-hal  yang  bersifat  rasional,  seperti  kemampuan  Gaspar  Parang 
Ehok  dalam  memberantas  korupsi  di  Kabupaten  Manggarai  selama 
beliau  menjadi  Bupati,  sikap  tegasnya  untuk  memberantas  segala 
bentuk  penyelewengan  dan  kecerdasannya  yang  jauh  di  atas  rata-rata 
kandidat  Gubernur  yang  lain.^* 


"  Baca  lengkapnya  dalam  www.ntt-onlie.org,  tanggal  23  Mei  2008.  Keputusan  KPUD  yang  hanya 
meloloskan  tiga  pasangan  calon,  ditanggapi  aksi  protes  oleh  pendukung  pasangan  Benny  K 
Harman-Alfred  Kasse  dan  Alfns  Leomau-Frans  Salesman.  Akibatnya  KPUD  NTT  urung  mene- 
tapkan  nomor  urut  tiga  pasangan  cagub-cawagub  yang  semestinya  diumumkan  tanggal  8  Mei. 
Konsekuensinya  KPUD  terpaksa  menunda  jadwal  pilkada  NTT  yang  semula  direncanakan 
berlangsung  tanggal  2  Juni  menjadi  tanggal  14  Juni  2008. 

"  Benny  K.  Harman  sengaja  dipasang  untuk  mengganjal  Gaspar  P.  Ehok  oleh  Mantan  Gubernur 
NTT  Ben  Mboi.  Mboi  terlibat  aktif  dalam  berbagai  kampanye  Benny  K.  Harman  dan  berusaha 
untuk  meloloskan  Benny  Harman  karena  ketidaksukaannya  terhadap  Gaspar  P.  Ehok.  (Diskusi 
dengan  Gaspar  P.  Ehok  Yogyakarla  dengan  penulis  pada  Maret  2008). 

Gaspar  Parang  Ehok  menyelsaikan  sl-nya  di  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta  dan  52 
di  Jerman.  Latar  belakang  pendidikannya  yang  lebih  modem  dari  pasangan  Gubernur  yang 
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Sejak  KPUD  membuka  pendaftaran  calon  Gubemur  tanggal  8-14 
April  2008,  politik  pengganjalan  yang  dilakukan  Harkat  dan  Amsal 
terhadap  Gaul  kian  bergaung.  Hal  ini  diperkuat  oleh  kenyataan 
bahwa  masing-masing  pasangan  ini  mencoba  masuk  melalui  pintu 
partai  yang  sama,  yaitu  PKB,  PPDI  dan  Partai  Pelopor.  Harkat  makin 
gencar  menghadang  Gaul,  terutama  karena  terjadinya  perpindahan 
dukungan  PKPI  dari  Harkat  ke  Gaul  yang  disertai  oleh  konsolidasi 
basis  massa  Harkat  menjegal  Gaul  melalui  KPUD.  Hilangnya  du- 
kungan terhadap  Harkat  oleh  partai-partai  penopangnya  dan  ter- 
utama karena  kecewa  terhadap  PKB  yang  memberikan  "restu  bo- 
dong"  terhadap  Harkat  dan  PKPI  yai\g  mengalihkan  dukungan  ke 
Gaul  menyebabkan  pasangan  Harkat  dengan  gencar  mengirim  sms 
dan  mengkampanyekan  imtuk  tidak  mendukung  Gaul  dan  basis 
dukungannya  diarahkan  untuk  memilih  Fren.^^ 

Sementara  pasangan  Tulus,  kerap  tidak  mengakomodasi  infor- 
masi  via  sms  yang  berasal  dari  luar  lingkaran  tim  suksesnya.  Hal 
ini  menimbulkan  gejala  hilangnya  informasi-informasi  penting  yang 
dapat  membantu  mempermudah  kemenangan  Tulus.  Apalagi  Tulus 
didukimg  Partai  Golkar  yang  menjadi  partai  mayoritas  dalam  pemilu 
legislatif  2004  di  NTT.  Di  sisi  yang  lain,  Tulus  juga  disibukkan  oleh 
penguatan  soliditas  dan  integrasi  di  dalam  tubuh  Partai  Golkar  yang 
mengalami  "penggembosan",  baik  yang  dilakukan  oleh  Gaul  maupun 
yang  dilakukan  oleh  Fren  dengan  tujuan  agar  terjadi  fragmentasi  pada 
Partai  Golkar,  sehingga  Partai  Golkar  tidak  menjadi  mesin  politik 
yang  efektif  mendukung  Medah-Moa  dan  pemilihnya  kabur.^^ 

Baik  Fren,  Gaul  maupun  Tulus  dengan  sungguh-sungguh  melaku- 
kan  get  out  the  vote  atau  menjalankan  strategi  menjemput  pemilih 
(GTOV).  Tetapi  GOTV  yang  paling  efektif  dilakukan  oleh  pasangan 


lainnya,  membuat  banyak  kandidat  yang  kalah  berdebat  dengan  Caspar  P.  Ehok,  jika  berhada- 
pan  langsung. 

15  Bagian  ini  merupakan  hasil  diskusi  dengan  Jeirry  Sumampow,  Koordinator  JPPR  Jakarta. 
Diskusi  dilakukan  dalam  mobil  dari  bandara  Kupang  ke  Hotel  Sasando  dalam  rangka  seminar: 
"Belajar  dari  Pilkada  Langsung  Menuju  Pemilu  2009"yang  diselenggarakan  oleh  Jaringan  Pendi- 
dikan  Pemilih  (JPPR)  bertempat  di  Hotel  Kristal  pada  tanggal  10  Desember  2008. 
Caspar  R  Ehok  pernah  diberitakan  oleh  Pos  Kupang  berencana  "menggoyang  beringin". 
Bahkan  Caspar  juga  diberitakan  ingin  memperoleh  dukungan  dari  partai  Colkar,  karena  beliau 
sendiri  anggota  Partai  Colkar. 
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Fren.  Pada  hari  menjelang  pemilihan  tanggal  13  Juni  2008,  Tim  Sukses 
Fren  yang  berada  di  lingkaran  luar  dengan  sangat  gencar  melakukan 
mobilisasi  pemilih  dengan  cara  membagi  kaus  kepada  calon  pemilih.^^ 
Di  samping  membagi  kaus  dan  barang-barang  yang  lainnya,  tim 
sukses  Fren  juga  melakukan  kampanye  Golput  di  daerah-daerah 
yang  merupakan  basis  Gaul  dan  Tulus.  Karenanya,  pada  daerah  basis 
Gaul  dan  Tulus,  Fren  tetap  memperoleh  suara  yang  signifikan.  Gaul 
dan  Tulus  juga  gagal  membangun  komunikasi  yang  efektif  dengan 
media,  baik  media  cetak  maupun  media  elektronik. 

Gaul  dan  Tulus  bahkan  menganggap  media  tidak  lebih  sebagai 
kaki  tangan  Fren  dan  corong  untuk  memenangkan  Fren  di  dalam 
Pilkada.  Fren  dengan  sangat  efektif  memanfaatkan  media  sebagai 
instrumen  politiknya,  disamping  karena  lingkar  dalam  tim  suksesnya 
dikelilingi  oleh  kalangan  yang  menamakan  diri  mereka  intelektual, 
juga  akses  dan  penguasaan  mereka  terhadap  media  sangat  bagus.  Ja- 
ringan  laba-laba  Fren  ke  media  menjadi  tambah  kuat,  terutama  ketika 
pasangan  Bermy  K.  Harman- Alfred  Kasse  tidak  lolos  verifikasi  KPUD 
dan  sebagian  anggota  tim  suksesnya  mencari  selamat  dengan  memilih 
mendukimg  Fren.  Berbagai  isu  negatif  tentang  Gaul  dan  Tulus 
disebarkan  Fren  lewat  media.  Hal  ini  yang  menyebabkan  kantong- 
kantong  suara  yang  menjadi  basis  Gaul  dan  Tulus,  mengalami  flying 
voters r  karena  tingkat  kepercayaan  mereka  terhadap  Gaul  dan  Tulus 
mengalami  penurunan  drastis,  sehingga  di  hari  pemilihan,  mereka 
menetapkan  meninggalkan  Gaul  dan  Tulus  untuk  kemudian  memilih 
Fren.  Dari  data  yang  ada,  Fren  bahkan  memperoleh  kemenangan 
rata-rata  di  atas  10  persen  di  kantong  basis  Gaul  dan  Tulus.^^  Lihat 
data  berikut  yang  di  dari  hasil  quick  count  SLI. 


Di  daerah  pemilihan  Manggarai,  terjadi  serangan  fajar  oleh  Tim  Sukses  Fren  dengan  memba- 
gikan  kaus  kepada  pemilih.  Diskusi  dengan  Lorens  Kalet  dengan  penulis  tanggal  15  Juni  2008 
via  telpon  mengomentari  kemenangan  Fren  dalam  Pilkada  NTT. 
'8  Wawancara  dengan  Rafael  Nanggur  tanggal  23  Januari  2008  melalui  telpon  (Manggarai).  Wa- 
wancara  dengan  Marten  Umbu  (Sumba)  tanggal  24  Januari  2008  melalui  telpon. 
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TABEL 

HASIL  QUICK  COUNT  PILKADA  NTT  VERSI  LSI 


Nama  Kota/Kab/ 

Kec 

Dalam  Angka 

Dalam  Persen 

.  No.  i  ■;■ 

No.  2 

No.  3  ,v' 

:  Total 

No.  1 

No.  2 

No.  3 

;  Total 

ALOR 

>1,483 

>318 

>2,473 

>4,274 

>34.70 

>7.44 

>57.86 

>100.00 

BELU 

>3,630 

>1,973 

>1,719 

>7,322 

>49.58 

>26.95 

>23.48 

>100.00 

ENDE 

>2,961 

>1,445 

>790 

>5,196 

>56.99 

>27.81 

>15.20 

>100.00 

FLORES  TIMUR 

>2,453 

>678 

>1,055 

>4,186 

>58.60 

>16.20 

>25.20 

>100.00 

>3,225 

>719 

>2,531 

>6,475 

>49.81 

>11.10 

>39.09 

>100.00 

>3,081 

>418 

>5,487 

>8,986 

>34.29 

>4.65 

>61.06 

>100.00 

LEMBATA 

>1,514 

>350 

>895 

>2,759 

>54.87 

>12.69 

>32.44 

>100.00 

MANGGARAI 

>1,112 

>4,040 

>500 

>5,652 

>19.67 

>71.48 

>8.85 

>100.00 

MANGGARAI 
BARAT 

>1,095 

>2,608 

>904 

>4,607 

>23.77 

>56.61 

>19.62 

>100.00 

MANGGARAI 
TIMUR 

>918 

>4,944 

>463 

>6,325 

>14.51 

>78.17 

>7.32 

>100.00 

NEGEKEO 

>872 

>1,390 

>235 

>2,497 

>34.92 

>55.67 

>9.41 

>100.00 

NGADA 

>1,821 

>1,138 

>484 

>3,443 

>52.89 

>33.05 

>14.06 

>100.00 

ROTE  NDAO 

>\\j\j.\j\j 

SIKKA 

>2,531 

>515 

>2,833 

>5,879 

>43.05 

>8.76 

>48.19 

>1 00.00 

SUMBA  BARAT 

>312 

>1,116 

>503 

>1,931 

>16.16 

>57.79 

>26.05 

>100.00 

SUMBA  BARAT 
DAYA 

>1,526 

>2,710 

>1,005 

>5,241 

>29.12 

>51.71 

>19.18 

>100.00 

SUMBA  TENGAH 

>358 

>402 

>185 

>945 

>37.88 

>42.54 

>19.58 

>100.00 

SUMBA  TIMUR 

>2,370 

>761 

>1,667 

>4,798 

>49.40 

>15.86 

>34.74 

>100.00 

TIMOR  TENGAH 
SELATAN 

>4,155 

>1,215 

>5,043 

>10,413 

>39.90 

>11.67 

>48.43 

>100.00 

TIMOR  TENGAH 
UTARA 

>1,951 

>1,583 

>1,360 

>4,894 

>39.87 

>32.35 

>27.79 

>100.00 

TOTAL 

>37,595 

>28,382 

>32,244 

>98,221 

>38.28 

>28.90 

>32.83 

>100.00 

Sumher:  LSI,  17  }uni  2008. 


Dari  data  tersebut  di  atas,  menunjukkan  bahwa  Fren  menang  di 
daerah  pemilihan  Belu,  Ende,  Flores  Timur,  Kota  Kupang,  Lembata, 
Sumba  Timur,  Ngada  dan  TTU.  Sementara  Gaul  menang  di  daerah 
pemilihan  Manggarai,  Manggarai  Barat,  Manggarai  Timur,  Sumba 
Barat,  Sumba  Barat  Daya  dan  Sumba  Tengah.  Tulus  menang  di 
daerah  pemilihan  Alor,  Kupang,  Rote  Ndao,  Sikka,  dan  TTS.  Data  ini 
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memperlihatkan  juga  bahwa  Fren  lebih  ekspansif  dalam  berkampanye 
dibandingkan  dengan  Gaul  dan  Tulus.  Fren  bisa  menang  di  daerah- 
daerah  yang  menjadi  basis  Tulus  dan  Gaul,  seperti  di  Sumba  Timur 
dan  di  Kota  Kupang.  Sementara  Gaul  dan  Tulus  tidak  mampu  mem- 
perluas  basis  n\assa  di  daerah  pemilihan  Fren,  seperti  di  Lembata, 
Flores  Timur  dan  di  Belu. 

Model  grassroots  campaign  paling  sering  dilakukan  oleh  Fren  dan 
Gaul,  ketimbang  Tulus.  Fren  disamping  menggunakan  PDIF  seba- 
gai  instrumen  untuk  mempermudah  berhubungan  dengan  pemi- 
lih,  juga  menggunakan  jaring  laba-laba  seperti  Lembaga  Swadaya 
Masyarakat  (LSM)  yang  rela  daerah  basis  programnya  digunakan  un- 
tuk kepentingan  politik  Fren.  Di  sisi  yang  lain,  Fren  memanfaatkan 
jaringan  gereja  dan  bahkan  bergerak  dari  paroki  ke  paroki  bertemu 
dengan  umat.  Posisi  netralnya  dengan  Gereja  yang  kerap  membuat 
Fren  mudah  diterima  Gereja,  terutama  Gereja  Katolik  imtuk  berdis- 
kusi  atau  bertemu  dengan  pemilih.  Gaul  walaupun  frekuensi  per- 
temuannya  dengan  masyarakat  sangat  tinggi,  tetapi  pola  pemanfaatan 
jaringan  yang  terbatas  dari  birokrasi  pemerintah  yang  anti  korupsi, 
menyebabkan  Gaul  kalah  dalam  Pilkada  NTT.  Di  samping  itu,  jarin- 
gan tim  sukses  Gaul  kurang  pandai  merangkul  elemen-elemen  lain  di 
luamya,  terutama  kelompok-kelompok  basis  pendukung  Harkat  dan 
Amsal  yang  telah  lama  sakit  hati  dengan  Gaul,  akibat  tidak  lolos  veri- 
fikasi  KPUD.  Gaul  juga  terkenal  sebagai  sosok  yang  sangat  cerewet 
dengan  Gereja.  Gereja  Katolik  NTT  dilihat  Gaul  sebelah  mata,  kar- 
ena  bangunan  korporatismenya  dengan  birokrasi  yang  sangat  kuat. 
Gaul  melihat  Gereja  Katolik  NTT  sebagai  tempat  pencucian  uang 
para  birokrat  yang  korup  di  NTT.^^  Sementara  pasangan  Tulus  memi- 
liki  frekuensi  yang  terbatas  dalam  melakukan  grassroots  campaign.  Di 
samping  karena  adanya  "politik  perkandangan"  yang  dilakukan  oleh 
Fren  dan  Gaul  terhadap  Tulus,  dengan  membuat  fragmentasi  di  da- 
lam tubuh  partai  Golkar,  Tulus  relatif  memiliki  jaringan  yang  sangat 


"  Wawancara  dengan  beberapa  tokoh  birokrasi,  aktivis  mahasiswa  dan  tokoh  Gereja  yang  di- 
lakukan secara  serentak  tanggal  12  Juni  2008  melalui  telpon.  Nara  sumber  sengaja  tidak  ditam- 
pilkan  karena  pertimbangan-pertimbangan  khusus.  .r 
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terbatas,  selain  jaringan  yang  dimiliki  oleh  partai  Golkar  yang  dapat 
menghubungkannya  dengan  pemilih. 

Kemenangan  pasangan  Fren  juga  disebabkan  oleh  gencamya 
Grasstops  Campaign  dengan  mengajak  dan  memobilisasi  para  opinion 
leader  (pemimpin  nonformal)  untuk  mempengaruhi  opini  publik. 
Opinion  Leader  Fren  yang  cukup  luar  biasa  dalam  membangun  opi- 
ni publik  adalah  kelompok  yang  menamakan  dirinya  barisan  pakar 
hukum/°  Kelompok  ini  pada  awalnya  merupakan  gabungan  antara 
pendukung  Fren  dan  Harkat,  tetapi  begitu  Harkat  tidak  lolos  veri- 
fikasi  KPUD,  maka  kemudian  kelompok  ini  membangun  soliditas 
mendukung  Fren.^^  Soliditas  mereka  umumnya  dibangun  di  atas 
ketidaksukaan  terhadap  Gaul.  Gaul  dideskripsikan  sebagai  sosok 
yang  menakutkan,  secara  intelektual  (cerdas),  memiliki  kepribadian 
yang  berkarakter  tegas,  dan  berani  mengambil  resiko  untuk  meny- 
eret  pelaku-pelaku  korupsi  ke  pengadilan,  menyebabkan  kelompok 
yang  menamakan  dirinya  intelektual  ini,  tidak  rela  mendukung  Gaul. 
Problem  mereka  umumnya  adalah  ketakutan  terhadap  hilangnya 
resources  yang  ditimbulkan  oleh  kekalahan  patron  mereka  di  dalam 
pilkada.  Di  sini  sebagai  mana  dikatakan  Gramsci,  intelektual  telah 
menjelmakan  dirinya  menjadi  "tukang"  yang  memanfaatkan  patro- 
nase  kekuasaan  untuk  memperkuat  sumberdaya  ekonomi.  Kalangan 
intelektual  justru  memperkuat  struktur  patronase  guna  mendapatkan 
akses  ke  sumber-sumber  proyek  pemerintah.^ 

Model  kampanye  negatif  atau  negative  campaign  dalam  pilkada  NTT 
umuirmya  menyerang  pasangan  Gaul  dan  Tulus.  Gaul  dikampanyekan 
oleh  lawan  politiknya  sebagai  "kuda  tua"  yang  sangat  berbahaya  un- 
tuk memimpin  Provinsi  NTT  yang  sangat  miskin.  Kata  berbahaya 
dipakai  mengingat  usia  Gaspar  Parang  Ehok  sudah  mencapai  lebih 


^  Di  antara  Kelompok  ini  adalah:  John  Kotan,  Frans  Rengka,  dan  sebagainya.  Mereka  pemah 
mengeluarkan  pemyataan  yang  isinya  tidak  puas  terhadap  KPUD  yang  meloloskan  pasangan 
Gaul  dan  tidak  meloloskan  pasangan  Harkat  dan  Amsal. 

^'  Ketika  dikonfirmasi  oleh  penulis  pada  tanggal  2  Juni  2008,  salah  satu  dari  kelompok  iiu  me- 
ngaku  tidak  mengenal  Benny  K.  Harman  dan  keterlibatannya  sebagai  "pakar  hukum"  yang 
mendukung  Fren,  lebih  disebabkan  karena  dia  rhengenal  Fren  lebih  dalatn  dibandingkan  den- 
gan Benny  K.  Harman. 

^  Roger  Simon,  Gagasan-Gagasan  Politik  Gramsci,  Pustaka  Pelajar  dan  Insist  Press,  Oktober 
1999. 
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dari  60  tahun  sementara  pasangan  yang  lainnya,  terutama  Fren  usia 
nya  di  bawah  60  tahun.  Fren  melalui  basis  pendukung  PDI-P  dai 
lingkar  terdalam  tim  suksesnya,  sampai  dengan  lingkar  terluar  (des 
dan  kampung),  dengan  sangat  gencar  mengkampanyekan  Gaspa 
Parang  Ehok  sebagai  "kuda  tua"  yang  tidak  layak  dipilih  di  dalar 
pilkada.  Akibatnya,  terjadi  pergeseran  kepercayaan  pemilih  setia  dai 
Gaul,  bahkan  sarripai  sekitar  10  persen  di  daerah  basis  Gaul,  berali 
memilih  Fren.^ 

Pasangan  Tulus  juga  tidak  luput  dari  kampanye  negatif.  Kam 
panye  negatif  yang  dilakukan  terhadap  Tulus  bahkan  lebih  genca 
dibandingkan  yang  dilakukan  terhadap  Gaul.  Tulus  dikampanyeka 
sebagai  pelaku  korupsi  dan  yang  lebih  berbahaya,  khusus  untu 
Provinsi  NTT  yang  mayoritas  Katolik  adalah  isu  tentang  rencan 
Tulus  akan  mendirikan  Pesantren  terbesar  di  Asia  Tenggara,  jik 
yang  bersangkutan  memenangkan  pilkada  NTT.^^  Isu  mendirika- 
pesantren  ini,  disinyalir  didukung  oleh  Wakil  Presiden  Yusuf  Kallc 
Tetapi  terhadap  isu  ini,  Tulus  menimpalinya;  "Banyak  beredar  isi 
lewat  sms,  kalau  saya  akan  mernbangun  pondok  pesantren  terbesa 
di  Asia  Tenggara  di ,  Kecamatan  Kupang  Barat.  Isu  lainnya  say 
sedang  mernbangun  1.000  unit  rumah,  bahkan  kemudian  berkemban; 
menjadi  100.000  unit  rumah  untuk  tentara  Islam.  Itu  sama  sekali  tida! 
benar".25 

Kampanye  negatif  terhadap  Tulus,  mendapat  legitimasi  dari  ka 
langan  intelektual  NTT.  Melalui  berbagai  media,  Tulus  dideskripsikai 
oleh  kalangan  intelektual  NTT,  tidak  bisa  memimpin  NTX  karen. 
terlibat  dalam  kasus  korupsi.  Salah  satu  intelektual  NTT  Frans  Rengk. 
dalam  mengomentari  peluang  Tulus  mengatakan;  ''saya  ragu  Tulu 


^  Perubahan  pilihan  ini,  didasarkan  oleh  fakta  bahwa  Gubemur  Piet  A.  Tallo  selama  menjab. 
Gubemur  NTT  periode  kedua,  sakit-sakitan  dan  tidak  bisa  menjalankan  roda  pemerintahai 
karena  usianya  telah  lebih  dari  60  tahun.  Baca  lengkapnya  dalam  Pos  Kupang,  2  Juni  2008. 

2"  Sesuai  data  terakhir  yang  dikeluarkan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  berdasarkan  has 
pemilu  2004,  penduduk  NTT  berjumlah  4.085.516  Jiwa.  Sedangkan  jumiah  pemilih  yang  ikv 
dalam  Pemilihan  Umum  tahun  2004  berjumlah  2.452.574  jiwa.  Apabila  ditinjau  dari  agam 
penduduknya,  propinsi  NTT  dikenal  sebagai  wilayah  Katolik  karena  53,9  persen  pendudu 
NTT  beragama  Katolik  dan  33,8  persen  beragama  Protestan,  sementara  pemeluk  Islam  hany 
berkisar  8,8  persen  dan  sisanya  pemeluk  Hindu,  Budha  dan  Aliran  Kepercayaan. 

"  Baca  lengkapnya  dalam  Pos  Kupang  31  Mei  2008. 
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mampu  memberantas  korupsi,  karena  beliau  sendiri  dituduh  terlibat 
kasus  korupsi". 

Model  Sprint  Strategy  Campaign  disinyalir  juga  mempakan  salah 
satu  faktor  yang  memberikan  mang  lebar  terhadap  kemenangan  Fren. 
Fren  dikabarkan  memiliki  sprint  strategy  yang  dimulai  dengan  kam- 
panye  yang  meriah  dan  mengakhirinya  dengan  kampanye  meriah  ju- 
ga. Dalam  kampanye  di  daerah  basis  Gaul,  di  Lapangan  Motang  Rua 
yang  menjadi  alun-alun  kota  Ruteng  ibukota  Kabupaten  Manggarai, 
Frans  Leburaya  bersama  dengan  istrinya  Lucia  Adinda  Lebu  Raya 
diarak-arak  oleh  pendukung  dan  simpatisannya  disertai  penjemputan 
oleh  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Manggarai  Christ  Rotok  dan  Kamelus 
Deno^^,  sebagaimana  diberitakan  oleh  Pos  Kupang,  salah  satu  peserta 
pendukung  dan  simpatisan  Frans  Lebu  Raya,  Martha  Liha  mengatakan 
bahwa  kampanye  Frans  Leburaya  bahkan  lebih  menarik  dari  kampanye 
Caspar  Ehok  yang  mantan  Bupati  Manggarai  dua  periode.^^ 

Kampanye  yang  dilakukan  oleh  Caul  dan  Tulus,  memang  tidak 
kalah  meriah  dengan  kampanye  yang  dilakukan  oleh  Fren.  Gaul  bah- 
kan meUbatkan  artis  nasional  Margareth  Mama  Mia,  Mama  Saida 
dan  Mama  Dian  dari  Gaul  Center  Jakarta.  Dalam  kampanye  di 
Sumba  tanggal  7  Jimi  2008,  Gaul  bahkan  sempat  membius  massa  di 
Gelora  Eweta-Waikabubak,  Sumba  Barat  dengan  mengatakan  bahwa: 
"Jika  rakyat  Sumba  Barat,  Sumba  Barat  Daya,  Sumba  Tengah,  Sumba 
Timur,  bersatu  memilih  paket  Caul,  Gaul  siap  membawa  perubahan 
unhik  NTT."29 

Kelemahan  Sprint  Strategy  Caul  dipicu  oleh  kurang  meriahnya 
kampanye  jenis  yang  sama  yang  dilakukan  di  daerah  yang  bukan 
basisnya,  seperti  di  Kupang,  ITS,  TTU,  Belu,  Maumere,  Larantuka, 


^  Wawancara  dilakukan  oleh  wartawan  Demos  NTT  Online,  Efri  Ofong  pada  tanggal  3  April 
2008  di  ruang  kerja  Frans  Rengka.  Hasil  lengkap  wawancara  tersebut  bisa  dibaca  dalam  www- 
demos.online,  2008. 

^  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Manggarai  Christian  Rotok  dan  Kamelus  Deno  merupakan  orang  de- 
kat  dan  bahkan  didukung  penuh  oleh  Caspar  Parang  Ehok  dalam  Pilkada  Manggarai  2005  dan 
mereka  menjadi  bagian  klik  politik  Caspar  R  Ehok.  Keterlibatan  mereka  dalam  menyambut 
Frans  Lebu  Raya,  disinyalir  lebih  sebagai  implikasi  kedudukan  Frans  Leburaya  yang  menjabat 
Wakil  Cubemur  NTT  dan  adanya  keyakinan  bahwa  pasangan  Frans  Leburaya  akan  meme- 
nangkan  Pilkada  NTT.  Lihat  Lengkapnya  dalam  Pos  Kupang,  Mei  2008. 

^  Baca  lengkapnya  dalam  Pos  Kupang,  14  Mei  2008. 

»  Baca  lengkapnya  dalam  Pos  Kupang,  8  Juni  2008. 
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Lembata,  Sumba  Timur,  Ngada,  Ende  dan  sebagainya.  Hal  ini  terjac 
akibat  lingkar  luar  tim  sukses  Gaul  kurang  mampu  memobilisasi  da 
menarik  simpati  massa.  Di  samping  itu,  usia  tim  sukses  Gaul  yan 
terlalu  tua  untuk  diandalkan  bergerak  cepat  dalam  memobilisaj 
massa,  menimbulkan  kekalahan  Gaul  dalam  menerapkan  kampany 
Sprint  Strategy.  Sama  halnya  dengan  Gaul,  Tulus  bahkan  terlalu  sibu 
mengkounter  isu  yang  berhubungan  dengan  kasus  korupsi  yan 
digencarkan  oleh  la  wan  politiknya. 

Hampir  dapat  dipastikan  bahwa  hanya  Fren  yang  menggunaka 
strategi  Tracking  Poll  Campaign  dalam  pilkada  NTT  2008.  Strategi  ir 
dijalankan  dengan  mengimdang  lembaga  survei  nasional  seper 
Lingkar  Survey  Indonesia  untuk  melakukan  polling  terhadap  kecer 
demngan  pilihan  pemilih  dalam  Pilkada  NTT  14  Juni  2008.  Has 
polling  mereka  digunakan  oleh  Fren  sebagai  instrumen  memperkuc 
kampanyenya.  Di  antara  Fren,  Gaul  dan  Tulus,  hanya  pasanga 
Gaul  yang  memiliki  War  Room  Campaign  yang  terkenal  dengan  se 
butan:  Gaul  Centre.  Sementara  Fren  dan  Tulus  mengorganisir  seluru 
kebutuhan  kampanye  mereka  dari  kantor  PDI-P  dan  Golkar.  Wc 
laupun  Gaul  memiliki  war  room  campaign,  akan  tetapi  ruang  puss 
pengendalian  seluruh  aktivitas  kampanye  ini,  malah  kurang  mampi 
untuk  membangun  hubungan  komunikatif  dengan  media.  Medi 
massa,  baik  lokal  maupun  nasional  bahkan  tidak  dianggap  pentin, 
sebagai  jaringan  sentral  dalam  menyampaikan  program  yang  digara] 
Gaul.  Akhimya,  Gaul  menikmati  kekalahan  dalam  Pilkada  NTT. 

KINERJA  MESIN  POLITIK  DALAM  PILKADA  DI  NTT 

Partai  politik  sebagai  mesin  politik  dalam  Pilkada  NTT,  terbuki 
tidak  cukup  efektif  dalam  memenangkan  pasangan  calon  mereka  d 
dalam  Pilkada.  Kekalahan  Tulus  dan  Gaul  merupakan  bukti  yani 
kuat  bahwa  partai  politik  kurang  bisa  diandalkan  dalam  Pilkada  dai 
mungkin  juga  di  dalam  pemilu  nasional.  Ketidakefektifan  partai  po 
litik  ini,  bukan  hanya  monopoli  NTT,  tetapi  juga  menghantam  daeral 
lain.  Dalam  Pilkada  Sumatera  Utara  2008,  Partai  Golkar  dan  PDI-] 
dikalahkan  oleh  PKS.  Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  olel 
LSI  dan  Kompas,  dari  296  daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  yan{ 
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melangsungkan  Pilkada  sepanjang  2005-2006  terdapat  56,9  persen 
daerah  yang  ditandai  oleh  kekalahan  pasangan  calon  yang  diusung 
oleh  partai  pemenang  pemilu  legislatif  2004  dan  hanya  43,1  persen 
daerah  yang  dimenangkan  oleh  partai  pemenang  pemilu  legislatif 
2004  (lihat  grafik). 

Grafik 
Prosentase  Kemenangan 
Partai  Pemenang  Pemilu  Legislatif  Dalam  Pilkada  2005-2006 

 56.90% 

41,30% 

Kalah  RIkada  Menang 
RIkada 


Dari  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  kredibilitas  pemilih  ter- 
hadap  partai  mengalami  degradasi.  Partai  dipandang  tidak  lagi  efektif 
dalam  meyakinkan  pemilih  agar  memilih  kandidat  yang  mereka 
jagokan  dalam  Pilkada.  Dalam  wawancara  yang  dengan  pengurus 
partai  politik  tahun  2008  yang  dilakukan  terhadap  lima  Partai  Politik 
besar  peserta  pemilu  2004  di  Yogyakarta  yaitu  Golkar,  PDI-P,  PKB, 
PAN,  Partai  Demokrat  dan  PKS,  umunmya  mereka  memberikan  ja- 
waban  bahwa  terdapat  perbedaan  karakteristik  antara  pemilu  legislatif 
dengan  Pilkada.  Dalam  pemilu  legislatif,  terdapat  banyak  caleg  yang 
disodorkan  oleh  partai  politik  dan  para  caleg  ini  bekerja  mati-matian 
untuk  memenangkan  pemilu. 

Perolehan  suara  mereka  di  dalam  pemilu  mempengaruhi  per- 
olehan  suara  partai  politik.  Sementara  dalam  Pilkada,  kandidat  yang 
diusulkan  oleh  partai  politik  hanya  satu  dan  mereka  bekerja  sendiri 
untuk  memperoleh  suara  terbanyak  di  dalam  Pilkada.^o  Jelas  bahwa 


^  Wawancara  dilakukan  tahun  2008  terhadap  John  Keban  dan  Wydio  Hari  dari  Golkar,  Kawir 
dari  PDI-P,  Arief  Rahman  dari  PKS,  Robertus  K.  Dendeng  dari  Demokrat  dan  Siswanta  dari 
PAN.  Umumnya  mereka  tidak  megakui  bahwa  kepercayaan  pemilih  terhadap  partai  telah 
mengalami  penurunan,  sejalan  dengan  kurangnya  pengaruh  partai  di  dalam  masyarakat. 
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dari  argumentasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  kinerja  mesin  parta 
sangat  ditentukan  oleh  calon  legislatif  (caleg)  yang  bertarung  di  dalan 
pemilu  dan  kandidat  yang  bertarung  di  dalam  Pikada.  Mesin  parta 
tidak  bisa  diandalkan  untuk  memenangkan  pasangan  kandidat  yani 
dijagokannya  dalam  Pilkada  atau.  terhadap  caleg  yang  bertarung  d 
dalam  pemilu  legislatif. 

Di  sisi  lain,  terdapat  gejala  kekalahan  partai  besar  dalam  Pilkad 
(Partai  Golkar  dan  PDIP),  di  daerah  yang  mayoritas  dimenangkai 
oleh  partai  tersebut  dalam  pemilu  legislatif  2004,  menunjukkan  bah 
wa  kedua  partai  ini  memiliki  basis  ideologi  yang  belum  kuat  yan 
mampu  mempertahankan  loyalitas  dan  kesetiaan  pemilitmya.  Dai 
pengalaman  Pilkada,  bisa  dikatakan  bahwa  loyalitas  pemilih  terhada] 
partai  masih  belum  kuat,  karena  partai  belum  memiliki  akar  yan| 
kokoh  di  dalam  masyarakat.^^  Hal  ini  tentu  saja  menimbulkai 
banyaknya  flying  voters  dalam  Pilkada.  Dari  wilayah  yang  tela! 
melangsungkan  Pilkada  hingga  Desember  2006,  Partai  Golkar  menjad 
pemenang  Pemilu  Legislatif  di  200  wilayah. 

Dari  200  wilayah  tersebut,  lebih  dari  separuh  (56,5  persen)  di 
tandai  oleh  kekalahan  calon  yang  diusimg  oleh  Partai  Golkar.  Se 
mentara  sisanya  (43,5  persen)  wilayah  ditandai  oleh  kemenangai 
calon  yang  diusung  oleh  partai  Golkar.  Hal  yang  sama  juga  dialam 
oleh  PDIP.  Partai  ini  menjadi  pemenang  dan  memperoleh  suarj 
terbesar  dalam  Pemilu  Legislatif  di  55  wilayah— dari  wilayah  yan^ 
telah  melangsungkan  Pilkada.  Dari  55  wilayah  tersebut,  PDIP  hany; 
berhasil  separoh  saja  (50,9  persen)  mengantarkan  calonnya  sebaga 
kepala  daerah.  Sisanya  (49,1  persen)  calon  yang  diusung  oleh  PDII 
kalah  dari  calon  yang  diusung  oleh  partai  lain.  Yang  menarik,  gejak 
banyaknya  kekalahan  calon  kepala  daerah  yang  diusung  oleh  parta 
pemenang  Pemilu  Legislatif  ini  bukan  hanya  terjadi  di  partai  besar 
Gejala  ini  juga  terjadi  di  partai  lain— seperti  PKB,  PAN,  PKS  PPP  dar 
PDS.  Misalnya  yang  terjadi  pada  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS) 
Dari  total  6  wilayah  dimana  PKS  menjadi  peraih  suara  terbesar  dalair 


3'  Ini  sangat  terkait  dengan  peran  dan  fungsi  partai  politik  yang  belum  berjalan.  Data  lengkaf 
tentang  ini,  bisa  dilihat  dalam  Agung  Djojosoekarto  (ed):  Transformasi  Demokratis  Partai  Poli 
tik  di  Indonesia-Model,  Strategi  dan  Praktik,  Kemitraan,  November  2008. 
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Pemilu  Legislatif  2004,  hanya  2  wilayah  (33,3  persen)  yang  berhasil 
dimenangkan  PKS  dalam  Pilkada.  Kemenangan  PKS  dalam  Pemilu 
Legislatif  di  6  wilayah  ini  dihitung  dari  290  wilayah  yang  telah  me- 
langsungkan  Pilkada  hingga  Desember  2006. 

Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  hanya  berhasil  mengantarkan  ca- 
lonnya  menang  di  2  wilayah— dari  4  wilayah  dimana  PAN  dalam 
Pemilu  Legislatif  2004  lalu  menjadi  peraih  suara  terbanyak.  Gejala 
yang  sama  juga  terjadi  di  Partai  Damai  Sejahtera  (PDS).  Selama 
Pemilu  Legislatif  2004,  PDS  berhasil  menjadi  peraih  suara  terbesar 
di  2  wilayah— dari  total  290  wilayah.  Dari  2  wilayah  itu,  PDS  hanya 
berhasil  menang  di  satu  wilayah  selama  Pilkada.  Partai  Persatuan 
Pembangunan  (PPP)  bahkan  tidak  berhasil  memenangkan  seorang 
pun  calon  di  5  wilayah  dimana  partai  ini  berhasil  menguasai  per- 
olehan  suara  pada  Pemilu  Legislatif  2004.  Gejala  ini  juga  menimpa 
Partai  Kebangkitan  Bangasa  (PKB).  Hanya  dibandingkan  dengan 
partai  lain,  partai  ini  relatif  lebih  baik  dalam  mempertahankan  domi- 
nasi  penguasaan  Pemilu  Legislatif  di  Pilkada.  Partai  ini  dikenal  mem- 
punyai  basis  massa  yang  kuat,  terutama  di  Jawa  Timur.  Dalam  Pemilu 
Legislatif  2004  lalu,  PKB  memperoleh  suara  terbesar  di  11  kabupaten/ 
kota,  yakni  Kabupaten  Sumenep,  Banyuwangi,  Situbondo,  Jember, 
Gresik,  Lamongan,  Trenggalek,  Mojokerto  dan  sebagainya. 

Untuk  NTT  yang  sejak  dulu  merupakan  basis  Partai  Golkar  dan 
PDIP,  dari  8  kabupaten/kota  di  Provinsi  NTT  yang  telah  melang- 
sungkan  Pilkada  hingga  Desember  2006,  ada  4  wilayah  yang  saat 
Pemilu  Legislatif  dimenangkan  oleh  Golkar  (Kabupaten  Timor  Te- 
ngah  Utara,  Lembata,  Ngada,  Manggarai,  Sumba  Timur,  Flores 
Timur)  dan  4  wilayah  lain  dimenangkan  oleh  PDIP  (Kabupaten 
Manggarai  Barat,  Sumba  Barat).  Tetapi  dari  8  wilayah  tersebut  hanya 
di  2  wilayah  (Kabupaten  Lembata  dan  Sumba  Timxu:),  calon  yang 
diusung  oleh  partai  peraih  suara  mayoritas  dalam  Pemilu  Legislatif, 
berhasil  memenangkan  Pilkada.  Meskipun  Golkar  masih  menguasai 
perolehan  kursi  di  DPRD  Propinsi  NTT,  pada  Pemilu  1999,  namun 
secara  keseluruhan  perolehan  suaranya  tidak  sedominan  pada  masa 
orde  baru.  Pada  pemilu  1999,  Golkar  hanya  memperoleh  20  kursi, 
PDIP  18  kursi,  PDKB  2  kursi,  PPP,  PKP,  PAN,  Krisna,  PDI,  PKD,  PBB, 
PNI  masing-masing  memperoleh  satu  kursi  dan  sisanya  di  isi  oleh 
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fraksi  TNI  dan  Polri.  Pada  pemilu  2004  Golkar  masih  mendominas 
memperoleh  21  kursi,  PDIF  12  kursi,  PPDI 4  kursi,  Partai  Demokrat : 
kursi,  Partai  Pelopor  2  kursi,  PDS  4  kursi,  PKB  4  kursi,  PPDK  1  kursi 
PPD  1  kursi,  PKPI  2  kursi  PPP  1  kursi  dai\  PNBK  1  kursi. 

Dalam  pilkada  2008,  harusnya  pasangan  Tulus  yar\g  keluar  sebaga 
pemenang,  karena  pasangan  ini  didukung  oleh  partai  mayoritas  yanj 
memenangkan  pemilu  legislatif  1999  dan  2004  pasca  Orde  Bam  d 
Provinsi  termiskin  dan  terkorup  ini.  Di  sisi  lain,  Gaul  juga  memilik 
peluang  yang  sangat  besar  untuk  memenangkan  Pilkada,  menginga 
Gaul  didukung  oleh  Gabungan  beberapa  partai  yang  menguasai  lebil 
dari  5  Partai  Politik,  yaitu:  PKB,  Partai  Pelopor,  PKPI,  dan  PPDI.  Tetap 
dukungan  dari  koalisi  partai  ini  tidak  cukup  ampuh  mengalahkai 
pasangan  Fren  yang  didukung  PDI-F. 

Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  partai  Golkar  dan  koalis 
multipartai  kalah  dalam  Pilkada  NTT.  Pertama,  calon  yang  diusun^ 
partai  tersebut  telah  mengalami  peggembosan  dan  delegitimas 
yang  disebabkan  oleh  beredamya  isu  bahwa  yang  bersangkutai 
terlibat  dalam  kasus  korupsi.  Sementara  koalisi  yang  dibangui 
oleh  beberapa  partai  dalam  mendukung  Gaul  menimjukkan  bahwc 
kekalahan  mereka  lebih  disebabkan  oleh  adanya  politik  penjegalai 
yang  dilakukan  oleh  pasangan  Amsal  dan  Harkat,  akibat  sakit  hati 
karena  tidak  lolos  verifikasi  yang  dilakukan  oleh  KPUD.  Di  sisi  yan^ 
lain,  isu  tua  yang  ditiupkan  kepada  Gaspar  P  Ehok,  menyebabkai 
yang  bersangkutan  kalah  sebelum  pertempuran  yang  sesungguhnyc 
terjadi  dalam  pemungutan  suara  tanggal  14  Juni  2008.  Bagaimanapur 
usaha  partai  untuk  menunjukkan  bahwa  pasangan  Gaspar  P.  Ehoi 
memiliki  kemampuan  yang  luar  biasa  dibandingkan  dengan  pasangar 
yang  lainnya,  tetap  tidak  mempengamhi  penurunan  reputasi  dan  kre- 
dibilitas  pasangan  ini  dibandingkan  dengan  pasangan  yang  lairmya. 

Kedua,  dibandingkan  dengan  pasangan  Tulus  dan  Gaul,  Frans  Lebu 
Raya  yang  incumbent,  memperoleh  keuntungan  yang  lebih.  Dengar 
kedudukannya  yang  sangat  sentral  dalam  pemerintahan,  terutama 
yang  disebabkan  oleh  menurunnya  kesehatan  Gubemur  Piet  A.  Tallc 
sepanjang  2008,  dengan  sendirinya  Frans  Lebu  Raya  mendapat  ruang 
yang  luas  untuk  akses  ke  masyarakat  melalui  program-program  pe- 
merintah  dan  terutama  melalui  jaringan  birokrasi  dan  gereja  yang 
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sangat  efektif.  Di  sisi  yang  lain,  kedudukannya  sebagai  tokoh  sentral 
di  PDI-P  NTT,  mendapat  akomodasi  yang  cukup  kuat  dari  PDI-P 
nasional  dan  bahkan  Megawati  Soekarno  Putri,  ikut  ambil  bagian 
dalam  kampanye-kampanye  yang  diselenggarakan  oleh  Frans  Lebu 
Raya.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  partai  Golkar  dan 
multipartai  yang  mendukung  Gaul,  gagal  membangun  program  tan- 
dingan  yang  bisa  memelihara  loyalitas  pemilih,  temtama  sebelum 
kontestasi  Pilkada  dilakukan.  Partai-partai  itu,  bahkan  tidak  memiliki 
benih  yang  ditanamkan  untuk  bisa  merawat  kebutuhan  pemilih 
dalam  Pilkada. 

Ketiga,  Fren  didukimg  oleh  Tim  Sukses  yang  pada  umumnya 
kumpulan  orang  muda,  cerdas,  cekatan,  disiplin  dan  bergerak  cepat 
dalam  menangani  berbagai  program  dan  kampanye  Fren.  Mereka 
juga  memiliki  basis  penguasaan  terhadap  media  dan  jaringan  yang 
kuat  dengan  Gereja  Katolik  (paroki-paroki)  dan  LSM-LSM  yang 
sudah  lama  menjalin  hubimgan  klientelis  dengan  Fren,  temtama 
karena  adanya  sinkronisasi  antara  program  pemerintah  dengan  ke- 
giatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  LSM-LSM  tersebut  di  wilayah 
NTT.  Sementara  Tim  Sukses  Gaul  dan  Tulus  merupakan  kumpulan 
orang-orang  partai  yang  lebih  banyak  "membuakiya"  ketimbang 
sungguh-sungguh  bekerja  dalam  meyakinkan  pemilih.  Mereka  juga 
kumpulan  orang-orang  tua  yang  dari  segi  usia  sulit  diajak  bergerak 
cepat  untuk  merebut  dan  mengandalikan  basis  pemilih,  temtama  di 
daerah  lawan  politik.  Partai  Golkar  dan  multipartai  yang  mendukung 
Gaul  juga,  tidak  memiliki  peta  basis  pemilih  yang  dapat  digunakan 
sebagai  bahan  untuk  menganalisis  kecendrungan  pilihan  pemilih  di 
dalam  pilkada  NTT  2008.  Dari  tabel  berikut  menunjukkan  bahwa 
mayoritas  pemilih  NTT  dapat  menggunakan  hak  pilihnya  dengan 
baik,  jika  dibandingkan  dengan  daerah-daerah  lainnya  (lihat  tabel). 
Ini  memperlihatkan  bahwa  Frans  Lebu  Raya  sebagai  incumbent  masih 
memiliki  pengamh  yang  relatif  kuat  di  hadapan  pemilih.^^ 


^  Kita  mungkin  memiliki  pendapat  bahwa  faktor  determinan  dalam  melihat  tingginya  tingkat 
partisipasi  pemilih  dalam  Pilkada  NTT  adalah  mobilisasi  yang  dilakukan  oleh  partai-partai 
politik  dan  Tim  Sukses  Fren,  tetapi  tidak  ada  data  yang  cukup  kuat  untuk  menunjukkan  ba- 
hwa argumentasi  itu  benar,  karena  kemenangan  Fren,  justru  menyebar  untuk  setiap  daerah 
pemilihan  di  NTT  dan  bahkan  menjadi  mayoritas  di  8  daerah  Kabupaten/Kota.  Bandingkan 
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Tabel 

Data  Partisipasi  Pemilih 
Dalam  Pemilihan  GubemurAYakil  Gubemur 


■» juuiian  I  crniiii  1  - 

Partisipasi  (5) 

-i^elaksanaaji  Pilkada 

Sulciwcsi  Utara 

2  Juiii  20U5 

Kalimantan  Tengah 

61,05% 

23  Jimi  2005 

Jambi 

I.0O/.753 

66,82% 

26  Juru  2005 

bumatera  Barat 

2.925.548 

63.32% 

27  Jimi  2005 

Kepulauan  Riau 

930.088 

54,66% 

30  Juni  2005 

Kalimantan  Selatan 

2.275.485 

60,95% 

30  Juni  2005 

Bengkulu 

1.495.786 

68,64% 

27  Jimi/1  Oktober  2005 

Sulawesi  Tengah 

1.062.306 

77,20% 

16  Januari  2006 

Papua 

1.429.649 

80,05% 

10  Maret  2006 

Irian  Java  Barat 

406.413 

75,18% 

11  Maret  2006 

Sulawesi  Barat 

655.595 

Belum  Tercatat 

20  Tuli  2006 

Banten 

6.210.550 

60,20% 

26  November  2006 

Gorontalo 

626.164 

80,86% 

27  November  2006 

Nanggore  Aceh  D. 

2.632.932 

82,50% 

11  Desember  2006 

Bangka  Belitung 

731.709  • 

71,72% 

22  Februari  2007 

DKI  Jakarta 

5.725.767 

65,65% 

8  ARUstus  2007 

Sulawesi  Selatan 

5.289.882 

70,40% 

5  November  2007 

Kalimantan  Barat 

2.930.245 

72,90% 

15  November  2007 

Jawa  Barat 

27.933.259 

67,31% 

13  April  2008 

Sumatera  Utara 

8.475.026 

59,13%  - 

16  April  2008 

Nusa  Tenggara  Timur 

2.646.114 

80,47% 

14  Juni  2008 

Kalimantan  Timur 

2.255.409 

67,31% 

26  Mei  2008 

Data  Litbang  IPD,  2006-2008.  Disajikan  dari  berbagai  sumber. 


PENUTUP 

Ada  beberapa  hal  penting  untuk  bisa  dipelajari  dari  Pilka 
NTT  2008  antara  lain  adalah:  Pertama,  efektivitas  dan  kinerja  mej 
partai  dalam  Pilkada  tidak  bisa  diandalkan.  Hal  yang  paling  n 
nonjol  yang  membuat  Fren  menang  adalah  jaringan  laba-labanya 
media,  Gereja  Katolik  dan  basis  dukungannya  yang  sangat  kuat 
dalam  birokrasi.  Kedua,  faktor  determinan  yang  juga  memperki 
argumentasi  kekalahan  Tulus  adalah  kinerja  mesin  Partai  Goll 

dengan  Gaul  yang  hanya  menguasai  7  Dapil,  dan  Tulus  5  Dapil.  Umumnya  Dapil  Tulus  bert 
sentrasi  di  daerah  Protestan  dan  hanya  di  Sikka,  karena  pengaruh  Paulus  Moa  mantan  Bu 
Sikka. 
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yang  tercerai-berai.  Fragmentasi  yang  terlalu  kuat  di  dalam  tubuh 
partai  ini  menyebabkan  terjadinya  disharmoni  dan  lemahnya  soli- 
ditas  dukungan  yang  bersumber  dari  lingkaran  dalam  partai  ini. 
Komentar-komentar  yang  dikeluarkan  oleh  Mel  Adoe,  wakil  Golkar 
di  DPRD  dan  persaingan  Agustinus  I.  Meda  dalam  perebutan  tiket 
di  partai  Golkar,  menyebabkan  Tulus  mengalami  kesulitan  meraih 
kemenangan..  Ketiga,  Gaul  dikalahkan  oleh  Tim  Suksenya  yang 
kurang  cekatan  dan  kurang  efektif  memanfaatkan  jaringan  laba-laba 
di  dalam  birokrasi,  partai  politik,  Gereja  dan  terutama  media  massa. 
Isu-isu  negatif  yang  disebarkan  untuk  Gaul,  jarang  di-counter  attack 
oleh  Tim  Suksesnya.  Di  samping  itu,  soliditas  partai-partai  politik 
pendukung  Gaul  dan  integrasi  di  antara  mereka  sangat  rentan 
dengan  perpecahan.  Hal  ini  terjadi  karena  partai-partai  pendukung 
Gaul  umumnya  mengalami  konflik  internal  yang  disebabkan  oleh 
faktor  ketidaktegasan  dukungan  yang  diberikan  kepada  Gaul  dan 
juga  terjadinya  politik  penggembosan  yang  dilakukan  oleh  Amsal 
dan  Harkat. 

Di  bawah  ini  rekomendasi  yang  cukup  representatif  bagi  pe- 
rubahan  masa  depan  Pilkada  di  Nusa  Tenggara  Timur: 

•  perlu  merekrut  tim  sukses  lintas  batas  (etnis,  agama,  geo- 
grafis),  tidak  hanya  menghimpun  orang-orang  partai  poli- 
tik, tetapi  juga  elemen-elemen  lain  di  luar  partai  politik  se- 
perti  kalangan  intelektual  dan  orang-orang  berusia  muda 
yang  memiliki  penguasaan  terhadap  jaringan  ke  berbagai 
stakholders. 

•  tidak  terlalu  menaruh  kepercayaan  terhadap  partai  poli- 
tik, mengingat  peran  dan  fungsi-fungsi  fundamental  par- 
tai politik  di  tengah  masyarakat  kian  mengalami  degrada- 
si.  Partai  politik  hanya  dapat  digunakan,  terutama  ketika 
partai  dapat  menjamin  kredibilitasnya  di  hadapan  masy- 
arakat/pemilih. 

•  jajak  pendapat,  polling  dan  survey  perlu  dilakukan  dengan 
sangat  serius  untuk  mengetahui  basis  pemilih  dan  peta 
kecenderungan  pilihan  pemilih  di  dalam  Pilkada.  Hal  se- 
macam  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  untuk  kampa- 
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nye,  sekaligus  bekal  untuk  membah  keyakinan  pemilih  d 
dalam  Pilkada. 

•  pilihan  pemilih  dalam  Pilkada  dapat  berubah  setiap  wakti 
sejalan  dengan  isu  dan  program  yang  ditawarkan  kepad 
pemilih  yang  dapat  meyakinkan  mereka  untuk  memasti 
kan  bahwa  mereka  memilih  kandidat  yang  tepat. 
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Reran  Negara  dalam 
Pembangunan  Ekonomi  dan  Politik 

Budi  Rajah 

Di  masa  pemerintahan  Orde  Baru  pertumbuhan  ekonomi  terjadi  dengan  cu- 
kup  signifikan.  Namun  model  dan  praktek  pembangunan  ekonomi  itu  fondamennya 
cukup  rapuh,  sehingga  ketika  krisis  ekonomi  di  akhir  tahun  1990-an  melanda  Asia 
imbasannya  tidak  memungkinkan  untuk  bisa  ditahan  dan  malah  ekonomi  Indonesia 
kemudian  terkena  krisis  yang  berkepanjangan.  Format  politik  yang  dikembangkan 
juga  jauh  dari  model  yang  demokratis,  tapi  bercorak  otoritarianisme-birokratis,  yang 
hampir  menutup  partisipasi  sosial  dan  politik  masyarakat  dalam  penyelenggaraan 
negara.  Runtuhnya  kekuasaan  Orde  Baru  memang  kemudian  telah  menunjukkan 
adanya  keterbukaan  politik  pada  tingkat  masyarakat.  Namun  pada  tingkat  kelem- 
bagaan  negara,  lembaga-lembaga  negara  belum  menunjukkan  kinerja  yang  trans- 
paran  dan  akuntabel,  terbuka  dan  bisa  dipertanggungjawabkan,  masih  terjebak  pada 
birokratisme  yang  berlebihan,  dan  lebih  menjalankan  proses  demokratisasi  yang 
prosedural-formal.  Pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  juga  masih  relatif  tera- 
baikan,  yang  tercerm.in  pada  anggaran  pembangunannya  yang  lebih  mendahulukan 
pembiayaan  rutin  yang  makin  membesar  dari  lembaga-lembaga  negara  itu  sendiri, 
dan  masyarakat  yang  sebenarnya  tidak  dipersiapkan  untuk  terlibat  dalam  ekonomi 
pasar  digiring  untuk  masuk  ke  dalamnya.  Lembaga-lembaga  negara  di  era  rezim 
reformasi  ini  belum  bisa  sepenuhnya  diakses  dan  dikontrol  secara  partisipatif  oleh 
komponen-komponen  masyarakat. 

PENGANTAR 

Sanjungan  (dan  kekaguman  banyak  dilontarkan  pada  transformasi 
perekonomian  Indonesia  yang  berlangsung  sejak  akhir  tahun  1960-an 
sampai  pertengahan  tahun  1990-an.  Dinamika  perekonomian  Indo- 
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nesia  dilihat  sebagai  suatu  keajaiban  (miracle),  dengan  kinerja  yan 
mengesankan,  senantiasa  dalam  keadaan  stabil  dan  mantap,  sert 
diprediksi  akan  tetap  tumbuh  secara  berkelanjutan. 

Dari  keadaan  yang  begitu  buruk  pada  masa  rezim  Orde  Lame 
rezim  Orde  Baru  mulai  akhir  dekade  1960-an  mampu  melakuka: 
pemulihan  (recovery)  ekonomi  secara  luar  biasa  cepatnya,  da 
yang  pertama-tama  terwujud  adalah  tajamnya  penuninan  inflaf 
dan  mulai  meningkatnya  pertumbuhan.^  Di  sekitar  tahun  1966 
1968  Indonesia  memperpleh  julukan  sebagai  salah  satu  negara  pe 
ngendali  inflasi  paling  efektif  di  abad  ke  20.  Setelah  lebih  dari  sa 
tu  dasa  warsa  melaksanakan  pembangunan  ekonomi,  Indonesi 
dikategorikan  sebagai  salah  satu  dari  sejumlah  negara  Asia  yan. 
sukses  pertumbuhan  ekonominya.  Dan  pada  awal  tahim  1990-ar 
keberhasilan  dalam  memacu  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  it 
menjadikan  Indonesia  diklasifikasikan  di  antara  kelompok  negar 
berkembang  yang  segera  akan  menjadi  negara  industri  baru  (newl 
industrialized  country),  mengikuti  jejak  negara-negara  di  Asia  lainnyc 
seperti  Taiwan,  Korea  Selatan,  Singapura,  dan  Hongkong.^ 

Tetapi  tiga  dasa  warsa  kemudian,  dinamika  ekonomi  Indonesia  it 
mulai  mengalami  krisis  dan  bahkan  menuju  kebangkrutan.  Letupa: 
awalnya  adalah  terjadinya  depresiasi,  menurunnya  kurs  rupiah  ata 
mata  uang  asing.  Krisis  keuangan  itu  tidak  bisa  direm,  sepertiny 
meluncur  bebas  dan  meluas  ke  berbagai  sektor  ekonomi  lain,  k 
sektor-sektor  industri,  jasa,  dan  pertanian  di  pedesaan.  Dalam  wakt 
yang  juga  tidak  begitu  lama  bidang  politik  pun  terkena  imbasnyj 
Presiden  Suharto  yang  merupakan  pemegang  kekuasaan  tertingg 
rezim  Orde  Bam  "dijatuhkan"  oleh  kelompok-kelompok  masyarak£ 
pro  demokrasi  yang  dimotori  golongan  mahasiswa. 

Tulisan  ini  menguraikan  beberapa  pemikiran  kritis  reflekt 
yang  menyangkut  peran  negara  dalam  pembangunan  ekonomi  da 
politik.  Bagaimana  tentang  kondisi  ekonomi  dan  format  politik  pasc 
kekuasaan  Suharto,  diuraikan  dalam  tulisan  ini.  Pertanyaan  lainny; 


'  Radius  Prawiro,  Pergulatan  Indonesia  Mcmbangun  Ekonomi;  Pragntatismc  dalam  Aksi  (Jakarta:  EU 

Media  Kompulindo,  1998)  him.  33-35. 
2  Ibid.,  him.  5. 
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apakah  rezim  bam,  sebutlah  rezim  reformasi,  yang  mulai  terbentuk 
dari  hasil  Pemilu  1999  sudah  dapat  memulihkan  krisis  ekonomi  dan 
membangun  format  politik  yang  demokratis? 

NEGARA  REPRESIF  DAN  BIROKRATIS 

Dari  hasil  kajian  Herbert  Feith  mengenai  pembangunan  ekonomi 
di  Asia  di  awal  tahun  1970-an,  seperti  di  Korea  Selatan,  Filipina, 
Singapura,  Taiwan,  Thailand,  termasuk  Indonesia,  teridentifikasi  bah- 
wa  pertumbuhan  ekonomi  yang  dialami  negara-negara  di  Asia  ini 
dimotori  negara.^  Di  sini  negara  memiliki  peran  yang  sangat  besar, 
mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  implementasi  pembangunan 
ekonomi.  Bahkan  dalam  hal  penyediaan  dan  alokasi  dana,  siapa 
yang  melaksanakan,  dan  di  mana  pembangunan  dilakukan  banyak 
ditentukan  negara.  Arah  pembangunan  ekonomi  yang  dipilih  adalah 
sistem  kapitalisme,  dengan  meniru  negara-negara  maju  (developed 
countries).  Dalam  rangka  membangun  ekonomi  kapitalistik  itu 
negara  berkolaborasi  dengan  korporasi-korporasi  transnasional,  yang 
diasumsikan  bahwa  mereka  bisa  menyediakan  modal,  kemungkinan 
alih  teknologi,  dan  peluang  masuk  ke  pasar  luar  negeri,  sementara 
sumber  pembiayaan  untuk  pembangiman  tersebut  banyak  ditumpu- 
kan  pada  utang  luar  negeri. 

Bersamaan  dengan  pembangunan  ekonomi,  negara  juga  mem- 
bangun bidang  politik,  yang  dikonsepsikannya  sebagai  stabilitas 
politik,  yaitu  suatu  kondisi  di  mana  keamanan  dalam  negeri  hams 
tetap  terjaga,  tidak  ada  oposisi  dari  kelompok-kelompok  sipil  atau 
kekuatan-kekuatan  politik  lain  di  luar  negara.  Diasumsikan,  stabilitas 
politik  adalah  prasyarat  imperatif  bagi  kelancaran  pembangunan 
ekonomi.  Sudah  tentu  untuk  bisa  mewujudkannya  stabilitas  politik  ini, 
negara  melakukan  berbagai  tindakan  represif  dan  koersif  bagi  siapa 
pun  yang  dipersepsikannya  mengganggu  jalannya  pembangunan 
ekonomi  atau  umumnya  keamanan  negara.'' 


'  Herbert  Feith,  "Rezim-rezim  Developmentalis  Represif  di  Asia:  Kekuatan  Lama,  Kerawanan 

Baru"  dalam  Prisma,  Nomor  11,  Tahun  IX,  November  1984,  him.  72-84. 
'  Ibid.,  hlm.72. 
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Strategi  pembangunan  ekonomi  yang  memprasyaratkan  stabili 
tas  politik  melalui  tindakan  "kekerasan"  yang  dipraktekkan  negar; 
itu  oleh  Feith  disebut  sebagai  rezim  pembangunan  yang  represif  {re 
presive  developmental  rezim),  yang  ciri-cirinya  adalah:  pemerintahai 
pada  berbagai  level,  mulai  dari  atas  sampai  ke  bawah,  melibatkai 
kaum  militer;  pembangunan  ekonomi  diatur  oleh  para  teknokrat  dai 
elite  birokrasi  dengan  sistem  perencanaan  terpusat;  lembaga-lembagj 
demokrasi  yang  konvensional,  seperti  partai  politik  dan  legislatif,  sertc 
kekuatan-kekuatan  politik  yang  ada  dalam  masyarakat,  dibatasi  ru 
ang  gerak  dan  kegiatannya.^  Oleh  Karl  D  Jackson  model  pengambilar 
keputusan  yang  dilakukan  para  birokrat  tinggi  yang  jumlahnyc 
terbatas,  sementara  lembaga-lembaga  negara  di  luar  eksekutif  dar 
kalangan  masyarakat  yang  lebih  luas,  tidak  memiliki  peran  yan^ 
berarti,  diberi  sebutan  bureaucratic  polity.^  Sedangkan  Clifford  Geerh 
menyebut  cara  pengelolaan  negara  yang  dilakukan  rezim  Orde  Bart 
itu  sebagai  power  house  state,  di  mana  para  pejabat  cenderung  menjad 
kepala  (master),  bukan  manajer  (manager)/ 

Mungkin  cukup  relevan  juga  untuk  melihat  rezim  negara  represij 
ini  dari  konsep  bureaucratic  authoritarianism  (otoritarianisme  birokratik- 
OB)  yang  diajukan  Guillermo  O'Dormell,  yakni  suatu  bentuk  negarc 
otoriter  yang  kuat  dan  terpadu,  yang  melibatkan  diri  dalam  berbaga 
kegiatan  kemasyarakatan.  Ciri-ciri  negara  OB  ini  antara  lain:  pertama, 
pemerintahan  pada  berbagai  tingkatan  banyak  melibatkan  dan  di- 
pegang  kaum  militer  yang  berkolaborasi  dengan  kaum  teknokral 
sipil;  kedua,  didukung  oleh  entrepreneur  oligopolistik,  yang  bersamc 
negara  juga  berkolaborasi  dengan  dimia  bisnis  intemasional;  ketiga, 
pengambilankeputusanbersifatbirokratik-teknokratikdansentralistik, 
dan  keempat,  massa  secara  politik  didemobilisasi.^  Kemunculan  rezim 


5  Ibid.,  him.  73. 

*  Karl  D.  Jackson,  "BureaucraHc  polity:  A  Theoritical  Framework  for  the  Analisys  of  Power  anc 
Communication  in  Indonesia,"  dalam  Karl  D.  Jackson  &  Lucian  W.  Pye  (ed.).  Political  PonHram 
Communication  in  Indonesia  (Berkeley:  California  University  Press:  1978),  him.  4-5. 
Clifford  Geertz,  "Afterword:  The  Politics  of  Meaning,"  dalam  Claire  Holt  (ed.).  Culture  and  Poli- 
tics (Cornell:  Cornell  University  Press,  1974),  him.  323. 

8  Guillermo  O'Donnell,  "Berbagai  Ketegangan  di  Negara  Oloritei^Birokralik  dan  Masalal 
Demokrasi,"  dalam  Roy  C.  Macridis  &  Bernard  E.  Brown  (ed.),  Perbandingan  Politik  (Jakarta 
Erlangga,  1992),  him.  200-202. 
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ini  dimungkinkan  karena  adanya  konflik  di  antara  lembaga  formal 
negara  yang  memiliki  ideologi  anti  sosialisme  dengan  institusi-insti- 
tusi  kemasyarakatan  yang  mengembangkan  ideologi  sosialisme.  Un- 
tuk  kasus  Indonesia,  ia  timbul  dari  bentrokan  besar  antara  kaum 
militer  yang  beraliansi  dengan  kelompok-kelompok  masyarakat  yang 
anti  komunis  dengan  persekutuan  golongan  kiri  dan  nasionalis.^  Di 
samping  itu,  dalam  konteks  pengaruh  global  dari  kemunculan  rezim 
ini,  bahwa  berkembangnya  otoritarianisme  negara  bersamaan  dengan 
proses  industrialisasi  dan  ekspansi  kapitalisme  dari  negara-negara 
pusat,  Amerika  Serikat  khususnya.i°  Karena  itulah,  negara  OB  ini 
pun  disebut  sebagai  negara  kapitalis  dalam  pengertian  ia  dibangun 
di  atas  kerangka  ideologi  pembangunan  kapitalistik." 

Pada  mulanya,  model  industrialisasi  yang  dikembangkan  negara- 
negara  OB  banyak  bertumpu  atau  mengandalkan  pada  industri  sub- 
stitusi  impor.  Namim  dalam  perjalanannya  strategi  ini  tidak  banyak 
membuahkan  hasil,  produk-produknya  tidak  kompetitif  dan  biaya 
untuk  penyediaan  faktor-faktor  produksi  jauh  lebih  mahal.  Dalam 
konteks  inilah  kemudian  negara-negara  OB  mengalihkan  strategi 
tersebut  menjadi  industri  yang  berorientasi  ekspor.  Hal  ini  dilakukan 
agar  negara  memperoleh  dukungan  langsung  dari  modal  asing, 
mampu  meniq?takan  pasar  di  dalam  dan  luar  negeri,  dan  menjamin 
kontinuitas  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang.^^  Namun  di  sek- 
tor  politik  tidak  terjadi  perubahan  signifikan,  negara  tetap  menying- 
kirkan  dan  meredam  berbagai  aktivitas  politik  kritis.  Saluran  dan 
akses  politik  berbagai  organisasi  massa,  ditutup  dan  kalaupun  di- 


'  Feith,  op.  cit.,  1980,  him.  74;  lihat  juga  Mohtar  Mas'oed,  Ekonomi  dan  Struktur  Politik  Orde  Baru 
1966-1971  (Jalcarta:  LP3ES,  1989),  him.  10. 

Kiranya  sitxiasi  Perang  Dingin  {Cold  War)  antara  Blok  Timur  dan  Blok  Barat  berpengaruh  juga 
atas  berkembangnya  negara-negara  otoriter  di  Asia,  Afrika,  dan  Amerika  Latin,  apakah  itu 
negara-negara  kapitalistik  otoriter  yang  didukung  Amerika  Serikat  dan  sekutunya  (Blok  Ba- 
rat) ataukah  negara-negara  sosialistik  otoriter  yang  didukung  Uni  Soviet  dan  sekutunya  (Blok 
Timur),  lihat  Ronald  H.  Chilcote,  Theories  of  Comparative  Politics  (Oxford:  Westview,  1994),  him. 
153. 

"  Di  sini  kapitalisme  yang  berkembang  di  negara-negara  Dunia  Ketiga  yang  bercorak  Otoritari- 
anisme-birokratik  langsung  dimotori  oleh  institusi  negara,  bukan  difasilitasi  oleh  instihisi-in- 
stihasi  masyarakat_seperti  yang  umumnya  berlangsung  di  negara-negara  kapitalis  Eropa  Barat 
dan  Amerika  Serikat  dan  karena  itu  disebut  juga  "kapitaiisme-negara  (state-capitalism).  Lihat 
Muhammad  AS  Hikam,  Demokrasi  dan  Civil  Society  (Jakarta:  LP3ES,  1996),  him.  21 

"  Lihat  Mohamed  Ariff  &  Hal  Hill,  Industrialisasi  di  ASEAN  (Jakarta:  LP3ES,  1988),  him.  18-36. 
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beri  mang  digunakan  mekanisme  korporatif  untuk  mengkooptas 
dan  mengontrolnya.  Dan  untuk  mengendalikan  sektor  sosial-politil 
massa  digunakan  kekerasan  dan  keahlian  birokratik  dan  teknokratil< 
Cara  pendekatan  otoritarianisme  yang  seperti  itu  dimungkinkan  aga 
pertumbuhan  ekonomi  tetap  berlangsung  dan  meredam  munculny, 
kekuatan-kekuatan  civil  society}^ 

Di  sektor  administratif,  negara  OB  sangat  tergantung  pada  struk 
tur  birokrasi  yang  rumit,  yang  fungsi  sebenamya  adalah  untuk  me 
lakukan  pengawasan  atas  berbagai  kegiatan  masyarakat.  Kemudiai 
didukung  pula  oleh  teknokrat  apolitis  yang  berperan  sebagai  kon 
septor,  perencana,  dan  pelaksana  pembangunan  ekonomi.^^  Pada  ne 
gara  OB  ini  terlihat  memang  ada  lembaga-lembaga  yang  mewaki] 
masyarakat,  baik  dalam  bentuk  organisasi  sosial,  ekonomi,  dan  po 
litik.  Tetapi,  menurut  Philippe  C.  Schinitter,^^  institusi-institusi  iti 
bersifat  korporatisme,  yaitu  suatu  sistem  perwakilan  kepentingai 
di  mana  imit-unit  yang  membentuknya  diatur  dalam  organisasi 
organisasi  yang  jumlahnya  dibatasi  serta  bersifat  tunggal,  tidak  di 
perbolehkan  saling  berkompetisi,  dan  diatur  secara  hirarkhis,  serti 
diberi  hak  monopoli  untuk  merepresentasikan  kepentingan  dalan 
bidangnya  masing-masing  sebagai  imbalan  atas  kesediaan  memenuh 
pengendalian  oleh  negara. 

Rezim  ini  dilengkapi  pula  dengan  tema-tema  ideologis,  yan} 
menekankan  tuntutan  moral  negara:  disiplin  nasional,  persatuai 
nasional,  bagaimana  pentingnya  stabilitas  politik  guna  kelancaraj 
pembangunan  ekonomi,  dan  betapa  jahatnya  mengganggu  stabilita 
politik.  Dinyatakarmya  bahwa  tugas  negara  adalah  menyelenggarakai 
pembangunan  ekonomi  yang  cepat  untuk  mengatasi  kemiskinan  dai 
keterbelakangan.^^  Secara  ideologis  negara  yang  demikian  ini  me 
rujuk  pada  faham  integralistik,  yang  menempatkan  diri  di  atas  ma 
syarakat  dan  menganggap  tahu  segala  hal  yang  menjadi  kebutuhai 


"  Hikam,  op.  cit.,  1996,  him.  23. 

Ibid.,  him.  16-17. 
'5  Mas'oed,  op.  cit.,  1989,  him.  12-14. 
"  Feith,  op.  cit.,  1984,  him.  78. 
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dan  kepentingan  rakyatnya.  Negara  menganggap  dirinya  sebagai 
representasi  dari  rakyat  itu  sendiri.^^ 

Namun,  menurut  Feith,  di  dalam  dirinya  rezim  ini  memiliki 
kelemahan,  yang  akan  mengganggu  eksistensinya  di  suatu  saat. 
Pembangunan  ekonomi  yang  dimotori  negara  yang  mampu  mendorong 
pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  secara  sosiologis  juga  akan 
mendorong  bertambahnya  jumlah  orang  yang  bisa  masuk  ke  dalam 
kelas  menengah.  Dalam  batas-batas  tertentu,  kelas  menengah  yang 
menonjolkan  profesionalitas  ini  akan  menuntut  agar  ada  keteraturan 
dan  konsistensi  dalam  kinerja  pemerintah,  dihapuskannya  praktek- 
praktek  kolusi  dan  kroni,  ditegakkannya  hukum,  terutama  tuntutan 
ini  berasal  dari  kelas  menengah  intelektual.  Sedikit  banyak  refonnasi 
yang  bergulir  di  Indonesia  bisa  dilihat  sebagai  hasil  berbagai  tekanan 
kelas  menengah,  terutama  yang  dilakukan  kaum  intelektual.^^ 

Tuntutan  demokratisasi  pada  negara-negara  OB  juga  ada  penga- 
ruh  ekstemalnya,  Mulai  pertengahan  tahun  1980-an  negara-negara 
otoriter  di  berbagai  belahan  dunia  mulai  menghadapi  krisis  karena 
adanya  berbagai  kelemahan  yang  melekat  di  dalamnya  serta  tekanan 
Wcirga  masyarakatnya  yang  menuntut  lebih  banyak  kebebasan  sosial 
dan  politik.  Oleh  Huntington,  tekanan  warga  sipil  atas  negara  otoriter 
ini  disebut  sebagai  gelombang  demokratisasi  ketiga.^^  Mulai  awal 
tahun  1990-an,  masyarakat-masyarakat  sipil,  termasuk  di  Indonesia, 
mulai  mengonsolidasikan  diri  dan  kemudian  bergerak  secara  tebuka 
menuntut  proses  demokratisasi^" 


"  Lihat  Marsillam  Simandjuntak,  Pandangan  Negara  Integralistik  (Jakarta:  Grafiti  Pers,  1994),  him. 
151-152. 

Feith,  op.  cit.,  1984,  him.  82-84. 

"  Lihat  Samuel  P.  Hxmtington,  Gelombang  Demokratisasi  Ketiga  (Jakarta:  Grafiti  Pers,  1995),  ter- 
utama uraian-uaraiannya  pada  bab  I  dan  II.  Di  siiu  juga  nampak,  bahwa  memudamya  Perang 
Dingin  antara  Blok  Barat  dan  Blok  Timur  mulai  akhir  tahun  1980-an,  yang  tidak  lama  kemudi- 
an termanifestasikan  dengan  runtuhnya  negara  sosialis  Uni  Soviet  dan  sekutu-sekutu  lainnya 
di  Eropa  Timur,  telah  mendorong  pada  proses  demokratisasi  di  negara-negara  berkembang 
kapitalistik  yang  otoriter. 

2"  Lihat  Donald  K.  Emerson,  "Krismon  dan  Lengser:  Kemelut  Tahun  1997-1998,"  dalam  Donald 
K.  Emerson,  Indonesia  Beyond  Suharto;  Negara,  Ekonomi,  Masyarakat,  Transisi  (Jakarta:  Gramedia, 
2001);  Lihat  juga  Arief  Budiman,  "Krisis  1998:  Perubahan  dan  Kontinuitas  di  Indonesia,"  dalam 
Arief  Budiman,  dkk  (Penyunting),,  Harapan  dan  Kecemasan;  Menatap  Arab  Reformasi  Indonesia 
(Yogyakarta:  BIGRAF  Publishing,  2000). 
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POLARISASI  POLITIK  TANPA  DINAMIKA  EKONOMI 

Rezim  Orde  Lama  yang  memegang  tampuk  pemerintahan  padi 
periode  1959-1965  mungkin  bisa  dikatakan  sebagai  pembalikan  tota 
dari  sistem  politik  pada  periode  demokrasi  parlementer  (1955-1959) 
Hal  itu  ditandai  dengan  menguatnya  posisi  lembaga  kepresidenan 
sehingga  memungkinkan  Presiden  Sukarno  menjadi  salah  satu  ke 
kuatan  politik  utama  di  Indonesia.  Meskipun  sistem  pemerintahai 
yang  ia  jalankan  diberi  nama  demokrasi  terpimpin,  kata  demokrasi  iti 
tidak  berkorelasi  dengan  penghormatan  atas  hak-hak  asasi  manusia 
Lawan-lawan  politiknya  yang  tidak  sesuai  dengan  kebijaksanaan  atai 
yang  mempunyai  keberanian  untuk  menentangnya  disingkirkan. 

Di  pihak  lain  ada  dua  kekuatan  politik  di  luar  lembaga  kepre 
sidenan,  yaitu  pertama,  PKI  (Partai  Komunis  Indonesia)  yang  sebe 
lumnya  hanya  berperan  sebagai  kekuatan  politik  oposisi  yang  ke 
mudian  bisa  masuk  ke  dalam  lembaga-lembaga  formal  kenegaraan 
Hal  itu  dimungkinkan  karena  Presiden  Sukarno  dalam  rangka  me 
wujudkan  agenda  politiknya  membutuhkan  aliansi  dari  salah  sati 
partai  politik  yang  besar  seperti  PKI  ini.  Aliansi  itu  tidak  disia 
siakan  PKI,  karena  berarti  suatu  peluang  untuk  memperluas  basi; 
politiknya  dalam  lembaga-lembaga  pemerintahan  yang  kemudiai 
bisa  dimanfaatkan  bagi  memperluas  simpatisannya  dari  kalangai 
masyarakat.  Kedua,  Angkatan  Darat  juga  kemudian  muncul  sebaga 
kekuatan  politik  yang  kuat,  terutama  sejak  negara  diberlakukai 
dalam  keadaan  darurat  pada  pertengahan  tahun  1950-an  sebaga 
akibat  terjadinya  berbagai  gerakan  sparatisme  di  daerah.  Sudah  sejal 
awal  Angkatan  Darat  ini  mengamati  bahwa  PKI  merupakan  ancamai 
potensial  yang  dapat  membahayakan  negara  kesatuan  dan  ideolog 
negara,  sehingga  Angkatan  Darat  mendorong  terbentuknya  berbaga 
organisasi  massa  fungsional  atau  mendukung  organisasi-organisas 
kemasyarakatan  dan  keagamaan  untuk  menahan  aksi-aksi  yan^ 
dilakukan  PKI.  Dengan  demikian,  peta  politik  pada  masa  rezim  Ordi 
Lama  dicirikan  dengan  terjadinya  tarik-ulur  yang  sangat  kuat  antan 
ketiga  kekuatan  politik  yang  utama,  yaitu  Presiden  Sukarno,  PKI,  dar 
Angkatan  Darat.^^ 


Lihat  Harorld  Crouch,  Mililerdan  Politik  di  Indonesia  (Jakarta:  Sinar  Harapan,  1986),  him.  21-24. 
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Suhu  politik  di  awal  tahim  1960-an  kian  panas.  Letupan  konflik 
yang  sporadis  antar  kekuatan-kekuatan  politik  muncul  ke  permukaan, 
dan  pertentangan  itu  pada  mulanya  banyak  terjadi  di  ped  esaan.^ 
Memang  polarisasi  sosial-politik  masyarakat  pada  masa  Orde  Lama 
sangat  tajam,  setiap  kelompok  menempatkan  kelompok  lain  sebagai 
lawan.  Riuh-rendah  percaturan  politik  yang  ditandai  konflik  laten 
sampai  benturan  terbuka  di  antara  berbagai  kekuatan  politik  di  da- 
lam  lembaga  kenegaraan  dan  institusi  kemasyarakatan  telah  meng- 
akibatkan  terabaikannya  pembangunan  ekonomi.  Perekonomian 
Indonesia  waktu  itu  tidak  menunjukkan  perkembangan,  tingkat  pro- 
duktivitas  dan  pertumbuhan  pada  berbagai  sektor  sama  sekali  tidak 
ada,  dan  kebutuhan-kebutuhan  konsumsi  masyarakat  juga  tidak 
bisa  dipenuhi.  Sementara  itu,  jumlah  utang  luar  negeri  meningkat, 
demikian  juga  dengan  inflasi.  Mungkin  keadaan  perekonomian 
Indonesia  yang  buruk  itu  dapat  digambarkan  dari  kajian  Panglaykim 
dan  Amdt,  yang  menyimpulkan  bahwa  apabila  Indonesia  memenuhi 
semua  kewajiban  utang  luar  negerinya,  konsekuensinya  tidak  ada 
lagi  devisa  yang  tersisa  untuk  membiayai  anggaran  pembangunan 
rutin  yang  dibutuhkan.  Pada  tahun  1965  inflasi  naik  mencapai  550 
persen,  bahkan  tahun  1966  menjadi  650  persen.  Era  1950-an  anggaran 
belanja  negara  mengalami  defisit  10  persen  sampai  30  persen  dari 
total  penerimaan  dan  naik  di  tahun  1960-an  menjadi  lebih  dari  100 
persen.^ 

Parahnya  keadaan  ekonomi  Indonesia  di  masa  Orde  Lama  itu 
bisa  dilihat  pula  pada  pendapatan  per  kapita  yang  menurun  sekitar 
3,7  persen  antara  tahun  1961  dan  1965.  Kalau  pendapatan  per  ka- 
pita itu  diukur  dengan  dolar  AS,  nilai  rupiah  terhadap  dolar  AS 
merosot  dari  Rp  186,67,-  per  dolar  AS  pada  tahun  1961  menjadi  Rp 
14.083,-  per  dolar  AS  tahun  1965.^'^  Persoalan  ekonomi  yang  dihadapi 
Indonesia  itu  adalah  akibat  dari  polarisasi  masyarakat  yang  begihi 
jauh  yang  mengakibatkan  hubungan-hubungan  politik  menjadi  diso- 
siatif,  serta  berlebihannya  kekuasaan  politik  mencampuri  sektor 


«  Lihat  Margo  Lyon,  "Dasar-dasar  Konflik  di  Pedesaan  Jawa,"  dalam  Sediono  Tjondronegoro  & 
Gunawan  Wiradi,  Dua  Abad  Penguasaan  Tanah  dijawa  (Jai<arta:  Gramedia,  1984),  him.  202-220. 

"  Hill,  op.  cit.,  1996,  him.  2-3. 
Prawiro,  op.  cit.,  1998,  him.  11. 
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ekonomi,  sehingga  manajemen  yang  rasional  tak  dapat  diterapkan. 
Utang  luar  negeri  tidak  mampu  dibayar,  penerimaan  ekspor  jatuh  ke 
tingkat  yang  hampir-hampir  tidak  dapat  lagi  mencukupi  kebutuhan 
minimum  negara.  Di  samping  itu,  pada  waktu  itu  Indonesia  sedang 
mengadakan  konfrontasi  dengan  Malaysia  serta  upaya  pembebasar 
Irian  Barat.  Biaya  untuk  konfrontasi  dengan  Malaysia  saja  telah 
menyerap  sekitar  19  persen  dari  total  pengeluaran  pemerintah  pada 
tahim  1965  sebagai  tambahan  atas  anggaran  rutin  sektor  pertahanan 
sebesar  21  persen.^ 

Situasi  politik  di  pertengahan  tahun  1965  semakin  panas  dar 
mulai  menunjukkan  tanda-tanda  akan  terjadinya  konflik  terbuka^ 
ditambah  lagi  dengan  terjadinya  krisis  ekonomi  yang  begitu  dalam. 
Pada  akhimya  memang  konflik  itu  terjadi,  dan  dari  ketiga  kekuatan 
politik  utama  Angkatan  Darat  dengan  didukimg  oleh  kelompok-ke- 
lompok  agama  dan  organisasi-organisasi  politik  dan  sosial,  para  ma- 
hasiswa  dan  kaum  intelektual  yang  anti  komunis  dapat  menguasai 
keadaan  Indonesia  yang  sedang  chaos.  PKI  dan  organisasi  massa  pen- 
dukungnya  dilumpuhkan  dan  kemudian  diputuskan  sebagai  partai 
terlarang.  Demikian  juga  dengan  Presiden  Sukarno  beserta  lingkaran 
terdekatnya,  meskipun  tidak  diperlakukan  seperti  PKI,  kekuatan 
politik  dan  pengaruhnya  dieliminasi. 

NEGARA  MEMBANGITN  EKONOMI 

Dengan  sedikit  bercermin  pada  rezim  Orde  Lama  yang  dianggap 
menempatkan  politik  sebagai  panglima,  Orde  Bam  mengalihkari 
orientasi  pembangunan  ke  bidang  ekonomi.  Namun  komitmen 
Orde  Bam  untuk  melaksanakan  pembangunan  ekonomi  itu  tidak 
didukung  oleh  ketersediaan  dana  dari  dalam  negeri.  Di  sinilah 
pertama-tama  yang  dilakukannya  adalah  mencari  utang  luar  negeri 
dan  mengundang  modal  asing  dan  upaya  itu  membuahkan  hasil, 
sehingga  kegiatan  ekonomi  mulai  berdenyut.  Ditambah  lagi  pada 
awal  tahun  1970-an  harga  minyak  di  pasar  internasional  naik,  terjadi 
oil  boom,  sehingga  devisa  yang  diperoleh  bisa  menambah  biaya 


^Hill,  op.  cit.,  1996,  him.  3. 
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pembangunan  yang  berasal  dari  utang  luar  negeri.  Tak  disangsikan 
memang  pada  akhirnya  rezim  Orde  Bam  dengan  pembangunannya 
itu  secara  makro  dan  rata-rata  telah  dapat  mendorong  pertumbuhan 
ekonomi  pada  hampir  semua  sektor.  Meskipun  catatan  statistik  untuk 
keberhasilan  tersebut  cenderung  dibesar-besarkan,  tetap  hams  diakui 
terjadi  pertumbuhan  ekonomi  dan  dapat  meningkatkan  kemakmuran 
rata-rata  warga  masyarakat  ketimbang  periode  Orde  Lama.^^ 

Pada  awal  1980-an  harga  minyak  turun  di  pasar  internasional, 
ini  menyebabkan  pemerintah  kembali  kekurangan  dana  untuk  mem- 
biayai  proyek-proyek  pembangunannya.  Dalam  konteks  inilah,  di 
samping  upaya  memperbesar  utang  luar  negeri  dan  menarik  modal 
asing,  pihak  swasta  mulai  diberi  peran.  Tetapi  nampaknya  dorongan 
untuk  melibatkan  pihak  swasta  ini  cenderung  diskriminatif,  lebih 
mengedepankan  usaha-usaha  swasta  skala  besar.  Alasan  dari  kebijak- 
sanaan  itu  bahwa  usaha  swasta  besar  dianggap  lebih  memiliki  ke- 
mampuan  untuk  memproduksi  barang  dan  jasa  yang  berorientasi 
ekspor  (export  oriented)  dan  mampu  bersaing  di  pasar  internasional, 
sehingga  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  yang  telah  dicapai  pada  pe- 
riode sebelumnya  tetap  dapat  dipertahankan.  Alasan  lainnya  kenapa 
usaha  besar  lebih  didahulukan,  karena  dilandasi  asumsi  akan  ber- 
langsungnya  trickle  down  effect,  hasil  dari  pertumbuhan  yang  tinggi 
itu  nantinya  akan  menetes  ke  usaha-usaha  menengah  dan  kecil  serta 
kepada  masyarakat  luas. 

Melihat  pada  indikator-indikator  makro  ekonomi,  keberhasilan 
yang  dicapai  antara  tahun  1960-an  hingga  awal  tahun  1990-an  me- 
mang cukup  mengagumkan.  Misalnya,  Produk  Domestik  Bmto 
(PDB)  per  kapita  riil  naik  lebih  dari  tiga  kali  lipat  hanya  dalam  satu 
generasi,  dan  penumnan  perekonomian  pada  pamh  pertama  1960- 
an  berhasil  diatasi  dengan  pertumbuhan  yang  positif .  Produksi  beras 
meningkat  dengan  pesat,  khususnya  di  Jawa,  yang  mencapai  dua  kali 
lipat,  sehingga  pada  tahun  1984  tercapai  swasembada.  Sebagian  besar 
keberhasilan  dari  peningkatan  produksi  beras  berasal  dari  program 

"  Lihat  J.A.C.  Mackie,  "Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kawasan  Asean:  Landasan  Politik,"  dalam 
Helen  Huhes  (ed.),  Keberhasilan  Industrialisasi  di  Asia  Timur  (Jakarta:  Gramedia,  1992),  him. 
441. 
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intensifikasi  yang  dapat  menaikkan  produksi  20  persen  hingga  Si 
persen  dari  waktu  sebelumnya.  Peningkatan  tersebut  kemudian  di 
ikuti  kenaikan  hampir  50  persen  konsumsi  kalori  harian  rata-rata.  Ke 
mudian,  melalui  implementasi  Program  Keluarga  Berencana  {Famih 
Planning  Program)  pertumbuhari  periduduk  juga  dapat  ditekan,  sam 
pai  awal  tahun  1990-an  pertumbuhan  penduduk  turun  mendekat 
1  persen.  Atas  keberhasilan  dalam  program  swasembada  pangai 
dan  Keluarga  Berencana  Presiden  Soeharto  menerima  penghargaai 
intemasional.^'' 

Tahun  1965  boleh  dikatakan  Indonesia  hampir  tidak  mempunya 
sektor  industri  modern,  tapi  seperempat  abad  kemudian  kenaikan  ha 
sil  industri  menjadi  10  kali  lipat  atau  lebih  untuk  semua  sektor.  Outpu 
per  kapita  untuk  komoditi  kebutuhan  dasar  sandang,  umpamanyj 
tekstil,  meningkat  lebih  dari  600  persen.  Infrastruktur  transportas 
juga  mengalami  perubahan  yang  signifikan,  khususnya  jalan  raya  dai 
sektor  penerbangan.  Investasi  juga  mengalami  kenaikan  pesat  hinggc 
mencapai  30  persen  dari  PDB  selama  oil  boom  atau  sama  dengai 
empat  kali  lipat  investasi  di  pertengahan  tahun  1960-an.  Perubahan 
perubahan  yang  terjadi  selanjutnya  semakin  memantapkan  kondis 
perekonomian  makro,  inflasi  dapat  terkendali  dengan  tetap  berada  d 
bawah  10  persen.^ 

Mengikuti  pertumbuhan  ekonomi  terjadi  perubahan  struktural 
Sumbangan  sektor  pertanian  terhadap  PDB  mengalami  penurunan 
kira-kira  sepertiga  dibandingkan  dengan  periode  pertengahan  tahui 
1960-an.  Sebaliknya,  kontribusi  sektor  industri  naik  lebih  dari  tig< 
kali  lipat  hingga  dapat  menggantikan  posisi  sektor  pertanian  dalarr 
nilai  tambah  di  tahun  1991,  walaupim  tingkat  penyerapan  tenaga 
kerjanya  tidak  begitu  signifikan.  Meski  industri  manufaktur  pemal" 
didominasi  industri  pangan  dan  pengolahan  karet,  sektor-sektor  itL 
mengalami  penurunan  kontribusi  hingga  kurang  dari  seperlima  dar 
pangsa  sebelumnya.  Kemudian,  perubahan-perubahan  ekonomi  iti; 
mendorong  pula  perubahan  bidang  sosial.  Jumlah  penduduk  miskir 
yang  pada  awal  Pelita  I  (Pembangunan  Lima  Tahun  Pertama)  lebib 


^  Hill,  op.  cit.,  1996,  him.  11. 
28  Ibid.,  him.  6. 
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dari  100  juta  orang,  pada  akliir  Pelita  V  tinggal  22,5  juta  orang.  Per- 
sentase  penduduk  yang  tidak  bersekolah  menurun  hingga  sepertiga 
dari  kondisi  di  tahun  1960-an,  sementara  jumlah  penduduk  yang 
berpendidikan  tinggi  naik  dengan  cepat.^^ 

Dari  berbagai  pertumbuhan  sektor  ekonomi  selama  lebih  sepe- 
rempat  abad  itu  tampak  arah  ekspansi  PDB  menunjukkan  kenaikan 
150  peren  dari  tahun  1969  sampai  tahun  1992,  atau  ekuivalen  dengan 
kenaikan  sekitar  200  persen  sepanjang  masa  Orde  Bam.  Pendapatan 
per  kapita  pada  tahun  1982  menjadi  230  persen  lebih  tinggi  diban- 
dingkan  pada  tahun  1969.  Pada  Pelita  I  pendapatan  per  kapita  adalah 
400  dolar  AS  naik  menjadi  1.200  dolar  AS  pada  akhir  Pelita  VI.  Karena 
itu,  pada  awal  tahun  1990-an  Indonesia  telah  melalui  tiga  tonggak 
dalam  pembangunan  ekonomi  dan  transformasi  stmktural,  pertama, 
output  manufaktur  melampaui  output  pertanian;  kedua,  pangsa  la- 
pangan  kerja  dalam  sektor  pertanian  merosot  sampai  di  bawah  50 
persen  (meskipun  angka  absolutnya  terns  meningkat);  dan  ketiga, 
barang-barang  olahan  mencapai  lebih  dari  setengah  total  produk 
yang  diekspor.^° 

Pada  akhir  tahun  1980-an  Mackie  dan  Sjahrir  mengobservasi 
kinerja  perekonomian  Indonesia  dan  menyimpulkan,  bahwa  pada 
perekonomian  Indonesia  sedang  berlangsung  kondisi  yang  mendekati 
boom  di  hampir  semua  sektor  selama  1989.  Manfaat  yang  diperoleh 
dari  berbagai  paket  deregulasi  selama  1986-1988,  terutama  dengan 
mengedepankan  peran  swasta,  mulai  kelihatan  hasilnya.  Produk- 
produk  manufaktur  dengan  orientasi  ekspor  mencapai  tingkat  yang 
sebelumnya  belum  pemah  ada,  sistem  perbankan  berada  dalam 
keadaan  likuiditas  yang  terombang-ambing,  panen  di  tahun  1989  sangat 
baik,  sedangkan  industri  konstruksi  mulai  beroperasi  dengan  tingkat 
yang  cukup  baik.  Sementara  itu,  rata-rata  pertumbuhan  per  tahun  dari 
tahim  1987  hingga  1992  mencapai  6,7%  dan  keadaan  itu  dapat  dicapai 
tanpa  peranan  besar  dari  pendapatan  minyak.  Untuk  pertama  kalinya 
dalam  sejarah,  Indonesia  menjadi  eksportir  industri  yang  signifikan, 
mengikuti  tetangga-tetangganya  di  Asia  Tenggara  dan  Timur.  Selain 


Ibid.,  Wm.  6. 
Ibid.,  him.  7. 
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itu,  dalam  periode  tersebut  berlangsung  pula  pertumbuhan  kekuatan 
komersial  dan  independensi  relatif  sektor  swasta,  sedangkan  peran 
BUMN  (Badan  Usaha  Milik  Negara)  mulai  menyusut.  Dengan  de- 
mikian,  di  sini  pemerintah  Indonesia  telah  membuktikan  kapasitas 
dirinya  untuk  menjadi  motor  penggerak  pertumbuhan  dalam  situasi 
ekonomi  yang  sedang  tidak  menguntungkan^  terutama  karena  pen- 
dapatan  minyak  yang  berkurang  serta  tingkat  kompetisi  yang  sangai 
ketat  dari  negara-negara  Asia  lairmya.^^ 

NEGARA  MENGATUR  POLITIK 

Keberhasilan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  itu  dibarengi  dengan 
situasi  politik  yang  tidak  banyak  memberi  kebebasan  bagi  warga 
masyarakat  luas.  Pergantian  rezim  pada  tahun  1965-166  bisa  dikatakan 
sebagai  suatu  perubahan  orientasi  politik  yang  dramatis,  dari  doktrin 
retorika  sosialis  ala  pemerintahan  Sukarno  ke  ideologi  Orde  Baru  yang 
pro  kapitalis  di  bawah  kekuasaan  Suharto.  Kemunculan  Orde  Baru 
pada  awalnya  memberikan  pengharapan  dari  sistem  yang  otoriter  pada 
masa  Demokrasi  Terpimpin  ke  sistem  yang  lebih  demokratis.  Temyata 
pergantian  itu  tidak  banyak  mendorong  pada  perubahan  substansia] 
dalam  kehidupan  politik.  Kekuasaan  lembaga  kepresidenan  tetap 
menjadi  pusat  dari  seluruh  proses  politik  yang  berjalan  di  Indonesia, 
bahkan  menjadi  bertambah  kuat  dan  besar  karena  langsung  ditopang 
kekuatan  miHter  dengan  fungsinya  menjaga  kestabilan  politik  serte 
teknokrat  dan  birokrat  sebagai  pelaksana  pembangunan  ekonomi 
dan  administrasi  pemerintahan.^^^  Karena  itu,  sebenamya  Orde  Baru 
bukanlah  antesis  dari  sistem  politik  Orde  Lama  seperti  diklaimny£ 
semula.  la  hanya  berlainan  dalam  kebijakan  ekonomi,  tetapi  dalarr 
kebijakan  dan  tindakan  politik  tidaklah  berbeda,  tetap  otoriter,  dar 
malah  Orde  Baru  jauh  lebih  punya  daya  cipta  untuk  memperkua 
dan  melanggengkan  otoritarianismenya  itu. 


3'  Ibid.,  him.  25. 

3^  R.  William  Liddle,  Leadership  and  Culture  in  Indonesian  Politics  (Sidney:  Allen  &  Unwin,  1996] 
him.  18. 
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Sistem  politik  Orde  Bam  ditopang  oleh  tiga  jajaran  utama:  pre- 
siden,  angkatan  bersenjata,  dan  birokrasi.  Kekuasaan  kepresidenan 
menempati  puncak  piramida  dan  merupakan  primus  inter  pares  ba- 
gi  lembaga-lembaga  tingi  negara  lainnya  seperti  DPR  (Dewan  Per- 
wakilan  Rakyat,  MA  (Mahkamah  Agung),  dan  BPK  (Badan  Pemeriksa 
Keuangan).  Dalam  hal  ini  kekuasaan  presiden  sangat  menentukan 
dalam  mengontrol  rekmitmen  politik  untuk  berbagai  jabatan  lembaga 
negara.  Juga  memiliki  sejumlah financial  resource  yang  tidak  dimiliki  oleh 
lembaga  tinggi  negara  lain,  termasuk  otoritas  untuk  mendistribusikan 
dana  pembangunan  nasional.  Itu  dapat  dilihat  dari  adanya  sejumlah 
biaya  pembangunan  langsung  dari  lembaga  kepresidenan  seperti 
dana  Inpres  (Instmksi  Presiden)  untuk  Kabupaten/Kotamadya, 
pembangunan  desa,  kesehatan,  Sekolah  Dasar,  penghijauan.  Angkatan 
Bersenjata  berperan  sebagai  stabilisator  dan  dinamisator  politik,  dan 
terutama  mengamankan  pelaksanaan  agenda-agenda  yang  telah  di- 
rumuskan  lembaga  kepresidenan,  bahkan  prevalensinya  dapat  di- 
temukan  juga  di  bidang  ekonomi,  sosial-kemasyarakatan,  termasuk 
di  bidang  olah  raga  dan  kesenian.  Sementara  lembaga-lembaga  bi- 
rokrasi pemerintahan  adalah  pelaksana  dari  agenda-agenda  politik, 
ekonomi,  dan  sosial-kebudayaan  lembaga  kepresidenan.^^ 

Dalam  rangka  memperoleh  legitimasi  dari  lembaga  perwakilan 
rakyat,  partai  politik  yang  digunakan  rezim  Orde  Bam  adalah  Golong- 
an  Karya,  yang  dalam  setiap  pemilu,  dilaksanakan  sejak  tahun  1972 
sampai  tahun  1997,  selalu  memenangkan  suara  mayoritas,  sehingga 
ia  menjadi  partai  politik  hegemonik,  meskipun  kemenangannya  itu 
penuh  dengan  catatan  penyimpangan.  Melalui  suara  Golkar  inilah 
rezim  Orde  Bam  mendapatkan  pengesahan  wakil-wakil  rakyat 
untuk  mengimplementasikan  berbagai  kebijaksanaannya.  Lembaga- 
lembaga  politik  dan  sosial  lain  seperti  partai  politik,  organisasi  massa, 
media  massa  dikontrol  dengan  ketat  dan  mereka  semua  hams  dapat 
menempatkan  diri  dalam  konteks  interaksi  di  antara  ketiga  institusi 
utama  tersebut,  bahkan  sebagian  besar  di  antaranya  dapat  dikooptasi 
dan  disubordinasikan  sekedar  menjadi  instmmen  penopang  bagi 


^^Lihat  Afan  Gafar,  Politik  Indonesia;  Transisi  Menuju  Dcmokrasi  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 
1999),  him.  38-39. 
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pilar  poUtik  Orde  Bam.^  Dengan  berbagai  jalinan  kombinasi  antan 
lembaga-lembaga  kenegaraan,  kepolitikan,  dan  kemasyarakatan  de- 
ngan lembaga  kepresidenan  sebagai  pusat  kekuasaannya,  posis: 
masyarakat  kebanyakan  dengan  sendirinya  sangat  lemah.  Meskipur 
perangkat,  aparat,  dan  institusi  negara  mengembangkan  citra  dm 
mereka  sebagai  kelompok  yang  benevolence,  pola  hubungan  yang 
bersifat  benevolence-obedience  itu  lebih  menunjukkan  ciri  hubungar 
dominasi  negara  atas  masyarakat,  katakanlah  masyarakat  berada  di 
bawah  subordinasi  negara. 

Memang  secara  formalitas  terlihat  ada  lembaga-lembaga  yang  me- 
wadahi  pengelompokan  dan  penggolongan  masyarakat,  baik  dalair 
bentuk  organisasi  sosial,  ekonomi,  dan  politik;  tetapi  institusi-institus: 
itu  bercorak  korporatis,  bersifat  timggal  dan  seragam.  Misalnya  orga- 
nisasi untuk  para  pemuda/i  diwadahi  dalam  KNPI  (Komite  Nasiona 
Pemuda  Indonesia),  imtuk  petard  dan  nelayan  diwadahi  dalam  HKTI, 
HNSI  (Himpunan  Kerukiman  Tani  Indonesia/Himpunan  Nelayar 
Seluruh  Indonesia),  untuk  pegawai  negeri  ada  Korpri  (Korps  Pegawa 
Negeri  Republik  Indonesia),  untuk  perempuan  umumnya  diwadah 
dalam  PKK  (Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga),  Kadin  (Kama] 
Dagang  dan  Industri)  untuk  para  pengusaha,  dan  bentuk-bentul 
organisasi  korporatis  lainnya.  Di  samping  itu,  pimpinan  organisasi- 
organisasi  tersebut  harus  melalui  penyaringan  yang  ketat  dari  aparat- 
aparat  militer  dan  birokrasi.  Kesemua  pengendalian  itu  diarahkar 
agar  tidak  terjadi  pertentangan  antar  kelompok  kepentingan  sertc 
terciptanya  keselarasan  dan  kerja  sama  antara  negara  dan  masyaraka 
atau  lebih  tepat  supaya  masyarakat  tetap  berada  di  bawah  pengawasai 
negara. 

Dengan  demikian,  bagi  negara  Orde  Baru  siapa  pim  harus  tun 
duk  dan  di  bawah  kendalinya.  Sedikit  saja  reaksi  atau  sikap  yan^ 
berbeda  dari  masyarakat  akan  dengan  segera  diredam.  Masyaraka 
dilihat  sebagai  kekuatan  yang  akan  senantiasa  mengganggu  eksistens 
negara,  karena  itu  perlu  diwaspadai  dan  diawasi  seketat  mungkin 
Dengan  sendirinya,  pluralitas  dilarang  dan  solidaritas  horisontal  an 
tar  kelompok  masyarakat  disingkirkan,  yang  diperbolehkan  adalal 


^  Ibid.,  him.  37-39. 


PERAN  NEGARADALAM  PEMBANGUNAN  EKONOMI  (Rajab) 


631 


solidaritas  vertikal,  yaitu  kesetiaan  kepada  negara.  Negara  adalah 
kepala  keluarga,  dan  sebagai  kepala  keluarga  imbauan,  nasihat,  dan 
petunjuknya  adalah  hukum  yang  mesti  dituruti,  tidak  boleh  ada 
yang  membangkang.  Rezim  Orde  Bam  mempersepsi  kemajemukan 
masyarakat  sebagai  persoalan  besar  dalam  proses  integrasi  nasional 
dan  karenanya  perlu  dieliminasi.  Hetoregenitas  diUhat  sebagai 
gangguan  pada  stabilitas  politik  dan  pembangunan  ekonomi,  dan 
oleh  sebab  itu  mesti  dikurangi  sedemikian  mpa.  Perbedaan  tak  bisa 
diterima,  semua  kelompok  hams  memiliki  kerangka  berpikir  dan 
berprilaku  yang  sama  demi  menjaga  persatuan  dan  kesatuan. 

POTENSI  -  POTENSI  KRISIS  EKONOMI 

Dari  berbagai  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  yang  ber- 
langsung  di  bawah  rezim  Orde  Bam,  bila  ditelaah  sebenamya  di 
dalamnya  banyak  menyimpan  masalah  yang  kritis.  Persoalan- 
persoalan  itu  muncul  dari  konsep  dan  kebijaksanaan  pembangunan 
itu  sendiri,  bukan  sekedar  efek  samping  {side  effect),  yang  sampai 
pertengahan  tahun  1990-an  terasa  tidak  ada  upaya  sungguh-sungguh 
untuk  mengoreksinya. 

Temtama  dalam  kaitannya  dengan  sumber  pembiayaan  pem- 
bangunan ekonomi,  sebenamya  sudah  cukup  lama  para  pakar  dan 
pengamat  ekonomi,  salah  satunya  Soemitro  Djojohadikoesoemo, 
mengisyaratkan  agar  pemerintah  mulai  mengurangi  ketergantung- 
annya  pada  utang  luar  negeri.  Alasannya,  meskipun  utang  luar 
negeri  berbunga  rendah  dan  berjangka  panjang  serta  pemerintah 
selalu  menepati  ketentuan  waktu  pembayaran  cicilan  dan  bimganya, 
bebannya  begitu  besar.  Memang  secara  teoritis-normatif  utang  luar 
negeri  tersebut  diperlakukan  sebagai  pelengkap  dalam  pembiayaan 
pembangunan  ekonomi.^^  Namun  demikian,  terlepas  dari  ukuran 
kuantitatif  berapa  besar  kontribusi  utang  luar  negeri  pada  anggaran 
pembangunan  ekonomi,  yang  pasti  sejak  tahun  1966  secara  kumulatif 
utang  luar  negeri  Indonesia  tems  bertambah  besar,  bukannya  malah 
berkurang. 


Kompas,  22  juni  1996. 
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Sampai  tahun  1997  jumlahnya  sudah  mencapai  di  atas  100  milia 
dolar  AS.  Dengan  jumlah  utang  sebesar  itu,  bersama-sama  Brazi 
dan  Meksiko,  Indonesia  menjadi  negara  dengan  utang  luar  neger 
terbesar  di  dunia.  Indikatomya  adalah  Debt  Service  Ratio  (DSR)  yanj 
maksimalnya  adalah  20%,  tapi  DSR  Indonesia  sudah  jauh  di  ata 
30%.  Ini  berarti  membengkaknya  defisit  transaksi  berjalan  karen; 
kehamsan  membayar  cicilan  dan  bunga  utang.  Bila  melihat  padj 
APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara),  anggaran  itu  nampal 
berimbang,  tetapi  sebenarnya  secara  keseluruhan,  yaitu  anggarai 
pembangunan  digabung  dengan  anggaran  rutin,  selalu  defisit.  Defisi 
inilah  yang  kemudian  ditutup  terns  menerus  dengan  utang  lua 
negeri.^^ 

Mulai  pertengahan  tahun  1980-an  lokomotif  pembangunan  Indo 
nesia  memang  tidak  lagi  melulu  dipegang  negara,  swasta  juga  mula 
memegang  peranan  penting.  Umpama  saja  dalam  peran  perbankai 
di  tingkat  nasional,  dahulu  peran  bank-bank  BUMN  (Badan  Usah; 
Milik  Negara)  pemah  mencapai  90  persen.  Tetapi  sampai  bulan  Mare 
1997,  kredit  perbankan  yang  diberikan  bank-bank  BUMN  sebesar  Rj 
110,9  triliun,  sementara  yang  diberikan  bank-bank  swasta  nasiona 
sebesar  Rp  159,249  triliun  atau  59  persen  dari  total  kredit.  PihaJ 
swasta  juga  kian  berperan  besar  dalam  ekspor,  dahulu  ekspor  yanj 
dominan  hanya  minyak  dan  gas  bumi  yang  dikelola  negara.  Sampa 
tahun  1997  ekspor  non-migas  yang  porsi  terbesamya  dipegang  swast; 
sudah  mencapai  75,87  persen,  sedangkan  minyak  dan  gas  hanya  2' 
persen.  Namun  demikian,  kapital  perusahaan-perusahaan  swasta  da 
lam  rangka  melakukan  ekspansi  usaha  mereka  juga  dimotori  utang 
bahkan  utang  luar  negerinya  telah  melebihi  utang  luar  negeri  peme 
rintah,  yaitu  mencapai  sekitar  62  persen.^^ 

Sejak  awal  1990-an  khususnya  persoalan  utang  swasta  sudal 
muncul  ke  permukaan  dan  banyak  diberitakan  media,  yaitu  yanj 
berkaitan  dengan  masalah  kredit  macet.  Pada  bulan  Februari  199^ 
Menteri  Keuangan,  Mar'ie  Muhammad,  memberitahu  DPR  bahw 
per  Oktober  1993  jumlah  kredit  macet  secara  nasional,  yaitu  ban 


^  Kwiek  Kian  Gie,  Gonjang-ganjing  Ekonomi  Indonesia  (Jakarta:  Gramedia,  1998),  him.  88. 
'Ubid.,  him.  165. 
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BUMN  dengan  semua  bank  swasta,  sudah  mencapai  15,8  persen  da- 
ri  semua  kredit  yang  beredar,  sedangkan  khusus  untuk  bank-bank 
BUMN  saja  kredit  macet  itu  mencapai  21,2  persen.^^  Itu  bam  yang 
tercatat,  dan  seperti  kita  ketahui  bahwa  catatan  statistik  pemerintah 
kerap  kali  jauh  dari  akurat,  entah  karena  adanya  kepentingan  tertentu 
untuk  menutup-nutupinya  atau  karena  metode  pencatatarmya  yang 
memang  tidak  sistematis,  diperkirakan  kredit  macet  yang  sebenamya 
jauh  lebih  besar  dari  jumlah  yang  disebutkan. 

Deregulasi  perbankan  tahun  1988  yang  memperingan  persyaratan 
pendirian  bank  adalah  salah  satu  penyebab  dari  persoalan  kredit  macet 
tersebut.  Kebijaksanaan  deregulasi  yang  memperlonggar  pendirian 
bank  yang  dikenal  dengan  istilah  Pakto  1988  itu  betul-betul  direspons 
pihak  swasta  dengan  sangat  antusias,  banyak  bank  baru  didirikan  atau 
memperluas  cakupan  wilayah  kegiatan  bank  yang  sudah  ada  sampai 
ke  kota-kota  kecil  setingkat  kabupaten.  Bank-bank  tersebut  secara 
jor-joran  menarik  para  penabung  dan  deposan  agar  mau  menyimpan 
uang  dan  sebaliknya  mempermudah  prosedur  peminjaman  dengan 
memberikan  bunga  kredit  yang  rendah  untuk  para  debitur.  Kompetisi 
antar  bank  yang  cenderung  berpola  free  fight  liberalism  itu  ditangkap 
para  pengusaha,  termasuk  oleh  banyak  pengusaha  karbitan  yang  tidak 
memiliki  pengalaman  sama  sekali  sebelumnya  atau  para  pengusaha 
yang  tidak  memiliki  jiwa  entrepreneur.  Para  pengusaha  karbitan  ter- 
sebut adalah  para  spekulan  yang  sekedar  mencari  keuntungan  dari 
adanya  persaingan  yang  begitu  keras  antar  bank.  Dengan  berbagai 
cara  para  pengusaha  melakukan  manipulasi,  sampai-sampai  proyek- 
proyek  yang  dibangunnya  dibiayai  kredit  bank  100%,  jadi  mereka  itu 
tanpa  mengeluarkan  kapital  sepeser  pun,  bahkan  proyek  mereka  itu 
di  mark-up  juga. 

Sudah  tentu  penguasaha-pengusaha  yang  mengail  di  air  keruh 
tersebut  dalam  mengembangkan  proyek-proyek  mereka  sama  sekali 
tidak  memperhatikan  studi-studi  kelayakan  (feasibility  studies),  ter- 
masuk bagaimana  peluang  pasarnya.  Tidak  juga  dilandasi  oleh 
manajemen  keuangan  perusahaan  yang  dikelola  secara  profesional 
dan  sudah  pasti  pula  tidak  memiliki  accountability,  padahal  uang 


» Ibid.,  him.  73. 


S34 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  38,  No.  4,  2009:  615-647 


^ang  mereka  pinjam  itu  milik  publik.  Permainan  para  pengusaha 
^ang  seperti  itu  sebenamya  dimungkinkan  juga  karena  adanya  kolusi 
lengan  staf-staf  perbankan  sendiri,  terutama  di  sini  karena  mekaiusme 
^engawasan,  baik  internal  maupun  ekstemal,  sangat  lemah,  banyak 
)ank  yang  memberikan  kredit  melebihi  ketentuan  yang  berlaku. 
iCasus  kredit  macet  yang  sangat  besar  dari  Golden  Key  Group,  milik 
idi  Tansil,  dan  kasus  Kanindotex,  milik  Robby  Tjahjadi,  yang  cara 
?erolehan  kredit  mereka  diketahui  tidak  wajar,  mulai  terbongkar 
iwal  tahun  1990-an. 

Kemudian  menyusul  tanda-tanda  kredit  macet  yang  berasal  dari 
3ara  pengembang  {developer)  yang  bergerak  di  sektor  bangiman, 
^-ang  proyek-proyek  mereka  banyak  yang  tidak  terserap  pasar.^^ 
vlalah  para  pengembang  inilah  yang  kemudian  dituduh  sebagai 
Hbiang  keladi"  dari  jatuhnya  nilai  rupiah.  Sebagian  di  antara  pe- 
igembang  dalam  usaha  memperoleh  dana  untuk  pembangunan 
)royeknya  mendapatkan  kredit  dari  luar  negeri  dalam  bentuk  dolar 
ian  berjangka  pendek,  tetapi  investasi  yang  mereka  lakukan  adalah 
lalam  bentuk  rupiah  dan  berjangka  panjang.  Di  sinilah  mulai  muncul 
:>ersoalan,  karena  daya  serap  pasar  untuk  sektor  konstruksi  cukup 
•endah,  sementara  bunga  dan  cicilan  utang  dalam  dolar  harus  tetap 
iibayar  dan  semakin  mendekati  jatuh  tempo,  maka  tak  terhindarkan 
agi  para  pengembang  ini  memburu  dolar  secara  besar-besaran 
mtuk  membayar  utang  mereka.  Tampaknya  yang  terjadi  adalah 
lebagian  besar  utang  pengembang  itu  tidak  terbayar  dan  akhimya 
nenjadi  kredit  macet.  Dari  masalah  ini  terlihat  adanya  tanda-tanda 
curs  rupiah  mulai  melemah.  Kelihataimya  mungkin  di  antara  sekian 
pengembang,  banyak  yang  lebih  pas  imtuk  dikategorikan  sebagai 
;pekulan  daripada  pengusaha  yang  sesungguhnya. 

Juga  dalam  hal  ini  terlihat  kental  sekali  adanya  kolusi  antara  para 
pengembang  dengan  birokrasi  pemerintahan,  terutama  dalam  hal 
perolehan  kredit  melalui  bank-bank  BUMN  serta  untuk  perolehan 
anah  dan  izin  pendirian  bangunan. 

Sudah  dapat  dipastikan  bahwa  kredit-kredit  macet  mengakibatkan 
erganggunya  likuidasi  perbankan.  Aliran  uang  masuk  dari  cicilan 


'  Ibid.,  him  96-99. 
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dan  bunga  pinjaman  tidak  berjalan.  Sementara  itu  bank  sendiri 
melakukan  transaksi  antar  bank  {interbank  call  money  market),  ini  pun 
akhimya  menjadi  macet.  Mulailah  timbul  bank-bank  bermasalah  dan 
sampai  tahun  1998  bank-bank  bermasalah  yang  kemudian  dilikuidasi 
mencapai  hampir  50  bank  swasta  dan  yang  diambil  alih  {take  over) 
pemerintah  sekitar  10  bank.  Bahkan  bank-bank  BUMN  ptin  terkena 
masalah  kredit  macet  ini  yang  jumlahnya  begitu  besar,  sehingga 
memerlukan  suntikan  modal  dari  pemerintah  (rekapitalisasi).'"' 

Isyarat  para  pengamat  ekonomi  dan  berita  media  massa  yang 
mengungkapkan  masalah  kredit  macet  sejak  satu  dekade  lalu  itu 
tidalc  mendorong  otoritas  moneter  segera  mengambil  tindakan.  Ins- 
tansi  yang  sebenamya  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  masalah 
perbankan  dan  keuangan  tersebut  relatif  pasif,  padahal  Presiden 
Suharto  sendiri  dalam  pidatonya  pada  pembukaan  Kongres  Perbanas 
tanggal  25  Mei  1994  sudah  meminta  supaya  Departemen  Kehakiman, 
Kejaksaan  Agung,  Badan  Pertanahan  Nasional,  Badan  Umsan  Piutang 
dan  Lelang  Negara  bersama-sama  dengan  otoritas  moneter  mencari 
cara  penyelesaian  hukum  yang  cepat  dan  adil  guna  menangani 
kasus-kasus  kredit  macet  itu.  Namun,  permintaan  presiden  tersebut 
tidak  digubris  oleh  lembaga-lembaga  bersangkutan,  sehingga  masa- 
lahnya  menjadi  berlarut-lamt.  Ketidakacuhan  dan  sikap  diam  lem- 
baga-lembaga pemerintah  terkait  itu  berkaitan  dengan  daHh  bahwa 
transparansi  perbankan  tidak  bisa  sembarangan  dibuka,  itu  dilindungi 
undang-undang.  Bila  otoritas  moneter  membuka  kasus-kasus  kredit 
macet,  diasimisikan  bank-bank  yang  bermasalah  akan  bangkrut  kena 
rush^^  Masalah  otoritas  moneter  yang  cenderung  mendiamkan  kasus 
kredit  macet  dan  bank  bermasalah,  mimgkin  karena  di  antara  bank 
dan  para  pengusaha  yang  tersangkut  dalam  masalah  itu  memiliki 
kaitan  dengan  beberapa  pejabat  tinggi,  baik  karena  hubungan  kerabat 
maupim  karena  kroni,  sehingga  tidak  memiliki  keberaiuan  untuk 
membongkamya. 

Sektor  industri  yang  sejak  dua  dekade  lalu  nampak  tumbuh  dan 
berkembang  dengan  mengesankan,  temyatajuga  tidakbanyak  memiliki 


^  Ibid.,  him.  22-254. 
Ibid.,  him.  283-286. 
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landasan  teknologi  yang  kuat.  Umumnya  industri-industri  yang  ber- 
kembang  adalah  industri  perakitan  {assemhling),  umpamanya  pada 
industri  mobil  dan  elektronika.^  Perangkat  teknologi  maupim  bahan- 
.  bahan  untuk  pembuatan  produknya  sebagian  besar  didatangkan  dari 
luar  negeri.  Perusahaan-perusahaan  swasta  besar  jarang  sekali  yang 
memiliki  Divisi  Penelitian  dan  Pengembangan  untuk  menciptakaii 
dan  mengembangkan  teknologi  sendiri.  Karena  itu  industriawan  di 
Indonesia  sesungguhnya  lebih  merujuk  pada  sebutan  broker,  bukan 
pencipta  atau  pengembang  teknologi.  Profesi  mereka  sebenamyc 
lebih  menunjuk  pada  peran  pedagang  yang  mengantarai  jual  beli 
teknologi  dan  produk-produknya  dengan  konsumen  dalam  negeri 
Indonesia  atau  untuk  diekspor  kembali.  Atau  katakanlah  mereke 
adalah  tukang-tukang  yang  membeli  komponen-komponen  teknologi 
dari  luar  negeri  untuk  kemudian  di  pasang  di  dalam  negeri,  bahkar, 
mereka  itu  sekaligus  pula  mendatangkan  sebagian  besar  bahan  baku 
dari  luar  negeri  untuk  produk-produk  yang  mereka  rakit.  Karena  itu 
pula  banyak  produk-produk  industri  yang  kandungan  lokalnya  minim 
sekali.  Nampak  di  sini  para  pengusaha  Indonesia  ingin  cari  mudahnya 
saja.  Termasuk  dalam  kasus  ini  beberapa  komoditas  pertanian  yang 
sebenamya  bisa  dikembangkan  di  Indonesia  didatangkan  pula  dari 
luar  negeri  seperti  jagimg,  kacang  kedele,  dan  buah-buahan.^ 

Tetapi  pemerintah  pim  kelihatannya  mendukung  pada  mode] 
industrialisasi  yang  seperti  itu.  Kurang  sekali  upaya  pemerintali 
untuk  menciptakan  lingkimgan  yang  kondusif  bagi  perusahaan- 
perusahaan  swasta  dalam  mengembangkan  teknologi  sendiri  atau 
memakai  bahan-bahan  lokal  bagi  pembuatan  produk-produl< 
industri  mereka,  imipamanya  dengan  memberikan  insentif  tertentu 
seperti  pengurangan  pajak.  Kalau  kemudian  ada  perusahaan  yang 
mencoba  imtuk  mengembangkan  teknologi  sendiri  dan  memakai 
sebagian  besar  bahan-bahan  lokal  imtuk  produknya,  perusahaan  itu 
mengajukan  proteksi  yang  sangat  berlebihan,  monopoli,  termasuk 


*^  Lihat  Ian  Chalmers,  Konglomerasi  dan  Modal  dalam  Industri  Otomotif  Indonesia  (Jakarta:  Grame- 
dia,  1996). 

«  Lihar  Richard  Robison,  "Pengembangan  Industri  dan  Ekonomi-Politik  Pengembangan  Modal: 
Indonesia,"  dalam  Ruth  Mc  Vey  (ed.),  Kaum  Kapitalis  Asia  Tenggara:  Patronase  Negara  dan  Rapuh- 
nya  Struktur  Perusahaan  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  1998),  him.  107-110. 
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pembebasan  pajak.  Karena  perusahaan  yang  meminta  monopoli  itu 
dimiliki  oleh  keluarga  pejabat  tinggi  yang  memegang  kekuasaan, 
maka  permohonan  itu  dikabulkan.  Mungkin  di  sini  kasus  industri 
mobil  Timor  dan  industri  kimia  Chandra  Asri  dapat  mewakili  gam- 
baran  dari  ketidakkonsistenan  kebijaksanaan  industri  pemerintah. 
Barangkali  kebijakan  yang  kurang  membuka  peluang  bagi  perusahaan 
untuk  mengembangkan  teknologi  dan  memakai  bahan-bahan  dalam 
negeri  atau  memberikan  proteksi  yang  berlebihan,  menguntungkan 
kedua  belah  pihak,  karena  memungkinkan  pihak  swasta  dan  aparat 
pemerintah  berkolusi.  Ditambah  lagi  kedua  belah  pihak  tidak  perlu 
bersusabi  payah  melakukan  berbagai  eksperimen  yang  memang 
memerlukan  biaya  besar  dan  membutuhkan  waktu  lama  untuk 
memetik  hasilnya. 

Dalam  konteks  model  industrialisasi  yang  demikian  itulah, 
kenapa  produk-produk  industri  Indonesia  relatif  mahal,  karena 
perangkat  teknologi  dan  bahan-bahan  untuk  pembuatan  produknya 
sebagian  besar  diimpor.  Banyak  produk  industri  Indonesia  yang  tidak 
kompetitif  dari  segi  harga,  padahal  kualitasnya  juga  belum  begitu 
tiuggi.  Sementara  itu,  bila  hendak  menekan  harga,  para  pengusaha 
akhimya  mengurarigi  salah  satu  ongkos  faktor  produksi,  yaitu  upah 
buruh.  Inilah  salah  satu  sebab  kenapa  upah  buruh  di  Indonesia 
termasuk  yang  terendah  di  Asia  Tenggara.  Dan  untuk  masalah  upah 
buruh  yang  rendah  ini  pemerintah  secara  tidak  langsung  mendukung 
para  pengusaha,  dengan  alasan  karena  hal  itu  adalah  salah  satu 
komponen  comparative  advantage  Indonesia. 

Di  samping  itu,  pembangunan  ekonomi  yang  bias  pada  sektor 
industri  itu  menjadikan  sektor  ekonomi  pertanian  terabaikan  dan 
kalaupun  dibangun  hanya  diupayakan  untuk  meningkatkan  ju- 
mlah  produksi  dalam  rangka  swasembada  pangan  sambil  sekaligus 
mengendalikan  tingkat  harga  produknya.  Ini  dilandasi  pemikiran 
bahwa  komoditas  pertanian  adalah  makanan  pokok  yang  persediaanya 
hams  selalu  mencukupi  serta  harganya  mesti  terkendali,  karena  bi- 
la kedua  hal  itu  tidak  terpenuhi,  maka  proses  industrialisasi  akan 
terganggu.  Karena  itu,  kebijaksaanaan  dalam  pembangunan  per- 
tanian sifahiya  subsistensi,  hanya  unhik  mencukupi  permintaan, 
yang   komoditasnya    dikendalikan   dengan   harga   yang  rendah 
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yang  bisa  dijangkau  oleh  semua  lapisan  masyarakat.  Sudah  tenti 
pembangunan  yang  seperti  itu  sangat  memgikan  petani;  sebaliknyc 
yang  diuntungkan  adalah  lapisan  menengah  perkotaan,  karena  untul 
memperoleh  pangan  mereka  tidak  hams  mengeluarkan  uang  dalan 
jumlah  besar  dari  pendapatan  yang  mereka  terima.  Dalam  kontek 
itulah,  model  pembangunan  ekonomi  yang  demikian  itu  cendemn| 
semakin  memperlebar  kesenjangan  antar  sektor  dan  antar  lapisai 
masyarakat. 

KRISIS  TERSEMBUNYI  YANG  MELEDAK 

Memasuki  tahtm  1998  Indonesia  tengah  bersiap-siap  untuk  meng 
hadapi  pemilihan  presiden  baru.  Tetapi  untuk  kali  ini,  pemilihaj 
itu  dilakukan  dalam  situasi  krisis  ekonomi  dan  diikuti  pula  dengai 
gejolak  masyarakat  yang  secara  kuat  menekan  pemerintah  untuk  tidal 
memilih  presiden  yang  itu-itu  juga  serta  melakukan  reformasi  pad; 
sistem  politik  yang  tidak  demokratis.  Namun  demikian,  nampakny 
pemerintah  belum  mau  mendengar  tuntutan  yang  mulai  disuarakai 
secara  keras  oleh  berbagai  komponen  masyarakat  tersebut.  Dalan 
konteks  tidak  adanya  respons  pemerintah  atas  tekanan  masyaraka 
itu,  ketidakpastian  dan  resiko  dari  situasi  politik  Indonesia  menjad 
semakin  besar,  dan  pada  akhimya  kekhawatiran  masyarakat  tentan} 
masa  depan  situasi  politik  Indonesia  mungkin  menjadi  terbaw. 
dalam  perilaku  ekonomi  mereka.*^  Situasi  politik  yang  demikiai 
labil  itu  merupakan  peluang  besar  hagi  fund  managers  dan  spekulato 
untuk  mempermainkan  uang  rupiah.  Di  situ  mereka  bermain  tidal 
hanya  memakai  isu-isu  ekonomi  untuk  menggoyang  rupiah,  merek; 
juga  sangat  pintar  menyiasati  berbagai  rumor  dan  isu  perkembangai 
politik  Indonesia  dalam  rangka  mencari  celah  terbuka  untuk  me 
nembak  jatuh  mata  uang  rupiah.'*^ 

Meski  mungkin  pada  awalnya  gejolak  moneter  itu  merupakai 
imbasan  dari  krisis  moneter  yang  terjadi  di  beberapa  negara  tetangga 
persistensi  gejolak  ini  pada  bulan-bulan  selanjutnya  tampaknya  lebil 


*•  Prawiro,  op.  cit,  1998,  him.  492. 

*^  Lihat  Indra  Ismawan,  Dimensi  Krisis  Ekonomi  Indonesia  (Jakarta:  Gramedia,  1998),  him.  ix. 
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banyak  disebabkan  oleh  faktor  internal  yang  ada  di  Indonesia  sendiri. 
Kalau  keadaan  menjadi  stabil  kembali  pada  bulan  Oktober  1997,  hal 
itu  akan  dapat  dikatakan  sebagai  contoh  dari  imbasan  eksternal.  Tetapi 
yang  terjadi  adalah  ketika  terkena  "flu  Asia"  Indonesia  malah  menjadi 
sangat  rentan  terhadap  kelemahan  internal  yang  memang  sudah 
ada,  meskipun  masih  tersembunyi,  saat  perekonomian  bertumbuh 
dengan  pesat.  Ini  berarti  bahwa  sistem  ekonomi  Indonesia  di  masa 
Orde  Bam  di  dalamnya  sudah  banyak  mengandung  persoalan, 
penuh  dengan  ketidakkonsistenan  dan  kontradiksi  atau  suatu  bentuk 
krisis  yang  laten,  yang  akan  manifes  bila  ada  faktor  pemicunya. 
Dalam  konteks  itulah,  ketika  gelombang  krisis  moneter  menerpa  Asia 
Timur  dan  Tenggara,  karena  sifat  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia 
tidak  mempunyai  landasan  domestik  yang  kuat,  tetapi  lebih  banyak 
tergantung  pada  kapital  luar  negeri,  serta  situasi  politik  yang  tidak 
pasti  dengan  munculnya  tuntutan  masyarakat  agar  sistem  politik 
direformasi,  terpaan  gelombang  itu  tidak  bisa  dibendung  lagi,  yang 
akhimya  memporakporandakan  sistem  perekonomian  dan  meleng- 
serkan  pucuk  pimpinan  rezim  Orde  Baru. 

Itu  semua  disebabkan  model  pembangunan  yang  dikembangkan 
rezim  Orde  Baru  sejak  awakiya  sudah  rawan,  penuh  dengan  resiko. 
Ketergantungan  pada  kapital  luar  negeri,  proses  industrialisasi  yang 
berbasis  teknologi  perakitan,  dan  pemihakan  pada  golongan  ekonomi 
kuat  dengan  mengabaikan  sektor  ekonomi  pedesaan  dan  golongan 
lemah,  adalah  faktor-faktor  yang  di  dalamnya  sudah  melekat  potensi 
krisis  besar,  terutama  bila  ekonomi  regional  atau  dunia  mengalami 
guncangan.  Bila  hampir  selama  tiga  puluh  tahun  ekonomi  Indonesiaa 
relatif  stabil,  katakai\lah  krisis  yang  laten  itu  tidak  manifes,  itu  di- 
mungkinkan  karena  ditopang  oleh  format  politik  yang  otoriter.  For- 
mat politik  ini  saiigat  memaksakan  berlakunya  mekanisme  politik 
yang  tidak  memungkinkan  adanya  koreksi  yang  mendasar,  baik 
melalui  mekanisme  internal  maupun  mekanisme  eksternal,  serta 
jauh  dari  menyantimi  rakyat  dan  juga  tidak  peduli  dengan  masalah 
legitimasi.  Check  and  balance  antara  masyarakat  dan  negara  tidak  ada, 
kedua  belah  pihak  berada  dalam  hubungan  yang  timpang,  negara 
mensubordinasi  masyarakat. 
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Untuk  sementara  format  politik  yang  demikian  itu  bisa  dipaham 
karena  kehidupan  berbangsa  dan  bemegara  pada  periode  akhir  tahu: 
1960-an  sedang  berada  dalam  situasi  chaos,  Katakanlah  itu  merupaka 
suatu  upaya  konsolidasi  dalam  rangka  mengeliminasi  dan  mengelol 
pertentangan  yang  terjadi,  dengan  menempatkan  peran  negar 
sebagai  kekuatan  pemersatu.  Dengan  kata  lain,  format  politik  tersebt 
pada  mulanya  merupakan  tanggapan  atas  berlangsungnya  konfli 
antar  komponen-komponen  kemasyarakatan  dan  di  dalam  lembagc 
lembaga  kenegaraan  yang  dianggap  bisa  menimbulkan  disintegrai 
negara-bangsa.  Dengan  demikian,  format  politik  itu  dibuat  dalar 
keadaan  darurat,  dan  karenanya  sifanya  sementara,  dengan  tujua 
utamanya  adalah  untuk  menciptakan  stabilitas  sebagai  prasyarc 
guna  memulihkan  krisis  politik  yang  terjadi  pada  masa  Orde  Lam 
dan  untuk  melaksanakan  pembangunan  ekonomi  yang  terabaikan.^ 

Namun  demikian,  dalam  perjalanannya  format  politik  yan 
darurat  itu  sama  sekali  tidak  diubah,  malah  terus  dipertahankan.  I 
dilanggengkan  dan  bahkan  lebih  diperkuat  lagi.  Karena  itu,  rezir 
Orde  Baru  hanya  bertolak  belakang  dengan  rezim  Orde  Lama  dalar 
hal  kebijakan  pembangunan  ekonomi,  tetapi  dalam  hal  sistem  da 
kebijakan  politik  tetap  otoriter.  Rezim  yang  otoriter  secara  politi 
pasti  akan  represif  dan  secara  ekonomi  akan  membuahkan  praktel 
praktek  usaha  yang  koruptif,  kolutif,  monopolistik,  tidak  efisier 
dan  mendistorsi  pasar  ekonomi.  Di  sinilah  sebenamya  dengan  pe 
nyelenggaraan  negara  yang  birokratik  dan  sangat  otoriter,  rezir 
orde  Baru  malah  menciptakan  "musuh-musuhnya"  sendiri,  yang  bil 
menemukan  momentumnya  musuh-musuh  itu  akan  muncul  ke  pei 
mukaan  dan  kemudian  melakukan  penentangan  secara  terbuka. 

Dengan  kata  lain,  strategi  pembangunan  ekonomi  dan  politi 
yang  dikembangkan  rezim  Orde  Baru  sejak  awalnya  sudah  potensia 
untuk  memunculkan  krisis  besar,  dan  kalaupun  pertumbuhaj 
ekonomi  selama  hampir  tiga  puluh  tahun  bisa  bertahan,  hal  iti 
dimungkinkan  karena  dilakukannya  tindakan-tindakan  politik  yan; 


*^  Lihat  Mochtar  Pabotinggi,  "Dilema  Legitimasi  Orde  Baru:  Bayangan  Krisis  Politik  dan  Pemecj 
hannya,"  dalam  Syamsuddin  Harris  dan  Riza  Sihbudi  (ed.),  Mctielaah  Kcmbali  Format  Politi 
Orde  Baru  (Jakarta:  Gramedia,  1995),  him.  132. 
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represif.  Tetapi  semua  itu  ada  batasnya,  hanya  tinggal  menunggu 
waktu.  Nah,  ketika  nilai  uang  beberapa  negara  di  Asia  Tenggara 
dan  Tunur  terkena  badai,  dan  kemudian  mengimbas  rupiah,  itulah 
momentum  yang  memicu  krisis  laten  dalam  sistem  ekonomi  dan 
politik  Indonesia  menjadi  terbuka  dan  kemudian  meluas  ke  berbagai 
segi  kehidupan  bangsa. 


REFORMASI  EKONOMI  DAN  POLITIK  ? 

Sekarang  ini  kurs  rupiah  atas  dolar  AS  tidak  se-fluktuatif  delapan 
tahun  yang  lalu  dan  mungkin  sudah  mendekati  kestabilan.  meski 
nilainya  nampaknya  tidak  akan  dapat  kembali  mendekati  nilai  seperti 
yang  berlaku  sebelum  krisis.  Sektor  riil  dan  berbagai  usaha  jasa  yang 
terhantam  krisis  juga  terlihat  telah  mendekati  kepulihan.  Namun 
demikian,  para  investor,  terutama  investor  asing,  terlihat  masih  begitu 
hati-hati  untuk  menanamkan  modal  di  berbagai  wilayah  pada  usaha- 
usaha  ekonomi  yang  dapat  menyerap  tenaga  kerja  dalam  jumlah  yang 
besar,  terutama  karena  persoalan  keamanan  dan  birokratisme  yang 
belum  terkikis.  Karena  belum  menunjukkan  adanya  perluasan  dan 
penambahan  kegiatan  usaha-usaha  ekonomi  baru  serta  perbesaran 
skala  usaha  dari  yang  lama  secara  signifikan,  menjadikan  peluang 
dan  kesempatan  kerja  belum  terbuka  lebar,  sehingga  pengangguran 
terbuka  {unemployment)  maupun  yang  terselubung  (underemployment) 
jumlahnya  tetap  mencapai  puluhan  juta  orang. 

Di  samping  itu,  beban  ekonomi  masyarakat,  terutama  untuk  me- 
reka  yang  berasal  dari  lapisan  menengah  ke  bawah,  juga  nampaknya 
menjadi  bertambahberat.  Barang-barangkonsumsi,  apakahitu  pangan, 
sandang,  dan  papan,  serta  sarana-sarana  produksi  apakah  itu  untuk 
sektor  pertanian  dan  industri,  harga-harganya  terus  melambung  naik. 
Lalu,  ditambah  lagi  barang-barang  publik  yang  dikelola  pemerintah, 
seperti  listrik,  air,  telepon,  gas,  dan  BBM  (Bahan  Bakar  Minyak),  juga 
tetap  musti  dibayar  warga  masyarakat  dengan  harga  yang  juga  terus 
menerus  meningkat,  karena  subsidi  untuk  barang-barang  public 
tersebut  terus  menerus  dikurangi  pemerintah.  Sektor  pendidikan, 
terutama  untuk  tingkat  sekolah  menengah  dan  perguruan  tinggi,  dan 
bidang  kesehatan,  yang  merupakan  prasyarat  dasar  bagi  peningkatan 
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kemampuan  sumber  daya  manusia  Indonesia,  juga  kian  menjadi 
mahal  akibat  dari  kedua  sektor  tersebut  pengelolaannya  cenderimg 
diintegrasikan  ke  dalam  mekanisme  ekonomi  pasar,  sehingga  semakin 
sulit  untuk  bisa  dijangkau  warga  masyarakat  kebanyakan. 

Pemerintahan  bam  yang  kini  memegang  tampuk  kekuasaan  nam- 
paknya  juga  kian  banyak  membebani  warga  masyarakat  dengan  pajak, 
retribusi,  dan  berbagai  pungutan  lainnya.  Sementara  alokasi  anggaran 
untuk  pembangunan  ekonomi  prosentasenya  malah  berkurang 
ketimbang  di  masa  Orde  Bam.  Kini  Anggaran  Belanja  negara  lebih 
banyak  dialokasikan  untuk  pembiayaan  mtin  pemerintahan  dan 
institusi-institusi  kenegaraan  lainnya,  seperti  untuk  berbagai  kegiatan 
legilsatif  dan  pembentukan  dan  aktivitas  berbagai  komisi  yang  me- 
makan  ongkos  yang  juga  besar.  Otonomi  Daerah  yang  diberlakukan 
lebih  dari  delapan  tahim  lalu  terlihat  juga  bukannya  memberi  peluang 
pada  warga  masyarakat  untuk  bisa  mempermudah  akses  dan  kontrol 
umpamanya  pada  lapangan-lapangan  pekerjaan,  pendidikan,  dan 
kesehatan,  malah  pemerintah  daerah  ini  dengan  kewenangan  yang 
demikian  besar  yang  dimilikinya  telah  menambah  beban  ekonomi 
warga  masyarakat  dengan  berbagai  pungutan,  dengan  alasan  untuk 
peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  sementara  anggaran 
belanja  pembangunan  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat 
cukup  terbatas.  Berbagai  Perda  (Peraturan  Daerah)  telah  ditelorkan 
oleh  banyak  pemerintah  daerah  dan  legislatifnya  yang  di  dalamnya 
berisikan  berbagai  aturan,  bempa  beberapa  pungutan  mtin  ataupun 
yang  tidak,  yang  hams  dipenuhi  oleh  para  pengusaha  dan  penanam 
modal.  Bagaimanapim  Perda-Perda  yang  demikian  itu  cukup  meng- 
hambat  pada  perluasan  dunia  usaha  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga 
kerja.  Bahkan  ada  di  beberapa  daerah  yang  mewajibkan  Rumah 
Sakit  milik  dan  langsimg  dikelola  Pemerintah  Daerah  memberikan 
kontribusi  pendapatan  tahunan  untuk  Pendapatan  Asli  Daerah.  Su- 
dah  tentu  kewajiban  tersebut  menjadikan  rumah  sakit  dikelola  dengan 
pola  seperti  dunia  usaha  swasta. 

Komitmen  dan  janji  rezim  reformasi  untuk  memberantas  KKN 
(Kompsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme),  nampaknya  masih  banyak  yang 
sebatas  retorika  politik,  bukan  kemauan  politik  yang  kemudian  di- 
wujudkan,  temtama  di  daerah-daerah.  Malah  kelihatannya  KKN  ini 
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semakin  meluas  dan  melibatkan  hampir  banyak  aparat  pemerintahan 
dan  institusi-institusi  kenegaraan,  termasuk  institusi  legislatif.  Me- 
mang  sejak  lima  tahun  yang  lalu,  di  masa  pemerintahan  Presiden 
Susilo  Bambang  Yudoyono  (SBY),  ada  sedikit  upaya-upaya  untuk 
pemberantasan  korupsi  ini,  terutama  pada  tingkat  pusat  yang  di- 
motori  oleh  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi),  meski  ada  tu- 
duhan-tuduhan  secara  politik  bahwa  tindakan  hukum  atas  para 
komptor  besar,  baik  pejabat  di  lembaga  eksekutif  maupun  lembaga 
legislatif,  bersifat  tebang  pilih,  katakanlah  tindakan  tersebut  bersifat 
diskriminatif .  Bahkan  di  masa  akhir  pemerintahan  SBY  yang  pertama 
dan  awal  pemerintahannya  yang  kedua,  menjelang  akhir  tahun  2009, 
KPK  yang  mulai  unjuk  gigi  dan  memulai  bertindak  tanpa  pandang 
bulu  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  mulai  diganggu  dengan 
berbagai  tuduhan  bahwa  beberapa  anggota  dan  aparatnya  terlibat 
dalam  tindakan  kriminal  dan  penerimaan  penyuapan. 

Meski  kemudian  tuduhan  atas  anggota-anggota  KPK  itu  dianggap 
tidak  benar,  tidak  tersedia  cukup  bukti,  sedikit  banyak  menunjukkan 
bahwa  persoalan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  hingga  kini 
masih  sulit  untuk  direalisasikan,  banyak  menghadapi  tantangan  yang 
berasal  dari  pejabat-pejabat  dan  institusi-institusi  kenegaraan  itu 
sendiri.  Ditambah  lagi  sinyalemen  korupsi  pada  kasus  penalangan 
untuk  Bank  Century  sebesar  6,7  triliun  Rupiah,  yang  sekarang  ini 
melalui  Panitia  Khusus  DPR  sedang  diselidiki,  yang  dianggap  me- 
libatkan Kementrian  Keuangan  dan  Bank  Indonesia.  Beberapa  ka- 
langan  melihat  bahwa  kasus  Bank  Century  ini  adalah  suatu  pe- 
nyalahgunaan  wewenang  dan  jabatan,  ada  muatan  korupsinya,  tetapi 
kemungkinan  untuk  penyelesaiannya  dalam  waktu  dekat  akan  sangat 
sulit,  karena  langsung  melibatkan  pejabat-pejabat  tinggi  dan  tertinggi 
negara  yang  memiliki  kekuasaan  dan  otoritas  besar. 

Demikian  juga  dengan  masalah  keamanan,  kini  yang  terlihat 
dan  dirasakan  warga  masyarakat  adalah  meningkatnya  jumlah  dan 
berbagai  tindak  kriminalitas,  dan  karena  aparat  keamanan,  kepolisian 
yang  merupakan  bagian  dari  lembaga  negara,  cukup  terbatas  dalam 
melakukan  pencegahan  dan  upaya  tindakan  hukum,  akhimya  banyak 
warga  masyarakat  melakukan  aksi  "main  hakim  sendiri"  untuk 
memanifestasikan  rasa  kekesalan  dan  ketakutan  mereka.  Kesenjangan 
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sosial  dan  ekonomi  adalah  salah  satu  pemicu  cukup  besar  dari 
meningkatnya  tindakan  kriminalitas  yang  dilakukan  sebagian  warga 
masyarakat  ini.  Dismi  lembaga-lembaga  negara  di  daerah  maupun  di 
pusat  lebih  bertindak  pada  upaya  tindakan  hukumnya,  bukan  pada 
pencegahan  akar  permasalahannya,  seperti  mengurangi  kesenjangan 
sosial  dan  ekonomi  tersebut,  umpamanya  dengan  mendorong 
dan  memfasilitasi  pembukaan  dan  perluasan  peluang  usaha  dan 
kesempatan  kerja  bagi  warga  masyarakat  luas. 

Pemerintahan  bam  ini  nampaknya  sedang  mencoba  mengerem 
peran  negara  dalam  memotori  pembangunan  ekonomi.  Pertumbuhan 
dan  perkembangan  ekonomi  Indonesia  mulai  lebih  banyak  ditum- 
pukan  pada  mekanisme  pasar,  bahkan  pada  tingkat  pasar  global, 
sementara  negara  mencoba  berdiri  sebagai  "wasif".  Namim  demikian, 
bila  diamati  dengan  seksama  upaya  itu  berjalan  tersendat-sendat, 
untuk  tidak  mengatakan  mengalami  kemacetan,  tekanan  berbagai 
komponen  masyarakat,  umpamanya  melalui  imjuk  rasa,  yang  merasa 
dimgikan  dengan  diberlakukannya  mekanisme  pasar  kerap  terjadi. 
Mungkin  mxmculnya  gejolak-gejolak  masyarakat  yang  menentang 
pemberlakuan  mekanisme  pasar  itu,  dikarenakan  mereka  belum 
memiliki  kesiapan,  dan  memang  tidak  dipersiapkan  pemerintah  se- 
belumnya,  untuk  masuk  ke  dalamnya,  apalagi  pasar  global  yang  sa- 
ngat  kompetitif,  yang  memerlukan  prasyarat-prasyarat  sumber  daya 
manusia  yang  tangguh  dan  profesional,  dan  poduk-produk  yang 
akan  dijual  di  pasar  itu  bermutu  tinggi  tetapi  dengan  harga  yang 
bersaing. 

Di  samping  itu,  masyarakat  juga  melihat  bahwa  birokrasi  pe- 
merintahan belum  bersih  {clean  government),  masih  banyak  apa- 
ratur  pemerintah  yang  terlibat  dalam  tindakan  korupsi  dan  mela- 
kukan  pimgutan  yang  legal  dan  ilegal,  serta  belum  mencirikan 
cara  penyelenggaraan  negara  yang  baik  {good  governance),  seperti 
transparasi  serta  pelayanan  birokrasi  yang  tidak  kaku  dan  berbelit- 
belit.  Bisakah  pasar  tidak  mengalami  distorsi  dan  berlaku  adil  bila 
"wasit",  dalam  hal  ini  negara  dengan  aparat  pemerintahannya,  tidak 
bersih  dan  dalam  mengelola  negara  masih  memperlihatkan  kinerja 
yang  belum  terbuka  dan  akuntabel?  Etiskah  negara  mengurangi 
campur  tangan  pengelolaan  kegiatan-kegiatan  ekonomi  masyarakat. 
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sementara  masyarakat  sendiri  sedang  terpuruk,  dan  sesungguhnya 
krisis  yang  menghantam  masyarakat  tersebut  salah  satunya  ber- 
sumber  dari  perilaku  negara  sendiri  yang  dalam  melakukan  pem- 
bangunan  ekonomi  bertindak  diskriminatif  dan  format  politik  yang 
dikembangkan  pada  awalnya  menutup  ruang  partisipasi  publik? 

Memang  sekarang  mi  nampak  ada  ruang  keterbukaan  politik  yang 
cukup  besar,  tapi  itu  baru  pada  tingkat  retorika  dan  wacana.  Tetapi 
pada  tingkat  praktiknya,  apa  yang  disebut  partisipasi  masyarakat 
belum  sepenuhnya  terwujudkan.  Lembaga-lembaga  negara  hingga 
kini  masih  belum  begitu  transparan  dalam  pengambilan  keputusan 
dan  masih  sangat  kurang  membuka  akses  dan  kontrol  untuk  ma- 
syarakat untuk  bisa  melihat,  dan  malah  mungkin  terlibat,  dalam 
pengambilan  keputusan  tersebut.  Reformasi  memang  telah  membuka 
ruang  politik  pada  tingkat  masyarakat,  tetapi  pada  tingkat  lembaga- 
lembaga  kenegaraan  belum  sampai  sejauh  itu.  Lembaga-lembaga 
negara  nampaknya  masih  terjebak  atau  berada  di  dalam  birokratisme 
yang  berlebih  dan  memang  sikap  birokratisme  itu  dijaga  sedemikian 
rupa,  karena  melalui  itu  kekuasaan  dan  otoritas  besar  negara  tetap 
dapat  dilanggengkan. 

Mungkin  kini  bisa  dikatakan,  bahwa  negara  Otoritarianisme- 
Birokratik  Orde  Bam  sudah  runtuh!  Dan  pemerintahan  pasca  Orde 
Baru  sekarang  ini  sedang  mencoba  untuk  berpegang  pada  apa  yang 
disebut  penyelenggaraan  negara  yang  demokratis.  Tetapi  nampaknya 
ada  yang  perlu  dicatat  di  sini,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Jiirgen 
Habermas,  demokrasi  yang  selama  ini  berlangsung  lebih  bersifat 
formal  dan  prosedural.  Artinya,  penyelenggaraan  hidup  bemegara 
hanya  dilaksanakan  oleh  lembaga-lembaga  formal  kenegaraan,  yang 
isinya  menunjuk  pada  aturan-aturan  mengenai  relasi  antara  lem- 
baga-lembaga eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  instansi-instansi 
pemerintahan  lainnya,  tanpa  ada  keterlibatan  dari  institusi-institusi 

kemasyarakatan. 

Demokrasi  yang  demikian  itu  sangat  tidak  mencukupi,  karena 
yang  disebut  wakil  tidak  selalu  sejalan  dan  bahkan  bisa  bertentangan 
dengan  yang  diwakilinya.  Sementara  ihi,  negara-negara  di  Asia  yang 
sedang  mencoba  membangun  proses  demokrasi,  terjebak  pada  model 
demokrasi  prosedural  yang  konvensional  ini  yang  masih  menutup 
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partisipasi  kelompok-kelompok  masyarakat  dalam  penyelenggaraan 
negara,  sehingga  apa  yang  disebut  kedaulatan  rakyat  adalah  semu, 
sementara  realitas  politiknya  kedaulatan  itu  sebagian  besar  berada 
di  tangan  dan  dilaksanakan  lembaga-lembaga  kenegaraan."*^  Atau 
kalau  menurut  Anthony  Giddens,  proses  dan  mekanisme  demokrasi 
yang  konvensional  itu  masih  jauh  dari  demokrasi  yang  partisipatif, 
kekuasaan  eksekutif  dan  parlemen  dalam  mengambil  porsi  kedaulatan 
rakyat  begitu  besar  melalui  otoritas  yang  dimilikinya  dalam  pem- 
buatan  dan  implementasi  undang-undang,  sementara  undang- 
undang  yang  mereka  bangun  diorientasikan  untuk  kepentingan 
melindungi  posisi  mereka  dari  kontrol  masyarakat.  Memang  secara 
hukum  formal  institusi-institusi  negara  itu  memiliki  legitimasi  dan 
dalam  upaya  untuk  mengendalikan  masyarakat  tidak  lagi  memakai 
tindakan-tindakan  represif  dan  koersif,  tetapi  bagaimana  dengan 
legitimasi  sosiologisnya  bila  institusi-institusi  negara  itu  tidak  selalu 
mencerminkan  keterwakilan  seluruh  warga  negara?  ^ 

Diktum  sosiologi  menyebutkan,  bahwa  satu  atau  lebih  institusi 
yang  tadinya  dianggap  mewakili  satu  atau  beberapa  kelompok  atau 
golongan  atau  umumnya  masyarakat,  dalam  perjalanan  tugasnya 
dapat  "'terlepas''  dari  mereka  yang  diwakilinya.  Institusi  itu  akan 
mengembangkan  kebutuhan  dan  kepentingannya  sendiri,  yang  bi- 
sa  saja  berbeda  dengan  yang  diwakilinya.  Secara  empiris  di  ma- 
sa  rezim  reformasi  ini  sudah  banyak  bukti  bahwa  keputusan  pe- 
merintah  bersama  lembaga  perwakilan  rakyat  di  daerah  maupun 
pusat  tidak  terkait  atau  mencerminkan  kepentingan  dan  kebutuhan 
yang  mereka  wakili,  sebaliknya  malah  keputusan  yang  keluar  itu 
banyak  membebani  dan  menutup  ruang  partisipasi  masyarakat, 
terutama  dalam  konteks  pengambilan  keputusan  yang  terkait  dengan 
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. 

Bila  mengamati  arah  pembentukan  format  politik  pada  rezim  re- 
formasi sekarang  ini  nampak  lebih  memihak  pada  penguatan  lembaga- 
lembaga  kenegaraan,  sedangkan  lembaga-lembaga  kemasyarakatan 

Lihat  Franncisco  Budi  Hardiman,  "Habermas  tentang  Demokrasi  Asia:  Sebuah  Wawancara," 
dalam  Kalam,  No.  17,  2001,  him.  45-54. 
«  Lihat  Anthony  Giddens,  Jalati  Ketiga;  Pcmbaharuan  Demokrasi  Sosial  (Jakarta:  Gramedia,  1999), 

hlm.82-89.a 


PERAN  NEGARA  DALAM  PEMBANGUNAN  EKONOMI  (Rajab) 


647 


belum  banyak  mempunyai  kekuatan  untuk  mengontrol  lembaga- 
lembaga  kenegaraan  itu.  Dengan  kata  lain,  deniokrasi  yang  sedang 
dibentuk  di  Indonesia  sekarang  ini  belum  menunjuk  pada  ciri  de- 
mokrasi  yang  partisipatif,  yang  memperlihatkan  adanya  kendali 
yang  kuat  atas  peran  lembaga-lembaga  kenegaraan  oleh  lembaga- 
lembaga  kemasyarakatan.  Dalam  demokrasi  yang  partisipatif,  bukan 
demokrasi  yang  formal  seperti  kini  berlangsung,  ada  hubungan- 
hubimgan  relasional  yang  sejajar  yang  saling  mengendalikan  antara 
lembaga-lembaga  kemasyarakatan  {civil  societies)  dan  lembaga-lem- 
baga kenegaraan. 

Untuk  itulah,  karena  proses  demokratisasi  yang  kini  sedang 
berlangsung  lebih  bercorak  prosedural-formal,  sehingga  keterlibatan 
masyarakat  yang  lebih  luas  belum  terakomodasi  dan  terartikulasikan, 
terutama  dalam  konteks  pengambilan  keputusan  yang  akan  ber- 
dampak  pada  kehidupan  publik.  Belum  banyak  mengarah  pada  proses 
demokratisasi  yang  partisipatif,  diperlukan  mekanisme  dan  prosedur 
yang  memungkinkan  adanya  akses  dan  kontrol  dari  komponen- 
komponen  masyarakat  pada  pengambilan  keputusan  lembaga-lem- 
baga negara.  Jangan  sampai  keputusan  itu  hanya  melibatkan  pihak 
eksekutif  dan  legislatif.  Untuk  itu,  dibutuhkan  suatu  imdang- 
undang  atau  peraturan  pemerintah  yang  juga  ada  di  pemerintahan 
daerah  tentang  partisipasi  masyarakat,  yang  bukan  hanya  sebatas 
menampung  aspirasi,  tetapi  juga  komponen-komponen  masyarakat 
itu  bisa  terlibat  dalam  praktek-praktek  pengambilan  keputusan  yang 
penting. 
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